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KATA PENGANTAR 


Beberapa arah kebijakan dan strategi nasional terkait 
pemeliharaan kerukunan umat beragama di dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 
2024, Bab 5 Tentang Revolusi Mental dan Pembangunan 
Kebudayaan adalah memperkuat moderasi beragama untuk 
mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial. Salah 
satu strateginya melalui penguatan harmoni dan kerukunan 
umat beragama, yang mencakup: (1) perlindungan umat 
beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama: (2) 
penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, 
tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai 
perekat persatuan dan kesatuan bangsa: dan (3) penguatan 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun 
solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong. 


Selaras dengan konteks perlindungan umat beragama, 
penguatan FKUB dan lembaga keagamaan tersebut, dalam 
dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama RI 
2020-2024 telah disebutkan tentang pentingnya meningkatkan 
status hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri (PBM) tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
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Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Mewujudkan 
Perpres tersebut menjadi agenda penting bagi Kementerian 
Agama khususnya dan kementerian lain pada umumnya. 
Menteri Agama dalam berbagai kesempatan juga menegaskan 
hal tersebut dan memasukkannya sebagai salah satu program 
prioritas Kementerian Agama tahun 2020. 


Renstra Kementerian Agama 2020-2024 telah 
menjelaskan tentang salah satu dari tujuh misinya yaitu 
memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. 
Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk tujuan guna 
memudahkan realisasi dan pencapaiannya, di mana salah 
satunya adalah pengukuhan suasana kerukunan hidup umat 
beragama yang harmonis. Untuk mewujudkan pengukuhan 
suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis, 
Kementerian Agama memiliki beberapa kebijakan dan strategi. 
Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama 
umat beragamayang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling 
menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran 
agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai simpul utama 
dan kata kunci terwujudnya bangunan sosial keberagamaan 
masyarakat Indonesia, kerukunan umat beragama terus 
diperkuat oleh Kementerian Agama melalui layanan-layanan 
strategis dalam bentuk penguatan dialog, peningkatan peran 


Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), pembentu- 
kan desa sadar kerukunan, kerjasama nasional dan internasional. 
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Strategi dan kebijakan penguatan kerukunan di 
Kementerian agama berupa: (i) optimalisasi dan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama, (ii) 
peningkatan kapasitas aktor-aktor kerukunan umat beragama, 
(iii) pemberdayaan FKUB, lembaga keagamaan, dan institusi 
media: (iv) pengembangan dan penguatan kesadaran kerukunan 
umat beragama: dan (v) peningkatan pemahaman agama 
berwawasan moderat dan multikultural serta pembinaan aliran 
keagamaan. Terkait dengan program optimalisasi dan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan kerukunan umat beragama, 
Kementerian Agama memandang penting atas peningkatan 
status hukum PBM 2006 menjadi Perpres. 


Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pusat Kerukunan 
Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian 
Agama bekerjasma dengan lintas kementerian dan lembaga yang 
lain (Menko PMK, Menkopolhukam, Kemendagri, Kementerian 
Hukum dan HAM, Mensesneg, dan Kantor Staf Presiden), 
akademisi, pusat studi-pusat studi, serta LSM telah melakukan 
serangkaian kajian dan diskusi untuk mempersiapkan bahan 
masukan atau draf naskah akademik Raperpres dimaksud. Yang 
dipersiapkan tidak hanya naskah draf Raperpres saja (berasal 
dari naskah PBM 2006), namun juga yang sangat penting adalah 
Naskah Akademik yang menjadi rujukan akademis Raperpres 
dimaksud. 


Padaakhirtahun 2004 atau awal tahun 2005 telah muncul 
berbagai pendapat sekelompok masyarakat yang menuntut 
agar mencabut Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan 
Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan 
Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Agama oleh Pemeluk- 
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pemeluknya (SKB) dan di pihak lain menganjurkan untuk 
tetap mempertahankannya. Perbedaan pendapat tersebut 
disebabkan karena: SKB mengandung kalimat yang multi tafsir, 
SKB terlalu singkat, terdiri dari & (enam) pasal: syarat pendirian 
rumah ibadat belum jelas: dan standar pelayanan permohonan 
izin pendirian rumah ibadat tidak diatur, sehingga permohonan 
izin tersebut tidak terukur waktu penyelesaiannya. 


Merespon perkembangan tersebut, Pemerintah melalui 
Kementerian Agama telah melakukan kajian ulang terhadap 
SKB tersebut. Hasil kajian tersebut antara lain kehadiran SKB 
masih relevan untuk pengaturan rumah ibadat, karena jika SKB 
tersebut dicabut akan muncul permasalahan dan mengganggu 
hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur. Karena 
itu setelah melalui rapat dengan kementerian dan instansi 
terkait diputuskan bahwa SKB tersebut dipandang perlu 
untuk disempurnakan. Berdasarkan beberapa kali pembahasan 
penyempurnaan SKB dengan melibatkan tokoh-tokoh agama 
dari semua agama akhirnya disepakati dan disahkan menjadi 
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat 
(PBM) tanggal 21 Maret 2006. Dalam kesepakatan tersebut 
melibatkan majelis semua agama, yaitu: 

Majelis Ulama Indonesia (MUI): Persekutuan Gereja- 
gereja di Indonesia (PGI): Konferensi Waligereja Indonesia (KWI): 
Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI): dan Perwakilan 
Umat Buddha Indonesia (WALUBI). Sementara Pemerintah, 
diwakili oleh Kementerian Agama dan Kementerian Dalam 
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Negeri. Dengan demikian secara material atau substansial, 
PBM merupakan suatu produk hukum yang telah mendapat 
persetujuan dan disepakati oleh masyarakat beragama yang 
diwakili majelis semua agama. Bahkan, konsep awal revisi SKB 
yang menjadi PBM tersebut telah berubah hampir 9096 hasil 
11x diskusi para wakil majelis agama tersebut di atas. 


Dengan demikian secara material atau substansial, 
PBM merupakan suatu produk hukum yang telah disusun, 
disetujui, dan disepakati oleh masyarakat beragama yang 
diwakili organisasi-organisasi keagamaan dan pemuka-pemuka 
agama. PBM merupakan produk hukum yang ditujukan kepada 
setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara 
kerukunan umat beragama yang pada dasarnya merupakan 
bagian penting dari kerukunan nasional. Dengan kata lain, 
PBM tersebut merupakan suatu pedoman bagi setiap kepala 
daerah/wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas 
dan wewenangnya memelihara ketentraman dan ketertiban 
masyarakat, melindungi masyarakat, dan menjaga persatuan 
dan kesatuan serta kerukunan nasional. Karena itu, agar 
PBM tersebut memiliki fungsi mengatur dan mengikat rakyat 
untuk mematuhinya, maka diperlukan peraturan yang harus 
diterbitkan pula oleh gubernur ataupun bupati/walikota. 


Pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan 
tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah, 
baik Pusat maupun Daerah, serta merupakan bagian penting 
dalam menjaga kerukunan nasional. Sementara berdasarkan 
ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah ada pasal yang berbunyi: 
Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi 
(salah satunya): memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
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melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 


Apabila diperbandingkan, substansi PBM jauh lebih 
baik daripada SKB, yakni: PBM lebih jelas, baik dari segi 
pengertian umum, persyaratan, prosedur pengajuan perizinan, 
dan prosedur penyelesaian sengketa: PBM lebih terukur, baik 
dari segi persyaratan dan batasan waktu pengajuan ke Bupati/ 
Walikota, dan PBM lebih adil, karena memiliki aturan yang sama 
bagi semua umat beragama di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa sejak disahkan pada tahun 2006 sampai saat ini (tahun 
2020), PBM telah teruji dan telah tercipta ketentraman 
dan ketertiban masyarakat, serta terlindunginya hak-hak 
masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kerpercayaannya 
itu, serta telah terbukti terciptanya persatuan dan kesatuan 
serta kerukunan nasional. 
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06. Rakor yang diselenggarakan oleh PKUB (25-26 Juni 2020), membahas 
tindak lanjut. 

07. Rakor yang diselenggarakan oleh PKUB (10-11 Juli 2020), membahas 
draft izin prakarsa peraturan perundang-undangan dan draft Naskah 
Akademik Perpres. 
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Dalam perkembangannya, SKB yang kemudian disem- 
purnakan menjadi PBM itu hendak dinaikkan statusnya men- 
jadi Perpres. Dalam momentum inilah maka ada salah satu 
ketua FKUB Provinsi, pada tanggal 10 Februari 2020 menyam- 
paikan surat Nomor: 01/Asosiasi-FKUB-1/11/2020 kepada 
Presiden RI untuk menyampaikan aspirasinya mengenai 
peningkatan dasar hukum pembentukan FKUB Indonesia. 
Kemudian pada tanggal 14 April 2020, Kementerian Sekretaris 
Negera menindaklanjuti surat di atas dengan mengirimkan 
surat kepada Menteri Agama RI, Surat Nomor B-308/M. 
Sesneg/D-2/SR.00/04/2020. Kemudian pada tanggal 15 April 
2020, Menteri Agama RI memberikan arahannya bahwa secara 
prinsip setuju dan hendaknya dibicarakan dengan pihak-pihak 
terkait. Bahkan, Menteri Agama juga memberikan arahan untuk 
segera mengajukan draft surat pengusulannya (ijin prakarsa) 
ke Mensesneg. Surat tersebut kemudian ditembuskan ke 
Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal 
Kementerian Agama RI, khususnya kepada Kepala Bidang Bina 
Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan (Bidang 
Forum Kerukunan Umat Beragama). 


Sejak saat itu hingga sekarang (2022), tim dari PKUB 
Setjen Kemenag dan lintas kementerian/lembaga mengkaji dan 
menyiapkan draft peraturan tentang kemungkinan peningkatan 
status PBM 2006 menjadi Perpres. Tim melakukan diskusi 
intensif mulai dari tanggal 9 Maret 2020 hingga naskah ini 
menjadi bentuk seperti sekarang ini pada 30 Agustus 2020 
(5 bulan). Diskusi dilakukan pertama kali oleh PKUB, pada 
tanggal 9 Maret 2020, bertempat di kantor PKUB, dengan 
melaksanakan pertemuan internal Kementerian Agama 
(kelompok kerja inter sektoral) yang menghadirkan PKUB, Tim 
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PUSAD Paramadina, Puslitbang Kemenag, dan Kemenko PMK, 
yang menghasilkan dua rekomendasi, yaitu: (1) sehubungan 
dengan isu-isu kerukunan yang muncul baru-baru ini dan 
berpotensi untuk meningkat dan meluas, dipandang perlu untuk 
meningkatkan status PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menjadi 
Perpres. Hal Ini sejalan dengan rapat yang telah dilaksanakan 
di Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, KSP, dan Kemendagri: 
(2) untuk memperkuat kebijakan mengenai kerukunan umat 
beragama diperlukan Pangkalan Data mengenai FKUB di 
seluruh Indonesia. Saat ini PUSAD dan PKUB sudah mulai 
membangun Pangkalan Data FKUB sebanyak 305, sehingga 
harus disempurnakan menjadi 100X. Penyempurnaan tersebut 
harus dikembangkan oleh PUSAD, Puslitbang Bimas Agama 
dan Layanan Keagamaan, dan PKUB (Pemerintah). 


Terbitnya Perpres sebagai landasan hukum untuk 
meningkatkan peran Pemda dan pemberdayaan FKUB 
sangat diharapkan, dimana hal tersebut selalu dicetuskan dan 
disampaikan secara resmi pada setiap pertemuan, bahkan pada 
Konferensi Nasional FKUB III tahun 2017 di Medan, Sumatera 
Utara, Konferensi Nasional FKUB IV tahun 2018 di Tarakan, 
Kalimantan Utara, dan Konferensi Nasional FKUB V tahun 
2019 di Makassar, Sulawesi Selatan. FKUB se-Indonesia sangat 
membutuhkan dan sangat mengharapkan terbitnya Perpres 
yang dimaksud, karena beberapa alasan penting seperti yang 
pernah disampaikan oleh Forum FKUB pada saat berjumpa 
Presiden RI di Istana Bogor pada tanggal 19 Maret 2019, antara 
lain: 

1. Masih ada bahkan cukup banyak para Gubernur dan Bupati/ 
Walikota yang belum mengerti dan memahami bahwa 
betapa pentingnya kerukunan bagi bangsa Indonesia, 
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2. Kondisi sebagaimana angka 1 di atas nampak dari beragam- 
nya dukungan fasilitas dan bantuan dana yang dialokasikan 
dan diterima oleh FKUB setempat. Ada yang mendapat 
perhatian sangat baik, ada yang kurang mendapat perhatian, 
dan bahkan ada yang tidak mendapat perhatian sama sekali, 


3. FKUB membutuhkan dukungan dan fasilitas yang cukup 
sesuai kemampuan daerah masing-masing, baik untuk 
FKUB Provinsi maupun FKUB Kabupaten/Kota: 


4. Perpres juga dibutuhkan untuk mengakomodasi keberadaan 
FKUB pada tingkat Kecamatan, di mana pada saat ini 
beberapa daerah sudah membentuk FKUB Kecamatan. 


Pada tanggal 17 Juni 2020, Kemenko PMK kemudian 
mengadakan kegiatan Rakor Penguatan PBM menjadi Perpres. 
Rakor tersebut menyimpulkan beberapa hal, yaitu: 


1. Penguatan PBM menjadi Perpres merupakan dorongan 
dari tokoh-tokoh agama yang tergabung dalam FKUB. 
Pemerintah memandang dalam melakukan penguatan 
PBM menjadi Perpres harus dipertimbangkan dan 
diperhitungkan secara komprehensif karena menyangkut 
masalah agama-agama yang ada di Indonesia. Sehubungan 
dengan itu, pemerintah harus membentuk tim atau Panitia 
Antar Kementerian (PAK) dan melakukan kajian-kajian yang 
melibatkan “pelaku sejarah” yang melahirkan PBM, tokoh- 
tokoh agama, dan akademisi. Penguatan PBM sejatinya 
juga dapat mengawal implementasi moderasi beragama di 
daerah-daerah, 

2. Kajian-kajian untuk mendukung penguatan PBM tersebut 
harus meliputi beberapa hal, yaitu sejauh mana penguatan 
PBM itu akan menjawab permasalahan yang terjadi di 
lapangan seperti kurangnya peran pemerintah daerah 
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dalam peningkatan kerukunan umat beragama, dalam 
penganggaran untuk FKUB dan pemberdayaan FKUB 
serta kepatuhan kepada daerah terhadap amanat dari PBM 
tersebut: apakah penguatan PBM tersebut akan memiliki 
daya yang kuat untuk mengatasi permasalahan di atas, 
dan penguatan itu apakah akan merubah substansi PBM 
secara keseluruhan atau point-point tertentu saja atau tidak 
mengubah sama sekali. Dengan demikian, fokusnya adalah 
peningkatan status hukum PBM tersebut serta tidak akan 
membutuhkan banyak energi untuk menyelesaikannya, 


3. Timeline yang menjadi patokan adalah: bulan Juli 2020 
sudah terlaksana analisis dampak negatif dan positif, bulan 
Agustus sudah ada Naskah Akademik: bulan September 
2020 dilaksanakan FGD untuk menjaring masukan: bulan 
Oktober 2020 sudah mulai disusun Draft Perpres dan 
kemudian diajukan kepada Presiden. 


Sebagai tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan 
tersebut, khususnya setelah acara Rakor Penguatan PBM 
menjadi Perpres pada 17 Juni 2020, PKUB Sekretariat 
Jenderal Kementerian Agama melanjutkannya dengan 
menyelenggarakan acara bertajuk “Kegiatan Penyusunan Draft 
Peraturan KUB Terkait Peningkatan Status Peraturan Bersama 
Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006” yang diselengarakan 
pada tanggal 25-26 Juni 2020 di Bogor. Pertemuan tersebut 
dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), 
Kementerian Dalam Negeri, Kemenko PMK, dan Kemenko 
Polhukam. Acara yang dibagi menjadi tiga komisi tersebut 
masing-masing membahas tentang urgensi, dampak, dan 
penyiapan izin prakarsa serta naskah akademik peningkatan 
status hukum PBM Nomor 9 dan 8 menjadi Perpres. 
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Peningkatan status hukum PBM 2006 menjadi Perpres 
diharapkan menjadi langkah strategis untuk melakukan 
penguatan peran Pemda dan pemberdayaan FKUB. Dalam 
kesempatan tersebut (25 Juni 2020), Wakil Menteri Agama, 
Zainut Tauhid Sa'adi menyampaikan amanatnya bahwa “Dari 
sisi regulasi dasar hukum yang menopang langsung program dan 
kegiatan kerukunan umat beragama juga masih terbatas peraturan 
setingkat menteri. Alasan-alasan regulatif terkadang turut 
memperlambat lajunya program dan koordinasi yang dilakukan 
baik intern maupun antar instansi terkait, pemerintah daerah 
dan lembaga-lembaga penggiat kerukunan lainnya. Oleh sebab 
itu, kegiatan ini sangat penting dan strategis untuk merumuskan 
sebuah pemikian yang dapat dijadikan alasan untuk memperkuat 
peningkatan status atau penguatan PBM menjadi Peraturan 
Presiden.” 


Berikut ini adalah rumusan hasil kegiatan Penyusunan 
Draft Peraturan KUB Terkait Peningkatan Status PBM Nomor 
9 dan 8 Tahun 2006 Menjadi Perpres pada tanggal 25-26 Juni 
2020 tersebut. Ada dua urgensinya kenapa peningkatan status 
PBM menjadi Perpres itu sangatlah penting, yaitu: 


A. Mandat 


1. PBM tidak termasuk dalam jenis dan hierarki perundang- 
undangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 
tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan. Oleh karena itu, PBM perlu ditingkatkan 
statusnya menjadi Perpres agar masuk dalam Jenis dan 
Hierarki Perundang-Undangan sesuai dengan UU No. 
12 tahun 2011 tersebut, 


2. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang- 
undangan yang mengatur tentang Kerukunan Umat 
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Beragama sebagai turunan dari UUD 1945 dan PNPS 
No. 1 tahun 1969 terkait pemberdayaan kepala daerah 
dalam rangka kerukunan umat beragama, selain PBM 
No. 9 dan 8 tahun 2006, 


. Peningkatan status PBM menjadi Perpres sejalan dengan 


UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 10 Ayat 1 Butir f: Urusan pemerintahan absolute 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: 
a. politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, d. 
yustisi, e. moneter dan fiscal nasional, dan f. agama: dan 
Pasal 25 Ayat 1 Butir c: Urusan pemerintahan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Butir c: 
“pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat 
beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan 
stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional”: 


. Peningkatan status PBM menjadi Perpres juga sejalan 


dengan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial Pasal 5 Huruf b dan Pasal 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 


. Peningkatan status PBM menjadi Perpres juga sejalan 


dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 
43A poin 3 “Pencegahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan melalui: a. kesiapsiagaan nasional, 
kontraradikalisasi, dan deradikalisasi” 
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B. Kebutuhan 


1. Memperkuat tugas dan fungsi serta komitmen kepala 
daerah terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama 
dan moderasi beragama: 


2. Memperkuat kebijakan kepala daerah terkait 
pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan kerukunan 
umat beragama, 


3. Memperkuat peran dan tanggungjawab kepala daerah 
dalam menyelesaikan berbagai isu terkait kerukunan 
dan pendirian rumah ibadat: 


4. Memperkuat peran kepala daerah dalam pemberdayaan 
dan fasilitasi FKUB, 


5. Mengembangkan struktur FKUB hingga ke kecamatan 
dan desa. 


Padatanggal 10-11 Juli 2020, PKUB kembali mengadakan 
kegiatan Penyusunan Draft Surat Izin Prakarsa dan Penyusunan 
Draft Naskah Akademik. Hasil dari pertemuan tersebut adalah: 
1) menggunakan judul Perpres Tentang “Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat”: 2) segera mendiskusikan hasil 
penyusunan naskah akademik kepada tokoh agamawan, 
akademisi, dan pihak-pihak lain yang terkait: 3) dalam pengajuan 
izin prakarsa harus disertai dengan naskah akademik dan 
Raperpres, dan 4) segera membuat Daftar Inventarisir Masalah 
(DIM) terkait pasal-pasal dalam PBM 2006. 


Naskah Akademik ini disusun sebagai bahan utama bagi 
penyusunan Naskah Raperpres tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
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Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat yang dilaksanakan pada Tahun 
Anggaran 2020. Secara teknis, kegiatan penyusunan Naskah 
Akademik ini dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga 
terkait dan salah satunya dibiayai oleh DIPA Sekretariast 
Jenderal Kementerian Agama RI, melalui PKUB. Naskah 
Akademik yang ada di tangan pembaca ini merupakan hasil 
kerjasama dan sumbangan pemikiran dari banyak pihak (tokoh 
agama, tokoh masyarakat, akademisi, LSM, birokrat, dan 
peneliti). Atas hal tersebut, tim penyusun mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya. Bersamaan dengan itu, tim juga 
membuka diri atas komentar atau kritik untuk perbaikan naskah 
ini. 


Penyusunan Naskah Akademik Perpres Tentang Tugas 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini menggunakan 
pedoman beberapa peraturan, yaitu: (1) Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara 
Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden: (2) 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor M.HH-01.PP.0O1.01 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan 
Perundang-Undangan: (3) Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan: (4) Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksnaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
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Peraturan Perundang-Undangan: dan (5) Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 
Tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 
Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan 
Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan. 


Izin Prakarsa Presiden | 
Xx 
Mengajukan : : 
-4 usulan RPP/R Ma nannannannnnnnnnnn 
PERPRES 3 PE Daftar ! 
: Menteri Hukum perencanaan 
SEA PARE” Pemrakarsa er) dan HAM. —Xx program 
: (BPHN) |. penyusunan 
Pemrakarsa —: setuju na RPP/R.PERPRES : 
membentuk Panitia: 
antarkementerian | ' Menyampaikan daftar : 


! perencanaan program : 
! penyusunan RPP/R 
Perpres 


dan/atau antamon : 


kementerian (PAK) Pengharmonisasian 


INTERKEM 
Koordinasi dengan Kem 
KumHAM 


—— 
SETNEG/SETKAB 


| Penetapan oleh Presiden 
| PP/PERPRES 


Keterangan: 


Il. RPP/R. Perpres yang masuk dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah/ 
Peraturan Presiden prioritas tidak perlu mengajukan usulan kepada Presiden 
untuk memperoleh persetujuan berupa izin prakarsa. 


Ia) 


Izin prakarsa diusulkan oleh Pemrakarsa dalam hal RPP/R. Perpres tidak masuk 
dalam program penyusunan Peraturan Peerintah/Peraturan Presiden prioritas. 


3. RPP/R. Perpres yang masuk dalam program penyusunan Peraturan Pemerintah/ 
Peraturan Presiden prioritas ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 


Figur 2 
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BAB I 
PENDAHULUAN 


Figur 3 


A. Latar Belakang 


Indonesia bukanlah negara agama dan tidak ada agama- 
negara. Namun demikian, Indonesia juga bukanlah negara 
sekuler, tidak ada pemisahan diametris antara agama dan 
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negara. Dalam dasar negara Pancasila, sila pertamanya berbunyi 
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan posisi penting 
keberagamaan tersebut. Demikian halnya dalam konstitusi 
UUD 1945, Pasal 29 Ayat (1), menyatakan: “Negara berdasarkan 
atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menegaskan bahwa 
Indonesia merupakan negara berketuhanan, beragama. Atas 
posisinya yang bukan negara agama dan bukan juga sekuler 
ini, maka posisi negara di hadapan agama-agama menjadi 
netral dan imparsial. Tidak ada agama yang umat beragamanya 
diistimewakan, melainkan semua diperlakukan dan dilayani 
secara adil dan proporsional. 


Konstitusi juga menegaskan, tugas negara terhadap 
agama dan umat beragama adalah menjamin terlaksananya 
pemelukan agama dan pelaksanaan ibadat oleh umat beragama 
sesuai dengan agama dan kepercayaan agama yang diyakininya 
itu. Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, “Negara menjamin 
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaaannya itu”. Jaminan pemelukan agama dan ibadat 
ini dilakukan dalam berbagai upaya negara menghormati, 
melindungi, dan melayani umat beragama. 


Sesuai amanat konstitusi, negara dan pemerintah 
berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak 
setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, serta memberikan fasilitasi dan pelayanan untuk 
pemenuhan hak dasarwarga negara tersebut. Dengan demikian, 
aspek perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak 
beragama sebagai bagian dari hak asasi warga negara menjadi 
landasan pokok bagi pembangunan bidang agama. Sementara 
kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan merupakan 
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hak asasi warga negara, namun manifestasi dari kebebasan 
beragama atau berkeyakinan itu merupakan aspek yang 
dapat dibatasi atau diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan 
ketentuan yang disepakati oleh masyarakat internasional 
bahwa manifestasi kebebasan beragama atau berkeyakinan 
dapat dibatasi berdasarkan undang-undang guna melindungi 
keselamatan, ketertiban, kesehatan dan moralitas publik, serta 
untuk melindungi hak-hak fundamental atau kebebasan pihak 
lain (International Covenant on Civil dan Political Rights pasal 
18 ayat 4). Pembatasan atau pengaturan serupa dinyatakan 
dalam Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Dalam 
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis”. 


Dalam rangka pembinaan kehidupan beragama, 
pemerintah mengeluarkan kebijakan berlandaskan pada 
ketentuan-ketentuan yang telah dihasilkan oleh bangsa 
Indonesia, meliputi ketentuan konstitusi, antara lain: 1) 
Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28E, 281, 28), 
dan 29: 2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia khususnya Pasal 70 dan Pasal 73: 3) Undang- 
Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Poltik, dimana pada 
pasal 18 kovenan mengatur tentang kebebasan beragama, 
dan bahwa kebebasan tersebut dibatasi dengan Undang- 
Undang: 4) Undang-Undang No. 1/PNPS/ tahun 1965 tentang 
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Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama: dan 
5) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Meskipun 
Peraturan Bersama ini ditandatangani oleh dua Menteri, tetapi 
substansinya adalah kesepakatan bersama dari perwakilan 
majelis semua agama. 


Dalam pelaksanaan jaminan tersebut, negara harus 
mengelola keberagaman agama dalam masyarakat agar 
pemelukan dan ibadat oleh umat beragama tersebut 
berlangsung dengan tertib, aman, damai, rukun, dan harmonis. 
Hal ini penting karena fakta sosial menunjukkan telah terjadi 
sejumlah kasus keagamaan terkait pemelukan agama dan atau 
pelaksanaan ibadat dalam sejumlah agama. Sebagai contoh, 
ada sekelompok individu yang meyakini suatu keyakinan agama 
mendapat gangguan dari kelompok lainnya. Tuduhan penodaan 
agama diarahkan terhadap mereka karena sekelompok individu 
itu memiliki kemiripan ajaran dengan agama yang telah ada, 
sehingga terkesan mencederai agama yang ada tersebut. Ada 
juga sekelompok masyarakat yang melarang kelompok umat 
yang hendak melakukan ibadat di suatu tempat. Karena itu, 
implementasi jaminan kebebasan dalam pemelukan agama 
dan ibadat agama harus selaras dengan tetap memelihara 
terciptanya ketertiban masyarakat, tidak boleh terjadi konflik. 
Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara komitmen 
dan semangat keagamaan. 
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Kritik dari berbagai pihak Pemberdayaan FKUB Jaminan Kepastian Hukum 


Peneliti, Tokoh Agama, 
Tokoh Masyarakat, 
Akademisi 


Pemerintah Belum Optimal dalam 
Memberdayakan FKUB 


Belum sepenuhnya memberikan 
kepastian hukum, bagi agama atau 
kepercayaan yang di kalim sebag 
agama baru 


Perpres 


Persoalan Umat Beragama dan 


Regulasi 
Kasus Konflik 


PBM No 9 dan 8 tahun 2006 


S7 , Kebebasan Beragama sebagai pahkan masih dianggap tidak 
Minimnya Kehadiran mana yang diamanatkan oleh termasuk dalam Jenis dan Hierarki 
Pemerintah, baik Pemerintah konstitusi UUD 1945, khususnya 


Peraturan Per-undang-undangan 
Pusat Maupun Daerah pasal 29 ayat 2, pasal 28E ayat 1, 5 9 


Pasal 28 I ayat 1 yang 
mx diimplementasikan melalui UU 
2 PUSAT KERUKUNAN UMAT TO TPNPS 963” 


Figur 4 


Banyak kritik dari berbagai pihak, terutama dari 
kalangan peneliti dan para tokoh agama, tokoh masyarakat 
serta akademisi yang menginformasikan bahwa terkait dengan 
berbagai persoalan kebebasan umat beragama dan kasus- 
kasus konflik yang terjadi di masyarakat, dinilai masih minimnya 
kehadiran pemerintah baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Dengan kata lain, sering diungkapkan oleh 
para tokoh penggiat kerukunan bahwa pemerintah termasuk 
pemerintah daerah belum hadir secara nyata, dan kontribusinya 
belum optimal untuk mengawal terbinanya kerukunan umat 
beragama, termasuk perhatian pemerintah daerah dalam 
pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 
misalnya, juga dinilai belum berfungsi secara optimal. 

Dari sisi regulasi kebebasan beragama sebagaimana 
diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 dan 28 
telah disebutkan: 
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Pasal 29 ayat (2): 


“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaanna itu”, 


Pasal 28 E ayat (1): 


“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilh Pendidikan dan pengajaran, memilh 
pekerjaan, memilh kewarganegaraan, memilih tempat tinggal 
di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” 
dan, 


Pasal 281 ayat (1): 


“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun.” 


Regulasi kebebasan beragama dalam UUD 1945 di 
atas kemudian diimplementasikan melalui UU Nomor 1/ 
PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ 
atau Penodaan Agama, yang ternyata belum sepenuhnya 
memberikan kepastian hukum, terutama terkait tentang 
pengaturan kerukunan umat beragama. Berdasarkan PNPS 
1965 tersebut, di Indonesia terdapat enam agama yang banyak 
dipeluk masyarakatnya, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 
Buddha, dan Khonghucu. Selain itu, terdapat sejumlah agama 
lainnya yang dipeluk sebagian masyarakat, serta ada sekitar 
245 agama lokal dan/atau aliran kepercayaan yang juga dipeluk 
sebagian kecil masyarakat, yang tersebar di sejumlah wilayah. 
Kemajemukan dalam agama terjadi karena masuknya berbagai 
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agama besar ke Indonesia, yang diawali oleh agama Hindu dan 
Buddha, kemudian Islam, Katolik, Kristen, dan Khonghucu. 
Perkembangan agama-agama tersebut, telah menjadikan 
bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama, sehingga 
kehidupan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
masyarakat dan bangsa Indonesia. 


Misalnya, dalam Pasal 1 UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 
tersebut disampaikan: 


“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum 
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan 
umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama 
yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan 
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan 
dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari 
pokok-pokok agama itu" 


Adapun penjelasan Pasal 1 tersebut adalah: 


“Dengan kata-kata “di muka umum' dimaksudkan apa yang lazim 
diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk 
di Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, 
dan Khonghucu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam 
sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena 6 
macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir 
seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat 
jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang- 
Undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan 
perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak 
berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, 
Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan 
penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka 
dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan 
yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan 
lain. Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha 
menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah 
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Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.Hal ini sesuai dengan ketetapan 
M.P.R.S.Nomor II/MPRS/1960, lampiran A, Bidang 1, angka 6. 
Dengan kata-kata “kegiatan keagamaan' dimaksudkan segala 
macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan 
suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah-istilah dalam 
menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya 
ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok-pokok 
ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang 
untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya". 


Namun demikian disadari, bahwa regulasi tentang 
kehidupan umat beragama yang ada sekarang ini masih 
tersebar secara parsial dalam berbagai peraturan perundang- 
undangan. Bahkan, masih ada regulasi tersebut yang hanya 
diatur dalam peraturan setingkat Menteri yang daya ikatnya 
dianggap sebagian kalangan masih belum kuat. Contoh 
peraturan setingkat Menteri yang telah mengatur tentang 
kehidupan umat beragama, khususnya kerukunan umat 
beragama antara lain Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri 
dan Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM) Tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan 
Pendirian Rumah Ibadat (PRI), dimana peraturan tersebut masih 
menuai kontroversi dalam hal status regulasinya hingga saat ini. 


Peraturan Menteri tidak termasuk dalam Jenis dan 
Hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari 
yang tertinggi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, 
yaitu: (1) UUD 1945: (2) Ketetapan MPR (TAP MPR): (3) UU 
atau PP Pengganti UU (Perppu): (4) Peraturan Pemerintah 
(PP): (5) Peraturan Presiden (Perpres): (6) Peraturan Daerah 
(Perda) Provinsi: dan (7) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/ 
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Kota. Oleh karena tidak termasuk dalam hierarki peraturan 
perundang-undangan, PBM tidak sepenuhnya dilaksanakan 
oleh setiap Pemerintah Daerah (Pemda) secara baik. Karenanya, 
efektivitas PBM selama ini lebih ditentukan oleh kemampuan 
komunikasi para tokoh agama, FKUB, dengan Pemerintah 
Daerah. 


Akibat dari pemahaman di atas, keberadaan PBM 
belum sepenuhnya dapat dijalankan dan menjadi rujukan 
bagi Gubernur/Bupati/Walikota dalam tugas memelihara 
dan merawat kerukunan umat beragama dan pemberdayaan 
FKUB, walaupun Peraturan Menteri keberadaannya juga 
telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011 tersebut. 
Momentum yang lain, terkait pentingnya PBM 2006 untuk 
ditingkatkan menjadi Perpres adalah Judicial Review (JR) atau 
gugatan beberapa pasal pada PBM yang diajukan oleh kelompok 
pengacara baru-baru ini, ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). JR 
tersebut terkait Atas Permohonan Uji Materiil Ketentuan Pasal 
13 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 14 ayat (2) huruf b Peraturan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat, tanggal 21 Maret 2006. 


Pemeliharaankerukunan umat beragamayangmerupakan 
tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintah, 
baik Pusat maupun Daerah, serta merupakan bagian penting 
dalam menjaga kerukunan nasional, tidak semua Pemda dapat 
memahami dan melaksanakannya. Misalnya selama ini tidak ada 
keseragaman dukungan dan perhatian Pemda kepada FKUB, 
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baik dalam hal fasilitasi kegiatan FKUB, memberikan bantuan 
dana operasional, dan pembangunan kantor FKUB di daerah 
yang bersangkutan. Ada FKUB yang mendapat dukungan dan 
perhatian sangat baik, ada yang kurang mendapat perhatian, dan 
bahkan ada FKUB yang tidak mendapat perhatian sama sekali 
dari Pemda setempat. Ada juga keraguan/ketidaktegasan pihak 
Pemda dalam pengambilan keputusan terkait dengan pendirian 
rumah ibadat, sehingga permasalahannya berkembang dan 
bahkan ada yang menjadi konsumsi politik atau dipolitisir bahkan 
ke tingkat internasional. Oleh sebab itu, beberapa kalangan 
masyarakat dan tokoh agama khususnya yang tergabung dalam 
FKUB turut memberikan masukan dan mendorong pemerintah 
agar meningkatkan status/menguatkan PBM Nomor 9 dan 8 
tahun 2006 menjadi Peraturan Presiden (Perpres). 


Jadi, pentingnya peningkatan status PBM 2006 menjadi 
Perpres adalah karena jaminan konstitusional kebebasan 
memeluk agama dan melaksanakan ibadat agama yang ada 
dalam Pasal 28E, Pasal 281, dan Pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI 
1945 belum memiliki aturan operasional yang memadai untuk 
penegakannya. Aturan operasional yang sudah ada adalah 
Peraturan Bersama Menteri (PBM) Tahun 2006. Namun, secara 
mandatoris, PBM tidak dikenal dalam hierarki perundang- 
undangan seperti yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
Peraturan Menteri tidak termasuk dalam Jenis dan Hierarki 
Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang 
tertinggi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu: (1) UUD 
1945: (2) Ketetapan MPR (TAP MPR): (3) UU atau PP Pengganti 
UU (Perppu): 4) Peraturan Pemerintah (PP): (5) Peraturan 
Presiden (Perpres): (6) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi: dan (7) 
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Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Oleh karena PBM 
tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan 
tersebut, maka PBM tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan 
oleh setiap Pemerintah Daerah (Pemda) secara baik. Akibat 
dari pemahaman di atas, keberadaan PBM belum sepenuhnya 
dapat dijalankan dan menjadi rujukan bagi Gubernur/Bupati/ 
Walikota dalam tugas memelihara dan merawat kerukunan 
umat beragama dan pemberdayaan FKUB. Karena Gubernur/ 
Bupati/Walikota itu di bawah presiden, maka penting sekali 
untuk meningkatkan status PBM tersebut menjadi Perpres. 


Secara umum, di bawah Pasal 29 UUD 1945, belum 
ada Perpres, apalagi UU organik yang secara khusus mengatur 
terkait kehidupan kerukunan umat beragama. Dalam hal ini 
terjadi kekosongan peraturan perundang-undangan (Perpres) 
di bawah UUD Negara RI 1945 yang bisa menjadi pedoman 
bersama terkait kerukunan umat beragama. Dari hierarki yang 
mengatur ketentuan perundang-undangan di atas, supaya 
PBM mempunyai ketentuan hukum yang mengikat, maka 
diperlukan Peraturan Presiden. Penerbitan Perpres tersebut 
dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana 
yang telah diakomodir dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 Poin c: UU Nomor 7 
Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 5 Huruf 
b Pasal 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13: dan UU Nomor 5 Tahun 2018 
Pasal 43A poin 3. 


Secara empiris, Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat tersebut sangatlah penting karena 
saat ini masih sering terjadi isu-isu kerukunan umat beragama 
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di daerah: perlunya ada penguatan dan pengaturan serta 
pemberdayaan hal-hal teknis dalam rangka mendukung peran 
dan fungsi FKUB yang menjadi garda terdepan kerukunan 
sebab terdiri atas tokoh-tokoh agama dan masyarakat: masih 
banyak Gubernur/Bupati/Walikota yang belum memberikan 
dukungan anggaran, fasilitasi, dan pemberdayaan FKUB secara 
optimal dalam hal pengarusutamaan kerukunan: dan bagi 
pengurus FKUB untuk lebih meningkatkan fungsinya dalam 
dialog antar agama dengan memperbanyak peran sebagai 
fasilitator dan penengah di masyarakat. Perpres Tentang Tugas 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini diarahkan 
pada upaya memberi landasan hukum/dasar hukum dalam 
menguatkan dan meningkatkan upaya pemeliharaan dan 
pemberdayaan kerukunan umat beragama di Indonesia. 


B. Identifikasi Masalah 


Dari paparan di atas, terkait pentingnya Perpres 
Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat, dapat diidentifikasi dua permasalahan secara teoritis- 
yuridis dan praktis-empiris, sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah Perspektif Teoritis-Yuridis: 


1) PBM 2006 tidak termasuk dalam jenis dan hierarki 
perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam 
UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Oleh karena itu, PBM 2006 perlu 
ditingkatkan statusnya menjadi Perpres agar masuk 
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dalam Jenis dan Hierarki Perundang-Undangan sesuai 
dengan UU No. 12 tahun 2011 tersebut: 


2) Oleh karena PBM 2006 tidak termasuk dalam hierarki 
peraturan perundang-undangan tersebut, maka PBM 
2006 tersebut tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh 
setiap Pemerintah Daerah (Pemda) secara baik. Akibat 
dari pemahaman di atas, keberadaan PBM 2006 belum 
sepenuhnya dapat dijalankan dan menjadi rujukan 
bagi peningkatan peran Gubernur/Bupati/Walikota 
dalam tugas memelihara dan merawat kerukunan umat 
beragama dan pemberdayaan FKUB. Karena Gubernur/ 
Bupati/Walikota itu di bawah Presiden, maka penting 
sekali untuk meningkatkan status PBM 2006 tersebut 
menjadi Perpres, 

3) Sampai saat ini belum ada peraturan perundang- 
undangan yang mengatur tentang Kerukunan Umat 
Beragama sebagai turunan dari UUD 1945 dan PNPS 
No. 1 tahun 1969 terkait pemberdayaan kepala daerah 
dalam rangka kerukunan umat beragama, selain PBM 
No. 9 dan 8 tahun 2006, 


4) Khususnya adalah, belum ada turunan peraturan organik 
dari Pasal 29 UUD 1945 tersebut, yang secara khusus 
mengatur terkait kehidupan kerukunan umat beragama. 
Dalam hal ini terjadi kekosongan peraturan perundang- 
undangan di bawah UUD Negara RI 1945 yang bisa 
menjadi pedoman bersama. Dari hierarki yang mengatur 
ketentuan perundang-undangan di atas, supaya PBM 
2006 mempunyai ketentuan hukum yang mengikat, 
maka diperlukan Peraturan Presiden, karena Perpres 
itu diterbitkan dalam rangka menjalankan urusan 
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pemerintahan, yang diatur juga dalam UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No- 
mor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. 


5) Surat dari Menteri Sekretaris Negera RI kepada Menteri 
AgamaRI NomorB-308/M.Sesneg/D-2/SR.00/04/2020 
tanggal 14 April 2020 terkait penyampaian aspirasi dari 
FKUB mengenai peningkatan dasar hukum pembentukan 
FKUB di Indonesia. Aspirasi tersebut segera ditangani 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Identifikasi Masalah Perspektif Praktis-Empiris: 


Secara praktis empiris, Perpres ini bertujuanuntuk penguatan 
peran Pemda dan pemberdayaan FKUB dalam program- 
program kerukunan umat beragama di daerah. Peran Pemda 
terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama perlu 
dikuatkan karena beberapa alasan, yaitu: meskipun FKUB 
sudah ada hampir di semua daerah, namun kepala daerah 
belum semuanya memahami fungsi dalam KUB: tidak ada 
mekanisme akuntabilitas yang jelas: dan dukungan Pemda 
sangat tergantung pada preferensi pribadi kepala daerah 
dengan anggota FKUB. Adapun yang terkait dengan 
pentingnya penguatan FKUB adalah untuk memperkuat 
dukungan pemerintah daerah pada kinerja FKUB dengan 
memperkuat regulasi: memperkuat SDM FKUB dengan 
memperbaiki sistem rekruitmen dan pengelolaan organisasi: 
memperkuat kelembagaan FKUB dengan adanya sekretariat 
mandiri dan permanen: FKUB jangan terlalu dibebani 
urusan birokrasi tempat ibadah: dan FKUB untuk lebih 
meningkatkan fungsinya dalam dialog antar-agama dengan 
memperbanyak peran sebagai fasilitator dan penengah di 
masyarakat. Rumusan masalahnya menjadi seperti berikut: 
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1) Belum kuatnya tugas dan fungsi serta komitmen kepala 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


daerah terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama 
dan moderasi beragama: 


Belum kuatnya kebijakan kepala daerah terkait 
pengalokasian anggaran untuk pemeliharaan kerukunan 
umat beragama, 


Belum kuatnya peran dan tanggung jawab kepala daerah 
dalam menyelesaikan berbagai isu terkait kerukunan dan 
pendirian rumah ibadat: 


Belum kuatnya peran kepala daerah dalam pemberdayaan 
dan fasilitasi FKUB. 


Belum adanya pengembangan FKUB sampai ke tingkat 
Kecamatan dan Kelurahan/Desa. 


FKUB belum maksimal menjadi fasilitator penyampaian 
pesan-pesan kebijakan strategis pemerintah yang 
dilakukan oleh tokoh dari masing-masing majelis agama 
kepada ummatnya. 


C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 


Sesuai ruang lingkup identifikasi masalah di atas, maka 


penyusunan naskah akademik ini ditujukan untuk: 


1. 


Merumuskan permasalahan dan persoalan yang dihadapi 
terkait Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat dalam berbagai bentuk yang belum mendapatkan 
pengaturan yang pasti secara hukum: 


Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai 
alasan pembentukan Rancangan Peraturan Presiden sebagai 
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dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam 
kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat: 


3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, yuridis, 
sosiologis, dan komparatif, atas pembentukan Rancangan 
Peraturan Presiden tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat: 


4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang 
lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan 
dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. 


Kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan 
atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan 
Peraturan Presiden tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat. Berdasarkan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, hanya tiga peraturan yang 
“wajib“ memakai Naskah Akademik, yaitu: Rancangan Undang- 
Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Naskah Akademik 
untuk Perpres tidak wajib. Namun demikian, faktanya ketika 
Izin Prakarsa diajukan ke Presiden melalui Kementerian 
Kesekretariatan Negara, tetap dimintai naskahnya, 
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Pasal 43 ayat (3): 


Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, 
atau DPD harus disertai Naskah Akademik. 


Pasal 56 ayat (2): 


Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ 
atau Naskah Akademik. 


Pasal 63: 


Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 
62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 


Penyusunan Naskah Akademik Perpres Tentang Tugas 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini menggunakan 
4 (empat) pedoman peraturan, yaitu: 


(1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 
2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Peng- 
ganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, 
dan Rancangan Peraturan Presiden: 


Pasal 1 ayat (7): 


Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung- 
jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar 
belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan 
dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan Rancangan 
Undang-Undang. 
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Pasal 5 ayat (1): 


Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Undang-Undang dapat 
terlebih dahulu menyusun Naskah Akademik mengenai materi 
yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang. 


Pasal 5 ayat (2): 


Penyusunan Naskah Akademik sebagaiman dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa bersama-sama dengan 
Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat 
diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya 
yang mempunyai keahlian untuk itu. 


Pasal 5 ayat (3): 


Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan 
lingkup materi yang akan diatur. 


Pasal 5 ayat (4): 


Panitia antar departemen penyusunan Rancangan Undang- 
Undang dibentuk setelah Prolegnas ditetapkan Dewan 
Perwakilan Rakyat. 


(2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
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Indonesia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan 
Peraturan Perundang-Undangan, 


Pasal 1 ayat (1): 


Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggung- 
jawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar 
belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan 
dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan substansi 
rancangan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 1 ayat (2): 


Penyusunan Naskah Akademik adalah pembuatan Naskah 
Akademik yang dilakukan melalui suatu proses penelitian 
hukum dan penelitian lainnya secara cermat, komprehensif, 
dansistematis. 


Pasal 1 ayat (5): 


Paparan Naskah Akademik adalah pemaparan hasil penyusunan 
Naskah Akademik oleh pemrakarsa dengan melibatkan para 
ahli, wakil instansi terkait, unsur perguruan tinggi dan unsur 
masyarakat. 


Pasal 3 ayat (1): 


Naskah Akademik memuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, 
pokok dan lingkup materi yang akan diatur, serta konsep awal 
Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 


Pasal 3 ayat (2): 


Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
berdasarkan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik sebagai- 
mana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 4 ayat (1): Departemen 
dapat memfasilitasi pemrakarsa dalam menyusun Naskah 
Akademik rancangan peraturanperundang-undangan. 


Pasal 4 ayat (2): 


Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
penyediaan tenaga ahli, bahan hasil penelitian, konsultasi, 
atau fasilitasi lain yang diperlukan dalam penyusunan Naskah 
Akademik. 


Pasal 5 ayat (1): 


Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari proses pengajuan usul prolegnas RUU Prioritas Tahunan 
Pemerintah. 
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Pasal 5 ayat (2): 


Naskah Akademik RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dipaparkan oleh pemrakarsa dalam rangka persiapan 
Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan 
dengan DPRRI. 


Pasal 5 ayat (3): 


Pelaksanaan pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. 


(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 


Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: 


Pasal 1 ayat (11): 


Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian 
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah 
tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi 
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 


(4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 
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2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan: 


Pasal 1 ayat (13): 


Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian 
hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah 
tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan 
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi 
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 
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D. Metode Buku 


Kajian Naskah Akademik ini menggunakan 3 (tiga) 
pendekatan sebagai berikut: 


a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 


Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan 
keharusan dalam sebuah penelitian hukum normatif. 
Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari konsistensi 
dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan 
undang-undang lainnya. 


b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 


Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- 
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di 
bidang Ilmu Hukum, dan ilmu lainnya khususnya berkenaan 
dengan hak untuk kehidupan beragama/berkeyakinan, 
khususnya kerukunan umat beragama, maka diharapkan 
akan terbangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab 
persoalan yang diteliti. Dalam pendekatan ini, pengumpulan 
data dilakukan dengan studi dokumen dan kepustakaan. 
Untuk mempertajam studi kepustakaan yang dilakukan, juga 
dilakukan diskusi kelompok terfokus (FGD), workshop dan 
konsultasi ahli. FGD, workshop dan konsultasi ahli ditujukan 
untuk menghimpun pendapat dan masukan dalam rangka 
mempertajam kajian yang dilakukan. 
c. Pendekatan Empirik (Empirical Approach) 

Pendekatan empirik dilakukan dengan melakukan serapan 
aspirasi dari tokoh-tokoh agama dari majelis semua agama 
dan FKUB mengenai urgensi negara untuk mengeluarkan 
Peraturan Presiden Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
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Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan metode kuantitatif 
melalui serapan aspirasi dari tokoh-tokoh agama dari majelis 
semua agama dan FKUB, khususnya yang tergabung dalam 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan 
Kabupaten/Kota se-Indonesia, Pemda (Kesbangpol), Kanwil 
Kementerian Agama (Kasubbag Biro Ortala dan KUB) dan 
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Kasubbag 
TU). Selain itu, metode kualitatif juga digunakan melalui 
pembacaan hasil-hasil penelitian tentang peran Pemda 
dan FKUB terkait upaya pemeliharaan kerukunan umat 
beragama, pemberdayaan FKUB, dan pendirian rumah 
ibadat. 
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BAB II 


KAJIAN TEORETIS 
DAN EMPIRIS TUGAS 
KEPALA DAERAH/WAKIL 
KEPALA DAERAH DALAM 
PEMELIHARAAN KERUKUNAN 
UMAT BERAGAMA, 
PEMBERDAYAAN FORUM 
KERUKUNAN UMAT 
BERAGAMA, DAN PENDIRIAN 
RUMAH IBADAT 
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A. Filosofi Moderasi Beragama, Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat di 
Indonesia 


Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya 
bahwa Perpres ini menjelaskan tentang tiga bagian utama, yaitu 
tugas kepaladaerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan 
kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan 
umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Ketiga bagian 
tersebut senyatanya mengaitkan tiga pilar utama untuk 
mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu 
peran pemerintah, masyarakat, dan umat beragama. Pada posisi 
tersebut, peran FKUB sangatlah strategis. Sebab, FKUB menjadi 
jembatan dialog antara pemerintah dan umat beragama. Untuk 
lebih jelasnya, perhatikan figur yang menjelaskan hubungan 
antara peran Pemda, FKUB, dan pendirian rumah ibadat oleh 
umat beragama di bawah ini: 


Pemerintah Pusat dan Daerah 
Top To Down 


ke) 2 
dengan Pemuka Ormas 
Agama dan Tokoh Masyarakat Keagamaan dan Aspirasi Masyarakat 


( (8 
Melakukan Sosialisasi Peraturan Menyalurkan Aspirasi Ormas 
Perundang-undangan dan Kebijakan — Keagamaan dan Masyarakat dalam 
di Bidang Keagamaan yang Berkaitan Bentuk Rekomendasi sebagai Bahan 
dengan Kerukunan Umat Beragama Kebijakan Pemerintah 
dan Pemberdayaan Masyarakat (Melakukan Rekomendasi Tertulis 
Atas Permohonan Pendirian Rumah 
Ibadat) 


Down To Up Umat Beragama (Rumah Ibadat) 


Komitmen Keagamaan- Keagamaan 


Figur 5 
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Kebebasan beragama harus selaras dengan kerukunan 
beragama. Dalam kehidupan umat beragama di Indonesia, ada 
distingsi antara komitmen keagamaan dan semangat keagamaan 
atau antara kebebasan dan keterbatasan atau antara dimensi 
internum dan eksternum atau ber-Tuhan secara kebudayaan 
dari umat beragama. Misalnya, mendirikan rumah ibadat bagi 
umat beragama adalah bagian dari komitmen keagamannya. 
Namun, komitmen keagamaan tersebut harus diselaraskan 
dengan semangat keagamaannya. Setiap umat beragama 
dijamin kebebasan “ibadahnya” karena itu wilayah internum. 
Hal ini berbeda dengan “mendirikan rumah ibadat" di mana 
itu adalah wilayah eksternum. Artinya, harus memperhatikan 
situasi masyarakat dan peraturan yang ada. Jadi, kebebasan 
dan kerukunan tidak boleh dipertentangkan, justru harus 
diselaraskan. Semangat keagamaan, misalnya mendirikan 
rumah ibadat, dapat dilihat sebagai bentuk praktik dari masing- 
masing penganut agama yang melibatkan hubungan orang 
perorang atau kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam 
bentuk ekspresi keagamaan. Ekspresi ini dalam batas-batas 
tertentu tampak yang utama dalam setiap aktivitas keseharian 
masyarakat. Kerenanya kemudian semangat keagamaan 
menjadi domain publik dan dalam praktiknya memerlukan 
toleransi, nilai etis, bahkan regulasi yang disediakan oleh 
pemerintah guna mengatur lalu lintas ekspresi keberagamaan 
umat beragama. 


Sejauh ini, komitmen keagamaan seperti beribadah, 
menjadi wilayah aman dalam kehidupan beragama masyarakat 
di Indonesia dan nyaris tidak memunculkan polemik. Besar 
kemungkinan ini dikarenakan selain komitmen tersebut hampir 
sepenuhnya bersifat teologis, ia juga berada dalam wilayah 
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esoteris atau internum yang dalam bahasa F. Schoun, S. H. Nasr 
dan Huston Smith menyebut sebagai wilayah inner metaphisical 
truth of religion (kebenaran metafisis batiniah agama). Wilayah ini 
lazim dikenal dalam bahasa keseharian sebagai wilayah internal 
dari masing-masing umat beragama. Sebaliknya, semangat 
keagamaan, misalnya seperti mendirikan rumah ibadat, adalah 
wilayah eksoteris, domain publik yang melibatkan hampir 
semua varibel sosial. Karenanya, semangat ini kemudian tidak 
lagi menjadi persoalan sederhana dan bahkan beberapa di 
antaranya memuat sensitivitas dan rentan polemik. Karenanya, 
perlu dijaga oleh masing-masing umat beragama. Inilah yang 
menjadi objek pembinaan dan pengaturan pemerintah, dalam 
hal ini Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Menko 
PMK, dan Menko Polhukam, terkait dengan Perpres Tentang 
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Konsep-konsep 
seperti “pemeliharaan”, “pemberdayaan”, dan “pendirian” berada 
di wilayah eksternum. Artinya, ketiganya harus diatur oleh 
regulasi kerukunan umat beragama, bukan regulasi kebebasan 
umat beragama. 


Melalui peran pemerintah tersebut, melalui terbitnya 
Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat itu, adalah untuk memastikan agar 
semangat keagamaan (misalnya pendirian rumah ibadah) yang 
diekspresikan oleh sekelompok umat beragama tidak saling 
bersinggungan dengan kelompok agama lain yang memiliki 
semangat keagamaan yang sama. Banyak polemik yang muncul 


26 Waryani Fajar Riyanto 


Bab II - Kajian Teoretis dan Empiris Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama... 


berawal dari sudut pandang semangat keagamaan ini. Dalam 
batas tertentu, semangat ini juga turut mendistorsi komitmen 
keagamaan. Beberapa contoh klasik namun tetap aktual muncul 
dari wilayah ini semisal pendirian rumah ibadat. 


Suatu kenyataan yang hingga kini menjadi bagian dari 
sejarah keagamaan di belahan dunia manapun adalah ketika 
agama keluar jauh dari wilayah yang menjadi sumbernya, 
berlaku semacam adjusment, meski tidak sepenuhnya, yang 
melibatkan ajaran agama dan dalam konteks tertentu berlaku 
pula asimilasi budaya di dalamnya. Dalam berbagai forum diskusi 
terkait hubungan lintas agama, kerap diargumentasikan bahwa 
bangsa ini heterogen baik dari segi agama, etnis dan bahasa, di 
samping cakupan wilayah Indonesia yang cukup luas terbentang 
dari Sabang hingga Merauke. Karenanya, dari toleransi, trilogi 
kerukunan hingga moderasi beragama kemudian menjadi 
semacam tool dalam setiap kesempatan menghadirkan berbagai 
elemen masyarakat lintas agama dan para aktor kerukunan 
guna memperkuat hamoni di seluruh wilayah NKRI. Hanya saja 
moderasi dan kerukunan umat beragama bukanlah cek kosong, 
namun ada prasyarat yang harus dipegang oleh masing-masing 
umat beragama dikarenakan pertimbangan heterogenitas dan 
berbagai resiko dari sebuah bangsa yang besar. 


Prasyarat itu antara lain adalah kesiapan dari semua umat 
beragama untuk dapat menyertakan keadilan dan keseimbangan 
serta kerukunan dalam ekspresi keberagamaan masing-masing. 
Keseimbangan dalam konteks semangat keagamaan hari ini 
adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individual 
dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, 
antara teks agama dan kenyataaan, antara masa lalu dan 
masa depan, antara internum dan eksternum, serta antara 
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kebebasan dan kerukunan. Prasyarat lainnya perlu disebutkan 
di sini juga adalah kehati-hatian dalam mengekspresikan 
semangat keagamaan masing-masing. Kehati-hatian dalam 
semangat keagamaan memerlukan keluasan wawasan, 
semangat kebangsaan dan kesadaran akan adanya keragaman. 
Melengkapi itu semua adalah pertimbangan-pertimbangan etis 
yang memang bersumber langsung dari ajaran agama. 


Munculnya sejumlah kekhawatiran dari umat beragama 
sendiri seperti fenomena terjadinya “balapan” mendirikan 
rumah ibadat baru yang pernah diungkapkan Azyumardi 
Azra sebagai sibling rivalry pada beberapa praktik penyiaran 
agama yang ada, dikarenakan orang memandang bahwa 
suatu penyiaran agama melalui pendirian rumah ibadat baru 
tersebut mengabaikan prasyarat yang sedianya harus menjadi 
bagian dari komitmen keagamaan semua umat beragama. 
Merujuk pada kecenderungan semua agama sebagai pembawa 
“misi” keselamatan, tampaknya prasyarat ini menjadi niscaya 
diutamakan. Ini penting diingat kembali, dikarenakan terlihat 
adanya kekhawatiran yang sama di tengah-tengah konflik 
tentang isu pendirian rumah ibadat belakangan ini. 


Kekhawatiran ini dapat dipahami mengingat hal paling 
menonjol dari hubungan lintas agama di antaranya seperti 
pernah ditulis Ridwan Lubis adalah masing-masing agama 
telah memiliki kawasan penganut dan dalam masyarakat telah 
terbentuk pemahaman yang menarik garis hubungan antara 
etinisitas dan keberagamaan. Etnisitas pada proses berikutnya 
meneguhkan keterikatan antara satu wilayah dan bahasa 
daerahnya dengan dominasi agama tertentu. Dapat dipastikan 
kondisi ini terbentuk dari proses rentang waktu yang cukup 
lama dalam sejarah sosial masyarakat lokal sampai ia menjadi 
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bagian dari kultur masyarakat setempat. Ungkapan masyarakat 
Minangkabau “adat basandi syara, syara' basandi kitabullah,” 
adalah contoh kongkrit dari semangat keagamaan masyarakat 
setempat sekaligus sebagai pembuktian fenomenologisnya. 


Sampai di sini tampaknya umat beragama di Indonesia 
belum saatnya untuk merayakan manisnya idealisme 
antara kebebasan dan kerukunan yang seharusnya berjalan 
beriringan. Melalui kerjasama antara pemerintah (pusat dan 
daerah), majelis-majelis agama, para tokoh agama dan tokoh 
masyarakat serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 
yang duwujudkan dengan Perpres Tentang Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, maka harmoni di 
antara umat beragama secara perlahan akan terwujud. Misalnya 
nanti mekanisme kerja dan regulasi pemerintah (Perpres) 
tentang kerukunan sudah tersedia, namun tidak berlebihan 
kiranya jika masih memerlukan perhatian bersama mengingat 
sejarah dan kondisi sosial umat beragama di Indonesia yang 
unik seunik keragaman agama, etnis, bahasa dan luas wilayah 
yang tidak lepas dari perhatian masyarakat global hari ini. 
Sejauh ini polemik apa pun yang melibatkan umat beragama 
dapat diselesaikan dengan cara bijak, sebagai bagian dari 
kearifan bangsa yang memang masih lekat dengan budaya 
religiusitasnya, khususunya ajaran “gotong-royong (sama rata- 
sama rasa)" 

Secara konstitusional, pentingnya Perpres Tentang Tugas 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat terlihat dalam 
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UUD 1945 Pasal 28 dan 29 dan dalam gagasan Sidang 
Istimewa MPR-RI tahun 1998. Bahwa, hak kebebasan 
beribadah itu harus selaras dengan kewajiban untuk tunduk 
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum. Untuk 
mengharmonisasikan antara “hak kebebasan beribadah" yang 
tertuang dalamn UU, maka harus diatur secara organik tentang 
“kewajiban mewujudkan kerukunan" yang termaktub dalam 
Perpres ini. Salah satu upaya reformasi bidang kehidupan 
beragama adalah memberikan pelindungan umat beragama 
dan pembentukan serta pemberdayaan jaringan kerja antar 
umat beragama. Kedua hal tersebut sangatlah selaras dengan 
RPJMN 2020-2024. Beberapa arah kebijakan dan strategi 
nasional terkait pemeliharaan kerukunan umat beragama di 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024, Bab 5 Tentang Revolusi Mental dan 
Pembangunan Kebudayaan adalah memperkuat moderasi 
beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan 
harmoni sosial, salah satunya melalui penguatan harmoni dan 
kerukunan umat beragama, yang mencakup: (1) pelindungan 
umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama: (2) 
penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, 
tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai 
perekat persatuan dan kesatuan bangsa: dan (3) penguatan 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun 
solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong. Sesuai dengan 
amanat RPJMN 2020-2024 tersebut, maka Perpres ini bertujuan 
untuk meningkatkan penguatan peran Pemda dan FKUB untuk 
membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong. 


Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan pelindungan 
umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama, 
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penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, 
tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai 
perekat persatuan dan kesatuan bangsa: dan penguatan 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun 
solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong, maka dibutuhkan 
Perpres ini. Perpres ini bertujuan untuk memperkuat dasar- 
dasar kerukunan intern dan antar umat beragama, penguatan 
peran Pemda, pemberdayaan FKUB, dan penyelesaian masalah- 
masalah intoleransi agama, khususnya terkait pendirian rumah 
ibadat, secara dialogis, untuk membangun harmoni sosial dan 
persatuan nasional. 


Memperhatikan tingkat urgensi kebutuhan akan 
utuhnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa, didukung oleh 
kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang 
akhir-akhir ini terganggu, sangat diperlukan pembenahan yang 
akan menjadi faktor perekat hubungan antar umat beragama. 
Pembenahan tersebut antara lain dapat dilakukan dalam 
bentuk penyusunan Perpres yang mengatur hal tersebut. Saat 
ini, masyarakat berharap agar pemerintah lebih memberikan 
pelindungan terhadap umat beragama untuk menjamin hak- 
hak sipil dan beragama mereka, sesuai dengan amanat RPJMN 
2020-2024. 


Meskipun landasan hukum  pelindungan umat 
beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama yang 
telah tercakup di dalam UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 28 
(Amandemen), sebagaimana juga yang telah diamanatkan 
dalam RPJMN 2020-2024 belum terwujud (Undang-Undang 
Pelindungan Umat Beragama/UU PUB), maka saat ini kita 
dapat mengkonsentrasikan diri kepada dua amanat yang lain 
dalam RPJMN 2020-2024, yaitu penguatan peran lembaga 
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agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan 
dan kesatuan bangsa dan penguatan Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, 
toleransi, dan gotong royong. Caranya, secara organik, yaitu 
dengan menerbitkan Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat. 


Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak- 
hak sipil dan beragama: penguatan peran lembaga agama, 
organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, 
ASN, TNI, dan Polri: dan penguatan Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) adalah satu tarikan nafas. Dalam konteks 
pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil 
beragama, misalnya, kenyataannya, kasus-kasus intoleransi 
keagamaan dan pelanggaran kebebasan beragama tetap terjadi 
meski perlindungan terhadap kebebasan beragama telah 
dijamin oleh pasal 27 dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil 
dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Indonesia telah 
mencantumkan jaminan kebebasan beragama dan beribadah 
dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 2 sebagaimana terlihat 
dalam Amandemen UUD 1945, bahwa kebebasan beragama 
ini diperkuat dengan penambahan pasal 28E. Perlindungan 
kebebasan beragama ini juga tercantum dalam Undang- 
Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama 
pasal 22. Karakteristik masyarakat Indonesia yang multi 
agama sebagian dianggap menjadi salah satu penyebab tidak 
berjalannya berbagai peraturan perundang-undangan di atas. 
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Oleh karena itu, negara memerlukan peraturan yang bersifat 
imperatif untuk memperkuat peraturan perundang-undangan 
yang sudah ada. Jika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 
Tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik 
(ICCPR) dan Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi 
Manusia menjadi perkuatan atas pelindungan umat beragama 
untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama yang telah 
diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, maka tentunya juga 
diperlukan perkuatan peraturan (Perpres), untuk mewujudkan 
penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, 
tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai 
perekat persatuan dan kesatuan bangsa: dan penguatan 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun 
solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong, sebagaimana 
juga yang ada dalam amanat RPJMN 2020-2024. 


Penguatan Harmoni dan 
Harmonisasi Peraturan KerukunanUmat Beragama 
dalam RPJMN 2020-2024 


Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 
Manusia 


Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2005 Tentang Kovenan 
InternasionalHak-hak Sipil dan 
Politik (ICCPR) 

(Rancangan Undang-Undang 
Pelindungan Umat Beragama/ 
RUU PUB) 


(1) Pelindungan umat beragama 
untuk menjamin hak-hak sipil 
dan beragama 
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Rancangan Peraturan Presiden 
Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala DaerahDalam 

Pemeliharaan Kerukunan Umat 


(2) Penguatan peran lembaga 
agama,organisasi sosial 
keagamaan, tokoh agama, 
tokoh masyarakat, ASN, TNI,dan 
Polri sebagai perekat persatuan 
dan kesatuan bangsa 


Beragama, Pemberdayaan 


(3) Penguatan Forum 


Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) untuk membangun 
solidaritas sosial, toleransi, dan 


Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat 


gotong royong 


Figur 6 


Di masa lalu, kebijakan penyeragaman menjadi absah 
untuk menjaga stabilitas politik. Era reformasi telah membuka 
kran politik lebih terbuka, namun kebijakan pemerintah 
cenderung gagap ketika berhadapan dengan keberagaman. 
Pemerintah terkesan ragu mengambil tindakan tegas terhadap 
pelaku tindakan kekerasan bernuansa intoleransi beragama. 
Sebagai negara yang berdasarkan hukum, negara Indonesia 
berkewajiban menjaga dan mengendalikan pembinaan 
kerukunan umat beragama dan pembaruan hukum agar 
berjalan dengan baik, serta menunjang penyelenggaraan 
kenegaraan yang sehat dan kondusif. Dalam melakukan tugas 
ini, pemerintah mengadakan pengkajian dan penelitian yang 
berkaitan dengan perencanaan hukumnasional, pengembangan 
mekanisme dan pranata hukum baru, serta penyusunan naskah 
akademik peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas- 
tugas tersebut, tetap memperhatikan setiap perkembangan 
dan perubahan yang terjadi di masyarakat, agar setiap 
kegiatan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan serta 
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memenuhi aspirasi masyarakat.: 


Perpres ini menggunakan landasan filosofis moderasi 
dan kerukunan umat beragama. Secara filosofis, ide tentang 
moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dapat 
diawali dari kutipan pidato Sukarno (Presiden Pertama RI) 
berikut ini: 

“Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsawaan yang 

di sini, maupun Saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, 

semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian 

itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara 
semua buat semua! Bukan buat satu orang, bukan buat satu 


golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang 
kaya, tapi semua buat semua.”? 


Dengan mengkonstruksi negara sebagai 'semua buat 
semua, maka Sukarno mendefinisikan negara sebagai sebuah 
kerangka universal yang mengatasi berbagai sistem nilai yang 
partikular termasuk agama, kelas sosial, etnis dan golongan. 
Dengan meletakkan negara sebagai 'pemersatu' maka Sukarno 
memandang kondisi pluralitas sebagai semacam 'kondisi 
alamiah" yang secara generik mendasari semua masyarakat 
sebelum sebuah negara bangsa dibangun. Dengan demikian, 
negara di dalam Sukarno mentransformasi keadaan alamiah ini 
menjadi “keadaan hukum'. Dengan posisi semacam itu, maka 
di dalam Sukarno—dengan mengikuti cara berfikir Hobbes 
dan Rousseau—hukum dan penerimaan akan konsep negara- 
bangsa menjadi akhir bagi sistem identifikasi partikular. 
la tidak membatalkan atau meniadakan sistem nilai yang 
berakar pada situasi antropologis yang lama, melainkan 


1 Johan Effendy, Sang Pelintas Batas: Biografi 70 Tahun Johan Effendy 
(ttp.: tnp., t.t.), halaman 7. 
2 Sukarno dalam Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945. 
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mentransformasikannya dan meletakkannya di bawah sistem 
dan nilai bersama yang lebih besar yakni 'bangsa atau negara". 
Ketika memperkuat identitas mengenai negara dan bangsa, 
Sukarno tidak bermaksud membunuh sistem nilai partikular 
seperti agama, adat dan etnis, melainkan meletakkannya di 
bawah naungan paham kenegaraan yang baru. 


Sikap, pandangan dan kesadaran menerima keragaman 
menjadi bagian penting dari semangat kebangsaan dimunculkan 
oleh para pendiri Republik ini. Dalam dialog mengenai dasar 
negara, wilayah negara serta perumusan rancangan Undang- 
Undang Dasar, kesadaran hidup dengan berbagai golongan, 
etnik, dan agama justru menjadi semangat yang disebut 
sebagai paham kebangsaan. Hal ini bisa kita kutip antara lain 
pernyataan sebagai berikut: 


Sukarno: 


.. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al 
Masih, yang Islam menurut petujuk Nabi Muhammad SAW., 
orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang 
ada padanya, tetapi masilah kita semua ber-Tuhan. Hendaknya 
Negara Indonesia ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah 
negara-negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan 
dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan 
secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan 
hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah 
kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, 
dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban 
itu? lalah hormat menghormati satu sama lain”. 


3 Yudi Latif, Negara Paripurna (Jakarta: Gramedia Kompas, 2011), 
halaman 119-120. Tim Penyusun Kementerian Agama RI, Moderasi 
Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 
halaman 155-156. 
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Soepomo: 


..Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa 
negara itu akan bersifat “a religius”. Itu bukan. Negara nasional 
yang bersatu itu akan memelihara budi-pekerti kemanusiaan 
yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang 
luhur. Maka demikian itu dan hendaknya negara Indonesia juga 
memakai dasar moral yang luhur” 


Hatta: 


“Kita menerima aliran pengertian negara persatuan yang 
melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi, negara 
mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala faham per- 
seorangan negara, menurut pengertian “pembukaan” itu meng- 
hendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruh- 
nya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh kita lupakan” 


Oei Tjong Haw: 


“Kita bersedia 1008 untuk membantu rakyat Indonesia dalam 
mendirikan negara merdeka. Kita sebagai rakyat juga berjuang 
mendapatkan kemerdekaan sepenuh-penuhnya bahkan akan 
membantu rakyat Indonesia dengan sepenuh tenaga untuk 
mendirikan negara merdeka. Sebagaimana kita menghormati 
perasaan kerakyatan.” 


Baswedan: 


“Di sini tidak ada rumah tangga Arab totok. Saya sendiri di dalam 
rumah tangga berbahasa Jawa. Untuk mendidik kebangsaan 
Indonesia saya memakai bahasa kebangsaan Indonesia sekarang. 
Dengan demikian bolehlah dikatakan bahwa sama sekali tidak 
ada perbedaan lagi antara golongan Arab”. 


4 Ibid. 

5 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Badan 
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Agustus 1945 (Jakarta: Sekretariat 
Negara Republik Indonesia, 1998), halaman 291. 
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Secara filosofis, di era Orde Lama, hubungan antara 
kebebasan beragama dan kerukunan beragama atau antara 
dimensi internum dan eksternum umat beragama dapat 
dijelaskan dalam konsep Ber-Tuhan secara kebudayaan. 
Artinya, masing-masing kita bebas beribadah kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Namun di sisi lain, kebebasan itu terbatasi 
secara kebudayaan seperti kearifan lokal dan peraturan- 
peraturan. Jika di era Orde Lama banyak membicarakan 
tentang isu-isu kebebasan beragama, maka era Orde Baru mulai 
memperbincangkan secara serius tentang isu-isu kerukunan 
beragama. Namun demikian, ada persamaan antara era Orde 
Lama dan Orde Baru terkait mekanisme pembinaan kerukunan 
umat beragama, yaitu lebih bersifat top to down, dari pemerintah 
ke masyarakat (lihat figur 5). 


Istilah kerukunan umat beragama secara formal digunakan 
pertama kali ketika penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat 
Beragama oleh pemerintah pada tanggal 30 November 1967 
di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Jakarta.s 
Berikut ini adalah pernyataan K.H.M. Dachlan (Menteri Agama 
RI Periode 17 Oktober 1967 s/d 11 September 1971), dalam 
Pidato Pembukaan Musyawarah Antar Agama tersebut: 


“Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah syarat 
mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang 
menjadi Program Kabinet Ampera. Oleh karena itu, kami 


$ M. Adlin Sila, “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola 
Keragaman dari Dalam" dalam Ihsan Ali-Fauzi dkk., (eds.), Kebebasan, 
Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan Agama di Indonesia (Jakarta: 
Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017), halaman. 
121. Salah satu rujukan utamanya adalah buku Sejarah Departemen Agama: 
Naskah Tahap Ke-IV, yang berasal dari Proyek Penelitian Keagamaan Depag 
RI, 1983-1984. 
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mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara pemerintah 
dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan 
beragama ini, sehingga tuntunan hati nurani rakyat dan cita- 
cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil 
dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar- 
benar dapat terwujud.” 


Menurut Tarmidzi Taher (Menteri Agama Periode 17 
Maret 1993 s/d 14 Maret 1998), dari pidato K.H.M. Dachlan 
tersebutlah, istilah kerukunan kemudian digunakan sebagai 
istilah baku dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), 
Keputusan Presiden (Keppres), dan Keputusan Menteri Agama 
(KMA). Bahkan, dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun 
(Repelita) Pertama (1969/70-1973/74), menjadi nama Proyek 
Pembinaan Kerukunan Beragama (PPKB), Buku II, Bab IX. Hingga 
tahun 1980-an, konsep kerukunan beragama telah menjadi 
padanan kata dari “toleransi beragama" (religious tolerance) dan 
mendapatkan dukungan dari berbagai pemimpin agama. 


Musyawarah Antar Agama (MAA) yang tersebutkan di 
atas, diselenggarakan karena bermula dari munculnya berbagai 
ketegangan antar agama, terutama antara Islam dan Kristen/ 
Katolik di beberapa daerah, yang jika tidak segera diatasi akan 
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 
Pada saat itu, Presiden Soeharto (Presiden RI Periode 12 Maret 
1967 s/d 21 Mei 1998) dalam sambutannya menyampaikan: 


7 Tarmizi Taher, “Mewujudkan Kerukunan Sejati dalam Konteks 
Masyarakat Majemuk Indonesia Menyongsong Abad Ke-21" dalam 
Weinata Sairin (ed.), Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan 
Berbangsa: Butir-butir Pemikiran (Jakarta: Gunung Mulia, 2001), hlm. 55. 
Taher mendefinisikan kata “kerukunan" yang berasal dari bahasa Arab itu, 
yaitu hidup dalam suasana baik dan damai, tidak bertengkar, bersatu hati dan 
bersepakat antar umat yang berbeda-beda agamanya. 

8 Ibid. 
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“Secara jujur dan dengan hati terbuka, kita harus berani 
mengakui, bahwa Musyawarah Antar Agama ini justru 
diadakan oleh karena timbul berbagai gejala di beberapa 
daerah yang mengarah pada pertentangan-pertentangan 
agama. Pemerintah memang sangat berhati-hati dalam 
memberikan penilaian terhadap gejala-gejala itu, yang secara 
lahiriah memang bersifat lokal dan bersumber pada salah 
pengertian. Bahkan mungkin telah pula sengaja ditimbulkan 
oleh kegiatan politik sisa-sisa G3OS/PKI, alat-alat negara kita 
kemudian cukup mempunyai dokumen-dikumen bukti bahwa 
sisa-sisa G3OS/PKI merencanakan memecah belah persatuan 
kita dengan mengadu domba antar suku, antara golongan, dan 
antar agama. Akan tetapi di lain pihak, pemerintah sungguh- 
sungguh merasa prihatin yang sangat mendalam. Sebab 
bila masalah tersebut tidak segera kita pecahkan bersama 
secara tepat, maka gejala-gejala tersebut akan menjalar ke 
mana-mana yang dapat menjadi masalah nasional. Bahkan, 
mungkin bukan sekedar masalah nasional, melainkan dapat 
mengakibatkan bencana nasional.” 


Lanjut Presiden Soeharto, dalam amanatnya: 


“Pemerintah tidak akan menghalang-halangi suatu penyebaran 
agama. Akan tetapi, hendaknya penyebaran agama tersebut 
ditujukan kepada mereka yang belum beragama, yang masih 
terdapat di Indonesia agar menjadi pemeluk-pemeluk agama 
yang yakin. Penyebaran agama tidak ditujukan semata-mata 
untuk memperbanyak pengikut, apalagi apabila cara-cara 
penyebaran agama tersebut dapat menimbulkan kesan bagi 
masyarakat pemeluk agama yang lain, seolah-olah ditujukan 
kepada orang-orang yang telah memeluk agama tersebut. 
Sungguh kiranya semua pemuka agama dan masyarakat 


? Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan (peny.), Kompilasi Kebijakan 
dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama (Jakarta: 
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama RI, 2012), halaman. 6-7. 
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benar-benar melaksanakan jiwa dan semangat toleransi 
yang jelas diajarkan oleh setiap Agama dan Pancasila.» 


Urgensitas diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat 
Beragama (MAUB) tersebut adalah karena saat itu bangsa 
Indonesia mengalami ketegangan hubungan antar berbagai 
penganut agama di beberapa daerah (khususnya antara 
Islam dan Kristen), yang jika tidak segera diatasi akan dapat 
membahayakan persatuan bangsa Indonesia. Musyawarah 
tersebut merupakan pertemuan awal antara pemimpin agama 
atau pemuka berbagai agama di Indonesia dalam rangka 
membahas masalah-masalah mendasar dalam hubungan antar 
umat beragama di Indonesia. Meskipun banyak pihak menilai 
pertemuan itu telah gagal, tetapi sesudah pertemuan pertama 
tersebut berlanjut berbagai jenis pertemuan dan kegiatan antar 
agama yang diprakarsai oleh pemerintah, antara lain berupa 
dialog, musyawarah, konsultasi, kunjungan kerja pimpinan 
majelis semua agama secara bersama-sama ke daerah dan 
seminar cendekiawan antar berbagai agama.:2 


Dalam musyawarah antar agama tersebut, pemerinatah 
kemudian mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi 
Antar Agama (BKAA) dan ditandangani bersama suatu piagam 
yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden agar tidak 
menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran 


10 Jbid. 

1 Rahman Mantu, “Lembaga Interfaith di Indonesia: Studi Kritis 
Pendekatan Formalistik Negara Terhadap Kerukunan Antar Umat Beragama" 
dalam Jurnal Aglam, Journal of Islam and Plurality, Volume 1, Nomor 1, Juni 
2016, halaman. 57. 

12 Muhaimin A.G. (ed.), Damai di Dunia Damai Untuk Semua: Perspektif 
Berbagai Agama (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen 
Agama RI, 2004), halaman. 16-17. 
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penyebaraan agama lain. Peserta musyawarah kemudian 
menerima usulan pemerintah tentang pembentukan BKAA, 
tetapi tidak dapat menyepakati penandatanganan piagam yang 
telah diusulkan oleh Pemerintah tersebut. Hal itu disebabkan 
oleh sebagian pemimpin agama belum dapat menyetujui usulan 
Pemerintah (Presiden), terutama yang menyangkut “agar tidak 
boleh menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran 
penyebaran agama lain." 


Setelah musyawarah tersebut, pemerintah kemudian 
terus menerus mengusahakan pertemuan dan konsultasi 
dengan pimpinan agama-agama yang ada di Indonesia. Usaha 
Menteri Agama K.H. M. Dachlan untuk membentuk Badan 
Kontak Antar Agama (BKAA), kemudian diteruskan oleh 
Menteri-Menteri Agama berikutnya, yaitu H.A. Mukti Ali 
(Menteri Agama RI Periode 28 Maret 1973 s/d 29 Maret 1978) 
dan H. Alamsjah Ratu Perwiranegara (Menteri Agama Periode 
29 Maret 1978 s/d 19 Maret 1983). Pada waktu Alamsyah 
Ratu Perwiranegara menjabat sebagai Menteri Agama, Badan 
Kontak Antar Agama (BKAA) tersebut dapat dibentuk dengan 
nama baru yaitu Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama 
(WMAUB)," berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama 


18 13 Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan (peny.), Kompilasi 
Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama 
(Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang 
dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), halaman. 7-8: Abbdurrahman 
Mas'ud dkk (eds.), Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan 
Evaluasi 10 (Sepuluh) Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat 
Beragama (Jakarta: Kementerian Agama RI Sekratriat Jenderal, 2011), 
halaman 45. 

14 Pembentukan WMAUB tersebut dapat diwujudkan setelah 
diadakan serangkaian pertemuan oleh wakil-wakil Majelis Agama dan 
pejabat-pejabat Departemen Agama. Dalam Pertemuan Tingkat Puncak 
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Nomor 35 Tanggal 30 Juni 1980, yakni setelah 13 tahun dari 
acara Musyawarah Antar Agama (MAA) yang pertama, tahun 
1967 (1967-1980). WMAUB telah melakukan serangkaian 
kegiatan seperti: dialog, diskusi, seminar, kunjungan ke 
daerah-daerah, juga telah membuat beberapa kesepakatan 
dalam rangka memelihara dan meningkatkan kerukunan umat 
beragama.:: 


WMAUB tersebut memiliki fungsi sebagai forum 
konsultasi dan komunikasi antar pemimpin-pemimpin atau 
pemuka-pemuka agama. Secara lebih rinci adalah: (1) Sebagai 
forum untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan 
kerjasama antar warga negara yang menganut berbagai agama, 
(2) Sebagai forum untuk membicarakan kerjasama dengan 
pemerintah. Seiring dengan kemunculan WMAUB, muncul 
juga beberapa buku tentang kerukunan umat beragama, 
misalnya Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di 
Indonesia (1990) yang disusun oleh tokoh-tokoh Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), 
Konferensi Waligeraja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma 
Indonesia (PHDI), dan Perwakilan Umat Buddha Indonesia 
(WALUBI) dan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan 
dan Kebijakan dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama 
(1992), yang kemudian berubah menjadi Kompilasi Peraturan 


antara pemimpin Majelis-Majelis agama dan pejabat-pejabat Departemen 
Agama tanggal 30 Juni 1980 di Jakarta, telah disepakati Pedoman Dasar 
tentang WMAUB yang menjadi dasar pembentukan WMAUB oleh Menteri 
Agama. 

15 Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), Menteri-Menteri Agama 
RI: Biografi Sosial Politik (Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998), 
halaman. 11. 

16 (bid. 
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Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Beragama (1996), dan 
sekarang menjadi Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- 
Undangan Kerukunan Umat Beragama (2019). 


Di samping itu, Menteri Alamsyah, di era Orde Baru, juga 
pernah menerapkan konsep kerukunan hidup beragama secara 
resmi, yang mencakup Trilogi Kerukunan, yaitu: (1) Kerukunan 
internal umat beragama: (2) Kerukunan antar umat beragama: 
dan (3) Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.: 
Trilogi Kerukunan umat beragamatersebut telah menjadi senjata 
handal dalam mengatasi persoalan ketidakrukunan dalam 
masyarakat selama masa Orde Baru. Demi mewujudkan Trilogi 
Kerukunan tersebut, beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh 
pemerintah Orde Baru.:3 


17 Masykuri Abdillah, “Alamsjah Ratu Perwiranegara: Stabilitas 
Nasional dan Kerukunan" dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), 
Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial Politik (Jakarta: INIS, PPIM dan 
Litbang Kemenag, 1998), halaman. 341. 

18 Beberapa diantaranya adalah: (1) Undang-Undang Nomor 1/ PNPS 
/ 1965, Tanggal 25 Januari 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan 
atau Penodaaan Agama beserta penjelasannya, yang kemudian disahkan 
menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969: (2) Keputusan Menteri 
Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB) Nomor O1 / BER/mdn-mag/1969 
Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin 
Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Ibadat Agama oleh 
Pemeluk-pemeluknya: (3) Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri (SKB) Nomor 01 Tahun 1979, Tanggal 2 Januari 1979 Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada 
Lembaga Keagamaan di Indonesia: (4) Instruksi Menteri Agama Nomor 4 
Tahun 1978, Tanggal 13 April 1978 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran 
Kepercayaan, (5) Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, Tanggal 27 
September 1979 Tentang Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap 
Organisasi dan Aliran dalam Islam yang bertentangan dengan Ajaran 
Islam (Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Kepala Badan Litbang Agama, 
Inspektur Jenderal, Kepala Kantor Departemen Agama Provinsi, Kejaksaan 
Agung, Departemen Dalam Negeri, BAKIN, aparatur Pemerintah Daerah, 
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Di Orde Reformasi, khususnya di Kementerian Agama, 
Trilogi Kerukunan tersebut kemudian dijabarkan masing-masing 
melalui tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Pusat 
Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu terkait pelayanan 
keagamaan internal umat beragama: Pusat Kerukunan Umat 
Beragama Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang 
memiliki tugas dan fungsi terkait pengaturan hubungan antar 
umat beragama: dan adanya tugas kepada pemerintah 
daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama yang 


dan Majelis Ulama): (6) Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA/432/1981 
Tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan. Setelah era Ordr 
Baru, yaitu di Era Reformasi, beberapa peraturan ditambahkan, misalnya: 
(1) Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang 
ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. PBM yang 
sebenarnya nama lain dari SKB (minus Kejaksaan Agung) ini mengatur 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah atau Wakil Kepala 
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Umat Ibadat: (2) 
SKB Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri Tahun 
2008 terkait peringatan pemerintah terhadap penganut Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia (JAI) dan masyarakat: (3) Surat Edaran Sekjen Kemenag Nomor SJ/ 
BVV/B.A.01.2/2164/2007 Tentang Kewaspadaan Terhadap Aliran Sempalan 
dan SJ/B.V/HK.0071.08/2014 Tentang Pedoman Penanganan Aliran dan 
Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial yang terkait dengan 
paham keagamaan yang memicu konflik sosial. Bahkan di dalam Pasal 165 
KUHP sendiri telah ada pasal-pasal yang mencegah kekerasan dan hasutan 
kebencian (hate speech) berdasarkan agama atau latar belakang lainnya: (4) 
SKB Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
93 Tentang Kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pada tanggal 26 
Pebruari 2016. Sila, “Kerukunan Umat Beragama di Indonesia: Mengelola 
Keragaman dari Dalam" hlm. 124-125. 

19 Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. 
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terkait dengan konsep kerukunan umat beragama dengan 
pemerintah.2 


Konsideran Surat Keputusan Menteri Agama RI telah 
menjelaskan tentang tujuan dari WMAUB di atas, yaitu: untuk 
meningkatkan pembinaan kerukunan hidup di antara sesama 
umat beragama demi terciptanya kesatuan dan persatuan 
bangsa. Saat itu suasana ketegangan dan pertentangan dalam 
kehidupan beragama muncul ke permukaan, diantaranya 
adalah: kasus perusakan tempat-tempat ibadah, cara-cara 
penyiaran agama kepada orang yang telah memeluk agama, 
pendirian rumah ibadah, serta kompetisi yang tidak sehat, yang 
berakibat munculnya fenomena disintegrasi dan perselisihan 
di kalangan umat beragama, sekalipun saat itu benturan fisik 
tidak pernah terjadi. Keberadaan WMAUB pada saat itu telah 
memberikan kontribusi terhadap kerukunan hidup umat di 
antara sesama umat beragama serta kesatuan dan persatuan 
bangsa. Walaupun demikian masih banyak persoalan yang 
belum dapat diselesaikan secara tuntas. 


Pada saat Tarmidzi Taher menjabat sebagai Menteri 
Agama, melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama, 
dibentuklah Lembaga Pengkajian Kerukunan Antar Umat 
Beragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan, dan Ambon. Tepatnya 
pada saat Kongres Ke-1 Agama-Agama di Yogyakarta pada 
tanggal 11-12 Oktober 1993. Kumpulan artikel dalam kongres 
tersebut kemudian didokumentasikan dalam buku Religion and 
Contemporary Development (1994). Lembaga tersebut pertama 
kalinya dipimpin oleh (alm.) Burhanuddin Daya, Guru Besar 
IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada Kongres 
Nasional | Agama-agama di Indonesia yang diselenggarakan di 


20 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. 
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Yogyakarta tersebut, antara lain menyatakan bahwa: 


“..Manusia sangat dipengaruhi oleh globalisasi dunia: agama 
di satu pihak mengandung kekuatan bagi gerakan-gerakan 
kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian, namun di pihak 
lain dapat menyebabkan dan melegitimasi perpecahan dan 
kekerasan. Bahwa sesungguhnya kehadiran agama-agama di 
Indonesia merupakan Rahmat Ilahi yang patut disyukuri. Bumi 
Indonesia, sebagai lahan yang subur bagi spiritualitas, telah 
memungkinkan agama-agama tumbuh dan berkembang, 
menampilkan peran transformatif terhadap perkembangan 
kebudayaan Indonesia yang kreatif, dinamis, dan toleran. 
Hal demikian termanifestasi dalam hubungan antar umat 
beragama yang saling menghargai dan tumbuh bersama dalam 
memperjuangkan, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan 
bangsa.“ 


Mukti Ali pada Kongres tersebut, mengetengahkan 
usulan tentang macam-macam dialog untuk membangun 
kerukunan umat beragama, yaitu:2 


1. Dialog Kehidupan. Rakyat dari pelbagai macam agama hidup 
rukun dalam satu negara, satu sama lain saling memperkaya 
keyakinan agamanya dengan perantaraan pengamalan 
ajaran dan keyakinan masing-masing. Hal ini dapat dilihat 


2 | Nengah Dana, “Dinamika Umat Beragama di Indonesia: 
Masalah, Tantangan, dan Solusi" dalam Abdurrahman Mas'ud, dkk (eds.), 
Kerukunan Umat Beragama Dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 (Sepuluh) 
Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama (Jakarta: 
Kementerian Agama, Sekretariat Jenderal, PKUB, 2011), halaman 149-152. 

2 Ibid., halaman 151-152: Ahsanul Khalikin dan Achmad Migdad 
(eds.), Model Dialog Kerukunan Umat Beragama (Jakarta: Litbangdiklat Press, 
2019), halaman 27-30: Dedi Slamet Riyadi dan Muhammad Syafaat (eds.), 
Moderatisme Islam: Kumpulan Tulisan Para Penggerak Moderasi Beragama 
(Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Ditjen 
Bimas Islam Kementerian Agama, 2019), halaman 40-45. 
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seperti kehidupan kita di Indonesia. Kehidupan antar agama 
kita di Indonesia ini harus kita tingkatkan, supaya dengan 
itu lebih postif, lebih berhasil. 


2. Dialog Kerjasama dan Kegiatan-kegiatan Sosial yang 
Memperoleh Inspirasi Agama. Hal ini seperti rakyat 
Indonesia dengan pelbagai macam keyakinan dan agamanya 
bekerjasama untuk melaksanakan pembangunan. 


3. Dialog Intermonastik. Hal ini umpamanya pemimpin 
agama Hindu untuk satu minggu lamanya hidup di biara 
Buddhisme: pemimpin Kristen untuk satu minggu hidup di 
Pondok Pesantren. 


4. Dialog Kologium Teologis. Hal ini dapat dilakukan oleh ahli- 
ahli agama dengan jalan tukar-menukar informasi tentang 
ajaran agama masing-masing. 


Adapun fungsi dan tujuan dibentuknya LPKUB saat itu 
tidak jauh berbeda dengan WMAUB, yaitu: (1) Mengkaji dan 
mengembangkan pemikiran keagamaan tentang hubungan 
yang harmonis antar pemeluk agama yang berbeda: (2) 
Menyumbangkan pemikiran keagamaan pada pemerintah 
tentang hubungan antar agama yang harmonis. LPKUB 
membuat kajian-kajian yang diharapkan dapat memperkaya 
kultur kerukunan dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat 
internasional. Sesuai dengan politik citra Tarmidzi Taher, 
LPKUB juga diharapkan menjadi lembaga kajian serius 
tentang kerukunan beragama di Indonesia bagi masyarakat 
regional maupun internasional.2 Untuk tujuan tersebut, salah 


23 Usep Fathudin, “H. Tarmidzi Taher: Globalisasi Kerukunan" dalam 
Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), Menteri-Menteri Agama RI: Biografi 
Sosial Politik (Jakarta: INIS, PPIM dan Litbang Kemenag, 1998), halaman 
422-433. 
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satu langkah yang diambil LPKUB yaitu menerbitkan jurnal 
internasional Religiosa yang ditulis dalam bahasa Arab, Inggris, 
dan Perancis. 


LPKUB ternyata lebih menekankan pada pengkajian 
yang melibatkan cendekiawan-cendekiawan dari berbagai 
agama, karena lembaga itu adalah lembaga yang bersifat “elit" 
dan kurang menyentuh masyarakat bawah. Pada kenyataannya, 
WMAUB dan LPKUB merupakan wadah atau forum 
kerukunan yang dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah dan 
lebih diperuntukkan untuk kalangan elit, kurang menyentuh 
masyarakat bawah, karena ia bersifat top-down (dari pemerintah 
untuk masyarakat). Karena itulah di Era Reformasi, model 
pendekatan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama 
lebih bersifat bottom-up (dari masyarakat untuk pemerintah), 
dengan melibatkan peran Pemda dan FKUB, sebagaimana 
termaktub dalam PBM 2006, yang hendak dinaikkan statusnya 
menjadi Perpres ini. 

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa orientasi 
program kerukunan umat beragama pada masa Orde Lama 
dan Orde Baru lebih bersifat top-down (dari elit ke masyarakat). 
Sedangkan di Orde Reformasi lebih bersifat down-up (dari 
masyarakat ke elit). Sebagaimana diketahui bahwa dengan 
lahirnya Era Reformasi, telah diwarnai dengan konflik antaretnis 
dan agama di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, 
pada saat itu, fokus yang dikembangkan oleh Kementerian 
Agama RI adalah Teologi Kerukunan Multikultural (TKM).2 
Teologi Kerukunan Multikultural tersebut yang nampaknya 
dikembangkan oleh Menteri Agama Tolchah Hasan (Menteri 
Agama RI Periode 26 Oktober 1999 s/d 23 Juli 2001) dan Said 


24 Muhaimin, Damai di Dunia Damai Untuk Semua, halaman. 17-18. 
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Agil Husin al-Munawwar (Menteri Agama RI Periode 9 Agustus 
2001 s/d 20 Oktober 2004). Dalam konteks ini, kita masih ingat 
dengan konsep agree in disagreement yang pernah disampaikan 
oleh Mukti Ali (Menteri Agama RI Periode & September 1971 
s/d 29 Maret 1978), yang lebih berorientasi pada pengakuan 
akan perbedaan. 


Menurut Lubis, dalam mengembangkan gerakan 
kerukunan umat beragama, tidak memadai lagi manakala terus 
dikembangkan semboyan setuju dalam perbedaan (agree in 
disagreement) sebagaimana pernah digagas oleh Mukti Ali, 
karena hal tersebut terkesan bersikap pasif. Gagasan tersebut 
sesuai pada level akademis, akan tetapi pada level massa 
diperlukan langkah konkrit. Oleh karenanya, kelompok umat 
beragama yang berada di kawasan pedesaan hendaknya 
dibangun model solidaritas mekanik, sedangkan hubungan 
umat beragama di perkotaan dibangun dengan pola solidaritas 
organik. Selain itu, diperlukan suatu lembaga semacam 
Badan Nasional Pengembangan Kerukunan Sosial (BNPKS) 
yang bersifat permanen, yang akan melakukan perencanaan, 
perumusan, penggerak, dan pemantauan terhadap 
kecenderungan kerukunan sosial.2 


Perhatian Kementerian Agama di Era Reformasi terkait 
praktik dialog antar agama lebih membumi (dibandingkan 
dengan masa Orde Baru). Hal itu ditunjukkan dengan upayanya 
menangani kerawanan konflik agama dengan lebih melibatkan 
masyarakat. Sesuai dengan semangat otonomisasi pada masa 


25 M. Ridwan Lubis, “Prolog: Tinjauan Teoritis, Empiris serta 
Wawasan Terhadap Kasus-kasus Aktual Kehidupan Keagamaan" dalam 
Haidlor Ali Ahmad (ed.), Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama 
di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat 
Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), halaman ix-xxiv. 
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kepemimpinan Maftuh Basyuni (Menteri Agama RI Periode 
20 Oktober 2004 s/d 20 Oktober 2009), pada tahun 2006, 
ditetapkan Peraturan Bersama (Perber) antara Kementerian 
Agama dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 9 dan 8, yaitu 
Tentang Kewenangan Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama serta Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam 
perspektif yang lebih multikultural, pemberian porsi yang 
lebih besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat yang 
menangani program kerukunan umat beragama sangatlah 
relevan untuk membedakan antara Orde Reformasi dari Orde 
Lama dan Orde Baru.z 


Untuk melihat lebih jauh bagaimana kerukunan 
multikultural lebih digalakkan oleh Kementerian Agama, 
khususnya di era Menteri Lukman Hakim Saifuddin (Menteri 
Agama RI Periode 9 Juni 2014 s/d 20 Oktober 2014 dan 27 
Oktober 2014 s/d September 2019), kita perlu meneropong 
Kementerian Agama, misalnya, dengan lebih mendalam, 
terutama dalam mengolah program kerukunan antar umat 
beragama. Di era Menteri Lukman ada gagasan tentang 
Moderasi Beragama,? yang kemudian dilanjutkan oleh Menteri 
Fachrul Razi, menggabungkannya dengan konsep kerukunan 
umat beragama sehingga menjadi Moderasi Beragama dan 
Kerukunan Umat Beragama.2 


26 Mantu, Lembaga Interfaith di Indonesia, halaman 60. 

27 Muhammad Adlin Sila, Anik Farida, Abdul Jamil Wahab, dan 
Nasrullah Nurdin (Tim Penulis), Buku Putih: Moderasi Beragama (Jakarta: 
Convey-PPIM UIN Syarif Hidayatullah, 2019), halaman 34-40. 

28 Salah satu Misi Kementerian Agama adalah “memperkuat 
moderasi beragama dan kerukunan umat beragama“ Menteri Agama, 
Rapat Kerja Menteri Agama RI dengan Komisi VIII DPR RI Tentang Pembicaraan 
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Kebebasan Beragama dan Kerukunan Beragama 


| 


Ber-Tuhan secara Kebudayaan 
(Semangat Revolusi) 


| 


Agree in Disagreement 


| 


Trilogi Kerukunan 
(Semangat Pembangunan) 


| 


Tri Kondial (Tiga Kondisi Ideal) Teologi Kerukunan Umat Beragama 
Antropologi Kerukunan Umat Beragama Wawasan Multikultural 
Pemeliharaan Kerukunan oleh Pemda dan Pemberdayaan FKUB 

(Semangat Otonomisasi) 


| 


Moderasi Beragama 
(Semangat Anti Ekstremisme) 
Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama 
(Semangat RPJMN 2020-2024) 


| 


Perpres 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama 
(Semangat Aspirasi) 


Figur 7 


Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama 
yang digagas oleh Kementerian Agama, secara teoritik, memiliki 
empat indikator, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, 
akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi: 


Pendahuluan RAPBN dan RKP Kementerian Agama Tahun 2021, 6 Juni 2019, 
halaman 2. 
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Figur 82 


Secara empirik, sosial dan politik, Indonesia memiliki 
landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi 
beragama dan kerukunan umat beragama. Secara konteks 
masyarakat multikultur, bahwa salah satu argumen penting 
hadirnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, 
khususnya di Indonesia, adalah fakta masyarakat Indonesia 
yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari 
beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman 
meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan 
potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat 
menimbulkan ketidakseimbangan. Multikulturalisme dan 
pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam 


29 Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian 
dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Policy Brief Moderasi 
Beragama: Jalan Tengah bagi Masyarakat Multikultural Indonesia, Issue 2, Vol. 
1, 2020, halaman 2. 
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prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan 
semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” 


Agama dalam perspektif modal sosial kultural 
memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat 
Indonesia terutama dalam menyusun norma-norma sosial 
kemasyarakatan. Pengakuan akan kedudukan dan peran 
penting agama ini tercermin dari penetapan prinsip Ketuhanan 
Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah negara, Pancasila, 
yang juga dipahami sebagai sila yang menjiwai sila-sila lainnya. 
Indonesia bukanlah negara teokratis, tetapi bukan pula negara 
sekuler. Mempertimbangkan hal ini, Indonesia merupakan 
potret ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena 
menempatkan relasi agama secara harmonis dengan negara. 
Praktik yang baik ini mesti diadvokasi atau dikampanyekan 
secara masif ke publik bahwa pemahaman keagamaan yang 
moderat merupakan nature dari bangsa ini. Hal ini merupakan 
warisan (legacy) yang harus dirawat bersama.2 


Upaya penguatan moderasi beragama dan kerukunan 
umat beragama dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan 
melalui 3 (tiga) strategi berikut:: sosialisasi dan diseminasi, 
pelembagaan dan implementasi, dan yang terkait dengan 
kerukunan umat beragama adalah integrasi moderasi beragama 
dalam RPJMN 2020-2024, 


30 Ibid., halaman 3. 
31 Jbid., halaman 4. 
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Tema RPJMN IV 2020-2024 


“Indonesia Berpenghasilan 
Menengah-Tinggi yang Sejahtera, 
Adil, dan Berkesinambungan” 


Prioritas RPJMN IV 2020-2024 


Pengarusutamaa RPJMN IV 2020-2024 


Nr Kesetaraan HN Kelola 


Figur 10 
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ProPN: Pengembangan penyiaran agama untuk 
perdamaian dan kemaslahatan umat 
ProPN: Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif 


Moda py: pengelolaan rumah ibadah sebagai 


ProPN: pemanfaatan ruang publik untuk 


KP.1 

pertukaran ide dan gagasan lintas budaya, lintas 
agama, dan lintas suku bangsa 

Penguatan Cara 


Pandang, Sikap, dan , 
usat syiar agama yang toleran 
Praktik Beragama P TENANG 
ProPN: Pemberdayaan dana Jalan Tengah 
sosial keagamaan KP.5 ProPN: pelindungan umat beragama 
ProPN: Pengembangan 9) KP.2 untuk menjamin hak-hak sipil dan 
kelembagaan ekonomi umat 9 beragama 
Pengembangan ProPN: Penguatan peran lembaga 
ProPN: Pengelolaan dana haji ' Ekonomidan Penguatan Harmoni agama, organisasi sosial 
secara profesional, transparan, Sumber Daya MEMPERKUAT dan Kerukunan keagamaan, tokoh agama, tokoh 
dan akuntabel Keagamaan MODERASI Umat Beragama — sn asyarakat sebagai perekat 
BERAGAMA persatuan dan kesatuan bangsa 
ProPN: Penguatan Forum Kerukunan 
KP4 Umat Beragama (FKUB) 
ProPN: peningkatan fasilitasi pelayanan ki 
keagamaan “ta 
& : i 
ProPN: peningkatan pelayanan — Haruka aura sori skaprasi budaya 
bimbingan perkawinan dan keluarga ' Peningkatan Kualitas Penyelarasan ag 
ProPN: Penguatan penyelenggaraan Pelayanan Kehidupan Relasi Agama ProPN: Pengembangan Literasi khazanah 
jaminan produk halal Berngaan dan Budaya budaya bernafas agama 
ProPN: Peningkatan kualitas Pa 


ProPN: Pelestarian situs keagamaan dan 
pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya 
untuk memperkuat toleransi 


penyelenggaran haji dan umrah 


Figur 11 


Sejak periode reformasi, program-program kerukunan 
umat beragama di Kementerian Agama ditangani dan dikelola 
oleh dua lembaga, yaitu Badan Litbang dan Diklat Kementerian 
Agama, yang mengurusi perencanaan kebijakan-kebijakan 
kerukunan umat beragama, termasuk didalamnya penelitian- 
penelitian dan sosialisasi regulasi tentang kerukunan antar 
umat beragama. Lembaga berikutnya adalah Pusat Kerukunan 
Umat Beragama (PKUB), di bawah Sekretariat Jenderal 
Kementerian Agama, sesuai dengan Peraturan Menteri 
Agama (PMA) RI Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Agama. PKUB adalah salah satu 
badan di Kementerian Agama yang melaksanakan program- 
program operasional kerukunan umat beragama. Apa yang 
telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Kementerian Agama 
tentang kerukunan umat beragama sangat terkait dengan dua 
divisi Kementerian Agama tersebut: Badan Litbang-Diklat dan 
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PKUB.2 Sementara itu di Kementerian Dalam Negeri, sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Dalam Negeri, ada Sub Direktorat Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, 
yang memiliki tugas penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan 
di bidang koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 


Jadi, secara ringkas, peran para Menteri Agama RI, 
misalnya, terhadap ide-ide kerukunan umat beragama, baik 
yang bersifat normatif maupun akademik, dijelaskan sebagai 
berikut:3 


“Kementerian Agama RI selaku penanggung jawab pembinaan 
kerukunan keagamaan juga telah menerbitkan regulasi dan 
mengembangkan konsep-konsep kebijakan yang bersifat 
normatif dan akademik. Pada aspek regulasi, era Menteri 
Agama RI K.H. Moh. Dachlan, diterbitkanlah Surat Keputusan 
Bersama (SKB 1969) Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan 
Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan 
Pengembangan dan IbadatAgamaoleh Pemeluk-Pemeluknya. 
Pada era Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara 
diterbitkan Keputusan Menteri Agama Tentang Penyiaran 
Agama dan Bantuan Luar Negeri, yang kemudian diperkuat 
dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan 


22 JB. Banawiratma, Zainal Abidin Bagir dkk, Dialog Antar Umat Ber- 
agama: Gagasan dan Praktik di Indonesia (Bandung: Mizan, 2010), halaman 
75. 

38 Imam Tholkhah, “Prolog: Survei Kerukunan Umat Beragama di 
Indonesia" dalam Haidhar Ali Ahmad (ed.), Survei Nasional Kerukunan Umat 
Beragama di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan 
Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), halaman xv-xvii. 


Waryani Fajar Riyanto 57 


Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 


Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Pada 
masa Menteri Agama RI Tarmidzi Taher, diterbitkan Surat 
Keputusan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan 
Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Kemudian 
pada masa Menteri Agama RI Maftuh Basyuni, dilahirkan 
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM 2006),"34 


“Dari aspek kebijakan yang bersifat normatif, Menteri 
Agama RI Mukti Ali, dikenal sebagai motor penggerak 
kerukunan keagamaan yang mengedepankan konsep Agree 
in Disagreement (Setuju Dalam Perbedaan). Setiap umat 
beragama hendaknya menerima adanya orang lain yang 
berbeda agama. Kemudian pada masa Menteri Agama RI 
Alamsyah, kebijakan kerukunan keagamaan dikenal dengan 
konsep kebijakan yang menekankan Trilogi Kerukunan umat 
beragama, yakni kerukunan internal umatberagama, kerukunan 
antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama 
dengan pemerintah. Pada masa Menteri Agama RI Munawir 
Sjadzali, konsep Trilogi Kerukunan tersebut dilanjutkan 
dengan istilah Tri Kondial (Tiga Kondisi Ideal) kerukunan 
umat beragama. Kondisi bangsa akan sangat ideal, kalau 
kerukunan internal umat dalam satu agama, kerukunan antar 
umat berbeda agama dan kerukunan antar umat beragama 
dengan pemerintah terwujud. Pada masa Menteri Agama RI 
Tarmidzi Taher, Kementerian Agama lebih memfokuskan pada 
kebijakan pengembangan Bingkai Teologi Kerukunan, yang 
intinya mengedepankan perlunya titik temu konsep ajaran 
semua agama yang bisa dijadikan landasan kerukunan antar 


24 Atho Mudzhar, “Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan 
Landai atau Mendaki" dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (eds.), Kerukunan 
Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan 
Program Pusat Kerukunan Umat Beragama (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
Kementerian Agama RI, 2011), halaman 19-38. 
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umat beragama. Kebijakan-kebijakan para Menteri Agama RI 
yang bersifat normatif tersebut terus dikembangkan oleh para 
penggantinya, yaitu Menteri Agama RI Malik Fadjar, Tolhah 
Hasan, dan Said Agil Husin al-Munawwar. Dalam tataran 
praktis, kebijakaan para Menteri Agama RI tersebut kemudian 
melahirkan berbagai kegiatan dan diskusi. Selain itu, organ 
Kementerian Agama setara eselon II yang menangani khusus 
tentang kerukunan keagamaan telah dikembangkan, dengan 
nama Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Pada era 
Menteri Agama RI Maftuh Basyuni, Suryadharma Ali, hingga 
Lukman Hakim Saifuddin, kebijakan pembinaan kerukunan 
umat beragama yang bersifat normatif dan akademik tetap 
diteruskan, dengan memperkuat pengembangan wawasan 
multikultural umat beragama. Pengembangan wawasan 
multikultural ini secara teknis dilakukan melalui penekanan 
pendidikan agama yang bernuansa rahmatan lil “alamin 
(rahmatan lil mu'minin)S dan inklusif, mulai dari pendidikan 
tingkat dasar hingga perguruan tinggi. 


Orde Reformasi, pola kebijakan pemerintah terkait 
kerukunan umat beragama lebih bersifat down to up, dari 
masyarakat ke pemerintah. Oleh sebab itu terbitlah PBM Nomor 
9 dan 8 Tahun 2006, sebagai penyempurnaan atas SKB Menteri 
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 dan 
SKB Nomor 1 Tahun 1979. Dengan menaikkan status hukum 
PBM 2006 menjadi Perpres dapat meningkatkan peran Pemda 
dalam pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan FKUB 
di daerah. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian 
Agama, misalnya, telah menemukan bahwa berbagai peraturan 
pemerintah dan kebijakan terkait kerukunan sudah dikeluarkan 
dari waktu ke waktu, tetapi kondisi kerukunan umat beragama 


3 O.S. al-Anbiya' (21) ayat 107 dan O.S. an-Naml (27) ayat 77. 
2 Bahrul Hayat, Mengelola Kemajemukan Umat Beragama (Jakarta: 
Sa'adah Cipta Mandiri, 2012), halaman 3-10. 
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masih labil dan rentan terhadap gangguan. Artinya, peraturan- 
peraturan tersebut dirasa tidak cukup efektif untuk mencegah 
pelanggaran. Salah satu alasannya adalah karena dalam 
peraturan-peraturan tersebut tidak dapat diatur sanksi pidana 
bagi pelanggarnya, karena seperti PBM 2006 misalnya, 
hanyalah peraturan setingkat Menteri. Walaupun tidak 
memberikan sanksi, sebagaimana undang-undang, Perpres 
dapat meningkatkan perhatian Pemda secara lebih serius dalam 
upaya pemeliharan kerukunan dan pemberdayaan FKUB. 


Berikut ini adalah hasil Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) 
pada tiga survey nasional kerukunan umat beragama yang 
dilaksanakan pada 2017, 2018, dan 2019 oleh Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan 
Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian 
Agama Republik Indonesia, yang berkaitan dengan pentingnya 
peningkatan dan pemberdayaan FKUB tersebut, yaitu: 


(1) Kemenko PMK: Sebagai kementerian yang menjadi 
koordinator terhadap beberapa kementerian sumber daya 
manusia, maka kerukunan umat beragama juga menjadi 
prioritas pembangunan kesejahteraan pada aspek pemeluk 
agama. Jika relasi antar pemeluk baik dan harmonis maka 
program pemerintah pada aspek lain akan terlaksana dengan 
baik dan optimal. 


» 


Kemenko Polhukam: Kementerian koordinator yang 
berhubungan dengan kebijakan asumtif terhadap keamanan, 
penegakan hukum dan pertahanan dapat ditunjang oleh 
data kerukunan, sebagai data pendukung keamanan dan 
mewujudkan pilar stabilitas nasional. 


(3) Kementerian Agama: Kerukunan umat beragama adalah 


7 Achmad Syafri Mufid (ed.), Kasus-Kasus Aktual Kehidupan 
Keagamaan di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan 
Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014), halaman vi. 
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Indikator Kinerja Utama, sebagai tolok ukur utama dalam 
hal menilai kerja kementerian. Implikasi tidak hanya kepada 
Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) sebagai leading 
sector kerukunan (kerukunan antar umat beragama), namun 
juga di bawah tanggungjawab Direktorat Bimbingan 
Masyarakat Agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, 
dan Khonghucu (kerukunan inter umat beragama). Sejatinya 
program kerukunan umat beragama dilekatkan pada kegiatan 
secara vertikal. 


(4) Kementerian Dalam Negeri: Sesuai dengan Peraturan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 
Nomor 9 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Kerukunan Umat 
Beragama menjadi tanggungjawab dan tugas dua kementerian 
(Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama). 
Kementerian Dalam Negeri dapat menjalankan kewenangan 
koordinatif terhadap program kerukunan setiap daerah, baik 
itu provinsi sampai dengan kabupaten. Intervensi dapat juga 
dilakukan sampai tingkatan teknis penganggaran, bagaimana 
seluruh daerah provinsi dan kabupaten melekatkan anggaran 
kerukunan mulai dari perumusan sampai dengan pembinaan 
teknis. 


(5) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ 
Bappenas: Kementerian ini dapat menggunakan data dan 
informasi kerukunan umat beragama ini sebagai bukti dalam 
penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan. 


(6) Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah perlu membangun 
mekanisme koordinasi terpusat (mulai dari provinsi, 
kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa) untuk mengambil 
langkah-langkah yang solutif dalam penanganan berbagai 
potensi ketidakharmonisan dan konflik sosial di konteks 
masing-masing. 


s 


Polri: Sebagai garda terdepan yang menjaga terjadinya 
konflik, kepolisian di setiap daerah harus bertindak adil dan 
mengayomi bagi masyarakat. 


Waryani Fajar Riyanto 61 


Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 


Dengan terbitnya Perpres Tentang Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini, maka akan semakin 
mempermudah koordinasi program-program kerukunan antar 
kementerian dan lembaga, sebagaimana telah dijelaskan di atas, 
yaitu seperti Kemenko PMK, Kemenko Polhukam, Kementerian 
Agama, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Pemerintah 
Daerah, dan Polri. 


Berikut ini adalah Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) pada 
buku Moderasi Beragama (2019) oleh Badan Penelitian dan 
Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian 
Agama Republik Indonesia. Moderasi Beragama merupakan 
Program Prioritas Tiga (PP3) yang menjadi bagian dari Revolusi 
Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam Rencana Pem- 
bangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024: 


(1) Terkait pembuatan kebijakan dalam menyusun program 
moderasi beragama, diperlukan “PMA Moderasi Beragama” 
yangberbasis bukti (evidence based) yangkhusus dan berkualitas 
sehingga moderasi beragama dapat diimplementasikan 
secara konkret dan dapat berjalan secara tepat dan efektif. 
Juga, perlu ada harmonisasi kebijakan yang berkaitan 
dengan keberagamaan agar mendukung realisasi moderasi di 
masyarakat Indonesia. 


(2) Terkait satuan tugas (Satgas), PP3 Moderasi Beragama harus 
dikawal secara terus menerus oleh petugas yang secara 
khusus mensupervisi, mengimplementasi, dan melaporkan 
setiap kegiatan terkait moderasi beragama. 


(3) Terkait sosial kemasyarakatan, perlu adanya pembukaan 
ruang-ruang perjumpaan lintas iman dan kepercayaan 
yang seluas-luasnya. Tujuannya adalah untuk membangun 
pemahaman antar umat beragama dan mencari titik temu— 
dari pada mempertajam perbedaan. Ini dapat dilakukan 
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di berbagai kalangan (sekolah, karang taruna, ASN, dil.) 
dengan mengadakan, misalnya, perkemahan, dialog, diskusi, 
kunjungan rumah ibadah, dan lain sebagainya. 


Upaya-upaya yang mendukung lahirnya sebuah Perpres 
sebagaimana disampaikan di atas, dilakukan atas dasar perintah 
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan 
negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaaannya itu. Dalam upaya 
mewujudkan hubungan yang tertib dan harmonis antar umat 
beragama, maka umat beragama harus memiliki sikap toleran 
dan tanpa diskriminasi. Banyak pihak yang menganggap bahwa 
peraturan perundang-undangan yang ada belum memadai 
untuk mewujudkan hubungan antar umat beragama secara 
komprehensif dan kongkrit. Dengan pertimbangan tersebut, 
jika merujuk pada Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan 
“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan 
UU sebagaimana mestinya”, maka Presiden berhak menetapkan 
peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang 
sebagaimana mestinya, demi terciptanya hubungan harmonis 
antar umat beragama. 


Salah satu bentuk kekuasaan Presiden dalam bidang 
administrasi adalah kewenangan untuk membuat keputusan- 
keputusan administrasi negara atau keputusan penyelenggara 
pemerintahan (eksekutif). Bagir Manan membagi jenis 
keputusan administrasi negara ke dalam 4 (empat) macam 
bentuk keputusan, yaitu: (1) Bentuk keputusan peraturan 
perundang-undangan, yang meliputi keputusan dalam bentuk 


38 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi (Yogyakarta: FH UII Press, 
2003), halaman 229. 
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Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden: (2) Bentuk 
peraturan kebijakan (beleidregels, policy rules), peraturan 
kebijakan dibuat oleh administrasi negara yang didasarkan 
pada aspek doelmatigheid dalam kerangka freies ermessen, 
(3) Bentuk ketetapan administrasi negara (beschikking), 
ketetapan ini merupakan keputusan administrasi di lapangan 
hukum publik yang bersifat kongkrit dan individual: dan 
(4) Bentuk perencanaan (plannen), peraturan perencanaan 
yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program 
pembangunan untuk kurun waktu tertentu. 

Bentuk-bentuk keputusan seperti tersebut di atas dapat 
dikeluarkan oleh Presiden dalam menjalankan kekuasaannya. 
Literatur negara-negara yang menganut sistem anglo saxon 
seperti Inggris, Australia, AS, pembentukan peraturan-peraturan 
oleh administrasi negara dikenal sebagai administrative 
legislation, ada yang menamakan delegated legislation ada juga 
istilah ordinance making atau guasi legislation atau dalam istilah 
Belanda verordenende bevoegdheden.3 Kewenangan Presiden 
dalam membentuk peraturan ini didasarkan pada ketentuan 
dalam UUD 1945, yaitu kewenangan pembentukan Peraturan 
Pemerintah (PP) secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (2) 
UUD 1945, yang menyatakan “Presiden menetapkan peraturan 
pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya” dan 
kewenangan membentuk Peraturan Presiden yang dilandaskan 
pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Presiden Republik 
Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- 
Undang Dasar”. Kata “sebagaimana mestinya” dapat ditafsirkan 
bahwa Presiden dapat membuat PP ketika UU menyatakan 


2? S. Prajudi Amosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: 
Penerbit Ghalia Indonesia, 1994), halaman 105. 
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secara tegas bahwa Presidan untuk melaksanakan UU harus 
membuat suatu PP, artinya secara tegas disebutkan dalam 
UU bahwa Presiden harus membuat PP, tapi dengan kalimat 
“sebagaimana mestinya” menjadikan Presiden pada akhirnya 
diberikan keleluasaan ketika pun UU tidak memerintahkan 
secara tegas agar dibentuk PP sepanjang untuk melaksanakan 
UU tersebut. 


Selain kewenangan membentuk PP dalam menjalankan 
pemerintahan, Presiden juga membentuk Peraturan Presiden 
(Perpres). Kewenangan Presiden membentuk Perpres tidak 
secara tegas disebutkan dalam UUD 1945. Istilah “Perpres” 
ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan# (UU 
P3 2004) yang saat ini telah diubah dengan UU P3. Istilah 
“Peraturan Presiden” ini muncul lebih didasarkan pada adanya 
upaya untuk membedakan bentuk keputusan Presiden yang 
bersifat mengatur dengan keputusan Presiden yang bersifat 
penetapan (beschikking). Sebelum dibentuknya UU P3 2004, 
dalam penyelenggaraan pemerintahan selain membentuk 
peraturan pemerintah sebagai bentuk keputusan yang bersifat 
mengatur, Presiden kerapkali membuat keputusan Presiden 
yang bersifat mengatur juga namun diberikan nama Keputusan 
Presiden atau sering disingkat Keppres. Di samping Keppres 
yang bersifat mengatur tersebut, terdapat juga Keppres yang 
bersifat penetapan, sehingga kemudian untuk membedakan 
di antara keduanya dipergunakan istilah baru yaitu Perpres. 
Keppres yang melekat pada kewenangan Presiden di sini adalah 


40 Maria Farida Indrati S, “Apa Beda Keppres-Perpres-Inpres?”, 
tulisan diambil dari Kompas tanggal 14 Juli 2005, https://antikorupsi.org/ 
news/apa-beda-Keppres-Perpres-inpres, diunduh 15 Juni 2020. 
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beshicking (ketetapan) dalam rangka menjalankan administrasi 
negara Umum maupun menjalankan khusus yang bersumber 
pada kewenangan yang bersifat prerogatif seperti memberi 
tanda jasa dan lain-lain.“ 


Terdapat beberapa catatan mengenai kewenangan 
pembentukan Perpres diantaranya berdasarkan dasar hukum 
pembentukan Perpres, justifikasi konstitusionalnya berdasar- 
kan pengamatan kami berasal dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, 
ini dapat dilihat pada konsiderans (dasar) 'mengingat' semua 
Perpres yang dibentuk pasca berlakunya UU P3 2004 selalu 
menempatkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar 
hukum, baik secara sendiri maupun disertai dengan beberapa 
dasar hukum lainnya. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan 
bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ditafsirkan sebagai dasar 
kewenangan Presiden mengeluarkan Perpres, 


Pasal 4 Ayat (1): 


Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah- 
an menurut Undang-Undang Dasar. 


Pengertian Perpres menurut Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan adalah: “Peraturan Presiden adalah 
Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden 
untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan 
yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan 
pemerintahan.” Berdasarkan pengertian ini, Perpres dapat 
berasal dari perintah secara tegas dari UU/Perpu atau PP? 


41 Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, halaman 153. 

42 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) menentukan tata 
urutan peraturan perundang-undangan secara berurutan, terdiri dari: UUD 
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ataupun tanpa pendelegasian dari peraturan yang lebih tinggi 
sepanjang Presiden menganggap perlu membentuk Perpres 
untuk menjalankan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan 
ini, Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat ini disusun karena alasan yang kedua, 
yaitu karena untuk penyelenggaraan kekuasan pemerintahan. 
Terkait dengan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah 
tersebut, Perpres ini selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 25 Ayat 1 
Butir c, yaitu untuk menyelenggarakan pembinaan kerukunan 
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan 
lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, 
dan nasional. 

Tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Perpres 
Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat 
ini adalah adalah: 1) Adanya dasar pijakan hukum yang kuat 
tentang kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama 
oleh Pemda. Misalnya, kebijakan anggaran dan fasilitasi Pemda 
terkait program-program kerukunan yang menyertakan FKUB, 
2) Peningkatan peran lembaga-lembaga keagamaan dan FKUB 
sebagai forum dialog tokoh-tokoh agama dan masyarakat 


1045, Ketetapan (TAP) MPR (dengan catatan pada penjelasan hanya untuk 
TAP MPR yang masih berlaku), UU/Perpu, dan seterusnya. 

43 Bandingkan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
yang menyatakan materi muatan Perpres meliputi materi yang diperintahkan 
oleh UU atau materi untuk menjalankan PP. 
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dalam menyelesaikan segala persoalan terkait isu kerukunan, 
misalnya tentang pendirian rumah ibadat: 3) Adanya perangkat 
Perpres yang menjadi penjelasan dari Pasal 29 dan 28 UUD 
1945 terkait agama dan keagamaan. Sebab, sejauh ini hanya 
UU No.1/PNPS/1965 yang menjadi derivasi dari UUD 
tersebut dan PBM 2006 (penyempurnaan SKB 1969), yaitu 
peraturan yang hanya setingkat Menteri, yang secara khusus 
mengatur tentang kerukunan umat beragama. Namun di sisi 
lain, PBM tersebut tidak masuk dalam salah satu hierarki sistem 
perundang-undangan di Indonesia: dan 4) Adanya perangkat 
Perpres dapat meningkatkan komitmen (anggaran dan fasilitasi 
kerukunan) Pemda untuk memberdayakan FKUB. 


B. Konsep-Konsep Kunci 


1. Kerukunan Beragama. Banyak pihak memandang istilah 
“kerukunan beragama” sebagai hal paradoksal. Bagaimana 
mungkin, agama yang secara umum dipandang sebagai 
sumber penerang dan jalan kebenaran, kasih sayang dan 
kebaikan manusia masih perlu membicarakan kerukunan? 
Bukankah mestinya rukun, damai dan adil mestinya sudah 
ada dengan sendirinya dalam tiap agama dan dalam tiap 
masyarakat kalau suatu masyarakat itu memang sudah 
dipenuhi dengan kehidupan keagamaan yang aktif, semarak 
dan konsisten? Istilah “kerukunan beragama” menyiratkan 
sisi kontradiktif dari status substansial agama sebagai 
sumber hal-hal baik di satu sisi dengan status sosiologis 
konkritnya yang menunjukkan kemungkinan adanya konflik, 
pertentangan, perbedaan bahkan kekerasan. 


Dimensi paradoksal ini berkaitan dengan sisi ganda dalam 
klaim internal-eksternal yang terkandung dalam setiap 
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sistem nilai agama-agama, yakni bahwa di satu sisi semua 
agama mengajarkan kebaikan, keadilan dan perdamaian 
yang total dan universal sementara pada saat yang sama, 
di sisi yang lain, mereka masing-masing mengklaim sebagai 
yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Inilah 
yang kemudian menghasilkan diskrepansi antara substansi 
agama (agama dalam bentuk ajarannya) dengan formal 
agama (agama dalam ekspresi sosial dan institusionalnya). 
Sisi substansi atau komitmen keagamaan (internum) selalu 
menekankan dan mereproduksi gagasan luhur mengenai 
kebaikan yang tak terbantahkan, sementara sisi formal atau 
semangat keagamaan (eksternum) kerap menghadirkan 
pertentangan dan konflik. Agama dalam formal atau agama 
dalam ekspresi sosial dan institusional inilah yang kiranya 
menghadirkan persoalan mengenai harmoni atau kerukunan. 


Dalam pandangan yang berkembang di dunia akademis 
secara Umum, pemikiran mengenai kerukunan dan toleransi 
antar umat beragama biasanya disediakan dalam tiga 
skenario besar. Douglas Shrader misalnya mengemukakan 
ketiga pandangan kerukunan dan toleransi itu dalam 
tiga sumber pemikiran, yakni pemisahan agama-negara, 
pandangan universal, dan pandangan Timur. Yang pertama 
adalah pandangan kerukunan dan toleransi yang berbasis 
pada ide pemisahan secara ketat antara negara dan agama 
sebagaimana yang berlaku di negara-negara seperti 
Amerika, Perancis dan Turki. Yang kedua adalah pandangan 
kerukunan dan toleransi yang berbasis pada wawasan 
universalitas ide keagamaan yang menekankan kesamaan 
akhir dalam tujuan tiap agama sebagaimana banyak dianut 
di negara-negara Eropa masa kini. Pandangan yang ketiga 
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mengenai kerukunan dan toleransi agama bersumber pada 
tradisi-tradisi Timur seperti India dan negara-negara Asia.“ 


Melampaui ketiga pandangan yang diajukan oleh Shrader di 
atas, dalam mengatasi pergesekan dalam beragam ekspresi 
forma keagamaan ini, pengalaman dan sejarah pemikiran 
di Indonesia telah mengajukan berbagai jalan ke luar dan 
alternatif yang juga berharga. Apabila dirumuskan secara 
sederhana, gagasan yang diajukan sebagai jalan ke luar untuk 
mencapai harmoni dan kerukunan itu dapat kita identifikasi 
ke dalam beberapa prosedur: pertama dengan memberikan 
tafsir sosial atas agama, kedua dengan mengabstraksikan 
fungsi moral agama, dan ketiga dengan menginstitusionalkan 
agama. 


2. Kerukunan Umat Beragama. Kerukunan umat beragama 
adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang 
dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, 
menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya 
dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Tahun 1945. Jadi, kerukunan umat beragama 
dalam Perpres ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu 
toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. 


3. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pemeliharaan 
kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat 
beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, 


44 Douglas W. Shrader, “Beyond Tolerance: Globalization, Freedom, 
and Religious Pluralism”, in Sonja Servomaa (ed.), Humanity at the Turning 
Point: Rethinking Nature, Culture and Freedom (Helsinki, Finland: Renvall 
Institute for Area and Cultural Studies, 2006), page 17-20. 
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dan pemberdayaan umat beragama melalui Forum 
Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 


4. Rumah Ibadat. Rumah ibadat adalah bangunan yang 
memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk 
beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara 
permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. 


5. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan. Organisasi 
kemasyarakatan keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas 
Keagamaan adalah organisasi non-pemerintah yang bervisi 
kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama 
oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, 
berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah 
setempat serta bukan organisasi sayap partai politik. 


6. Pemuka Agama. Pemuka agama adalah tokoh komunitas umat 
beragama, baik yang memimpin ormas keagamaan maupun 
yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau 
dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan. 


7. Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan 
Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah 
forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh 
Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan 
memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan 
kesejahteraan. 


8. Panitia Pembangunan Rumah Ibadat. Panitia pembangunan 
rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat 
beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat. 

9. Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat. Izin mendirikan 
bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB 
rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/ 
walikota untuk pembangunan rumah ibadat. 
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10.Pelindungan Umat Beragama. Kalimat “pelindungan umat 
beragama” tersebut adalah amanat dalam arah kebijakan 
dan strategi nasional terkait pemeliharaan kerukunan 
umat beragama di dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Bab 5 Tentang 
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, bahwa 
untuk memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan 
toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, salah satunya 
melalui penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, 
yang salah satunya mencakup “pelindungan umat 
beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama”. 
Jadi, pelindungan umat beragama adalah sebuah kondisi 
dimana negara memberikan pelindungan hukum terhadap 
setiap pemeluk agama dari tindakan diskrimansi dan 
intoleransi dari seseorang atau sekelompok orang. Negara 
berkewajiban untuk mengatur, membina, dan mengawasi 
pelaksanaan kehidupan beragama demi menghormati dan 
menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan 
bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan yang 
tunduk pada wilayah hukum atau jurisdiksinya, hak akan 
kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa pembedaan 
apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama 
atau keyakinan, politik atau, kebangsaan atau asal-usul 
lainnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Kebebasan 
pelindungan umat beragama tersebut harus selaras dengan 
kerukunan umat beragama. 


11.Pelayanan Keagamaan. Pelayanan agama yang dimaksud di 
sini adalah pelayanan-pelayanan keagamaan terhadap setiap 
agama tanpa mengurangi hak-hak keagamaan pemeluk 


45 Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (ICCPR), Pasal 2 Ayat (1). 
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agama 6 (enam) agama yang sudah ada. Artinya, pelayanan 
keagamaan bersifat proporsional yang disesuaikan dengan 
kebutuhan nyata dan jumlah pemeluk agama yang dimiliki.“ 


12.Pengaturan Umat Beragama. Pengaturan umat beragama 
artinya, bahwa negara tidak mengatur ritual peribadatan di 
ruang privat (internum). Negara hanya mengatur interaksi 
antarumat beragama (eksternum), bukan keyakinan danritual 
keagamaan. Negara memberikan wewenang kepada majelis 
semua agama untuk mengatur internal penganutnya. Setiap 
penganut agama terwadahi dalam sebuah majelis agama 
(komitmen keagamaan). Tapi, ketika ritual peribadatan itu 
diekspresikan (semangat keagamaan) di ruang publik (forum 
externum), maka negara wajib mengaturnya. 


Intinya, Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat ini tergolong dalam Hukum Publik 
yang bersifat universal. Tanpa memandang suku dan agama 
yang dianut warga negara karena subyek hukumnya sama. 
Dalam upaya mengatur umat beragama ini, negara sangat 
perlu untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) di setiap daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota 
hingga Kecamatan sejak tahun 2006. Meskipun ada banyak 
kritik, terkait aspek keterwakilan dan integritras FKUB, tapi 


46 Dalam Workshop Naskah Akademik RUU PUB tanggal 15 dan 
18 Desember di Hotel Balairung, Jakarta, wakil dari penganut kepercayaan 
dan agama Baha'i menyampaikan bahwa yang mereka sangat harapkan saat 
ini dari pemerintah adalah negara memberikan hak-hak sipil yang sama 
dengan pemeluk agama lainnya. Mereka menepis anggapan kalau mereka 
akan meminta anggaran dan posisi Dirjen di Kementerian Agama setelah 
menerima pengakuan dari negara. 
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dalam beberapa studi, FKUB secara umum berperan penting 
dalam menjaga kerukunan umat beragama di berbagai daerah. 
Dengan Perpres ini, aspek pemberdayaan FKUB dan majelis- 
majelis agama serta peran Pemda akan diperkuat sesuai dengan 
perkembangan realitas pemeluk agama di masyarakat.” 


C. Kajian Atas Asas-Asas Yang Dianut Dalam Perpres 
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 
Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat 


Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat mengandung asas-asas hukum pokok 
yang penting dan pengertian dasar yang berkaitan dengan 
agama dan hubungan antar umat beragama serta kerukunan 
umat beragama. Asas-asas hukum yang terkandung dalam 
Perpres tersebut ialah: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa: 2) Negara 
menjamin kemerdekaan beragama, 3) Kebebasan melaksanakan 
ajaran agamanya: 4) Kesamaan kedudukan di hadapan hukum: 
5) Hubungan antara agama dan negara: dan 6) Hukum publik. 


47 Kustini (ed.), Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam 
Pelaksanaan Pasal 8, 9 dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (Jakarta: Kementerian Agama 
RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), 
halaman 11-15: Ihsan Ali-Fauzi, “Agama, Kekerasan, dan Perdamaian: Dari 
Riset Kekerasan ke Riset Bina-Damai”, dalam Workshop Peningkatan Budaya 
Damai di Kalangan Pemuka Lintas Agama, yang diselenggarakan Puslitbang 
Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 
Bogor, 11-13 Agustus 2015. 
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1. Ketuhanan Yang Maha Esa 


UUD 1945 Pasal 29 Ayat (1): 
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 


Ketuhanan Yang Maha Esa adalah agar tunggangnya 
Pancasila. Pancasila adalah dasar utama untuk mewujudkan 
kerukunan nasional. Kerukunan Nasional akan terwujud jika 
kita dapat memadukan tiga kesadaran ini, yaitu: kesadaran 
sebagai umat manusia (Persaudaraan Kemanusiaan), sebagai 
warga bangsa (Pancasila), dan sebagai umat beragama 
(Ketuhanan). Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), 
sebagai salah satu unit di bawah Sekretariat Jenderal (Setjen) 
Kementerian Agama RI, telah menjadikan dan mengembangkan 
Pancasila sebagai landasan kerukunan antar umat beragama. 
Pasal 1 Raperpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB), dan 
Pendirian Rumah Ibadat menyebutkan Pancasila sebagai salah 
satu landasan dalam mewujudkan kerukunan nasional, yaitu 
“Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama 
umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling 
menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran 
agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945." 


Berikut ini adalah asas-asas dasar yang dianut dalam 
Perpres Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat, yang diambil dari sila-sila Pancasila: 
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Pertama, Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip 
yang dianut sebagai bangsa adalah Ketuhanan Yang Maha 
Esa. Kita telah sepakat bahwa negara yang dibangun adalah 
negara yang berketuhanan yang maha esa, sesuai dengan sila 
pertama Pancasila sebagai falsafah bangsa. Memang ada sila- 
sila lain yaitu sila persatuan, sila kemanusiaan, sila kerakyatan, 
sila keadilan, tapi Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa 
yang menjadi pokok yang oleh the founding fathers dianggap 
pertama dan utama di dalam sistem berfikir kita sebagai bangsa. 
Ketuhanan Yang Maha Esa adalah hukum dasar dan hukum 
positif yang fundamental. Hal ini dimaksudkan agar rakyat 
Indonesia selalu memandang dan menjadikan Ketuhanan Yang 
Maha Esa sebagai hukum yang mengikat tiap saat bagi karyanya 
dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Berdasarkan prinsip ini, bahwa Indonesia 
adalah negara berketuhanan. Indonesia tidak mendasarkan 
pada satu agama tertentu. Indonesia adalah representasi nilai 
dari keragaman agama. Melalui sila ini menegaskan, bahwa 
keragaman agama adalah kekuatan kebangsaan. Toleransi antar 
umat beragama dengan demikian menjadi pilar penting dalam 
membangun kerukunan nasional. Sila ini adalah perwujudan 
atas penghargaan kepada agama-agama. Agama dan negara 
tidak dipisahkan, karena agama dan negara adalah satu 
kesatuan dalam membangun nasionalisme dan kebangsaan. 
Dengan demikian, Indonesia bukanlah “negara agama", namun 
“negara yang beragama" itulah “Negara Pancasila”. Artinya, 
bukan negara agama tertentu, melainkan milik semua agama. 
Pemahaman final bahwa dasar negara Indonesia adalah 
Pancasila, maka semua agama akan menjalankan dua visinya 
secara bersamaan, yaitu berketuhanan dan berkebangsaan. 
Artinya, semua umat beragama akan menjalankan praktik sosial- 
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keagamaannya dalam visi kebangsaan. Jadi, Pancasila adalah 
“Rumah Bersama" atau “Rumah Besar" bagi umat beragama. 
Hendaknya setiap umat beragama memiliki kesadaran dan 
kewajiban untuk bersama-sama merawat dan menjaga “rumah" 
tersebut. Masing-masing umat beragama memiliki “kamar" 
dalam rumah itu. Silahkan pelihara baik-baik masing-masing 
kamarnya. 


Kedua, Prinsip Kemanusiaan. Prinsip ini menunjukkan 
bahwa berketuhanan itu harus diiringi dengan kemanusiaan. 
Yakni, berketuhanan yang berkemanusiaan. Berketuhanan 
yang menjalankan visi kemanusiaan dengan keadilan dan 
keadaban. Prinsip ini sangat penting bagi kehidupan agama- 
agama di Indonesia. Selain tujuan merajut kemanusiaan antar 
agama, tujuan kemanusiaan global juga sangat penting, apalagi 
menyangkut kemanusiaan dan HAM. Selaras dengan hal ini 
adalah penyelenggaraan acara Doa Bersama Bagi Kemanusiaan 
oleh Komite Tinggi Persaudaraan Manusia, yang dihadiri oleh 
Grand Syaikh al-Azhar dan Paus Francis pada tanggal 14 Mei 
2020, dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19. 
Dengan prinsip ini, agama menjadi garda terdepan untuk 
melahirkan manusia yang berakhlak dan bermoral. Secara 
tegas, hal serupa juga telah ada dalam bunyi sila Pancasila 
untuk membentuk manusia “yang adil dan beradab”. Untuk itu, 
agama memiliki tanggungjawab dalam membentuk keadilan 
dan keadaban manusia, baik dalam praktik keagamaan maupun 
kemanusiaan. Peran dan tauladan dari tokoh-tokoh agama 
sangat penting dalam mewujudkan keadaban manusia tersebut. 

Ketiga, Prinsip Kebangsaan. Melalui prinsip ini, setiap 
umat beragama harus menyadari pentingnya menjaga 
nasionalisme dan kebangsaan. Nasionalisme semestinya juga 
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dapat menjadi “ibadah kebangsaan” dalam tujuan kebersamaan 
dan demokrasi. Kebangsaan adalah inti dari kehidupan 
bernegara, di mana semua lintas kehidupan bersinergi menjaga 
kedaulatan bangsa. Dalam konteks keagamaan, menjaga tanah 
air adalah bagian dari iman. Maka, semua agama memiliki 
kewajiban yang sama dalam membela tanah airnya. Agama 
dan kebangsaan adalah sinergi dialog kreatif dalam melahirkan 
moderasi beragama. Melalui kebangsaan, toleransi antar umat 
beragama akan dengan mudah disatukan. Dengan visi ini 
pula toleransi di Indonesia bisa menjadi kiblat bagi cita-cita 
perdamaian agama-agama di dunia. Bahkan, Indonesia dapat 
menjadi kiblat moderasi dan kerukunan umat Bergama di 
dunia. Melalui dua prinsip di atas misalnya, kemanusiaan dan 
kebangsaan, Kementerian Agama RI melalui Tim Gugus Tugas 
Penanganan Dampak Covid-19 Kementerian Agama RI dan 
PKUB pernah menyelenggarakan kegiatan Doa Kebangsaan 
dan Kemanusiaan pada tanggal 14 Mei 2020, yaitu dengan 
menghadirkan tokoh-tokoh agama untuk berdoa lintas agama, 
sebagai salah satu bentuk ikhtiar batin dalam menghadapi 
dampak psikis-spiritual atas Covid-19. 


Keempat, Prinsip Permusyawaratan. Selain prinsip 
ketuhanan, kemanusiaan, dan kebangsaan, prinsip per- 
musyawaratan sangatlah penting untuk mewujudkan 
kerukunan nasional. Melalui prinsip ini, segala hal yang memicu 
in-toleransi antar umat beragama misalnya, harus diselesaikan 
dengan prinsip “permusyawaratan", yaitu bermusyawarah 
dengan melibatkan berbagai pihak agar tercapai solusi yang 
komprehensif. Melalui prinsip ini, tidak ada minoritas dan 
mayoritas, muslim dan kafir, namun yang ada adalah sama-sama 
atau setara sebagai “rakyat" (dari kata ra'iyah, artinya saling 
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memelihara). Melalui prinsip ini, PKUB telah menjadi mediator 
dalam berbagai permasalahan terkait isu-isu kerukunan antar 
dan inter umat beragama (misalnya tentang pendirian rumah 
ibadah). 


Kelima, Prinsip Keadilan Sosial. Agama-agama memiliki 
peran sangat peting dalam menjabarkan keadilan sosial secara 
lebih luas. Agama, sebagai elemen ketundukan dan kepatuhan 
serta keimanan kepada Tuhan, senantiasa mengajarkan 
olah rasa agar sensitif berbuat adil kepada sesama dengan 
melakukan kegiatan sosial. Melalui prinsip ini, Tim Gugus 
Tugas Penanganan Dampak Covid-19 Kementerian Agama 
pada tanggal 14 Mei 2020, melalui PKUB, pernah memberikan 
bantuan sosial kepada majelis-majelis agama. Selain itu, melalui 
34 Ketua FKUB Provinsi seluruh Indonesia, PKUB juga pernah 
menyalurkan 100 paket bantuan. Bahkan, bantuan tersebut 
juga telah diberikan kepada korban Covid-19 dari semua agama. 


2. Kemerdekaan Beragama 


Negara Republik Indonesia adalah negara konstitusional 
yang berdasar atas hukum. Ketentuan dalam konstitusi, selain 
menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa, juga menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan 
kepercayaannya. Karena adanya kemerdekaan beragama, maka 
di Indonesia ada pluralitas pemelukan agama dan pemeluk 
agama, sebagaimana dinyatakan dalam UU No.1/PNPS/1965, 
bahwa agama-agama yang dipeluk di Indonesia adalah Agama 
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha serta Khonghucu. 


UUD 1945 Pasal 29 Ayat (2) berbunyi: Negara menjamin 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
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beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Karena 
hak untuk memeluk agama bagi tiap warga negara merupakan 
hak asasi manusia, maka dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 
28 | ayat (1) pada amandemen kedua yang berbunyi: Hak untuk 
hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 


Selain itu, dalam ketetapan MPR Nomor XVII/ 
MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia juga telah dicantumkan 
prinsip kebebasan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu (Pasal 13). Sebagai pelaksanaan ketetapan 
MPR tersebut telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 Undang-Undang 
tersebut antara lain menentukan bahwa hak beragama adalah 
Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun dan oleh siapapun. Pasal 22 ayat | UU Nomor 39 tahun 
1999 menentukan: Setiap orang bebas memeluk agamanya dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 
(2) Pasal tersebut menentukan Negara menjamin kemerdekaan 
setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaanya itu. Asas 
ini dapat pula disebut asas negara tidak mencampuri ajaran 
agama. Negara tidak mencampuri urusan komitmen keagamaan 
(internum), namun di sisi lain negara perlu mengatur semangat 
keagamaan (eksternum) umat beragama, agar tidak berbenturan 
dengan semangat keagamaan umat beragama yang lain. 
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3. Kebebasan Melaksanakan Ajaran Agama 


Sebagai negara yang memiliki falsafah Pancasila dan 
UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk 
Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu 
sebagaimana termuat dalam pasal 29 (2) UUD 1945. Selain itu 
dalam Declaration of Human Rights (HAM) pasal 18 dikatakan 
bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin 
dan agama: dalam hak ini termasuk kebebasan berganti agama 
atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama dan 
kepercayaan-nya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, 
beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama sama 
dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang 
tersendiri. 


Namun demikian, pelaksanaan HAM tidak berlaku 
mutlak dan tanpa mengenal batas. Dalam proses pembentukan 
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, 
pemberian kebebasan beragama didasarkan pada konstitusi 
negara Indonesia, Pancasila dan UUD 1945.4 Pelaksanaan 
hak asasi seseorang, selain ber-Ketuhanan Yang Maha Esa 
juga bersifat adil dan beradab. Yaitu, dengan tidak mencederai 
hak asasi orang lain. Kesadaran akan adanya hak asasi orang 
lain merupakan kewajiban asasi. Antara hak dan kewajiban 
asasi ibarat dua sisi dari satu keping uang logam yang sama. 
Hak asasi pada sisi yang satu, kewajiban asasi pada sisi yang 


48 Saleh Partaonan Daulay, “Seminar Nasional: Pelindungan 
Pemerintah Terhadap Pemeluk Agama”, dalam rangka Menyambut Hari 
Amal Bhakti Kementerian Agama RI ke-69, 18 Desember 2014, Kementerian 
AgamaRlI, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta. 
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lain. Itulah perbedaannya antara Indonesia dengan negara 
lainnya, bahwa kebebasan beragama di Indonesia tidak berarti 
kebebasan yang melanggar hak-hak beragama pemeluk agama 
lainnya, dan bukan pula kebebasan menghina umat beragama 
lainnya. Singkatnya, kebebasan beragama yang dimaksud 
adalah yang memiliki semangat persaudaraan sejati, asas 
kekeluargaan dan demi kesejahteraan dan perdamaian, dengan 
mengedepankan integrasi dan kepentingan seluruh bangsa 
dan negara Indonesia. Dengan kata lain, kebebasan beragama 
yang dimaksud harus memiliki semangat toleransi, kesetaraan, 
dan kerjasama dengan umat agama yang lain. Itulah landasan 
kerukunan umat beragama. 


4. Kesamaan Kedudukan di Hadapan Hukum 


Pasal 27 UUD 1945 Ayat (1) menyatakan bahwa segala 
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan Pasal 27 Ayat 
(1) UUD 1945 tersebut mengandung asas perlindungan 
bagi setiap warga negara berarti setiap warganya berhak 
memperoleh pelindungan hukum atas segala perbuatan yang 
dilakukan dalam rangka melaksanakan hak-haknya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. Oleh sebab itu, dalam penyusunan setiap peraturan 
perundang-undangan terutama Perpres Tentang Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat haruslah diperhatikan 


49 Dasim Budimansyah, PPKn Untuk SMU/SMK Kelas 1 (Bandung: 
Penerbit Epsilon Group, 2000), halaman 156. 
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asas perlindungan hukum sebagaimana terkandung dalam 
Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tersebut. Di samping itu, Perpres 
ini juga harus menjamin kesamaan kedudukan hukum agama- 
agama yang dilayani oleh Pemerintah sebagaimana termuat 
dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Asas ini juga 
menjamin kebebasan tiap individu untuk memeluk agama yang 
diyakininya. Kebebasan beragama tersebut tentunya dibatasi 
juga oleh kewajiban menghormati agama lain. 


5. Hubungan antara Agama dan Negara 


Ada beberapa hal yang hendaknya dipertimbangkan 
dalam merancang Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat ini, antara lain pemerintah tidak 
boleh mencampuri wilayah internum ajaran masing-masing 
agama. Substansi yang perlu diatur adalah pada dimensi 
interaksi sesama umat beragama yang menganut agama yang 
berbeda agar terwujud kerukunan antar umat beragama. 


7. Hukum Publik 


Dalam hukum ada dua pembidangan, yaitu Hukum Privat 
dan Hukum Publik. Hukum Privat mengikat warga negara 
tertentu yang melakukan perbuatan hukum tertentu: misalnya 
Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan lain sebagainya. 
Sedangkan Hukum Publik mengikat semua warga negara 
yang melakukan tindakan hukum, misalnya Hukum Pidana. 
Perpres Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
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Ibadat ini termasuk dalam kategori Hukum Publik. Dalam 
bidang Hukum Privat masih ditemukan pluralitas hukum, tetapi 
di bidang Hukum Publik diusahakan sedapat mungkin tidak ada 
keragaman. Hukum Publik harus berlaku bagi seluruh warga 
negara Indonesia, khususnya bagi seluruh umat beragama. 


Di negara Indonesia, walaupun ada kebebasan 
dalam menjalankan agama, tetapi bagi warga negara yang 
melaksanakan ajaran agama tersebut diharapkan untuk tidak 
berbuat hal-hal yang melanggar norma baik norma agama, 
kesusilaan apalagi berbuat kriminal. Pelaksanaan ajaran agama 
adalah masalah privat dan itu dilindungi oleh UU, yaitu Pasal 22 
Ayat 1 dan 2 UU Nomor 39 Tahun 1999. Tetapi, ketika ajaran 
agama itu dieskpresikan di ruang publik, maka harus menaati 
peraturan yang ada. Dengan kata lain, harus ada keselarasan 
antara komitmen keagamaan dan semangat keagamaan atau 
ber-Tuhan secara kebudayaan. 


Setiap pemeluk agama meyakini bahwa agama yang 
dianutnya adalah yang paling benar (komitmen keagamaan). 
Keyakinan bahwa agamanya yang paling benar, menimbulkan 
prasangka (prejudice) bahwa di luar agama yang dipeluknya 
dianggap sesat. Dalam intern umat beragama, walaupun 
memiliki teks atau kitab suci yang sama, penafsiran dan 
pemahaman terhadap kitab sucipun sangat dipengaruhi oleh 
berbagai faktor. Perbedaan penafsiran terhadap teks-teks 
keagamaan mengakibatkan timbulnya kelompok-kelompok 
keagamaan yang berbeda di antara para penganut dalam satu 
agama sehingga muncul sikap untuk menyesatkan satu dengan 
yang lainnya. Keberadaan berbagai kelompok dalam satu agama 
telah memungkinkan terjadinya konflik intern agama. 
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Perpres Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
harus memberikan batasan mana yang digolongkan hubungan 
inter umat beragama dan hubungan antar umat beragama, 
peran Pemda dan Pemerintah Pusat, batas dan kewenangan 
FKUB, serta batasan yang disebut sebagai rumah ibadat. Dalam 
praktiknya selama ini, masyarakat di Indonesia seringkali 
mencampuradukkan berbagai konsep di atas sehingga kerap 
terjadi tindakan-tindakan intoleransi atau kekerasan bernuansa 
agama terhadap seseorang atau sekelompok orang atas 
tuduhan intoleransi agama baik internal maupun eksternal 
umat beragama. 


D. Kajian Terhadap Praktik Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat 


Di era reformasi, ketika tuntutan dialog dan kerjasama 
antarumat beragama kian besar, maka diperlukan revitalisasi 
forum-forum antarumat beragama. Maka sejalan dengan 
terbitnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang hendak 
dinaikkan statusnya menjadi Perpres ini, dibentuklah sejumlah 
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat Provinsi 
dan Kabupaten/Kota— sebagai pelaksanaan salah satu pasal 
dalam PBM tersebut. PBM itu sendiri lahir dilatarbelakangi oleh 
adanya tuntutan untuk menyempurnakan peraturan tentang 
kerukunan antar umat beragama. Seperti diketahui, pada akhir 
tahun 2004 dan awal 2005 terjadi beberapa pengrusakan 
rumah ibadat di berbagai tempat di Indonesia, akibat dari 
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kesalahpahaman dalam masyarakat. Instrumen hukum yang 
ada kala itu hanyalah SKB No.1 Tahun 1969 yang kemudian 
dinilai sudah tidak menjawab kebutuhan karena terlalu singkat 
dan multi-tafsir. Maka, Presiden kemudian memerintahkan 
untuk melakukan revisi terhadapnya, dan hal itu dilakukan oleh 
Departemen Agama melalui Badan Litbang dan Diklat. Setelah 
melalui 11 (sebelas) kali pertemuan antara para wakil majelis 
agama dan Pemerintah, maka pada 21 Maret 2006 lahirlah 
PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut. Dengan PBM ini, 
peran pemuka agama menjadi sangat dominan dan menentukan 
dalam upaya memelihara kerukunan.2 


Seperti diketahui, dalam PBM tersebut dijelaskan 
bahwa FKUB beranggotakan pemuka agama setempat, dan 
dibentuk oleh masyarakat. Sementara itu, "pemuka agama' 
sendiri didefinisikan dengan tokoh komunitas umat beragama 
baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak 
memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati 
oleh masyarakat setempat sebagai panutan. Dengan demikian, 
peran FKUB dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama 
sejatinya adalah peranmasyarakat secara lebih luasdan terdepan 
dalam pemeliharaan kerukunan. Seperti ditegaskan pula dalam 
PBM, pemeliharaan kerukunan umat beragama berarti upaya- 
bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, 
pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Penyebutan 
kata “umat beragama' lebih dulu dari 'Pemerintah' tersebut di 
atas menunjukkan peran umat beragama (baca:masyarakat) 
yang lebih besar dari pada Pemerintah. Hal ini bukanlah suatu 


50 Akmal Salim Ruhana, “FKUB Sebagai Forum Kerjasama Antar 
Umat Beragama”, dalam Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius, 
Volume VIII Nomor 30, April-Juni 2009, halaman 80-90. 
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kebetulan, melainkan dengan sadar dimaksudkan dan dibuat 
oleh para perumus naskah PBM tersebut. Peran masyarakat 
yang lebih besar ini bukanlah sebagai bentuk lempar tanggung 
jawab Pemerintah seperti dituduhkan sebagian kalangan, 
melainkan sebagai bentuk pemberian partisipasi yang luas 
bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan di era 
reformasi yang mendambakan civil society yang kuat. 


Adapun bentuk peran serta masyarakat melalui FKUB 
itu sendiri telah dijelaskan dengan cukup rinci dalam PBM, 
bahwa FKUB provinsi mempunyai tugas: (1) melakukan dialog 
dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat: (2) menampung 
aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat: (3) 
menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam 
bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur: dan 
(4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan 
dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan 
kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. 
Adapun FKUB kabupaten/kota mempunyai tugas seperti di 
atas, ditambah dengan memberikan rekomendasi tertulis atas 
permohonan pendirian rumah ibadat. 


Keanggotaan FKUB haruslah melibatkan wakil seluruh 
agama yang ada di wilayah itu, sesedikit apapun jumlahnya. 
Bahwa, keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka 
agama setempat, jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 
21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling 
banyak 17 orang, komposisi keanggotaan FKUB provinsi 
dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama 
setempat denganketerwakilan minimal 1 (satu) orang dari 
setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota, dan 
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FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil 
ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, 
yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. 


Tak syak lagi, peran FKUB sebagai forum kerjasama 
lintas agama tergambar dengan jelas dalam komposisi 
keanggotaan dan tugas-tugasnya sebagaimana disebutkan 
dalam PBM. Agak sulit membayangkan sebelumnya bagaimana 
kebersamaan yang diliputi saling pemahaman dapat terjalin 
dalam suatu kelembagaan seperti dalam forum ini. FKUB 
telah menjadi wadah baru yang lebih jelas dan terukur, baik 
dari segi komposisi keanggotaan, tugas dan wewenang, serta 
output yang dihasilkan. Bahkan lebih jauh, FKUB 'dijamin' 
keberlangsungannya dengan adanya pasal mengenai anggaran 
untuk FKUB. Masalahnya sekarang, apakah FKUB telah benar- 
benar berperan dengan baik sebagai forum kerjasama antar 
umat itu? Setelah 14 tahun PBM diberlakukan (2006-2020), 
secara kuantitatif FKUB memang sudah banyak yang terbentuk. 
Hingga Agustus 2020, jumlah FKUB yang sudah terbentuk dan 
belum terbentuk nampak dalam tabel di bawah ini: 
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PEMBENTUKAN FKUB PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA 
SELURUH INDONESIA 
2020 


JUMLAHPROVINSI :34 


JUMLAH KABUPATEN :416 
JUMLAH KOTA :98 


JUMLAH 1548 


DAERAH YANG BELUM MEMBENTUK FKUB 


» SUMATERA BARAT (2) » PAPUA (2) 
a. Kab. Tanah Datar, a. Kab. Puncak Jaya 
b. Kab. Pesisir Selatan b. Kab. Nduga 
Figur 12 


PROSENTASE PEMBENTUKAN 


DAERAH JUMLAH TERBENTUK TERBENTUK PROSENTASE 


KABUPATEN 


4 


4 » 
(| 07x ) 
3 “ 


Figur 13 
Berdasarkan data di atas terbukti bahwa PBM 2006 telah 
merangsang terbentuknya FKUB-FKUB di seluruh Indonesia 
sebagai salah satu pilar penting kerukunan nasional. Oleh karena 
itu, jika ia ditingkatkan menjadi Perpres, maka peningkatan 
dan pemberdayaan FKUB akan lebih optimal. Jika masyarakat 
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rukun, maka pembangunan nasional dapat lancar terwujud. 
PBM itu sendiri dirumuskan dengan sangat hati-hati dan 
melibatkan perwakilan dari masing-masing Majelis Agama serta 
dibahas beberapa kali pertemuan pada Tahun 2005 dan 2006. 
Pada dasarnya, keberadaan PBM sudah sangat membantu dan 
dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti dampak 
terbentuknya FKUB-FKUB di seluruh Indonesia, sehingga 
sudah saatnya ia ditingkatkan status hukumnya menjadi 
Perpres. Peningkatan status hukum PBM sudah diupayakan 
sejak 2014, bahkan sudah pernah dimasukan dalam Draft UU 
Pelindungan Umat Beragama (PUB) dan sudah disiapkan naskah 
akademiknya, dan sudah dilakukan Benchmarking. Kesimpulan 
dari Benchmarking tersebut, Indonesia masih lebih baik dari 
pada negara-negara tujuan benchmarking tersebut. 


Tujuan utama Perpres Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat ini adalah untuk meningkatkan peran 
Pemda dan pemberdayaan FKUB. Kepala Badan Litbang dan 
Diklat Departemen Agama saat itu, M. Atho Mudzhar, pernah 
menginventarisir beberapa masalah yang dihadapi dalam 
pemberdayaan FKUB tersebut, yaitu: (1) Keterlambatan kepala 
daerah dalam menerbitkan peraturan tentang pembentukan 
FKUB pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga 
sejumlah provinsi dan kabupaten/kota sampai saat ini belum 
memilikiFKUB, (2) Keberadaan Forum Kerukunan yang telah 
ada dan berperan sebelum lahirnya PBM. Hal ini menimbulkan 
keengganan bagi sebagian daerah untuk menggantinya dengan 
FKUB yang diatur oleh PBM tersebut. Sejumlah kabupaten/ 
kota merasa tidak perlu membentuk FKUB karena tingkat 
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homogenitas masyarakatnya yang sangat tinggi, dan anggapan 
bahwa tanpa FKUB pun kerukunan umat beragama telah 
terjaga dengan baik: (3) Tarik ulur antara kelompok-kelompok 
umat beragama dalam menentukan jumlah wakil mereka dalam 
FKUB yang akan dibentuk di suatu daerah, sehingga memakan 
waktu yang lama atau bahkan sampai hari ini pun belum 
terbentuk: (4) Belum adanya pengaturan apakah aktivis parpol 
atau anggota legislatif yang mewakili partai politik dapat duduk 
dalam keanggotaan FKUB: (5) Belum adanya aturan apakah 
seorang anggota atau pimpinan FKUB perlu mengundurkan 
diri dari jabatanya itu apabila ia hendak ikut menjadi calon 
dalam pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah: (6) 
Perhatian yang belum memadai dari pihak kepala daerah 
terhadap keperluan pembiayaan FKUB: (7) Belum jelasnya 
hubungan antara FKUB dan Kantor Kesbanglinmas dalam hal 
pengajuan dan penggunaan anggaran atas biaya APBD untuk 
pemeliharaan kerukunan nasional di bidang kerukunan umat 
beragama: (8) Penciutan pandangan yang mengesankan seolah- 
olah tugas FKUB adalah hanya memberikan rekomendasi bagi 
pendirian rumah ibadat: (9) Penyalahgunaan FKUB sebagai 
alat untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam suatu 
proses politik di daerah: (10) Penyalahgunaan FKUB untuk 
mempersulit atau mempermudah pendirian rumah ibadat 
bagi suatu umat beragama tertentu di suatu daerah: (11) 
Kecenderungan melemparkan semua persoalan atau beban 
kerukunan umat beragama kepada FKUB, sedangkan FKUB 
bukanlah suatu lembaga yang para anggotanya bekerja secara 
penuh waktu: (12) Sempitnya pandangan sebagian anggota 
FKUB sehingga menjadikan FKUB sebagai forum untuk tarik 
ulur kepentingan kelompok agama masing-masing, dan bukan 
untuk mengedepankan kepentingan kebangsaan Indonesia 
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secara bersama-sama: dan (12) Keanggotaan sebagian anggota 
FKUB ditempati oleh orang yang bukan pemuka agama seperti 
pejabat Pemerintah, atau orang yang tidak diusulkan oleh 
majelis agamanya. 

Berdasarkan  permasalahan-permasalahan tersebut, 
Atho' Mudzhar kemudian mengajukan beberapa solusi 
dan tawaran, baik yang bersifat aturan ataupun praksis 
lapangan. Terkait solusi yang bersifat aturan, perlu dipikirkan 
penyempurnaan PBM terkait FKUB, seperti menyangkut boleh 
tidaknya seorang aktivis partai politik atau anggota legislatif 
duduk dalam FKUB, atau perlu tidaknya seorang anggota 
atau pimpinan FKUB mengundurkan diri sementara apabila ia 
hendak ikut menjadi calon dalam suatu pemilihan kepala daerah/ 
wakil kepala daerah, dan lain-lain. Sedangkan pada tataran 
lapangan, dapat diusulkan beberapa solusi, yakni: (1) Perlu ada 
perubahan perilaku agar sikap-sikap sempit kekelompokan 
anggota FKUB berubah menjadi sikap kenegarawanan: (2) 
Perlu diintensifkan upaya sosialisasi PBM kepada para kepala 
daerah dengan cara audiensi dan diskusi tatap muka: (3) Perlu 
pendalaman pemahaman dan sosialisasi tugas-tugas FKUB: (4) 
Perlu dilakukan pertemuan-pertemuan antar sesama anggota 
FKUB dari berbagai daerah dalam bentuk muker, munas, atau 
forum-forum lainnya seperti seminar, diskusi, dan kunjungan: 
dan (4) Perlu sosialisasi UU HAM dan peraturan perundangan 
lainnya yang berkaitan dengan masalah agama kepada para 
anggota FKUB. 

Selain hal-hal tersebut di atas, sesungguhnya ada 
hal-hal lain yang juga tidak kalah pentingnya untuk segera 
dilakukan. Hal-hal tersebut adalah: (1) Bahwa dialog antar umat 
beragama perlu dilakukan bersama atau terhadap kalompok- 
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kelompok agama yang berada di luar atau 'menyempal' 
dari arus utama agama-agama itu (dialog inklusif). Dialog 
tersebut harus melibatkan masyarakat paling bawah, tidak 
hanya kaum elit. Karena dialog-dialog yang dilakukan selama 
ini masih terbatas pada kelompok-kelompok yang kira-kira 
dapat menerima keberbedaan dan memahami pihak lain. 
Sedangkan kelompok-kelompok 'sempalan' dan 'marginal' 
itu justru belum banyak- untuk tidak mengatakan tidak 
pernah-diajak berdialog, padahal merekalah yang ditengarai 
kerap menjadi permasalahan di masyarakat dan menimbulkan 
gangguan kerukunan: (2) Keberadaan lembaga-lembaga di 
luar FKUB yang bergerak di bidang pemeliharaan kerukunan- 
baik institusi Pemerintah (sinergitas lintas Kementerian dan 
Lembaga terkait program kerukunan umat beragama) ataupun 
LSM—perlu diajak duduk bersama memetakan wilayah tugas 
yang bisa dilakukan bersama dalam posisinya masing-masing. 
Selama ini terlihat adanya ketidakterpaduan dan bahkan tidak 
jarang dalam posisi berhadapan dalam agendanya masing- 
masing, yang justru menjadi kontra produktif bagi kerukunan 
itu sendiri. Trend terjadinya fenomena cross-cutting atau 
kerjasama komplementatif antara LSM dan Pemerintah dewasa 
ini sesungguhnya bisa menjadi entry-point bagi sinergi upaya 
pemeliharaan kerukunan umat beragama. 

Jadi, FKUB yang kini telah ada di seluruh provinsi dan 
hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia adalah aset 
yang sangat berharga bagi upaya pemeliharaan kerukunan 
umat beragama. Hal ini tidak terjadi di belahan dunia yang lain. 
Keberadaannya adalah bukti nyata terciptanya kerjasama antar 
umat beragama. Peran dan tanggungjawab yang diemban FKUB 
memang tidak ringan dan bukanlah semata tugas pengurus 
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dan anggota FKUB, namun juga menjadi tugas segenap 
umat beragama untuk turut serta dalam pemberdayaannya. 
Modal adanya kesadaran untuk bekerjasama, saling bertemu, 
berdialog mengenai masalah-masalah yang dihadapi bersama 
kiranya harus terus dipupuk dan, salah satunya, disalurkan 
melalui Forum Kerukunan Umat Beragama. 


Kerukunan umat beragama merupakan bagian yang 
penting dari kerukunan nasional, merupakan prasyarat 
terlaksanakan pembangunan. Artinya, stabilitas keamanan dan 
ketentraman bangsa Indonesia serta pelaksanaan pembangunan 
nasional akan terganggu jika terjadi ketidakrukunan umat 
beragama. Secara umum, kondisi kerukunan umat Islam 
di Indonesia berjalan baik. Budaya saling menghormati, 
silaturahmi, hingga kerjasama sosial terwujud dalam berbagai 
kehidupan. Namun, potensi ketidakrukunan diketahui tetap 
ada. Belakangan ini potensi ketidakrukunan dengan fenomena 
ujaran kebencian melalui media sosial dan melalui ceramah- 
ceramah agama. Kerukunan umat beragama adalah kondisi 
yang sangat dinamis dan kemajemukan umat beragama dapat 
menjadi persoalan besar dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, jika tidak dikelola dengan baik. 


FKUB memegang peranan yang sangat strategis dalam 
mengelola persoalan kerukunan umat beragama di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota. FKUB merupakan forum 
mediator, penasehat, penyalur, penyuluh, dan sekaligus katup 
pengaman dalam memelihara dan membangun kerukunan umat 
beragama. Bahkan lebih dari itu, FKUB juga diharapkan menjadi 
forum kerjasama antar umat beragama dalam memberdayakan 
umat beragama untuk kesejahteraan. Dukungan Pemerintah 
dan pemerintah daerah, baik dalam bentuk penyediaan sarana 
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prasarana, program, maupun anggaran terus diperkuat agar 
FKUB dapat menjalankan mandatnya secara optimal. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah FKUB yang 
memiliki keterbatasan untuk dapat bertugas sebagaimana yang 
diharapkan. Namun demikian, kini FKUB sebagai forum lintas 
agama telah mulai dirasakan kehadirannya dan kebutuhan akan 
FKUB di daerah telah dirasakan, baik oleh umat beragama, 
maupun oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah kesimpulan 
hasil riset dan rekomendasi dari Puslitbang Kementerian Agama 
RI tahun 2019 terkait FKUB, 


FKUB juga belum optimal 
dalam memberdayakan 
kerjasama dengan lembaga- 
lembaga lain untuk 


pemberdayaan program- 
program kerukunan 
umat beragama 


leadership, constitu 
workforce focus: dan untuk. 
efisiensi, pada aspek program dan 
proses, dan hasil. 


FKUB telah efektif 


FKUB belum optimal 
dalam menyentuh semua 
kalangan umat beragama 


meningkatkan kerukunan 
di masyarakat (khususnya 
Untuk umat beragama 


dalam suatu kota yangtelah pernah 
li. mengikuti kegiatan 
FKUB). 


Figur 14 
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REKOMENDASI 


FKUB 


- Memperbaiki sistem rekrutmen (kapasitas dan 
kapabilitas) 

- Tingkatkan komunikasi-internal pengurus 

- Menyusun program berbasis kebutuhan umat 

- Alokasi anggaran untuk program strategis 

- Menegaskanvisi misi (sejalan visi nasional) 

- Memperkuat fungsi/peran setiap anggota 

- Mengembangkan kerjasama/sinergi dengan lembaga lain 
- Ekspose kinerja FKUB secara sistemik 


Pemerintah Daerah 


- Memfasilitasi FKUB —sebagai bagian dari tugas Pemda 
dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. 

- Memberi dukungan finansial memadai. 

- Memerankan FKUB sesuai dengan tusi dan 
kapasitasnya. 


Pemerintah Pusat 


-Melakukan pelatihan/penguatan kapasitas dan 
kapabilitas pengurus FKUB (dengan modul panduan yang 
ada) 

- Membuat regulasi nasional soal posisi dan anggaran 
FKUB, melalui Pemerintah Daerah 


Figur 15 


Pada tahun 2018, PUSAD (Pusat Studi Agama dan 
Demokrasi) Yayasan Wakaf Paramadina pernah melakukan 
penelitian tentang FKUB. Melanjutkan berbagai inisiatif yang 
telah PUSAD lakukan sejak 10 tahun terakhir bersama FKUB 
di berbagai daerah, pada 2018 PUSAD mulai mengembangkan 
pangkalan data yang menghimpun profil dasar dan kinerja FKUB 
di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Bekerja sama dengan 
Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, 
PUSAD pernah menyebarkan angket kepada seluruh FKUB 
Provinsi dan sejumlah Kabupaten/Kota. Berbekal hasil analisis 
data angket, PUSAD kemudian melakukan studi pendalaman 
ke empat provinsi dan empat kota dengan mewawancara para 
pemangku kepentingan terkait. Secara umum, studi tentang 
FKUB pada tahun 2018 tersebut menemukan bahwa: 

(1) Kinerja pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan 
masih belum optimal dan merata. Aturan yang kurang jelas 


dan minimnya mekanisme untuk memastikan akuntabilitas 
pemerintah membuat dukungan terhadap upaya pemeliharaan 
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kerukunan masih sangat bergantung pada preferensi pribadi 
kepala daerah atau kedekatan personal kepala daerah 
dengan FKUB. Kebijakan pemerintah kabupaten/kota juga 
kerap membuat ketegangan konflik pendirian rumah ibadat 
meningkat dan sulit diselesaikan. Contohnya, pencabutan 
atau pembekuan izin rumah ibadat yang bupati/walikota 
telah keluarkan: 


(2) FKUB memiliki modal untuk berperan dalam pemeliharaan 
kerukunan dengan dukungan sumber daya dan keanggotaan 
antar-umat beragama. Namun FKUB memiliki keterbatasan 
yang menghambat perannya dalam pemeliharaan kerukunan, 
terutama representasi dan kompetensi yang lemah, serta 
proporsi pengurus yang timpang sehingga netralitas dan 
independensinya dari pemerintah dan majelis agama dominan 
sering dipertanyakan: 


(3 


— 


Ketentuan pendirian rumah ibadat dalam PBM yang 
meletakkan FKUB sebagai pemberi rekomendasi justru 
lebih sering menghambat peran FKUB untuk memfasilitasi 
komunikasi antar umat beragama karena pemberian 
mandat tersebut telah menjadikan FKUB sebagai salah satu 
pihak yang berkonflik. Misalnya ketika IMB rumah ibadat 
sudah dikeluarkan Pemda namun masih terjadi penolakan, 
pihak penolak menganggap bahwa FKUB berada di pihak 
pendukung. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan 
oleh Kementerian Agama terkait dengan permasalahan 
IMB rumah ibadat, yaitu: 1) Mendorong pihak-pihak terkait 
(Pemda, FKUB, Kementerian Agama) melakukan musyawarah 
untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan 
PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) dan 
Pasal 22: 2) Mendorong pihak yang mengajukan pendirian 
rumah ibadat, agar melakukan pendekatan sosio-kultural 
sesuai dengan kearifan lokal serta dukungan masyarakat 
setempat: 3) Melakukan koordinasi dan verifikasi ke lapangan 
melibatkan pihak-pihak terkait (Kantor Kementerian Agama, 
Pemda, FKUB dan masyarakat setempat) terkait persyaratan 
pendirian rumah ibadat sesuai PBM Nomor 9 dan 8 tahun 
2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14: 4) 
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Jika poin 1, 2 dan 3 sudah terpenuhi mendorong Kepala 
Kantor Kementerian Agama dan Ketua FKUB menerbitkan 
rekomendasi tertulis untuk kelayakan pendirian rumah 
ibadat tersebut: dan 5) Jika semua prosedur administrasi 
sudah terpenuhi, mendorong Pemda untuk menerbitkan IMB 
pendirian rumah ibadat dan memastikan bahwa pembangunan 
rumah ibadat tersebut dapat dilanjutkan, meskipun mendapat 
tekanan dari pihak manapun. 


Rekomendasi atas hasil penelitan tentang FKUB tahun 
2018 oleh PUSAD di atas adalah, sudah saatnya pemerintah dan 
FKUB untuk berbenah dan mengingat kembali tujuan awalnya, 
yaitu memfasilitasi komunikasi dan kesepakatan antar-umat 
beragama secara demokratis. Selain agenda yang lebih besar 
seperti penyempurnaan Peraturan Bersama Menteri (PBM), 
dalam waktu dekat perlu ada upaya untuk perbaikan-perbaikan 
kecil seperti menyusun panduan pengelolaan organisasi FKUB 
yang lebih jelas dan rinci, mencakup namun tidak terbatas 
pada hal-hal seperti: pengelolaan dan pemanfaatan anggaran, 
mekanisme rekrutmen pengurus FKUB: ketentuan turunan 
pendirian rumah ibadat yang lebih jelas dan lebih adil: serta 
cara-cara penyelesaian sengketa berbasis kepentingan yang 
menghindari pendekatan berbasis kekuatan sepihak. 


Tujuan Perpres ini adalah untuk meningkatkan peran 
Pemda terkait pengalokasian anggaran kerukunan. Regulasi 
yang ada saat ini sebenarnya sudah memberi peluang yang 
cukup besar untuk meningkatkan anggaran kerukunan di 
daerah. Pasal 25 Ayat (1) point c UU 23/2014 tentang 
Pemerintahan Daerah mewajibkan seluruh kepala daerah 
untuk melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama: 
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Pasal 25 Ayat (1) point c: 


Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (5) meliputi (c) pembinaan kerukunan antar suku 
dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna 
mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 


Kewajiban tersebut juga ditegaskan kembali dalam 
Peraturan Pemerintahan Nomor 18/2016 tentang Perangkat 
Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
11/2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan 
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan 
Politik. Namun, aturan tersebut tidak secara spesifik 
mengulas mekanisme pendanaan FKUB. Sehingga, anggaran 
pemeliharaan kerukunan dikelola oleh Kesbangpol selaku 
perangkat daerah yang melaksanakan urusan tersebut. Pada 
2017, pemerintah pusat berusaha memberikan kepastian 
dalam pendanaan FKUB melalui Surat Edaran (SE) Kementerian 
Dalam Negeri Nomor 905 tahun 2017 tentang Pendanaan 
FKUB melalui APBD. Namun, redaksi yang digunakan dalam 
mengatur pendanaan tersebut adalah “..pendanaan bagi FKUB 
dapat dianggarkan dalam APBD melalui belanja hibah...” Makna 
“dapat” di sini berarti bisa, boleh, dan tidak dilarang. Karena 
menggunakan kata “dapat” SE memberikan pilihan kepada 
pemerintah daerah untuk tidak mengalokasikan belanja hibah 
kepada FKUB seandainya pemerintah daerah memiliki prioritas 
lain di atas FKUB dalam membelanjakan dana hibahnya. 

Pasal 25 dan 26 PBM 2006 telah menyebutkan bahwa 
biaya pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan FKUB 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 
(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
baik provinsi maupun kabupaten/kota. Peraturan gubernur pun 
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umumnya menyebutkan bahwa anggaran FKUB dibebankan 
kepada APBD. Tapi peraturan-peraturan tersebut tidak merinci 
lebih jauh mengenai mekanisme dan besaran penganggaran 
untuk FKUB ini. Penjelasan juga tidak ditemukan di buku Tanya 
Jawab PBM yang sering digunakan sebagai pegangan. Hal ini 
berdampak pada tidak menentunya, kalau bukan rendahnya, 
komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan 
anggaran. Mekanisme yang paling umum adalah melalui dana 
hibah, baik untuk dana yang bersumber dari APBN (hibah 
Kementerian Agama) maupun dari APBD (hibah Pemda). Dana 
hibah dari Kementerian Agama baru bergulir beberapa tahun 
terakhir. Pada 2017, misalnya, hibah Kemenag berjumlah 40 
juta per tahun untuk FKUB kabupaten/kota dan 50 juta untuk 
FKUB Provinsi. Dana ini disalurkan melalui Subbag Ortala dan 
KUB Kanwil Kemenag untuk tingkat provinsi dan Sub Bagian 
Tata Usaha Kantor Kemenag untuk tingkat kabupaten/kota. 


Sumber Anggaran Keseluruhan FKUB 2017 
(N—167) 


FKUB Provinsi 


FKUB Kabupaten 


FKUB Kota 


FKUB Keseluruhan 


M Total Anggaran Dari PemerirtahDarah @Total Anggaran Dari Kementerian Agama 


Figur 1651 


s1 PUSAD, Meninjau Kembali Laporan Bersama Menteri 2006 dan 
Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Temuan dari Pangkalan Data, 
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Sejauh ini, sebagian besar dana FKUB masih bersumber 
dari pemerintah daerah, namun besarannya sangat bervariasi 
antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ini berlaku untuk 
FKUB provinsi maupun kabupaten/kota. Secara umum, sumber 
anggaran terbesar FKUB adalah dari Pemerintah Daerah (76 
persen), disusul hibah Kementerian Agama (24 persen). Berbeda 
dengan anggaran dari Kementerian Agama yang jumlahnya 
seragam, besaran anggaran dari pemerintah daerah sangat 
bervariasi, mulai dari paling besar, di atas 1 milyar hingga nihil 
sama sekali: 


Rentang Anggaran Keseluruhan FKUB 2017 dari Pemerintah Daerah (N-167) 
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Figur 1722 


2020, halaman 18. 
52 Ibid. 
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Sepuluh Provinsi dengan Dukungan Anggaran PKUB Paling Tinggi (2017) 


Provinsi 


Banten 


Dana Hibah 


FKUB 


Belanja Hibah Pemda 


1.089.144.837.924 
2.376.144.610.000 


Kontribusi 
Relatif 
Pemda (Y6) 
0,09Y6 
0,04Y6 


Kontribusi 
absolut 
Pemda (Yo) 
0,30Y6 
0,30Y0 


Sumatera Utara 


816.800.000 


9.533.902.500 
2.207.725.600.000 


9,44Yo 
0,04Yo 


0,27Yo 
0,25Yo 


Kalimantan 
Selatan 


Jawa Timur 


800.000.000 


— 
32.301.851.000 


6.430.091.440.000 


2,48Yo 


0,01Yo 


0,24Yo 


Nusa Tenggara 
Timur 
Kalimantan 
Timur 


300.000.000 


250.000.000 


1.348.419.750.000 


867.158.700.000 


0,02Yo 


0,03 Yo 


250.000.000 


1.015.273.599.500 
1.507.323.000.000 


Figur 18? 


0,02Yo 


Sepuluh Kab./Kota dengan Dukungan Anggaran PKUB Paling Tinggi (2017) 


Kab./Kota 


Dana Hibah 
FKUB 


Belanja Hibah 
Pemda 


Kontribusi 
Relatif 
Pemda (Y0) 


sonia sa 2.691.000.000 | 30.872.835.000 8,72” 
KTT TN 


1.000.000.000 7.181.000.000 12,85Y9 0,30Y0 


| 2 | Kota Tomohon | Kota Tomohon (Sulut) | 


| 3 | Kota Bekasi (Jabar) 940.000.000 | 80.359.118.000 


1,17Yo 


Kontribusi 
absolut 
Pemda (Yo) 


0,82Yo 


0,290 


Kota Semarang (Jateng) 600.000.000 48.746.500.000 1,23Y9 0,180 


| 5 | Kota Surakarta (Jateng) 585.000.000 | 60.386.213.000 0,97 Yo 0,186 


Kota Balikpapan 500.000.000 | 76.-495.840.000 0,656 0,159 
(Kaltim) 


Kab. Purbalingga 491.000.000 34.639.242.000 1,42”6 
(Jateng) 


Jakarta Utara (DKI 
Jakarta) 
Kab. Labuhanbatu 
(Sumut) 


| 10 | Kota Bima (NTB) 


475.000.000 | 2.207.725.600.000 0,02Yo 


450.000.000 20.561.200.000 


400.000.000 19.443.200.000 


Figur 1954 


53 Jbid., halaman 19. 
54 Ibid 


102 Waryani Fajar Riyanto 


Bab II - Kajian Teoretis dan Empiris Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama... 


Ada beberapa catatan yang bisa ditarik dari data di 
atas. Pertama, ketidakjelasan ketentuan mengenai anggaran 
FKUB saat ini berdampak pada lemahnya komitmen 
dukungan pendanaan FKUB dari pihak-pihak yang seharusnya 
bertanggungjawab. Beberapa daerah berkilah bahwa 
sebagai bagian dari diskresi, dana hibah tidak bisa diberikan 
secara berturut-turut setiap tahun untuk FKUB. Daerah lain 
berargumenbahwapersoalanagamamestinya menjaditanggung 
jawab nasional dan dibebankan pada APBN. Atas alasan inilah 
Pemda Ambon, misalnya, tidak menganggarkan kegiatan yang 
dilaksanakan FKUB. Tapi di banyak tempat lainnya, isu ini tidak 
berdampak terhadap FKUB secara langsung. Jadi, kami melihat 
bahwa masalahnya tetap ada pada komitmen dan kepedulian 
pemerintah daerah. Kedua, di tengah ketidakjelasan ini, 
besar dan kecilnya anggaran untuk kerukunan dan FKUB jadi 
lebih banyak ditentukan oleh perhatian kepala daerah serta 
hubungan pengurus FKUB dengan pemerintah daerah. Daerah- 
daerah yang pemerintahnya tidak memiliki perhatian sama 
sekali terhadap isu kerukunan, FKUB bahkan tidak mampu 
membayar biaya listrik kantor bulanan. Sekali pun di atas 
kertas mendapat anggaran, mereka kadang tidak punya kendali 
sama sekali karena semuanya dikelola Kementerian Agama 
dan Kesbangpol. FKUB yang bisa mengelola anggaran yang 
besar seperti di Tomohon umumnya dekat dengan pemerintah 
daerah dan DPRD. Sebaliknya, FKUB yang kurang dekat atau 
bahkan “berseberangan” dengan pemerintah daerah biasanya 
tidak mendapatkan dukungan dana. Sisi buruknya, ini dapat 
membahayakan independensi FKUB jika untuk memperoleh 
dana, mereka harus “mengemis” kepada pemerintah. Tapi sisi 
terangnya, dengan aturan yang tidak detail seperti saat ini pun, 
peluang FKUB untuk memperoleh anggaran yang besar, dengan 
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berbagai cara, ternyata masih terbuka. Strategi mereka perlu 
dipelajari dan dibagikan ke daerah-daerah lain dalam bentuk 
panduan. Ketiga, memperbesar anggaran FKUB saja tidak akan 
banyak berarti tanpa disertai pengarusutamaan kerukunan di 
semua aspek anggaran pemerintah daerah. Peran pemerintah 
daerah dalam mendorong kerukunan melalui program- 
programnya sangat penting. Menggalakkan FKUB semata, 
walaupun dengan anggaran yang cukup besar, tidak akan 
efektif. Jika kerukunan telah menjadi perhatian utama semua 
unsur pemerintahan, FKUB bisa bekerjasama dengan lebih 
banyak pemangku kepentingan, seperti dinas pendidikan, dinas 
pariwisata, dan lainnya, tanpa harus terpaku pada Kesbangpol 
atau Kemenag. Apalagi tampaknya belum ada kaitan yang 
cukup jelas antara besaran anggaran dengan kinerja FKUB. 
FKUB dengan anggaran yang besar sibuk memobilisasi para 
tokoh agama saat pemilu atau sibuk melakukan studi banding. 
Sementara FKUB yang minim anggaran seperti Provinsi 
Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya, dan Provinsi Kalimantan 
Barat malah dianggap berprestasi dan diganjar penghargaan 
kerukunan dari pemerintah. Karena itu, perlu ada panduan 
tambahan untuk FKUB dalam hal pemanfaatan anggaran 
sehingga dapat lebih berkontribusi pada peningkatan kapasitas 
dan kinerja FKUB serta pemberdayaan masyarakat.:: 


Berikut ini dapat diperbandingkan hubungan antara 
penganggaran FKUB dengan tinggi rendahnya nilai Indeks 
Kerukunan Umat Beragama. Logikanya adalah, semakin 
tinggi anggaran untuk FKUB maka semakin tinggi pula nilai 
indeksnya. Yang diperbandingkan adalah jumlah anggaran 
tahun 2017 dengan nilai indeks kerukunan tahun 2019. Berikut 


55 Ibid. 
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ini adalah urutan FKUB Provinsi yang mendapatkan anggaran 
tertinggi hingga terrendah, yaitu Papua, Banten, Sumatera 
Utara, DKI, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara 
Timur, Kalimantan Timur, Riau, dan Lampung. Adapun urutan 
nilai indeks 10 besar tertinggi tahun 2019 adalah Papua Barat, 
Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, 
Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan 
Sumatera Utara. Berdasarkan penjelasan di atas, hanya ada 
tiga FKUB Provinsi yang memiliki hubungan antara tingginya 
nilai anggaran dengan nilai-indeks KUB, yaitu Papua, Sumatera 
Utara dan Nusa Tenggara Timur. Artinya, hanya 30 persen yang 
berkorelasi.:s 


Tabel 3. Sepuluh Provinsi dengan Dukungan Anggaran FKUB Paling Tinggi (2017) 
No Disnsi Aa BelanjalHibah Pemda 
1 | Papua 1.000.000.000 | 1.089.144.837.924 0,094 0,304 
2 | Banten 1.000.000.000 | 2.376.144.610.000 0,049 0,307 Pasar Bb 
3 | Sumatera Utara 900.000.000 9.533.902.500 9,446 0,274 
4 | DKI Jakarta 816.800.000 | 2.207.725.600.000 0,0496 0,234 PN ENGGMRA TIMUR 
5 Sa 800.000.000 32.301.851.000 2,480 0,244 2 
6 | Jawa Timur 575.000.000 6.430.091.440.000 0,016 0,1746 BULANES UTARA 
7 Pa 300.000.000 | 1.348.419.750.000 0,216 0,094 MALUKU 
i F PAPUA 
8 Lega 250.000.000 867.158.700.000 0,039 0,085 5 
KALIMANTAN UTARA 
9 | Riau 250.000.000 | 1.015.273.599.500 0,025, 0,089 
10 | Lampung 200.000.000 | 1.507.323.000.000 0,196 0,061 KALIMANTAN TENGAH 
KALIMANTAN BARAT 
SUMATERA UTARA 
72,0 74,0 76,0 780 800 820 840 
5 
Figur 20 


Pada tahun 2020, PUSAD kembali merilis penelitiannya 
yang kemudian dihasilkan beberapa kesimpulan dan 
rekomendasi. Ada tiga kesimpulan yang berkaitan dengan 
kinerja pemerintah daerah, kelembagaan FKUB, serta peran 
dan kinerja FKUB dalam pemeliharaan kerukunan, terutama 


56 Ibid. 
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pendirian rumah ibadat, yaitu: 


(1) Kinerja pemerintah daerah dalam pemeliharaan kerukunan 


masih belum optimal dan merata. Respons pemerintah 
daerah terhadap peraturan bersama cukup baik, terlihat 
dari jumlah FKUB di pangkalan data yang lebih dari 
separuhnya (57 persen) berdiri dalam kurun 2006-2008 
(masa sosialisasi PBM) dan jumlah peraturan gubernur terkait 
FKUB yang kini sudah ada di hampir semua daerah. Namun 
demikian, substansi peraturan lokal tersebut masih kurang 
begitu jelas dan tidak ada mekanisme untuk memastikan 
akuntabilitas pemerintah dalam mengupayakan pemeliharaan 
kerukunan dan pemberdayaan FKUB. Banyak di antara 
peraturan tersebut yang hanya mengulang isi PBM dan 
tidak memberikan ketentuan atau penjelasan lebih lanjut 
seperti yang diminta PBM 2006. Hal ini membuat dukungan 
terhadap upaya pemeliharaan kerukunan, termasuk kebijakan 
daerah terkait rumah ibadat, masih sangat bergantung pada 
preferensi pribadi kepala daerah atau kedekatan personal 
kepala daerah dengan FKUB. PBM 2006 hanya menyebutkan 
bahwa biaya pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan 
FKUB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD), baik provinsi maupun kabupaten/kota. 
Tapi tidak ada rincian mengenai mekanisme dan besaran 
penganggaran untuk FKUB ini. Penjelasan juga tidak 
ditemukan di peraturan-peraturan daerah. Hal ini berdampak 
pada tidak menentunya, kalau bukan rendahnya, komitmen 
pemerintah daerah dalam memberikan dukungan anggaran 
dan kesekretariatan. Secara umum, sumber anggaran terbesar 
FKUB yang dikaji adalah dari Pemerintah Daerah (76 persen), 
disusul hibah Kementerian Agama (24 persen). Berbeda 
dengan anggaran dari Kementerian Agama yang jumlahnya 
seragam untuk setiap daerah (40-50 juta per tahun), besaran 


57 PUSAD, Meninjau Kembali Laporan Bersama Menteri 2006 dan 


Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Temuan dari Pangkalan Data., 
2020, halaman 33. 
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anggaran dari pemerintah daerah sangat bervariasi, mulai 
dari paling besar, di atas 1 milyar hingga nihil sama sekali. 
Minimnya mekanisme akuntabilitas juga mempersulit upaya 
untuk menegur pemerintah daerah yang mengeluarkan aturan 
dan kebijakan yang memperumit masalah pendirian rumah 
ibadat. Beberapa konflik pendirian rumah ibadat berlangsung 
berlarut-larut akibat tindakan kepala daerah yang mencabut 
atau membekukan IMB yang telah ia keluarkan sendiri 
karena tekanan kelompok tertentu, misalnya kasus Gereja 
Yasmin dan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Kota Bogor, 
Jawa Barat, atau Masjid Tagwa Muhammadiyah di Bireun, 
Aceh. Kepala daerah di tempat lain bisa menolak tunduk 
pada tekanan untuk mencabut IMB yang sudah ia keluarkan. 
Misalnya konflik pendirian Gereja Santa Clara Bekasi yang 
bisa diselesaikan dan akhirnya bisa berdiri, karena Walikota 
Bekasi, Rahmat Efendi, menolak mencabut IMB yang sudah 
ia keluarkan. Hal ini tidak hanya mencerminkan pemerintahan 
yang baik, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam 
pendirian rumah ibadat. 


(2 


— 


FKUB memiliki modal untuk berperan dalam pemeliharaan 
kerukunan dengan dukungan sumber daya dan keanggotaan 
antar-umat beragama. Namun FKUB memiliki keterbatasan 
yang menghambat perannya dalam pemeliharaan kerukunan, 
terutama kapasitas dan akuntabilitas yang lemah, serta 
proporsi pengurus yang timpang sehingga netralitasnya 
sering dipertanyakan. Keanggotaannya yang didominasi 
laki-laki (?2 persen) dan tokoh sepuh usia 50-60 tahun 
(32,1 persen) membuat ruang penguatan kapasitas lembaga 
ini agak terbatas. Dari segi representasi agama, skema 
penentuan komposisi anggota FKUB yang ada saat ini— 
khususnya langkah pertama yang menekankan keterwakilan 
semua kelompok—sebenarnya cukup memberikan ruang 
bagi kelompok minoritas dan membatasi dominasi mayoritas, 
meski belum dapat dikatakan signifikan. Selain tidak ada 
wakil kelompok penghayat atau kelompok agama di luar 
arus Utama, komposisi pengurus harian juga sebagian besar 
(52 persen) masih didominasi wakil kelompok mayoritas. 
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Ini membuat FKUB kurang begitu independen dari majelis 
agama. Terlebih, sering kali ketua FKUB umumnya dijabat 
oleh ketua majelis agama dominan di suatu tempat. Meski 
PBM menyebutkan bahwa pengurus FKUB adalah tokoh 
agama, tapi hanya 14 persen saja yang memiliki profesi utama 
sebagai agamawan atau tenaga rohani. Jumlahnya menempati 
urutan keempat setelah pengurus yang mengaku berprofesi 
utama sebagai pegawai negeri di instansi pemerintahan (23,4 
persen), guru atau dosen (17 persen), dan pensiunan (15 
persen). Dominannya pegawai negeri dalam kepengurusan 
FKUB membuat lembaga ini lebih tampak sebagai cerminan 
pemerintah daripada masyarakat dan menghambat 
independensi FKUB dari pemerintah. Beberapa FKUB, seperti 
Banggai Laut, bahkan hampir seluruhnya beranggotakan 
pegawai pemerintahan. 


Peran FKUB untuk memfasilitasi komunikasi antar 
umat beragama cukup terhambat oleh tugasnya untuk 
mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat. FKUB 
bahkan menjadi diidentikkan sebagai lembaga pemberi 
rekomendasi, dan bukan penjembatan sebagaimana yang 
dicita-citakan di awal. Kegiatan FKUB yang bertujuan untuk 
membangun komunikasi justru kerap dilakukan secara 
seremonial saja, seperti peringatan hari raya keagamaan, studi 
banding, dan sosialisasi peraturan. Meski demikian, beberapa 
FKUB sudah mulai melakukan terobosan dengan melakukan 
kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan dialog 
keseharian yang bertujuan memperkuat kohesi sosial. Hal ini 
terutama disebabkan oleh tafsir yang berbeda-beda terhadap 
Peraturan Bersama. PBM menyiratkan bahwa rekomendasi 
FKUB memiliki kedudukan yang sama dengan rekomendasi 
Kementerian Agama dan syarat 90 pengguna rumah ibadat 
dan 60 dukungan warga sekitar. Artinya, syarat 90:60 tersebut 
bisa berjalan bersamaan, dan bukan syarat dikeluarkannya 
rekomendasi FKUB. Namun praktiknya tidak selalu demikian 
dan kami menemukan variasi yang cukup beragam. Sebagian 
besar (82,5 persen) FKUB menjadikan ketentuan 90:60 
di atas sebagai syarat untuk dikeluarkannya rekomendasi 
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dari FKUB sehingga mereka melakukan verifikasi lapangan. 
Sebagian bahkan menggunakan biaya pribadi karena FKUB 
tidak memiliki anggaran. Contohnya adalah FKUB Gorontalo, 
Berau (Kaltim), dan Pontianak (Kalbar). Selain melakukan 
verifikasi lapangan, sebagian besar mereka (57 persen) 
juga setidaknya harus melakukan satu sampai tiga rapat 
musyawarah untuk mengambil keputusan. Selain memakan 
sumber daya yang seharusnya bisa dipakai untuk kegiatan 
lain, tugas ini juga menjadikan FKUB sebagai salah satu pihak 
yang berkonflik ketika terjadi perselisihan. FKUB menjadi 
sulit untuk bertindak sebagai penengah dan lebih banyak 
berperan sebagai pembantu atau pemberi masukan. Hanya 
13 persen yang pernah melakukan penanganan perselisihan 
secara langsung sebagai penengah. Model penyelesaian yang 
dilakukan pun kebanyakan berupa arbitrase atau pasifikasi 
dengan pendekatan personal kepada kedua belah pihak. 
Sebagian besar (64 persen) langkah yang dilakukan FKUB 
ketika terjadi perselisihan adalah melakukan kajian, koordinasi, 
dan memberikan rekomendasi penyelesaian kepada pihak 
berwenang. 


Berdasarkan tiga kesimpulan hasil penelitian tentang 
PBM dan FKUB pada tahun 2020 oleh PUSAD di atas, mereka 
kemudian mengusulkan tiga rekomendasi untuk mendorong 
efektivitas dan akuntabilitas FKUB serta memperbaiki kebijakan 
pemeliharaan kerukunan di Indonesia di masa depan, yaitu: 


(1) Selain melakukan perbaikan kebijakan yang lebih besar di 
tingkat nasional seperti penyempurnaan PBM (pen. juknis, 
revisi/evaluasi, perpres), pemerintah perlu mendesak 
pemerintah daerah (Pemda) untuk menjalankan amanat 
pemeliharaan kerukunan sebagaimana tertera pada UU 23 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini antara 
lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan daerah 
dan membuat aturan tambahan mengenai pengelolaan 


58 Ibid., halaman 36. 
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kerukunan yang tidak diatasi PBM, seperti kode rekening 
kerukunan sebagai salah satu landasan bagi FKUB untuk 
mendapatkan anggaran. Selain itu, pemerintah perlu 
terus mengarusutamakan kerukunan dalam berbagai 
program pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga perlu 
merumuskan kebijakan untuk membatasi tindakan atau 
kebijakan pemerintah daerah, terutama bupati/walikota 
yang bisa memperumit masalah pendirian rumah ibadat. 
Sosialisasi Peraturan Bersamamestinya tidak hanya 
dilakukan kepada masyarakat dan kelompok agama, tetapi 
juga kepala daerah baru dan instansi pemerintahan terkait. 
Pemerintah daerah yang menjalankan asas pemerintahan 
yang baik dan memberikan kepastian hukum dalam pendirian 
rumah ibadat yang baik perlu diberikan insentif, misalnya 
dengan penghargaan kerukunan dan sebagainya. Begitu 
pun sebaliknya, pemerintah daerah yang tidak menjalankan 
tugasnya dengan baik perlu mendapatkan teguran atau 
peringatan, baik secara langsung oleh Kemendagri, maupun 
secara tidak langsung melalui rilisan-rilisan pemerintah 
seperti Indeks Kerukunan dan Indeks Demokrasi Indonesia. 


Pemerintah perlu membuat ketentuan yang dapat mendorong 
kapasitas dan akuntabilitas FKUB. Hal ini dapat dilakukan 
dengan membuat panduan dan ketentuan terkait rekrutmen 
anggota dan pengelolaan organisasi. Ketentuan seputar 
mekanisme rekrutmen perlu dibuat lebih terbuka/majemuk 
dan setara dalam hal agama/kepercayaan, usia, gender, dan 
profesi. Misalnya, libatkan wakil dari sebanyak mungkin 
kelompok agama di langkah pertama sebelum menambahkan 
anggota berdasarkan proporsi penduduk pada langkah kedua. 
Pelibatan tokoh agama yang juga berprofesi sebagai tenaga 
ahli, seperti akuntan, pengacara, konsultan, mediator, dan 
sebagainya juga bisa terus dikembangkan untuk membantu 
mengadvokasi kelompok agama dalam mengurusi perizinan 
rumah ibadat. Beberapa daerah ada yang membentuk tim 
seleksi lokal untuk memilih pengurus FKUB, sebagaimana 
mekanisme pemilihan anggota komisioner seperti Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia. Namun jangan sampai hal ini 
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menjerumuskan FKUB ke dalam tarik menarik kepentingan 
politik elektoral. Tapi di atas segala pertimbangan terkait 
komposisi agama, usia, dan profesi di atas, yang paling penting 
pada akhirnya adalah wawasan pengurus dalam hal kerukunan, 
kesetaraan, dan keadilan sosial bagi semua warga. Jika melihat 
komposisi usianya, kita memang tidak bisa menuntut terlalu 
banyak kepada pengurus FKUB untuk mengikuti penguatan 
kapasitas ini dan itu. Tapi kita bisa mendorong penguatan 
kader-kader baru yang lebih muda yang dapat membantu 
FKUB di lapis kedua dan ketiga pengurus FKUB untuk 
menjalankan tugas-tugas yang memerlukan mobilitas tinggi. 
Keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan semacam itu, serta 
rekam jejak dalam isu kerukunan, bisa dijadikan syarat untuk 
menjadi pengurus FKUB. Di luar itu, pemerintah juga perlu 
menyusun panduan mengenai pengajuan, pengelolaan, dan 
pemanfaatan anggaran bagi FKUB. Ini penting dilakukan 
agar anggaran yang ada dapat digunakan untuk hal-hal yang 
berkontribusi pada peningkatan kapasitas dan kinerja FKUB 
serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga perlu 
memperjelas peran FKUB provinsi dan hubungannya dengan 
FKUB kabupaten/kota yang selama ini kurang begitu jelas. 
Pertemuan-pertemuan tingkat regional bisa lebih digalakkan, 
selain pertemuan di tingkat lokal atau nasional. 


(3) Jika kita ingin mendorong FKUB untuk menjadi fasilitator 
dan penengah di masyarakat, maka tugas mengeluarkan 
rekomendasi tampaknya harus dilepaskan dari beban FKUB. 
Tugas melakukan verifikasi dan administrasi misalnya bisa 
diserahkan kepada petugas Kementerian Agama setempat. 
Dengan begitu, FKUB tidak terjebak menjadi salah satu 
pihak yang berkonflik dan bisa lebih fokus mempertemukan 
dan membangun konsensus di masyarakat. Dalam proses 
pendirian rumah ibadat, FKUB misalnya dapat memfasilitasi 
dialog antara warga pengguna rumah ibadat dan warga sekitar 
mengenai mengapa rumah ibadat perlu didirikan di situ dan 
bagaimana agar kepentingan semua pihak terpenuhi. Tapi jika 
FKUB memang tidak ditujukan untuk menjadi penengah dan 
akan lebih diarahkan sebagai lembaga pemberi rekomendasi, 
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maka fungsi rekomendasi di sini harus diperjelas dan 
dipertegas. Ia bukan syarat yang ditujukan untuk mempersulit 
proses pendirian rumah ibadat, melainkan suatu simbol 
tercapainya suatu kesepakatan dan konsensus yang harus 
dihormati oleh para pihak dan pemerintah daerah. Artinya, 
ketika FKUB telah mengeluarkan rekomendasi, maka kepala 
daerah tidak bisa sewenang-wenang menolak mengeluarkan 
IMB atau mencabut IMB yang telah ia keluarkan. Di luar 
itu, kegiatan inti FKUB yang bersifat edukatif dan dialog 
keseharian yang mempererat kohesi sosial harus lebih 
digalakkan. Kegiatan-kegiatan seperti studi banding harus 
mulai diarahkan ke penguatan kapasitas anggota, misalnya 
dengan mengirimkan anggota untuk menghadiri pelatihan- 
pelatihan seperti resolusi konflik, mediasi, manajemen, dan 
sebagainya yang diselenggarakan oleh lembaga independen 
atau universitas. Di luar itu, pemerintah perlu membuat 
petunjuk tambahan bagi FKUB dalam memfasilitasi para 
pemuka atau kelompok agama dalam mencari penyelesaian 
sengketa alternatif secara adil dan demokratis, yang bukan 
hanya arbitrase atau pasifikasi secara sepihak. 


FKUB-FKUB di seluruh Indonesia tersebut kemudian 
membentuk Forum Asosiasi FKUB yang mengadakan 
Konferensi Nasional setiap tahunnya, sejak tahun 2015. 
Konferensi I (2015) di Semarang, Konferensi II (2016) di Kupang, 
Konferensi III (2017) di Medan, Konferensi IV (2018) di Tarakan, 
Konferensi V (2019) di Makassar, dan Konferensi VI (2020) di 
Menado (tertunda karena pandemi Covid-19). Misalnya, pada 
Konferensi Nasional V FKUB tahun 2019 telah menghasilkan 
tujuh rekomendasi penting, yaitu: (1) mempertegas status 
hukum FKUB, (2) melakukan pengendalian dan penertiban 
media sosial, (3) membuat aturan tentang pembangunan 
rumah ibadah, (4) pengalokasian anggaran (APBD) secara 
tegas, (5) pembentukan desa / kelurahan sadar kerukunan, (6) 
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pembinaan pemuda kerukunan, dan (7) sinergitas antara FKUB, 
pemerintah daerah dengan ormas keagamaan. Dalam rangka 
untuk mempertegas status hukum FKUB tersebut, maka 
sangatlah penting meningkatkan status hukum PBM 2006 
tersebut menjadi Perpres. 


ANTARAN EMS 


Figur 21 


Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 
Indonesia kemudian menyampaikan hasil konferensi Nasional 
V Tahun 2019 yang dilaksanakan di Makassar, Sulawesi 
Selatan pada 1-3 Maret 2019 tersebut, kepada Presiden Joko 
Widodo, di Istana Bogor pada tanggal 19 Maret 2019. FKUB 
Indonesia kemudian memohon kepada Presiden agar kiranya 
memberikan perhatian khusus kepada FKUB. FKUB meminta 
agar kelembagaan FKUB termasuk peran dan fungsi serta 
penganggaran diatur lewat Peraturan Presiden, sehingga 
lebih memaksimalkan peran pembinaan oleh FKUB. Presiden 
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Jokowi menyetujui usulan Asosiasi FKUB Indonesia yang 
meminta kelembagaan tersebut diatur lewat Peraturan 
Presiden. Konferensi FKUB se-Indonesia di Makassar yang 
berlangsung selama tiga hari tersebut, menghasilkan beberapa 
program strategis dalam bidang penguatan peran kelembagaan, 
antara lain: 1) Peningkatan Peraturan Bersama Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Agama (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 
menjadi Undang-undang Kerukunan atau Peraturan Presiden, 
2) Penguatan Asosiasi FKUB Indonesia dengan Badan Hukum 
dan Anggaran: 3) Pembentukan FKUB tingkat kecamatan 
yang diperkuat lewat Peraturan Gubernur atau Bupati: dan 
4) Membentuk lembaga perempuan peduli kerukunan serta 
wadah kerukunan pemuda lintas agama. 


Terkait permohonan peningkatan status hukum PBM 
2006 menjadi Perpres, sebagaimana yang diamanatkan dalam 
hasil Konferensi Nasional FKUB V Tahun 2019 di Makassar, 
maka Ketua Asosiasi FKUB Provinsi kemudian pada tanggal 
10 Februari 2020 menyampaikan surat Nomor: 01/Asosiasi- 
FKUB-I/11/2020 kepada Presiden RI untuk menyampaikan 
aspirasinya mengenai peningkatan dasar hukum pembentukan 
FKUB Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 April 2020, 
Kementerian Sekretaris Negera menindaklanjuti surat di atas 
dengan mengirimkan surat kepada Menteri Agama RI, Surat 
Nomor B-308/M.Sesneg/D-2/SR.00/04/2020. Kemudian 
pada tanggal 15 April 2020, Menteri Agama RI memberikan 
arahannya bahwa secara prinsip setuju dan hendaknya 
dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. Bahkan, Menteri 
Agama juga memberikan arahan untuk segera mengajukan 
draft surat pengusulannya (izin prakarsa) ke Mensesneg. Surat 
tersebut kemudian ditembuskan ke Pusat Kerukunan Umat 
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Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama 
RI, khususnya kepada Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan 
Agama dan Lembaga Keagamaan (Bidang Forum Kerukunan 
Umat Beragama). 


Surat dari Asosiasi FKUB tersebut di atas menjelaskan 
beberapa hal berikut ini, yaitu: (1) Masih ada bahkan cukup 
banyak para Gubernur dan Bupati/Walikota yang belum 
mengerti dan memahami bahwa betapa pentingnya kerukunan 
bagi bangsa Indonesia: (2) Kondisi sebagaimana angka 1 di atas 
nampak dari beragamnya dukungan fasilitas dan bantuan dana 
yang dialokasikan dan diterima oleh FKUB setempat. Ada yang 
mendapat perhatian sangat baik, ada yang kurang mendapat 
perhatian, dan bahkan ada yang tidak mendapat perhatian 
sama sekali: (3) FKUB membutuhkan dukungan dan fasilitas 
yang cukup sesuai kemampuan daerah masing-masing, baik 
untuk FKUB Provinsi maupun FKUB Kabupaten/Kota: dan (4) 
Perpres juga dibutuhkan untuk mengakomodasi keberadaan 
FKUB pada tingkat Kecamatan, di mana pada saat ini beberapa 
daerah sudah membentuk FKUB Kecamatan. 


Selain mengaturtentang peran Pemda dan FKUB, Perpres 
Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat 
juga mengatur tentang pendirian rumah ibadat. Terkait tentang 
hal ini, perlu disimak hasil penelitian Setara Institute terkait 
permasalahan pendirian rumah ibadat di Indonesia, yaitu: 
Masih terjadi gangguan berupa pengrusakan, pembakaran, 
pembatasan, penutupan dan penyegelan terhadaprumah ibadat: 
Trend kasus yang turun antara tahun 2010-2017 meningkat 
kembali pada tahun 2018: Dari banyak kasus yang terjadi, gereja 
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merupakan rumah ibadat yang mendapat gangguan terbanyak, 
(2) Berdasarkan laporan KBB Wahid Foundation dalam lima 
tahun terakhir sampai 2017, jumlah gangguan terhadap rumah 
ibadat baik yang dilakukan oleh faktor negara maupun non 
negara relatif seimbang: (3) Menurut hasil survey nasional 
yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2018 mencatat 524 
responden tidak setuju dengan adanya rumah ibadat agama lain 
di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini konsisten dengan temuan 
dari lembaga survey (LSI) yang mencatat ada 524 tidak setuju 
dengan adanya rumah ibadat agama lain di sekitar tempat 
tinggalnya: (4) Pemerintah Daerah belum bisa berpihak kepada 
kelompok minoritas, karena lebih menuruti desakan kelompok 
mayoritas: (5) Keterwakilan pengurus FKUB berdasarkan pada 
perbandingan jumlah pemeluk agama menyulitkan kelompok 
minoritas mendapatkan rekomendasi dari FKUB melalui jalan 
musyawarah. 


Berikut ini adalah rekomendasi dari Setara Institute 
sebagai langkah pemerintah dalam rangka mengatasi polemik 
pendirianrumah ibadat: (1) Penyempurnaan Peraturan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 
tahun 2006, dengan meninjau kembali dan merevisi: (a) Pasal 
14 ayat (2) huruf b, yang menyatakan Persyaratan Pendirian 
Rumah Ibadat yang mengharuskan memenuhi 90 orang jumlah 
jemaat dan 60 orang jumlah dukungan masyarakat: (b) Pasal 
13 tentang persyaratan pendirian rumah ibadat yang harus 
sesuai dengan konteks lokal daerah setempat sehingga tidak 
diseragamkan (asimetris) jumlah penganut, densitas-demografi, 
topografi, dan geografi wilayah: dan (c) Pasal 10 tentang basis 
representasi keanggotaan FKUB tidak didasarkan pada jumlah 
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penganut, melainkan prinsip inklusivitas pengarusutamaan 
tindakan afirmasi bagi kelompok minoritas untuk duduk dalam 
keanggotaan FKUB: (2) Mendorong pemerintah pusat untuk 
merumuskan kebijakan skema insentif bagi pemerintah daerah 
yang menjaga toleransi khususnya dalam perlindungan hak 
pendirian rumah ibadat: dan (3) Mendorong pemerintah daerah 
untuk berani mengimplementasikan keputusan-keputusan 
hukum terkait pendirian rumah ibadat. 


Bagi sebagian penggiat HAM, ada beberapa pasal dalam 
PBM 2006 yang dianggapnya bertentangan dengan UU HAM. 
Misalnya, Pasal 14 ayat (1) huruf b sebagaimana dicontohkan 
di atas: 

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus 

meliputi: 

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam 

puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. 


Menurut kami, pasal di atas tidak bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang berbunyi: 


Pasal 22 
Ayat (1): 


Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 


Ayat (2): 
Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 
dan kepercayaannya itu. 


Selain itu, apabila kita simak secara teliti, ketentuan dalam 
PBM, termasuk ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b tersebut, 
maka tidak ada satu pasalpun yang membatasi kebebasan 
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setiap orang untuk memeluk agama atau beribadat menurut 
agamanya, atau dengan kata lain tidak ada satu pasalpun yang 
bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Bahkan sebaliknya ketentuan pasal-pasal PBM, 
termasuk ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b tersebut justru 
lebih mencerminkan dan mengacu kepada ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi 
Manusia. Hal ini tercermin dalam Konsideran Menimbang 
PBM huruf d yang berbunyi: 

“huruf (a): bahwa hak beragama adalah hak azasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun: 


huruf (b): bahwa setiap orang bebas memilih agama dan 
beribadat menurut agamanya: 


huruf (c): bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu: 


huruf (d): Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha 
penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk- 
pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai 
agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban 
umum. 


Kemudian pada ketentuan Pasal 13 PBM tersebut juga 
dinyatakan bahwa prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam 
pendirian rumah ibadat yaitu: (a) Prinsip adanya keperluan yang 
nyata dan sungguh-sungguh, artinya adanya umat beragama 
yang memerlukan adanya rumah ibadat: (b) Prinsip menjaga 
ketenteraman dan ketertiban umum, artinya keberadaan 
rumah ibadat yang akan didirikan tidak boleh mengganggu 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat di sekitarnya: dan 
(c) Prinsip mengikuti ketentuan perundang-undangan, artinya 
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betapapun perlunya didirikan rumah ibadat, maka ketentuan 
perundang-undangan tidak boleh dilanggar. Perlu pula dalam 
kesempatan ini kami tambahkan, bahwa PBM, termasuk 
ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b tersebut sejalan dengan 
ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, 
yang dapat dipahami bahwa: 

“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau 

kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan 

berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi 


keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau 
hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain". 


Dengan demikian jelas sekali bahwa PBM, termasuk 
ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b tersebut, sangat meng- 
hormati hak asasi manusia sebagaimana prinsip dalam huruf 
a dan huruf b. Di samping itu, PBM, termasuk ketentuan 
Pasal 14 ayat (2) huruf b tersebut juga menghormati 
ketentuan perundang-undangan sebagaimana prinsip dalam 
huruf c. Dengan demikian, PBM, yang hendak dinaikkan 
statusnya menjadi Perpres ini tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
kedudukannya, yaitu ketentuan dalam Undang-undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Karena PBM 2006 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi kedudukannya, misalnya UU Nomor 39 Tahun 
1999 tentang HAM, maka meningkatkan status hukumnya 
menjadi Perpres, justru dapat menguatkan kedudukan undang- 
undang di atasnya tersebut. Penjelasan ini diperkuat dengan 
putusan Mahkamah Agung (MA) dengan putusan “Tolak 
Permohonan HUM (Hak Uji Materiil)” pada tanggal 14 Mei 
2020 atas Uji Materiil (Judicial Review/JR) Ketentuan Pasal 13 
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ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 14 ayat (2) huruf B Peraturan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 
Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, tanggal 21 Maret 
2006, yang diajukan oleh sekelompok pengacara pada tanggal 
15 Maret 2020. Keputusan MA tersebut dapat memperkuat 
kedudukan PBM 2006 dan memperteguh kerukunan nasional 
demi terwujudnya keutuhan dan kesatuan bangsa dalam 
bingkai NKRI. 
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EVALUASI DAN ANALISIS 
PERATURAN PERUNDANG- 
UNDANGAN 


A. Evaluasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
(SKB, PBM, dan Perpres) 


Perpres (2020-2022) 


— 
12 Sep 2005 
» Maret 2005 


— 


Figur 22 


Waryani Fajar Riyanto 121 


Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 


Pada dasarnya kegiatan keberagamaan dan berkeyakinan 
hanyalah sebagai ranah pribadi (internum) dan oleh karena itu, 
kegiatan tersebut tidak bisa diatur atau dilakukan intervensi 
baik oleh organisasi maupun pemerintah. Doktrin-doktrin 
keagamaan yang diyakini manusia berasal dari Tuhan dan 
tidak untuk diperdebatkan karena setiap keyakinan terhadap 
agama tertentu memiliki dua klaim yaitu klaim kebenaran 
(truth claim) dan klaim keselamatan (salvation claim). Akan 
tetapi dalam kehidupan sosial, adalah suatu hal yang sulit 
untuk tidak melibatkan urusan keagamaan dalam urusan yang 
bersifat publik (eksternum). Hal itu disebabkan karena urusan 
keberagamaan telah berada di luar komponen doktrin, ritual 
dan etika. Perbincangan tentang agama dalam kehidupan 
sosial sering telah melebar menjadi komponen pranata sosial. 
Oleh karena itu, negara atau pemerintah mau tidak mau, 
harus terlibat untuk melakukan pengaturan karena institusi 
pemerintahan mempunyai peran agar tetap terpelihara 
ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, 
persoalan keberagamaan dalam pembahasan ini tidak berkaitan 
dengan agama dilihat dari teologis karena secara teologis adalah 
merupakan ranah dari masing-masing internal agama. Akan 
tetapi aspek keberagamaan yang menjadi topik pembahasan 
adalah dilihat dari pendekatan yuridis-sosiologis. Terdapat dua 
indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan di 
bidang keagamaan yaitu terjadinya peningkatan pemahaman, 
penghayatan, pelayanan dan pengamalan keagamaan serta 
peningkatan kerukunan hidup umat beragama.” 


5? M. Ridwan Lubis, “Mengatasi Polemik Pendirian Rumah Ibadat”, 
pada makalah yang disampaikan dalam acara FGD Kebebasan Beragama dan 
Berkeyakinan Membahas Policy Brief Setara Institute: Mengatasi Polemik Pendirian 
Rumah Ibadat, Kementerian Dalam Negeri RI, tanggal 24 Februari 2020. 
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Dalam rangka untuk mewujudkan indikator keberhasilan 
pembangunan di bidang agama, maka Pemerintah memiliki 
tiga tugas utama, yaitu melakukan regulasi, fasilitasi dan 
proteksi. Dalam rangka mewujudkan regulasi keberagamaan, 
maka Pemerintah telah menetapkan PBM No. 9 dan 8 Tahun 
2006 yang mengatur tiga hal, yaitu Pedoman Pelaksanaan 
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat, yang kini hendak 
dinaikkan statusnya menjadi Perpres. Tugas berikutnya dari 
Pemerintah adalah memberikan berbagai fasilitasi terhadap 
pemeliharaan kerukunan ini guna memberikan kemudahan 
bagi umat beragama dalam memenuhi kebutuhan mereka 
untuk memperkayapemahaman, penghayatan dan pengamalan 
sesuai dengan ajaran agamanya yaitu dengan bekerja secara 
kebersamaan antara pemerintah dengan majelis-majelis agama 
untuk membicarakan suatu upaya memelihara kerukunan 
beragama.Selanjutnya, fungsi ketiga adalah Pemerintah 
berkewajiban untuk melakukan proteksi terhadap umat 
beragama agar mereka bisa dengan tenang dan khusyuk 
melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. 


Dalam aspek regulasi keberagamaan, PBM adalah 
singkatan dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006. Sesuai dengan 
tugas dan fungsinya, Kementerian Agama dihadapkan pada 
kenyataan yaitu adanya dinamika di kalangan umat beragama 
terkait dengan penyiaran agama dan pendirian rumah ibadat. 
Dinamika urusan keberagamaan sesungguhnya telah dirasakan 
sejak terjadinya peralihan dari era Orde Lama kepada Orde 
Baru. Dalam pandangan sebagian warga masyarakat, terjadinya 
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huru hara politik akibat peralihan dua orde pemerintahan itu 
merupakan peluang untuk melakukan upaya untuk memperluas 
cakupan wilayah keagamaan. Karena sebelumnya masyarakat 
telah membangun suatu persepsi adanya relasi yang signifikan 
antara kesukuan dan keberagamaan sehingga terbentuk dalam 
peta kognitif masyarakat yang disebut regionalisasi agama. 
Akibat dari peta kognitif itu adalah lahirnya istilah kelompok 
umat mayoritas dan minoritas. Padahal apabila diteliti 
lebih mendalam sebutan mayoritas dan minoritas itu tidak 
sepenuhnya benar. Hal itu dapat dilihat bahwa komunitas umat 
pada tingkat nasional yang disebut mayoritas tidak selamanya 
sinkron dengan komunitas beragama pada tingkat provinsi. 
Demikian juga konstruk peta umat beragama pada tingkat 
provinsi tidak selalu sinkron dengan komposisi umat pada 
tingkat kabupaten. 


Selain dari itu, salah satu faktor yang menyebabkan 
dinamika perselisihan di kalangan umat beragama adalah 
faktor relasional. Kelompok umat beragama yang dihadapkan 
pada kesulitan umat tertentu mendirikan rumah ibadat pada 
satu kawasan tertentu menjadi alasan bagi komunitas yang 
sama itu mempersulit komunitas umat yang sama dengan 
terkesan mempersulit itu pada kawasan lainnya. Adanya 
dinamika kesenjangan hubungan antar umat beragama ini 
mendorong Balitbang Kementerian Agama pada Oktober 
2005 mencoba merumuskan berbagai langkah untuk mencari 
solusi dari kesenjangan hubungan itu. Selanjutnya oleh karena 
kesenjangan hubungan itu kejadiannya di daerah kabupaten/ 
kota atau di lingkungan pemerintahan daerah maka tentulah 
Pemerintah Daerah mulai dari Gubernur sampai Bupati/ 
Walikota mempunyai kepentingan. Atas dasar itu, maka 
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Balitbang Kemenag mengundang partisipasi Direktur Jenderal 
Kesatuan Bangsa dan Politik untuk ikut terlibat dan akhirnya 
kegiatan tersebut merupakan kerjasama antar dua kementerian. 


Persoalan utamanya adalah adanya kesulitan di berbagai 
daerah untuk mendirikan rumah ibadat akibat dari tidaknya 
ketentuan yang baku terhadap aturan pendirian rumah ibadat 
itu. Maka kemudian Kemenag dan Kemendagri mengajak 5 
majelis agama, masing-masing diwakili 2 orang, yaitu MUI, PGI, 
KWI, Walubi dan PHDI untuk membahas bersama-sama dengan 
berpindah-pindah tempat, yang berlangsung dari tanggal 28 
Oktober 2005 sampai 21 Maret 2006. Pada umumnya melalui 
pendekatan yang demokrastis dan terbuka, semua perwakilan 
majelis-majelis agama menyepakati semua rumusan yang dibuat 
tersebut karena memang yang merumuskannya pada akhirnya 
adalah wakil dari majelis-majelis agama itu. Persoalan yang agak 
krusial adalah ketika pembahasan memasuki pada penyebutan 
angka calon pengguna rumah ibadat dan jumlah minimal 
dukungan masyarakat terhadap rencana pendirian rumah 
ibadat. Dan akhirnya, dengan kearifan bersama yang dipimpin 
oleh bapak Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dan 
Menteri Dalam Negeri Moh. Ma'roef, maka disepakatilah isinya 
yaitu calon pengguna minimal 90orang dan dukungan minimal 
60 orang penduduk. 


Kemudian perwakilan majelis agama mengusulkan 
agar kesepakatan tersebut memiliki ketetapan yang final, 
maka Pemerintah melalui Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri menetapkannya menjadi Peraturan Bersama. Memang 
harus diakui, dengan bentuk keputusan yang menggunakan 
Peraturan Bersama oleh dua menteri maka dipandang kurang 
memiliki landasan yuridis sehingga keputusan tersebut tidak 
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bisa mengikat. Dan kepatuhan terhadap peraturan tersebut 
hanya bersifat komitmen moral. Dalam perkembangan 
kemudian ada semacam pemikiran apabila memungkinkan 
PBM ini ditingkatkan statusnya paling tidak menjadi Peraturan 
Presiden. 


Apakah bisa dilakukan pengaturan terhadap pendirian 
rumah ibadat? Dilihat secara teologis, sebagaimana sudah 
disinggung di muka, Pemerintah tidak bisa melakukan 
intervensi untuk mengatur doktrin, ritual dan etika agama 
karena hal tersebut secara permanen telah tercantum dalam 
teks kitab suci agama-agama. Dalam pandangan Lubis, rumah 
ibadat bukanlah termasuk dalam ajaran pokok agama, karena 
tanpa bangunan rumah ibadat setiap umat beragama pada 
dasarnya dapat melakukan ibadah. Sekalipun harus diakui 
bahwa dengan beribadat di dalam rumah ibadat akan diperoleh 
makna yang lebih lengkap terhadap makna keberagamaan. 
Selanjutnya, urusan pendirian rumah ibadat bukanlah termasuk 
dalam doktrin, ritual dan etika agama akan tetapi merupakan 
perkembangan dari pranata sosial. Maka dalam kaitan ini, 
fungsi negara adalah berupaya memenuhi semua kebutuhan 
pelaksanaan ajaran agama utamanya tentang bagian-bagian 
dari ajaran agama yang tidak boleh dikurangi. Demikian juga, 
negara hendaklah memenuhi nilai-nilai universal dari ajaran 
setiap agama. 

Dalam pada itulah, kerangka berpikir inilah yang dijadikan 
bingkai pemikiran dalam merumuskan PBM. Penyusunan PBM 
diharapkan disusun dengan prinsip netralitas dan tidak memihak 
karena pada dasarnya Pemerintah atau negara hendaklah 
menempatkan diri dalam posisi jarak yang sama terhadap 
semua agama dan umat beragama dengan pertimbangan 
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sebagai berikut. Pertama, semua kepentingan umat beragama 
secara prinsip dapat terpenuhi termasuk dalam hal beribadat 
dan kalaupun belum bisa mendirikan yang permanen dapat 
menggunakan tempat ibadat sementara. Kedua, faktor jumlah 
umat beragama tidak menjadi penghalang untuk beribadat dan 
mendirikan rumah ibadat. Ketiga, setiap bangunan rumah ibadat 
yang memiliki nilai kesejarahan diusahakan untuk diputihkan 
pengurusan IMB-nya. Keempat, pertimbangan integrasi sosial 
dilihat dari rekomendasi FKUB. Kelima, pertimbangan legalitas 
kelompok atau aliran umat beragama tertentu dilakukan 
oleh Kemenag. Keenam, apabila terjadi perselisihan terkait 
pendirian rumah ibadat maka solusinya ditempuh melalui 
tiga langkah: membangun suasana musyawarah mufakat 
yang difasilitasi FKUB: apabila tidak berhasil Kepala Daerah 
menetapkan keputusannya: dan, apabila belum selesai juga, 
maka dibawa ke lembaga peradilan. Ketujuh, apabila terdapat 
kesulitan berkenaan dengan faktor geografis atau topograpis 
daerah tertentu, maka terbuka kesempatan bagi Gubernur 
Kepala Daerah guna melakukan penyesuaian PBM terhadap 
kondisi daerah tertentu setelah didahului dengan musyawarah 
bersama pemuka-pemuka agama serta menyampaikan laporan 
kepada Mendagri dan Menteri Agama. 


Misalnya, Setara Institute telah merumuskan berdasarkan 
hasil pengamatan tim di lapangan terdapat 5 (lima) akar 
permasalahan utama dalam hal polemik pendirian rumah ibadat. 
Secara kasat mata memang akar persoalannya terletak pada 
lima hal berikut ini, akan tetapi apabila didalami akar persoalan 
tersebut berkait kelindan dengan berbagai persoalan lainnya. 
Akar persoalan polemik pendirian rumah ibadat menurut Setara 
Institute mencakup: 
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1. Keberadaan Peraturan Bersama (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 
2006 karena kemungkinan dianggap melakukan intervensi 
urusan internal keberagamaan: 


2. Kesulitan memenuhi persyaratan adanya jumlah calon 
pengguna paling sedikit 90 orang serta dukungan dari 
masyarakat sekitar paling sedikit 60 orang: 


3. Ketentuan klausul adanya dukungan minimal 60 orang 
penduduk memberatkan bagi kalangan minoritas: 


4. Adanya kesulitan geografis serta topografis berbagai daerah 
yang menjadi penyebab tidak terpenuhi ketentuan tersebut, 


5. Komposisi keanggotaan FKUB tidak mengakomodir aspirasi 
dari kelompok minoritas. 


Pada mulanya Pemerintah tidak memiliki konsep 
pengaturan tentang kehidupan beragama kecuali adanya 
perbuatanatautindakanyangmengacaukankehidupanberagama 
sehingga diperlukan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Dan/ 
Atau Penodaan Agama sebagaimana ditetapkan Presiden dalam 
UU PNPS No. 1 Tahun 1965. Lahirnya Undang-Undang PNPS 
No. 1 Tahun 1965 ini adalah sebagai antisipasi beredarnya 
berbagai ucapan maupun perbuatan yang terkesan bertujuan 
melakukan penistaan atau penodaan terhadap ajaran agama. 
Sebagai antisipasi terhadap kecenderungan tersebut yang 
berpeluang akan merusak persatuan nasional, maka Pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang PNPS No. 1 Tahun 1965. 

Terjadinya peristiwa G3OS/ PKI Tahun 1965 pada dasarnya 
tidak hanya mempunyai implikasi terhadap urusan politik 
akan tetapi juga menyangkut tentang format keberagamaan 
masyarakat. Persoalan utamanya adalah berkaitan dengan 
terjadinya perpindahan keyakinan yang semula dianut oleh 
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warga masyarakat. Sesungguhnya peralihan keyakinan apabila 
dilakukan secara sungguh-sungguh berdasar panggilan nurani 
maka hal itu adalah merupakan bagian dari ranah pribadi. Akan 
tetapi apabila telah dipengaruhi oleh berbagai intervensi berupa 
bujukan dan lain sebagainya maka hal tersebut akan merusak 
esensi keberagamaan yaitu keyakinan yang sifatnya kebebasan 
yang bersifat internum. 


Dalam upaya merumuskan upaya penyelesaian konflik 
yang berkenaan dengan aspek dakwah atau misi keagamaan, 
maka Pemerintah menempuh jalan dengan mengeluarkan 
Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam 
Negeri No. O01/BER/mdn-ma/1969 tentang Pelaksanaan 
Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban Dan 
Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama oleh 
Pemeluk-Pemeluknya. Akan tetapi, keberadaan Keputusan 
Bersama ini ternyata tidak mampu mengatasi polemik tersebut 
karena tidak adanya ketentuan yang PASTI yang bisa dijadikan 
sebagai patokan kecuali hanya berupa pernyataan yang 
sifatnya NORMATIF yaitu Pasal 4: (1) setiap pendirian rumah 
ibadat perlu mendapatkan ijin dari Kepala Daerah atau pejabat 
pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu (2) 
Kepala Daerah atau pejabat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberikan ijin yang dimaksud setelah mempertimbangkan: 
a. Pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat 
b. Planologi c. Kondisi keadaan setempat (3) Apabila dianggap 
perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat 
meminta pendapat dari organisasi-iorganisasi keagamaan dan 
ulama/rohaniawan setempat. 


Ketiga persyaratan pada Pasal 4 itu bersifat normatif 
dan hanya dapat dilaksanakan ketika suasana masyarakat 
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berada dalam suasana guyub yang secara teoritis terikat oleh 
solidaritas mekanik yang berada di bawah bimbingan oleh 
para pemuka agama dan budaya atau yang disebut primus 
interpares dan biasanya didasarkan pada pertimbangan 
kekerabatan. Sebaliknya, ketika masyarakat agraris berubah 
menjadi masyarakat urban atau industri dengan struktur 
kependudukan yang lebih rasional dan profesional, mereka 
diikat oleh ketentuan lain yaitu solidaritas organik. Pada saat 
itulah soliditas keberadaan pemuka agama dan budaya menjadi 
luntur sehingga masyarakat lebih diikat oleh kepentingan 
yang bersifat pribadi atau kelompok. Perubahan komposisi 
geografis dan demografis menjadikan pemukiman kelompok- 
kelompokagama menjadi lebih cepatperkembangannya seiring 
dengan terjadinya pengembangan kawasan akibat urbanisasi 
atau ruralisasi. Berkaitan karena terjadinya perubahan 
komposisi penduduk maka perlu dilakukan pengaturan dalam 
PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 karena pendekatan berdasarkan 
kearifan lokal sudah tidak memadai lagi. 


Dalam upaya melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap kerukunan hidup umat beragama maka diperlukan 
suatu ketentuan yang sama untuk semua daerah secara 
nasional dengan menyebut angka yang pasti serta status 
administrasi agar tidak terjadi multi tafsir pada berbagai daerah 
sebagaimana yang sudah terjadi pada SKB No. 1 Tahun 1969. 
Apabila pada SKB No. 1 Tahun 1969, sebagian Gubernur/ 
Kepala Daerah menggunakan pertimbangan tentang keluarga 
dengan menempatkan Kepala Keluarga sebagai subyek hukum 
dengan asumsi jumlah anggotanya adalah suami dan isteri saja. 
Sebaliknya, dalam PBM diperlukan ketentuan yang lebih pasti 
yaitu kriteria penghitungan digunakan angka kependudukan 
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yang dibuktikan kepemilikan KTP dengan ketentuan keberadaan 
anak-anak dibawah umur tidak diperhitungkan. Adapun dasar 
ketentuan tentang status kependudukan dimaksudkan guna 
memperoleh pembatasan bahwa proses pendirian rumah 
ibadat ini adalah berdasar keadaan nyata dan sungguh-sungguh 
dari masyarakat setempat. Hal itu tidak bermaksud untuk 
membatasi penggunaan rumah ibadat tersebut karena bisa 
juga digunakan oleh penduduk yang datang dari luar desa atau 
kelurahan tersebut. Desa dan kelurahan dijadikan sebagai basis 
awal rencana pendirian rumah ibadat. Selanjutnya, ketentuan 
tentang jumlah dukungan sedikitnya 60 orang penduduk 
sama sekali TIDAK didasarkan kepada kesamaan agama akan 
tetapi pada pertimbangan terpeliharanya kerukunan penghuni 
lingkungan di sekiter lokasi rumah ibadat yang kemungkinan 
penduduknya terdiri dari berbagai penganut agama. 


Sedangkan apabila jumlah calon pengguna kurang 
dari 90 orang maka terdapat dua formulasi penyelesaiannya. 
Dilakukan penggabungan antara dua desa/kelurahan atau 
lebih untuk memenuhi calon pengguna 90 orang atau mereka 
menggunakan tempat ibadat sementara dengan lama waktu 
kesementaraan 2 (dua) tahun dan dalam tempo waktu tersebut 
mereka mempersiapkan bangunan yang permanen. Dengan 
demikian, prinsipnya tidak ada hambatan bagi setiap orang 
untuk melaksanakan ibadat sesuai dengan ajaran agamanya. 
Selain dari itu, ketentuan lainnya, umat beragama berhak 
menggunakan rumah ibadat keluarga seperti musalla, rumah 
pekabaran Injil, cetya, sangha dan istilah lain sesuai dengan 
ketentuan setiap agama. Pendirian tempat ibadat keluarga 
tersebut sama sekali tidak didasarkan kepada PBM No. 9 dan 8 
Tahun 2006 akan tetapi tergantung pada kebijakan fasilitasi dari 
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kepemimpinan daerah setempat. Dalam pada itu, rekomendasi 
Kakan Kemenag maupun FKUB tidak diperlukan karena berada 
di luar ketentuan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. 


Ketentuan adanya dukungan sedikitnya 60 orang 
penduduk yang berada di sekitar lokasi rencana pendirian rumah 
ibadat tidaklah membuat kesulitan terlebih lagi apabila sudah 
terjalin komunikasi, informasi dan edukasi dengan masyarakat 
yang berada dalam lingkungan tersebut. Oleh karena itu, 
sebelum dimulai rencana pendirian rumah ibadat selayaknya 
dibangun lebih dahulu komunikasi dengan penduduk setempat 
sebagai proses sosialisasi untuk menjelaskan rencana pendirian 
rumah ibadat dengan memetakan berbagai KOMITMEN yang 
disepakati dan dilaksanakan secara konsekwen. Komitmen 
yang utama adalah tidak berupaya mengalihkan keyakinan 
para penduduk terutama para remaja dan anak-anak. Dalam 
pengalaman kami, tidak selamanya pendirian rumah ibadat 
menimbulkan perselisihan manakala terlebih dahulu dibangun 
komunikasi dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. 
Karena patut diketahui, sekalipun wawasan pemahaman 
masyarakat kita terhadap agama yang dianutnya masih 
sederhana akan tetapi semangat keberagamaan mereka cukup 
kuat yang terkadang faktor dorongan emosi mengalahkan 
pertimbangan rasio. Oleh karena itu, tidak ada cara lain kecuali 
dengan membangun komunikasi di antara warga masyarakat 
dengan menyepakati berbagai komitmen dalam rangka 
terwujudnya integrasi sosial melalui proses sosial asosiatif 
seperti kooperasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. 
Sebaliknya manakala terjadi proses sosial yang disosiatif maka 
dampaknya adalah melahirkan pola hubungan sosial kompetisi, 
konflik dan kontravensi.Dalam upaya membangun komitmen 
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ini sudah sepatutnya Pemerintahan di Daerah tidak berlepas 
tangan akan tetapi secara aktif ikut memfasilitasi terjadinya 
komunikasi sosial. Karena itulah salah satu tujuan Pemerintah 
Daerah ditetapkan selaku Ketua Dewan Penasehat FKUB yang 
dibantu oleh anggota Dewan Penasehat lainnya. 


PBM memberikan solusi terhadap kesulitan pendirian 
rumah ibadat akibat kesulitan geografis dan topografis. Ketika 
merumuskan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini, Tim Perumus 
telah melakukan antisipasi berdasar kemajemukan masyarakat 
serta wilayah yang dipisahkan oleh hutan, gunung serta laut 
yang luas agar tidak terjadi hambatan bagi masyarakat untuk 
melakukan ibadah sesuai keyakinannya. Hal tersebut telah 
diatur dalam Pasal 24 (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan 
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan 
FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi 
kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan 
tembusan kepada Menkopolhukam dan Menko Kesra. 
Ayat ini dimaksudkan sebagai jalan keluar bagi daerah yang 
dihadapkan kepada kesulitan geografis dan topografis untuk 
melakukan penyesuaian dalam pendirian rumah ibadat seperti 
melakukan penyesuaian terhadap persyaratan calon pengguna 
90 orang dan dukungan 60 orang. Sudah barang tentu, 
kebijakan tersebut diambil setelah disepakati terlebih dahulu 
bersama pemuka agama setempat. Akan tetapi harus diakui, 
impelementasi Pasal 24 ini dan beberapa pasal lainnya masih 
kurang optimal dilakukan oleh sebagian Pemerintah Daerah 
sehingga sepenuhnya dibebankan kepada aparat Kemenag 
padahal institusi Kemenag adalah instansi vertikal yang tidak 
bisa menjangkau urusan pemerintahan kecuali yang berkenaan 
dengan tugas pokoknya. Oleh karena itu, sudah waktunya ada 
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upaya mendorong Pemerintah Daerah termasuk memberikan 
insentif sebagaimana yang diusulkan Setara Institut terhadap 
Pemerintah Daerah yang berhasil membangun toleransi di 
kalangan umat beragama. 


Persoalan mengenai komposisi keanggotaan FKUB 
ditetapkan bahwa untuk Provinsi 21 orang serta Kabupaten/ 
Kota 17 orang dengan dasar pertimbangan bahwa setiap 6 
kelompok agama mempunyai minimal satu orang wakil sedang 
sisanya dibagi sesuai dengan jumlah perimbangan penduduk. 
Adanya pembatasan jumlah anggota adalah dimaksudkan 
untuk memudahkan diambilnya kesepakatan. Sekalipun dalam 
komunitas satu rumpun agama terdapat aliran, kelompok 
yang berbeda-beda akan tetapi semuanya diharapkan telah 
terwakili sesuai dengan jumlah tersebut. Dalam rangka untuk 
mewujudkan harapan tersebut maka disarankan agar setiap 
anggota FKUB berpedoman kepada prinsip respresentatif 
dan aspiratif. Representatif maksudnya adalah bahwa setiap 
anggota harus berjanji pada dirinya bahwa ia adalah mewakili 
semua umat beragama di provinsi/kabupaten/kota tersebut, 
bukan hanya penganut yang satu agama dengannya, di daerah 
itu. Selanjutnya prinsip aspiratif adalah kesungguhan semua 
anggota FKUB harus bersedia menampung dan menyalurkan 
aspirasi dari setiap umat beragama sekalipun dari rekannya yang 
bukan satu iman. Hal ini tentu akan bisa dilakukan manakala 
kepemimpinan FKUB dibentuk di atas prinsip kolektif/kolegial 
sehingga setiap keputusan ditetapkan secara bersama tanpa 
adanya pemungutan suara (voting). 
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Berikut ini beberapa saran yang disampaikan oleh 
Ridwan Lubis kepada pemerintah terkait PBM dan FKUB: 


1. Terwujudnya kerukunan hidup umat beragama didasarkan 
kepada adanya suasana saling mempercayai di antara 
komunitas umat beragama sehingga tidak ada yang 
terabaikan aspirasinya. Oleh karena itu, merupakan hal 
yang penting apabila setiap Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah membudayakan dialogdi kalangan masyarakat 
sepertimenyelenggarakan coffe morning secara terjadwal 
guna menampung seluruh aspirasi masyarakat serta 
merumuskan dan mempublikasikan penyelesaiannya: 


2. Keberadaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi/Kabupaten/ 
Kota kurang efektif disebabkan karena struktur 
kepengurusannya kurang efektif. Oleh karena itu disarankan 
agar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama melakukan 
kesepakatan agar tugas harian Ketua Dewan Penasehat 
dipercayakan kepada Kakanwil atau Kakan Kemenag yang 
selanjutnya secara rutin dilaporkan kepada Wakil Kepala 
Daerah sementara Ketua Dewan Penasehat tetap berada di 
tangan Wakil Gubernu/Wakil Bupati/Wakil Walikota, 


3. Pola hubungan FKUB Provinsi dengan Kabupaten/Kota 
kurang efektif karena hanya secara konsultatif bukan 
koordinatif sehingga adanya persoalan gesekan umat yang 
terjadi di daerah tertentu kurang diketahui FKUB Provinsi 
oleh karena itu, perlu dikeluarkan Surat Edaran kepada 
Gubernur/Kepala Daerah dan Ka Kanwil Kemenang dengan 
tanpa merubah PBM guna pengalihan dari pola hubungan 
FKUB dari konsultatif menjadi koordinatif, 


4. Terjadinya kesulitan dalam pengembangan kebijakan di 
bidang kerukunan hidup umat beragama akibat dari kurang 
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lancarnya proses monitoring dan evaluasi, promosi, penggerak, 
perancang serta juru bicara kerukunan pada tingkat nasional 
akibat dari tidak adanya wadah secara nasional yang 
melanjutkan tugas dari FKUB di daerah. Oleh karena itu, 
sudah selayaknya apabila Pemerintah Pusat memprakarsai 
pembentukan FKUB Nasional dengan tugas-tugas tersebut 
di atas, 


. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian terhadap 


kelanjutan kinerja FKUB dengan membantu ketersediaan 
anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan FKUB 
di daerah karena terpeliharanya kerukunan di daerah 
menjadi modal penting terpeliharanya kerukunan secara 
nasional, 


Merumuskan kebijakan agar FKUB menjadi wadah musya- 
warah masyarakat yang mendiri dan independen sehingga 
mereka tidak dilibatkan dalam berbagai kegiatanyang bersifat 
politis karena akan dapat mengakibatkan menurunnya 
integritas mereka dalam pandangan masyarakat. 


Berikut ini beberapa saran yang disampaikan oleh 


Ridwan Lubis kepada majelis agama-agama terkait PBM dan 
FKUB: 


1, 


Disarankan ketika menunjuk seseorang yang akan dikirim 
menjadi anggota FKUB hendaklah mempertimbangkan 
penguasaan serta wawasan yang bersangkutan terhadap 
literasi keberagamaan (religious literacy) dan hubungan antar 
umat beragama sehingga mereka tidak mengalami kesulitan 
dalam membangun dialog intra, intern dan antarumat 
beragama, 


Disarankan agar mereka yang diutus sebagai anggota 
FKUB memahami makna kerukunan yaitu: (1) eksklusif: 
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meyakini secara absolut ajaran agama yang dianutnya 
dan tidak membuka diri untuk mencari kebenaran yang 
lain (2) inklusif: mengakui, menghargai, menghormati dan 
mendukung keberadaan agama atau keyakinan yang dianut 
saudaranya yang lain dan apabila mungkin berusaha ikut 
menikmati suasana kesahduan ketika menyaksikan kegiatan 
pengamalan ajaran agama atau perayaan hari besar agama 
yang lain. 


B. Keterkaitan dan Harmonisasi Perpres dengan 
Peraturan Perundang-Undangan Yang Sudah Ada 


Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pem- 
berdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian 
Rumah Ibadat ini dapat memperkuat peraturan perundang- 
undangan yang sudah ada, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 


1. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang Kerukunan Umat Beragama sebagai 
turunan dari UUD 1945 dan PNPS No.1 tahun 1969 terkait 
pemberdayaan kepala daerah dalam rangka kerukunan umat 
beragama, selain Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini: 


Pasal 1: 


Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum 
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan 
umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama 
yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan 
keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan 
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dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari 
pokok-pokok agama itu. 


Pasal 2: 


1. 


Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam padal 1 diberi 
perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya 
itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ 
Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. 


Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh 
Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden 
Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan 
menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ 
aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat 
pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan 
Menteri Dalam Negeri. 


Pasal 3: 


Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama 
bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri 
atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam 
pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, 
mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka 
orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi 
yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya lima tahun. 


Pasal 4: 


Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru 
yang berbunyi sebagai berikut: 


Pasal 156a: 
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Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun 
barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan 
perasaan atau melakukan perbuatan: 
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a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan 
atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di 
Indonesia: 

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama 
apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” 


Pasal 5: 


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan 
penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 


2. Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat ini masuk ke dalam jenis dan hierarki 
perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam 
UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan: 


Pasal 7 ayat (1): 


Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: c. Undang- 
Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang: 
d. Peraturan Pemerintah: e. Peraturan Presiden: f. Peraturan 
Daerah Provinsi: dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 


Pasal 8 ayat (1): 


Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, 
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- 
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Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa 
atau yang setingkat. 


Pasal 8 ayat (2): 


Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang- 
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. 


3. Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat ini sangat terkait dan harmoni 
dengan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik 
Sosial, 


Pasal 5 Huruf b: 


Konflik dapat bersumber dari: b. perseteruan antar umat 
beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku, dan antar 
etnis: 


Pasal 6 ayat (1): 


Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya: a. memelihara 
kondisi damai dalam masyarakat: b. mengembangkan sistem 
penyelesaian perselisihan secara damai:c. meredam — potensi 
Konflik: dan d. membangun sistem peringatan dini. 


Pasal 6 ayat (2): 


Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 
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Pasal 7: 


Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6ayat(1)hurufa, setiap orangberkewajiban: 
a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati 
kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya: b. menghormati perbedaan suku, bahasa, 
dan adat istiadat orang lain: c. mengakui dan memperlakukan 
manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya: d. mengakui 
persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi 
setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, 
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit: 
e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka- 
tunggal-ikaan: dan/atau f. menghargai pendapat dan kebebasan 
orang lain. 


Pasal 9: 


Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam 
potensi Konflik dalam masyarakat dengan: a. melakukan 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang 
memperhatikan aspirasi masyarakat: b. menerapkan prinsip 
tata kelola pemerintahan yang baik: c. melakukan program 
perdamaian di daerah potensi Konflik: d. mengintensifkan dialog 
antar kelompok masyarakat: e. menegakkan hukum tanpa 
diskriminasi: f. membangun karakter bangsa: 3. melestarikan 
nilai Pancasila dan kearifan lokal: dan h. menyelenggarakan 
musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun 
kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat. 


Pasal 10 ayat (1): 


Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem 
peringatan dini untuk mencegah: a. Konflik di daerah yang 
diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik: dan/atau b. 
perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik. 
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Pasal 10 ayat (2): 


Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik 
atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. 


Pasal 10 ayat (3): 


Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem 
peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) melalui media komunikasi. 


Pasal 11: 


Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah dengan cara: a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi 
Konflik: b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik 
secara cepat dan akurat: c. penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan: d. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial: dan 
e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Pasal 12: 


Penghentian Konflik dilakukan melalui: a. penghentian kekerasan 
fisik: b. penetapan Status Keadaan Konflik: c. tindakan darurat 
penyelamatan dan pelindungan korban: dan/atau d. bantuan 
penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. 


Pasal 13 ayat (1): 
Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri. 

Pasal 13 ayat (2): 


Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh 
adat. 
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Pasal 13 ayat (3): 


Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 


4. Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat ini sangat terkait dan harmoni 
dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, 


Pasal 10 Ayat 1 Butir f: 


Pasal 10 (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)-Pasal 9 ayat (1): Urusan 
Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 
9 ayat (2): Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat—meliputi: a. politik luar 
negeri: b. pertahanan: c. keamanan: d. yustisi: e. moneter dan 
fiskal nasional: dan f. agama. 


Pasal 25 Ayat 1 Butir c: 


Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (5)—Pasal 9 ayat (1): Urusan Pemerintahan terdiri 
atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan 
konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 9 ayat (5): 
Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Presiden sebagai kepala pemerintahan— meliputi: c. pembinaan 
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan 
golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, 
regional, dan nasional. 
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PASAL 9 UU 23/2014 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 
Pasal 25 UU 23/2014 2 


a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dim rangka memantapkan pengamalan Pancasila, 
pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia: 

b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa: 

ec. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan 
stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional: 

d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan: 

@. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yg timbul dgn memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi 
manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan: 

f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila: dan 

9. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal. 


KEWENANGAN PUSAT KEWENANGAN PRESIDEN 


Dilaksanakan oleh Gubernur, Bupati, Walikota diwilayahnya dibantu oleh Instansi Vertikal 
Selanjutnya Pada tingkat kecamatan dilimpahkan kepada Camat, Pelaksanaannya dibiayai APBN 
Dalam Pelaksanaan Urusan PUM Gub bertanggungjawab Kpd Presiden melalui Mendagri, dan Bupati 
Pasal 26 UU No. 23/2014 Walikota Bertanggungjawab Kpd Mendagri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN 
panen Pre EKSISTING PELAKSANAAN URUSAN PUM 


eneg efopndatnoa NAK 
Figur 23 


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 


Kemitraan dgn 
Ormas 


PerberMenag & Permendagri Permendagri 


MendagriNo. 9& 34/2006 58/2017 dan 


38/2006 56/2017 (was) 


TERWUJUDNYA KAMTRAMTIBMAS 


Figur 24 
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5. Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat ini sangat terkait dan harmoni 
dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme Menjadi Undang-Undang, 


Pasal 43A ayat (3): 


Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui: a. kesiapsiagaan nasional: b. kontra radikalisasi: dan c. 


deradikalisasi. 


UU No. 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan 
Daerah 


Pemeliharaan kerukunan umat beragama di prov insi 
menjadi tugas dan kewajiban gubernur. dibantu oleh 
kepala kantorwilayah departemen agama provinsi. 


UU No. 7 Tahun 2012 
Tentang Penanganan 
Konflik Sosial 


FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. 
Pembentukan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi 
oleh pemerintah daerah. FKUB memiliki hubungan yang 
bersifat konsultatif 


Undang-Undang No. 39 
(Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia 


Pendirian rumah ibadat didasarkan padakeperluan / 
nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi 
jumlah penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 
90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejdpat - 
dan mendapat dukungan masyagakat setergpat p 

sedikit 60 (enam puluh) ordfgy disehkansoleh 
lurah/kepala desa: Ia ren X 


Perpres (2020) 


Figur 25 


Figur 25 di atas menjelaskan tentang hubungan antara 
tiga materi dasar dalam Perpres dengan Undang-Undang. 
Pemeliharaan kerukunan umat beragama oleh Pemda dapat 
diterapkan sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 23 tahun 
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2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemberdayaan Forum 
Kerukunan Umat Beragama dapat diterapkan sebagai peraturan 
pelaksana dari UU No. 7 tahun 2012 Tentang Penanganan 
Konflik Sosial. Pendirian rumah ibadat dapat diterapkan sebagai 
peraturan pelaksana atas UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia. Kesimpulannya, Perpres Tentang Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dapat dijadikan sebagai 
turunan dari tiga Undang-Undang tersebut. 


C. Status Peraturan Perundang-Undangan Yang Ada 
Tentang Kerukunan Umat Beragama 


Peraturan Perundang-Undangan telah melekatkan kata 
“agama" dan “beragama” dengan beberapa konsep. Pertama, 
kata “agama" dilekatkan dengan kata “kebebasan" sehingga 
menjadi “kebebasan agama" sebagaimana yang termaktub 
dalam bunyi Pasal 28 E UUD NRI 1945: Setiap orang bebas 
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih 
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 
kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali. Kedua, kata "agama" 
juga dilekatkan dengan kata “penodaan" sebagaimanatercantum 
dalam bunyi Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 tentang 
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. 
Ketiga, kata “agama" dihubungkan dengan kata “hak asasi" 
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 yang berbunyi 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
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diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di 
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Keempat, 
kata “agama" dihubungkan dengan konsep konflik sebagaimana 
tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 
Konflik Sosial Pasal 5 Huruf b: Konflik dapat bersumber dari: 
b. perseteruan antar umat beragama dan/atau inter umat 
beragama, antar suku, dan antar etnis. Kelima, kata “agama" 
dihubungkan dengan konsep “pelindungan" sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 Tentang Narasi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, halaman 186- 
188, bahwa perkuatan moderasi beragama untuk mengukuhkan 
toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, salah satunya melalui 
penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, yang 
mencakup perlindungan umat beragama untuk menjamin hak- 
hak sipil dan beragama. Keenam, kata “agama" dihubungkan 
dengan konsep "kerukunan" sebagaimana tercantum dalam 
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 
ayat (5) Butir c: “pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, 
umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan 
stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional” dan PBM 2006. 
Terakhir, adapun kata “beragama" yang dihubungan dengan 
"moderasi" tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 
Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian 
Agama Tahun 2020-2024. Jadi, Perpres Tentang Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini senyatanya 
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sebagai perkuatan dan penjelasan atas pelaksanaan peraturan 
perundang-undangan tentang agama tersebut. Perpres ini 
adalah “pembatasan peraturan" atas kebebasan beragama 
di wilayah eksternum, yang dimaksudkan untuk melindungi 
moral, nilai agama, keagamanan, dan ketertiban umum. 


UU No. 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan 
Daerah 


Pemeliharaan kerukunan umat beragama di prov insi 
menjadi tugas dan kewajiban gubernur. dibantu oleh 
kepala kantorwilayah departemen agama provinsi. 


UU No. 7 Tahun 2012 
Tentang Penanganan 
Konflik Sosial 


FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. 
Pembentukan dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi 
oleh pemerintah daerah. FKUB memiliki hubungan yang 
bersifat konsultatif 


Pendirian rumah ibadat didasarkan padakeperluan 7 

nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi 

jumlah penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 

90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejdpatr — 

dan mendapat dukungan masyagakat setergpat p inggg 
li Tsoleh 


sedikit 60 (enam puluh) ordfigysag disti 
lurah/kepala desa: Ia en YA 


Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia 


Perpres (2020) 


Figur 26 


Status hukum Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat ini jika dilihat dalam perspektif 
Hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari 
yang tertinggi, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, maka 
tersusun sebagai berikut, yaitu: (1) UUD 1945, (2) Ketetapan 
MPR (TAP MPR), (3) UU atau PP Pengganti UU (Perppu), (4) 
Peraturan Pemerintah (PP), (5) Peraturan Presiden (Perpres), 
(6) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan (7) Peraturan Daerah 
(Perda) Kabupaten/Kota. Dalam konteks membina kerukunan 
umat beragama di Indonesia, telah banyak peraturan 
perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, 
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yaitu sebagai berikut: 


0. Pancasila 


1) Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila 1) 
2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Sila 2) 


Perpres ini menggunakan landasan filosofis Pancasila 
khususnya Sila 1 dan Sila 2, yaitu keselarasan antara Ketuhanan 
dan Keadaban. Soekarno menyebutnya dengan istilah ber- 
Tuhan secara kebudayaan. Kebebasan ber-Tuhan (kebebasan 
beragama) harus dibatasi dengan kerukunan dalam ber-Tuhan 
(kerukunan beragama), semata-mata untuk melindungi moral, 
ketertiban umum dan keadaban manusia. 


1. UUD 1945 


1) Hak Beragama/Berkeyakinan 


Bahasan tentang konstitusionalitas hak beragama/ 
berkeyakinan dan hak untuk bebas dari segala macam bentuk 
diskriminasi dalam melaksanakan kebebasan beragama 
setidaknya meliputi dua fokus kajian. Pertama, bahasan 
tentang jaminan konstitusional hak warga negara untuk 
beragama/berkeyakinan dan hak untuk bebas dari praktik 
diskriminasi. Kedua, konstitusionalitas peranan negara 
dan/ atau pemerintah dalam menghormati, melindungi dan 
memenuhi hak beragama dan hak untuk bebas dari segala 
praktik diskriminasi atas dasar agama. Dalam Undang- 


s0 Direktorat Agama dan Pendidikan Deputi Bidang Sumber Daya 
Manusia dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS), Evaluasi Kebijakan dan Program Peningkatan Kerukunan Umat 
Beragama (Jakarta: Bappenas, 2006), halaman 11-12. Ditambah dengan 
pengembangan dari penyusun. 
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Undang Dasar NRI 1945 ditemukan beberapa ketentuan 
yang memberikan jaminan untuk beragama/berkeyakinan. 
Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD NRI 1945 yang 
dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan 
atas kebebasan beragama bagi setiap orang, yaitu: 


Pasal 28 E UUD NRI 1945: 


(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di 
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 


(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 


Pasal 281 ayat (1) UUD NRI 1945: 


Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun. 


Pasal 286 UUD NRI 1945 memberikan jaminan bagi 


setiap orang untuk bebas memeluk agama/keyakinan dan atau 
kepercayaannya. Ketentuan tersebut implisit mendeklarasikan 
kebebasan bagi siapa saja untuk beragama/berkeyakinan. Pada 
saat bersamaan, jaminan kebebasan beragama juga diiringi 
dengan jaminan bagi setiap orang untuk beribadah menurut 
agama yang diyakininya itu. Adanya jaminan dalam UUD NRI 
1945 menunjukkan bahwa hak beragama atau pemelukan 
suatu agama oleh seseorang merupakan hal yang esensial 
dalam hak asasi manusia.S! Dalam bahasa yang lebih tegas, Seto 


S1 Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan 
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Harianto mengatakan bahwa hak beragama itu adalah hak 
yang paling asasi dari semua hak asasi manusia.8? Lebih lanjut 
dalam pembahasan tentang materi hak beragama pada masa 
Perubahan UUD 1945, ia menjelaskan bahwa hak beragama 
bukan pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena 
itu negara tidak bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara 
tidak boleh ikut campur terhadap persoalan agama warga 
negaranya masing-masing.” 

Hak atas kebebasan beragama tersebut secara bersama- 
an harus diikuti dengan kewajiban menghormati hak kebebasan 
oranglain dengan cara diberlakukannya pembatasan-pembatasan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya dengan 
Perpres. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 
1945 BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia, 


Pasal 28 J: 


(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang 
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 


(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 


UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 
1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, 
dan Agama (Edisi Revisi) (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 
Mahkamah Konstitusi, 2008), halaman 286. 

82 Ibid., halaman 320. 

53 Ibid. 
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Dengan kedudukan yang demikian, maka hak beragama 
pun ditempatkan sebagai non derogable rights sebagaimana 
dinyatakan Pasal 281 ayat (1) UUD NRI 1945. Sebagai hak 
yang terkategori non derogable rights, maka hak beragama/ 
berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun 
atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.” Selain memberikan 
jaminan dan kedudukan sebagai non derogable rights terhadap 
hak beragama/kerkeyakinan, UUD NRI 1945 juga mengatur 
hubungan negara dan agama serta kedudukan atau posisi 
negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak 
tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD 1945 yang 
menyatakan sebagai berikut: 


Pasal 29 UUD NRI 1945: 


(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa 


(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 


Pasal 29 UUD 1945 merupakan jaminan konstitusional 
atas hak beragama. Di mana dalam ketentuan tersebut 
tersimpan maksud sebagai berikut: 1) Negara harus 
memberikan jaminan, pengayoman dan ruang yang seluas- 
luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk beragama 
serta menjalankan agama/keyakinannya: 2) Negara tidak boleh 
membuat berbagai larangan dan hambatan bagi penduduk 
untuk menjalankan agama/keyakinannya. Sesuai ketentuan 
Pasal 29 UUD NRI 1945, negara mengemban tanggung jawab 
konstitusional untuk melindungi hak beragama setiap warga 
negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan 


64 Ibid., halaman 239. 
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beragama/berkeyakinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
28E dan Pasal 29 UUD NRI 1945. Hal itu sejalan dengan 
mandat Pasal 281 ayat (4) UUD NRI 1945 yang harus dipenuhi 
negara, terutama pemerintah. Pasal 281 ayat (4) menyatakan 
bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan 
hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah. Itu berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban 
untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia. 


Kewajiban pemerintah untuk melindungi (to protect), 
memajukan (to promote), memenuhi (to fulfill) dan menghormati 
(to respect) terhadap nilai-nilai hak asasi manusia sebagaimana 
diamanatkan Pasal 28 I ayat (4) NRI UUD 1945 haruslah 
dilakukan dalam satu tarikan nafas, di mana apabila kewajiban 
yang satu dilakukan maka kewajiban yang lain juga harus 
dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam 
melakukan penegakan hak asasi manusia. Oleh sebab 
itu, kewajiban untuk memberikan jaminan, perlindungan, 
pemajuan hak asasi manusia, khusus hak beragama bagi setiap 
warga negara ada pada negara. Negara lah yang bertindak 
selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan 
untuk mendelegasikan penyelenggaraan kewajiban tersebut 
kepada aktor non negara untuk melaksanakannya. Sebab, 
penyelenggaraan kewajiban negara oleh aktor bukan negara 
akan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak beragama/ 
berkeyakinan. Selain itu, juga akan membuka ruang munculnya 
kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk 
melakukan kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan. 
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1) Hak untuk Bebas dari Diskriminasi dalam Pelaksanaan Hak 
Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 


Non diskriminasi bersama dengan kesetaraan di depan 
hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya 
diskriminasi merupakan prinsip dasar dan umum sehubungan 
dengan perlindungan hak asasi manusia.” Prinsip non 
diskriminasi tersebut diadopsi melalui beberapa Pasal dalam 
Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu: 


Pasal 28D: 


(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum. 


Pasal 281 ayat (2): 


Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat 
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 


Pasal 28D secara eksplisit memberikan jaminan bahwa 
setiap orang yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia 
berhak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum 
(eguality before the law). Lahirnya jaminan tersebut merupakan 
konsekuensi logis dari pilihan bangsa Indonesia untuk 
meletakkan hukum sebagai yang berdaulat (supremasi hukum). 
Hal itu tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 
1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam 
proses perubahan UUD NRI 1945, tidak ditemukan adanya 


65 Komentar Umum 18, Non Diskriminasi (Sesi ke-37, 1989), 
Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh 
Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 
at 26 (1994). 


154 Waryani Fajar Riyanto 


Bab III - Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan 


perdebatan terkait diintrodusirnya hak ini ke dalam UUD 1945. 
Hal itu menunjukan bahwa semua orang bersepakat bahwa 
hak untuk diperlakukan secara sama di hadapan hukum mesti 
mendapatkan jaminan dan perlindungan secara konstitusional.$$ 


Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum 
dilengkapi lagi dengan jaminan bahwa setiap orang berhak 
untuk bebas dari segala perlakukan yang bersifat diskriminatif 
atas dasar apapun sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 
281 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam UUD NRI 1945 tidak 
ditemukan uraian atau ketentuan lebih lanjut yang menjelaskan 
ruang lingkup atau batasan dari sebuah perlakuan yang 
dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi. Dalam proses 
pembahasan perubahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia 
dalam UUD NRI 1945 juga tidak ditemukan adanya diskusi 
atau perdebatan mendalam tentang definisi diskriminasi.” 
Hal ini mengkonfirmasi bahwa para pengubah UUD NRI 1945 
menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang sudah selesai 
dan sudah jelas maksudnya. Sehingga tidak perlu dijelaskan 
lebih jauh dalam UUD NRI 1945. 


Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28 E (1), bahwa 
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di 
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” 
dan Pasal 29 ayat (2), bahwa “Negara menjamin kemerdekaan 
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 


itu, maka negara menjamin kebebasan beragama. Namun 


56 Ibid., halaman 128-254. 
87 Ibid. 
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demikian, haruslah dibedakan antara ekspresi kebebasan 
beragama secara individual (forum internum) yang merupakan 
hak yang tidak bisa dikurangi (non-derogable right) dengan 
ekspresinya di ranah publik (forum externum) yang merupakan 
hak yang bisa dikurangi atau dibatasi (derogable right) melalui 
instrumen peraturan perundang-undangan. Hak “ibadah” 
adalah ranah internum dan hak yang tidak bisa dikurangi (non- 
derogable right), namun hak “mendirikan rumah ibadah” adalah 
ranah eksternum dan sebagai hak yang bisa dikurangi atau 
dibatasi (derogable right). Oleh karena itu, kebebasan beragama 
di wilayah eksternum (termasuk pendirian rumah ibadah) 
dapat dibatasi pengaturannya sebagaimana yang dimanatkan 
dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (2), yang dimaksudkan 
untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keagamanan, 
dan ketertiban umum. Karena pendirian rumah ibadah 
menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya 
perselisihan atau konflik antar umat beragama, maka pada 
tahun 2006 pemerintah menerbitkan regulasi baru (PBM 2006) 
untuk menyempurnakan regulasi lama (SKB 1969). Regulasi 
tersebut bertujuan untuk mengatur (bukan membatasi), 
atas pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian 
rumah ibadah yang pada hakikatnya merupakan kesepakatan 
para pimpinan majelis semua agama. Kini, atas aspirasi dari 
tokoh-tokoh agama dan masyarakat, PBM 2006 tersebut akan 
dinaikkan statusnya menjadi Perpres, agar masuk ke dalam 
hierarki perundang-undangan. 


Undang-Undang Dasar 1945 BAB XA Tentang Hak Asasi 
Manusia Pasal 28 J ayat (2): 


Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan 
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undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin 
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan keamanan, dan 
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 


Hanya saja, di era reformasi, yang mendukung kebebasan, 
muncul sejumlah kasus ketegangan atau perselisihan, terutama 
yang dipicu pendirian rumah ibadah. Problem pendirian 
rumah ibadah ini dalam kenyataannya tidak hanya terjadi 
di Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain. Hasil ini 
merupakan ekses proses globalisasi yang mengakibatkan makin 
dinamisnya mobilitas warga masyarakaat dari satu wilayah 
ke wilayah lain, sehingga berbagai macam kebudayaan dan 
keyakinan berinteraksi di suatu tempat yang bisa mengubah 
identitas suatu masyarakat. Dalam kondisi ini, bisa muncul 
ekspresi politik identitas kelompok mayoritas yang merasa 
terganggu oleh munculnya budaya dan keyakinan baru yang 
bisa mengancam identitas mereka. Jadi, persoalan pendirian 
rumah ibadah tidak hanya faktor agama, melainkan juga karena 
faktor politik, ekonomi, dan lainnya. Persoalan pendirian 
rumah ibadat merupakan faktor yang paling dominan yang 
paling banyak mempengaruhi terjadinya perselisihan atau 
konflik, selain persoalan penyiaran agama dan penistaan atau 
penodaan agama. Hal ini diperburuk dengan kenyataan masih 
banyaknya kalangan Pemda maupun pimpinan umat beragama 
yang belum memahami atau tidak mau memahami PBM 2006. 


2. Ketetapan MPR (TAP MPR) 


Ada banyak ketentuan yang dikeluarkan untuk 
mengatur hal-hal yang berkenaan atau bersentuhan dengan 
penyelenggaraan hak beragama/ berkeyakinan. Pengaturan 
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tersebut tersebar dalam berbagai bentuk produk hukum seperti 
Ketetapan MPR dan Undang-Undang. Dimana ketentuan 
tersebut juga ditindaklanjuti dengan peraturan perundang- 
undanganyang lebih rendah seperti Peraturan Bersama Menteri, 
Keputusan Bersama Menteri, bahkan Peraturan Daerah. Justru 
hingga saat ini, belum ada Perpres yang menindaklanjuti 
ketentuan dalam UUD 1945 (Pasal 28J Ayat 2) khususnya 
tentang pembatasan kebebasan beragama melalui kerukunan 
umat beragama. Dalam wujud produk hukum berbentuk 
Ketetapan MPR, teridentifikasi ada beberapa ketetapan yang 
berkenaan dengan hak beragama, yaitu: 


1) Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis 
Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan 
Pertama 1961-1969: 


Salah satu materi yang diatur dalam Ketetapan ini adalah 
berkenaan dengan pembangunan di bidang mental/agama/ 
kerohanian. Dalam Pasal 2 Ketetapan ini diatur sebagai 
berikut: 


(1) Melaksanakan manifesto politik di lapangan pembinaan 
mental/agama/kerohanian dan kebudayaan dengan 
menjamin syarat-syarat spiritual dan material agar setiap 
warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya 
dan kebudayaan nasional Indonesia serta menolak 
pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing. 

(2) Menetapkan Pancasila dan manipol sebagai mata 
pelajaran di perguruan rendah sampai dengan perguruan 
tinggi. 

(3) Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di 
sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan 
universitas-universitas negeri dengan pengertian bahwa 
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murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid/ 
murid dewasa menyatakan keberatannya. Membina 
sebaik-baiknya pembangunan rumah-rumah ibadat 
dan lembaga-lembaga keagamaan. Menyelenggarakan 
kebijaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang 
tertuju ke arah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam 
pembangunan sesuai dengan syarat-syarat manusia 
Sosialis Indonesia, yang berwatak luhur. 


Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966 Tentang Agama, 
Pendidikan dan Kebudayaan: 


Ketetapan ini berisi tentang perubahan terhadap pengaturan 
tentang pendidikan agama yang diatur dalam Ketetapan 
MPRS Nomor II//MPRS/1960, khusus ketentuan Pasal 2 ayat 
(3). Selain itu tidak ada penambahan pengaturan mengenai 
persoalan agama. 


Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman 
Pengamalan dan Penghayatan Pancasila (P4): 


Ketetapan ini bersentuhan dengan kerukunan antar umat 
beragama. Ketetapan yang berisi Pedoman Pengamalan 
dan Penghayatan Pancasila (P4) ini pada pokoknya memuat 
nilai-nilai yang harus diadaptasi dalam kehidupan umat 
beragama, khususnya penjelasan sila Ketuhanan Yang Maha 
Esa. 


Semua Ketetapan MPR di atas sudah tidak berlaku dan 


tidak dapat dipedomani lagi. Sebab, berdasarkan ketentuan Pasal 
6 TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap 
Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Sementara dan Ketetapan Ma jelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 
2002, TAP MPR tersebut dikategorikan sebagai Ketetapan 
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MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, 
baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah 
selesai dilaksanakan. 


Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, TAP MPR Nomor II/MPR/1978 tidak 
terkategori sebagai Ketetapan MPR masuk dalam jenis dan 
hirarki perundang-undangan. Sebab TAP MPR yang masuk 
dalam hirarki perundang-undangan hanyalah TAP MPR yang 
masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 
4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003.88 Walaupun sudah tidak 
berlaku atau sudah dicabut, perlu dicatat bahwa pada semua 
Ketetapan tersebut tidak ditemukan adanya pengaturan secara 
lebih konkrit mengenai kerukunan umat beragama. Selain itu, 
juga tidak ditemukan adanya pengaturan tentang bagaimana 
peran Pemda dalam pemberdayaan FKUB. 


3. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah 
Pengganti UU (Perppu) 


1) Undang-Undang Nomor 1 /PNPS/1965, tanggal 25 Januari 
1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama beserta penjelasannya, yang kemudian 
disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969. 
Undang-Undang ini telah berhasil menjaga kerukunan 
umat beragama dan mengurangi atau bahkan mencegah 
pernyataan penistaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
(YME) dan pernyataan kebencian antar umat beragama di 


s8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan Pasal 7 
ayat (1) huruf b. 
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depan publik. Dalam pasal 1 PNPS tersebut dinyatakan 
bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka 
umum menceriterakan, menganjurkan atau mengusahakan 
dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang 
sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan- 
kegiatan keagamaan dari agama itu: penafsiran dan 
kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran itu. 


Penjelasan Atas Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 
Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-Gunaan Dan/Atau 
Penodaan Agama 


L Umum 


1. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan 
Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap 
bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta 
tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu 
rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Menurut 
Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan: 1. 
Ketuhanan Yang Maha Esa: 2. Kemanusiaan yang adil dan 
beradab: 


3. Persatuan Indonesia: 4. Kerakyatan: dan 5. Keadilan Sosial. 
Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan 
saja meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, 
tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang 
berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan 
Yang Maha Esa) tidak dapat dipisahpisahkan dengan 
Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada 
perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah 
juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak 
dalam usaha nation-building. 
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2. Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh 
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Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi- 
organisasi  kebatinan/kepercayaan masyarakat yang 
bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Di 
antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk 
aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan 
hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan 
Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, 
bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan 
/ kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan / 
atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir- 
akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah 
yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada. 


Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di 
atas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan 
Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan 
dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan 
Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden 
tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan 
untuk menyalurkan ketata-negaraan dan keagamaan, agar 
oleh segenap rakyat di seluruh wilayah Indonesia ini dapat 
dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk 
menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing. 


Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman 
beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama- 
tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan- 
penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap 
sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama 
yang bersangkutan (pasal 1-3): dan kedua kalinya aturan 
ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari 
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penodaan / penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk 
tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang 
Maha Esa/(Pasal 4). 


5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang 
nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak 
perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah 
cukup diaturnya dalam berbagai-bagai aturan pidana yang 
telah ada. 


Dengan Penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan 
hendak mengganggu gugat hak hidup agama-agama yang 
sudah diakui oleh Pemerintah sebelum Penetapan Presiden ini 
diundangkan. 


Il. Pasal Demi Pasal Pasal 1: 


Dengan kata-kata “Di muka Umum" dimaksudkan apa yang 
lazim diartikan dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang- 
undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh 
penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 
Buddha dan Khong Hu Cu (Confusius). Hal ini dapat 
dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama-agama 
di Indonesia. Karena & macam Agama ini adalah agama- 
agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, 
maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang 
diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga 
mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan 
seperti yang diberikan oleh pasal ini. Ini tidak berarti 
bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, 
Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat 
jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 
2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar 
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan 
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ini atau peraturan perundangan lain. Terhadap badan/ 
aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkannya ke 
arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang 
Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. 11/ 
MPRS/1960, lampiran A. Bidang I, angka 6. Dengan kata- 
kata “Kegiatan keagamaan” dimaksudkan segala macam 
kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan 
suatu aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah- 
istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran- 
ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan 
sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui 
oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat- 
alat/cara-cara untuk menyelidikinya. 


Pasal 2: 


Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang- 
orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan 
maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang 
melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya 
dirasa cukup diberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan 
itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran 
kepercayaan dan mempunyai effek yang cukup serius bagi 
masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk 
membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai 
organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo. 
pasal 169 K.U.H.P.). 


Pasal 3: 


Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, 
adalah tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap 
mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2. Oleh karena 
aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti 
organisasi/perhimpunan, di mana mudah dibedakan siapa 
pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran 
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kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan 
pelanggaran dapat dikenakan pidana, sedang pemuka aliran 
sendiri yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut. 
Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka 
ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar. 


Pasal 4: 


Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan 
umum di atas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan 
perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun 
perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan di sini, 
jalah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat 
untuk memusuhi atau menghina. Dengan demikian, maka, uraian- 
uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, 
zakelijk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan 
usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata- 
kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tinak 
pidana menurut pasal ini. Huruf b, Orang yang melakukan tindak 
pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketentraman 
orang beragama, pada dasarnya menghianati sila pertama dari 
Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, 
bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya. 


Pasal 5: 
Cukup jelas. 


Terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 
di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/ 
PUU-VII/2009 dalam perkara Pengujian Undang-Undang 
Nomor 1/PNPS/1965 mengakui bahwa Undang-Undang 
ini memiliki kelemahan yang memerlukan diadakannya 
perubahan. Dalam poin 13.71) pendapat hukumnya, 
Mahkamah Konstitusi menyatakan: 


Menimbang bahwa Mahkamah dapat menerima pandangan 
para ahli seperti Andi Hamzah, Azyumardi Azra, Edi OS Hiariej, 
Emha Ainun Nadjib, Siti Zuhro, Jalaludin Rakhmat, Ahmad 
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Fedyani Saifuddin, Taufik Ismail dan Yusril Ihza Mahendra, 
yang menyatakan perlunya revisi terhadap UU Pencegahan 
Penodaan Agama, baik dalam lingkup formil perundang- 
undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur 
materil yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan 
kesalahan penafsiran dalam praktik. Akan tetapi oleh karena 
Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan 
perbaikan redaksional dan cakupan isi, melainkan hanya boleh 
menyatakan konstitusional atau tidak konstitusionalnya, 
maka mengingat substansi UU Pencegahan Penodaan Agama 
tersebut secara keseluruhan adalah konstitusional, Mahkamah 
tidak dapat membatalkan atau mengubah redaksionalnya. Oleh 
karena itu, untuk memperbaikinya agar menjadi sempurna, 
menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk 
melakukannya melalui proses legislasi yang normal.” 


Hakim Harjono dalam Alasan Berbeda (concurring 
opinion)-nya berargumen bahwa Undang-Undang Dasar 
NRI 1945 telah mengalami perubahan. Dalam perubahan 
tersebut terdapat dua unsur yang harus diperhatikan, yaitu: 
(1) perlindungan agama: (2) hak kebebasan meyakini sebuah 
kepercayaan kepada pihak lain. Hubungan antara kedua unsur 
harus disatukan dalam formula yang tidak saling menegasikan. 
Hakim Harjono berpandangan bahwa penerapan Undang- 
Undang Penodaan Agama secara harfiyah dapat menimbulkan 
ketidakseimbangan, sehingga merusak keinginan untuk 


6? Ismail Hasani (ed.), Putusan Uji Materil Undang-Undang No. 1/ 
PNPS/1965 tentang Pncegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama 
Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi (Jakarta: 
Publikasi Setara Institute, 2010), halaman 336. 
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mencari keseimbangan dua unsur tersebut.” Hakim Haryono 
meyakini bahwa Pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama dari 
sudut redaksional mengandung ketidakjelasan sehingga tidak 
memenuhi syarat tindak pidana yang haruslah jelas (lex certa). 
Dengan alasan itu, ia menyarankan perlunya melakukan revisi 
terhadap Undang-Undang Penodaan Agama oleh Pembuat 
Undang-Undang. 


Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, meskipun 
ada perbedaan pandangan hakim dalam argumentasinya, 
menegaskan bahwa UU 1/ PNPS/1965 mengandung unsur- 
unsur materi yang multitafsir. Keberadaan UU seperti ini tidak 
dapat memberikan kepastian hukum untuk terjadinya perlakuan 
yang bersifat diskriminatif dalam pelaksanaan hak beragama/ 
berkeyakinan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa UU ini 
tidak memadai lagi dan berpotensi membahayakan kerukunan 
beragama. Oleh karenanya harus direvisi. Merujuk pernyataan 
Hakim Harjono di atas, maka hubungan antara kedua unsur 
antara “kebebasan beragama" dan “kerukunan beragama" 
dalam rangka melindungi hubungan antar umat beragama 
harus disatukan dalam formula yang tidak saling menegasikan. 


2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua, khusus Bab XV Pasal 53-55 
tentang keagamaan. 


Pasal 53 (1): 


Setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan 
untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. 


70 Margiyono, dkk., “Bukan Jalan Tengah: Eksaminasi Publik Putusan 
Mahkamah Konstitusi Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/ 
Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama”, dalam 
The Indonesian Legal Resourse Center (ILRC) (Jakarta: tnp., 2010), halaman 76. 


Waryani Fajar Riyanto 167 


Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 


Pasal 53 (2): 


Setiap penduduk Provinsi Papua berkewajiban menghormati 
nilai-nilai agama, memelihara kerukunan antar umat beragama, 
serta mencegah upaya memecah belah persatuan dan kesatuan 
dalam masyarakat di Provinsi Papua dan di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 


Pasal 54: 


Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban: a. menjamin 
kebebasan, membina kerukunan, dan melindungi semua umat 
beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaan yang dianutnya: b. menghormati nilai-nilai agama 
yang dianut oleh umat beragama: c. mengakui otonomi lembaga 
keagamaan: dan d. memberikan dukungan kepada setiap 
lembaga keagamaan secara proporsional berdasarkan jumlah 
umat dan tidak bersifat mengikat. 


Pasal 55 (1): 


Alokasi keuangan dan sumber daya lain oleh Pemerintah dalam 
rangka pembangunan keagamaan di Provinsi Papua dilakukan 
secara proporsional berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat 
mengikat. 


Pasal 55 (2): 


Pemerintah mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan 
penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi Papua 
kepada Gubernur Provinsi Papua. 


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, khususnya Pasal 54 
tersebut dapat menjadi catatan penting. Pada pasal tersebut 
diselaraskan antara jaminan kebebasan dengan pembinaan 
kerukunan dan perlindungan umat beragama serta pengakuan 
atas otonomi lembaga keagamaan. Berdasarkan filosofi pasal 
tersebut, maka kebebasan agama yang telah dijamin di atas 
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oleh Undang-undang, harus diselaraskan dengan kerukunan 
agama yang diatur dalam Perpres yang berada di bawahnya. 
Sebab, pasal-pasal dalam Perpres yang berasal dari PBM 2006 
ini berasal dari hasil kesepakatan majelis atau lembaga semua 
agama yang otonom, yang harus diakui keberadaannya. 


3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak 
Asasi Manusia. Terkait hak beragama/berkeyakinan dan 
pelaksanaannya yang terbebas dari segala perlakuan yang 
bersifat diskriminatif, pengaturan dalam Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 1999 memiliki sejumlah kemajuan 
dibanding pengaturan yang ada sebelumnya. Undang- 
Undang ini menegaskan kembali tentang jaminan dan 
pengakuan terhadap hak beragama/berkeyakinan. Hal 
tersebut diatur dalam beberapa Pasal-pasal sebagai berikut: 


Pasal 4: 


Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan 
pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di 
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 


Pasal 22: 


(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu. 


(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
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Pasal 55: 


Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, 
berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas 
dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali. 


Kebebasan beragama yang telah diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 4, 22, dan 55 tersebut, harus diselaraskan dengan 
pembatasan dalam mengekspresikan kebebasan beribadah 
menurut agamanya tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam 
Pasal 7/0O-nya. 


Pasal 70: 


Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang- 
Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis. 


Walaupun pun terdapat jaminan dan pengakuan hak 
beragama, namun Undang-Undang ini belum mengatur 
bagaimana hak beragama itu dapat berjalan dengan baik tanpa 
ada gangguan dari siapapun. Termasuk pengaturan tentang 
apa tindakan yang akan dilakukan negara apabila terjadi 
tindakan yang terkategori sebagai pelanggaran hak beragama/ 
berkeyakinan. Lebih jauh dari itu, Undang-Undang ini juga 
belum memberikan batasan yang jelas terkait kerukunan umat 
beragama, sebagai batasan atas kebebasan beragama. 
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4) Undang-UndangNomor12Tahun2005 tentangPengesahan 
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pada 
tanggal 28 Oktober 2005, Indonesia melalui Undang- 
Undang Nomor 12 tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan 
Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International 
Covenant On Civil and Political Rights). Ratifikasi tersebut 
disertai dengan Pernyataan (Declaration) terhadap Pasal 
1. Dengan demikian, kovenan tersebut sah dan berlaku 
sebagai hukum nasional Indonesia. Salah satu hak 
yang diakui dan dijamin dalam Kovenan ini adalah hak 
beragama/berkeyakinan. Hak tersebut diatur dalam Pasal 
18 yang berbunyi sebagai berikut: 


1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan 
dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk 
menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan 
atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu 
maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di 
tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama 
atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, 
pengamalan dan pengajaran. 

2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu 
kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu 
agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 


Dalam Komentar Umum 22, Pasal 18 Hak Atas Berpikir, 
Berkeyakinan dan Beragama dikatakan bahwa: 


Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan 
dapat dilakukan “baik secara individu maupun bersama-sama 
dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup”. 
Kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam 
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ibadah, ketaatan, pengamalan, dan pengajaran mencakup 
berbagai kegiatan. Konsep ibadah mencakup kegiatan ritual 
dan seremonial yang merupakan pengungkapan langsung dari 
kepercayaan seseorang, penggunaan cara-cara dan objek- 
objek ritual, penunjukan simbol-simbol, dan menjalankan hari 
raya dan hari istirahat. Pelaksanaan dan praktik agama atau 
kepercayaan mungkin tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan 
seremonial, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan seperti peraturan 
tentang makan, pemakaian pakaian tertentu atau penutup 
kepala, keterlibatan dalam ritual-ritual yang berhubungan 
dengan tahapan-tahapan tertentu dalam hidup manusia, dan 
pemakaian bahasa tertentu yang biasa digunakan dalam suatu 
kelompok. Kemudian, pengalaman dan pengajaran agama 
atau kepercayaan mencakup kegiatan-kegiatan integral yang 
dilakukan oleh kelompok-kelompok agama berkaitan dengan 
urusan-urusan mendasar mereka, seperti kebebasan untuk 
memilih pemimpin agama, pendeta, dan guru, kebebasan untuk 
membentuk seminari atau sekolah agama, dan kebebasan untuk 
membuat dan menyebarkan teks-teks atau publikasi-publikasi 
agama. 


Berdasarkan Pasal 4 Kovenan ini, kebebasan 


berkeyakinan/beragama merupakan hak yang tidak dapat 
dikurangi. Bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, negara 
tidak dapat mengurangi kewajibannya untuk memenuhi hak 
tersebut. Selengkapnya pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik 
menyatakan: 


1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa 
dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, 
Negara-negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengambil 
upaya-upaya yang menyimpang (derogate) dari kewajiban 
mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh 
situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya- 
upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara- 
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negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak 
menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis 
kelamin, bahasa, agama, dan asal-usul sosial. 


2. Penyimpangan terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 (ayat 1 dan 2), 
Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan 
oleh ketentuan ini. 


Kebebasan beragama tersebut harus dibatasi dengan 
kewajiban menghormati agama lain. Perhatikan Pasal 18 
ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan: 


3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan 
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, 
yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, 
kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan 
mendasar orang lain. 


Dalam poin 8 Komentar Umum terhadap Pasal 18 tersebut 
dikatakan bahwa: 


Dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang 
diijinkan, Negara-Negara Pihak harus memulai dari kebutuhan 
untuk melindungi hak-hak yang dijamin oleh Kovenan, 
termasuk hak atas kesetaraan dan non diskriminasi di bidang 
apapun sebagaimana ditentukan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 26. 
Pembatasan yang diterapkan harus dijamin oleh hukum dan 
tidak boleh diterapkan dengan cara-cara yang dapat melanggar 
hak-hak yang dijamin Pasal 18. Komite mengamati bahwa ayat 
(3) Pasal 18 harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak 
dibolehkan berdasarkan hal-hal yang tidak dinyatakan dalam 
pasal tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan 
sebagai pembatasan terhadap hak-hak lain yang dilindungi oleh 
Kovenan, seperti misalnya keamanan nasional. Pembatasan- 
pembatasan dapat diterapkan hanya untuk tujuan-tujuan 
sebagaimana yang telah diatur serta harus berhubungan 
langsung dan sesuai dengan kebutuhan khusus yang sudah 
ditentukan. Pembatasan tidak boleh diterapkan untuk tujuan- 
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tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang 
diskriminatif. Komite menganggap bahwa konsep moral berasal 
dari banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama: oleh karenanya, 
pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama 
atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus 
didasarkan pada prinsip-prinsip yang diambil tidak hanya dari 
satu tradisi saja. 


Dalam melaksanakan hak beragama/berkeyakinan, negara 
juga dituntut untuk memperlakukan setiap orang dalam 
kedudukan yang sama tanpa diskriminasi apapun. Hal 
tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 26 yang menyatakan: 


Semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, 
tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. 
Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan 
menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang 
terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, 
jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal- 
usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau 
status lainnya. 


Selain itu, kovenan juga secara tegas memberikan mandat 
kepada setiap negara peserta untuk melarang segala 
tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar ras atau 
agama. Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat sebagai berikut: 


Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar 
kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk 
melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus 
dilarang oleh hukum. 


Dalam Komentar Umum 18 Non Diskriminasi (Sesi ketiga 
puluh tujuh, 1989), poin 6 dikatakan bahwa: 
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“diskriminasi” — ataupun menentukan — indikator-indokator 
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definisi tentang diskriminasi. Dimana istilah diskriminasi 
sebagaimana digunakan dalam Kovenan harus dipahami 
mencakup pembedaan, perkecualian, pembatasan atau 
preferensi apapun yang didasarkan pada alasan apa pun seperti 
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik 
atau lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status 
kelahiran atau lainnya, dan yang memiliki tujuan atau dampak 
mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau 
penggunaan hak asasi manusia semua hak asasi manusia dan 
kebebasan mendasar bagi semua orang, atas dasar kesetaraan.” 


Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2005 memberikan jaminan atas hak 
beragama/berkeyakinan. Bahwa Konvensi ini telah 
memberikan arahan yang demikian jelas mengenai hak 
beragama dan patokan yang jelas bagi negara untuk 
membatasi hak tersebut. Kovenan ini juga menegaskan agar 
negara-negara peserta secara tegas menyatakan larangan 
terhadap anjuran kebencian atas dasar agama. Selain itu, 
Kovenan ini juga memberikan jaminan dan perlindungan 
bagi setiap orang atas perlakukan yang bersifat diskriminatif. 
Namun, wujud jaminan dan perlindungan atas kebebasan 
beragama belum dijelaskan dalam UU tersebut. Misalnya, 
perlindungan agama dalam bentuk peningkatan kerukunan 
umat beragama. 


1 Komentar Umum 18, Non Diskriminasi (Sesi ke-37, 1989), 
Kompilasi Komentar Umum dan Rekomendasi Umum yang diadopsi oleh 
Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 
at 26 (1994). 
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5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 
2005-2025. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 
17 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang 
selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 
(dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai 
dengan tahun 2025. Dalam lampiran Undang-Undang 
tersebut dinyatakan bahwa visi pembangunan nasional 
tahun 2005-2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, 
adil dan makmur.” Untuk mewujudkan visi pembangunan 
nasioal tersebut akan ditempuh melalui 8 (delapan) misi 
pembangunan nasional, antara lain sebagai berikut: 
mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, 
beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah 
Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa 
melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia 
yang bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi 
aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar 
umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, 
mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa 
Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spritual, 
moral, dan etika pembangunan bangsa. 


Sedangkan arah pembangunan jangka panjang tahun 2005 
sampai dengan tahun 2025 memiliki delapan agenda. Salah 
satunya adalah mewujudkan masyarakat yang berakhlak 
mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Dimana 
tercipta sebuah kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, 
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bermoral dan beretika, penuh toleransi, tenggang rasa dan 
harmonis. Untuk itu diperlukan pembangunan kehidupan 
agama yang diarahkan untuk meningkatkan kerukunan 
hidup umat beragama dengan meningkatkan saling percaya 
dan harmonis antar kelompok masyarakat sehingga tercipta 
suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, 
tenggang rasa dan harmonis. Sesuai RPJP Nasional 2005- 
2025, kerukunan hidup umat beragama merupakan target 
yang ingin dicapai dari sebuah proses pembangunan. 
Jadi, Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan 
Pendirian Rumah Ibadat ini merupakan salah satu target 
yang hendaknya dicapai dari proses pembangunan 20 tahun 
tersebut. 


UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1). 


Pasal 7 (1): 


Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: 


a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945: 


b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat: 


c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang: 


Peraturan Pemerintah: 
Peraturan Presiden: 
Peraturan Daerah Provinsi: dan 


0 MPa 


Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
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UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, 
Pasal 5 Huruf b dan Pasal 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 


Pasal 5 Huruf b: 


Konflik dapat bersumber dari: b. perseteruan antar umat 
beragama dan/atau inter umat beragama, antar suku, dan antar 
etnis: 


UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
Pasal 10 Ayat 1 Butir f: Urusan pemerintahan absolut 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. 
politik luar negeri, b. pertahanan, c. keamanan, d. yustisi, 
e. moneter dan fiskal nasional, dan f. agama: dan Pasal 25 
Ayat 1 Butir c: Urusan pemerintahan umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Butir c: “pembinaan 
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, 
dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan 
lokal, regional, dan nasional". 


Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut adalah 
penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, antara pemerintah dan 
pemerintahan daerah terdapat pembagian urusan. 
Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Dasar NRI 1945 
tidak secara tegas mengaturnya. Tidak satupun ketentuan 
dalam UUD NRI 1945 yang menegaskan urusan mana yang 
merupakan urusan pemerintah pusat serta urusan mana 
yang menjadi urusan pemerintah daerah. Namun melalui 
ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18 A ayat (2), UUD 
NRI 1945 mendelegasikan pengaturan masalah tersebut 
melalui undang-undang. Sehubungan dengan itu, pembuat 
undang-undang mengatur materi ini dalam Undang-Undang 
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Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 


Bila ditelusuri lebih jauh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 secara tegas dan jelas membagi urusan pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah. Apa yang menjadi urusan 
pemerintah pusat diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang- 
Undang Nomor 32 tahun 2004. Pasal 10 ayat (3) tersebut 
menentukan bahwa “urusan pemerintahan yang menjadi 
urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: (a) politik luar negeri: (b) pertahanan: (c) keamanan: 
(d) yustisi: (e) moneter dan fiskal nasional: dan (f) agama.” 
Sedangkan urusan yang menjadi urusan pemerintah 
daerah dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 10 
ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan 
bahwa “Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan 
menjadi urusan Pemerintah” Berdasarkan ketentuan 
tersebut, maka urusan selain yang diatur dalam Pasal 10 
ayat (3) merupakan urusan pemerintahan daerah. 


Sesuai penjelasan Pasal 10 ayat (1), kalimat “urusan 
pemerintahan” diartikan sebagai “urusan pemerintahan yang 
mutlak menjadi kewenangannya dan urusan bidang lainnya 
yaitu bagian-bagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya Pemerintah”. Berdasarkan hal itu, dapat 
dipahami bahwa pemerintahan daerah pada prinsipnya 
berwenang untuk mengurus segala urusan pemerintahan. 
Namun dari semua urusan pemerintahan yang ada, 
terdapat 6 (enam) urusan yang dikecualikan dari urusan 
pemerintahan daerah. Salah satu urusan yang dikecualikan 
atau tidak menjadi urusan pemerintahan daerah tersebut 
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adalah urusan agama. 


Jadi, urusan agama, termasuk urusan tentang kerukunan 
umat beragama sepenuhnya menjadi kewenangan 
pemerintah pusat, yang pelaksanaannya di lapangan dalam 
melibatkan peran pemerintah daerah. Artinya, peraturan 
tentang kerukunan umat beragama haruslah melalui 
Perpres, bukan sekedar keputusan bersama setingkat 
menteri. Sekalipun terdapat bagian dari urusan agama 
yang dapat didelegasikan oleh pemerintah pusat ke daerah, 
misalnya seperti urusan kerukunan umat beragama, tapi 
urusan agama seperti melakukan pelarangan terhadap 
aliran/paham tertentu bukan menjadi kewenangan yang 
dapat didelegasikan. Hal tersebut dapat dipahami dari 
penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang 
Nomor 32 tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut: 
Yang dimaksud dengan urusan agama, misalnya menetapkan 
hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan 
pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan 
kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan 
sebagainya: dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya 
yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah. Khusus 
di bidang keagamaan sebagian kegiatannya dapat ditugaskan 
oleh Pemerintah kepada Daerah sebagai upaya meningkatkan 


keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan 
beragama. 


Kalimat “Khusus di bidang keagamaan sebagian kegiatannya 
dapat ditugaskan oleh Pemerintah kepada Daerah 
sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam 
menumbuhkembangkan kehidupan beragama” tersebut 
dapat dipahami bahwa pengaturan tentang agama harus 
melalui Perpres, yang mana dalam pelaksanaannya di 
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lapangan dapat mengikutsertakan peran Pemda untuk 
menumbuhkembangkan suasana kehidupan beragama yang 
lebih harmonis, khususnya dalam pemeliharaan kerukunan 
umat beragama dan pemberdayaan FKUB. 


UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme Menjadi Undang-Undang: 
Pasal 43A poin 3: 
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
melalui: 


a. kesiapsiagaan nasional, — kontra  radikalisasi, dan 
deradikalisasi. 


Upaya kontra radikalisasi dan deradikalisasi pada UU 
tersebut sangat selaras dengan gagasan tentang moderasi 
beragama dan kerukunan umat beragama yang tercantum 
dalam salah satu misi Kementerian Agama Republik Indonesia 
Tahun 2020-2024. Moderasi beragama adalah cara untuk 
mewujudkan kerukunan umat beragama. Moderat artinya, 
tidak ekstrim atau radikal kiri (rasionalis) dan ekstrim atau 
radikal kanan (tekstualis). 
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4. Peraturan Pemerintah (PP) 


5. Peraturan Presiden (Perpres) 


1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024: 


Pasal 5 (a): 


Narasi RPJMN Nasional Tahun 2020-2024, tercantum dalam 
Lampiran 1. 


Lampiran | Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 Tentang Narasi Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, halaman 
186-188: 
Bab 5 Tentang Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 
adalah memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan 
toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, salah satunya melalui 
penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, yang 
mencakup: (1) perlindungan umat beragama untuk menjamin 
hak-hak sipil dan beragama: (2) penguatan peran lembaga 
agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh 
masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan 
dan kesatuan bangsa: dan (3) penguatan Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, 
toleransi, dan gotong royong. 


Berdasarkan RPJMN 2020-2024 tersebut, maka Perpres 
Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah 
Ibadat ini bertujuan untuk melakukan penguatan harmoni 
dan kerukunan umat beragama melalui penguatan peran 
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lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, 
tokoh masyarakat, Pemda sebagai perekat persatuan dan 
kesatuan bangsa dan penguatan pemberdayaan FKUB 
untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong 
royong. 


2) Peraturan Presiden (Perpres) Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (2020). 


6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Gubernur 
(Pergub) 


Pasal 12 PBM 2006 menyatakan bahwa ketentuan lebih 
lanjut mengenai FKUB serta Dewan Penasihat FKUB, baik di 
provinsi maupun di kabupaten/kota, diatur dengan peraturan 
gubernur.” Namun ketentuan ini ditafsirkan dengan beragam 
antara satu daerah dengan daerah yang lain, setidaknya jika 
dilihat dari cakupan dan substansi aturan. Dalam catatan 
PUSAD,”? ada 23 peraturan gubernur terkait FKUB dan 
Dewan Penasihat FKUB serta 3 peraturan gubernur terkait 
rumah ibadat yang di dalamnya menyebut soal FKUB. Di luar 
itu, PUSAD juga menemukan 6 regulasi serupa di tingkat 


72 Peraturan gubernur ini berbeda dengan surat keputusan kepala 
daerah (gubernur atau bupati/walikota) yang menjadi dasar penetapan 
pengurus FKUB untuk suatu periode. Setiap pengurus FKUB provinsi 
maupun kabupaten/kota pasti dikukuhkan melalui surat keputusan kepala 
daerah. Tapi tidak semua FKUB dilengkapi dengan peraturan kepala daerah. 

78 Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf 
Paramadina, Laporan Riset Januari 2020: Meninjau Kembali Peraturan 
Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Temuan 
dari Pangkalan Data), halaman 9-10. 
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kabupaten/kota (peraturan bupati dan peraturan walikota), 
meski ini tidak diminta oleh PBM 2006. Empat (4) di antaranya 
mengatur FKUB dan dua (2) mengatur rumah ibadat. 


Dari segi cakupan, variasinya adalah sebagai berikut: 


Te 


Enam (6) provinsi memiliki peraturan gubernur yang secara 
eksplisit mengatur kabupaten/kota di judulnya, seperti: 
Sumatera Utara, Jambi, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa 
Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan. 


Tiga belas (13) provinsi memiliki peraturan gubernur tapi 
tidak secara eksplisit mengatur kabupaten/kota di judulnya 
atau hanya menyebutnya di isi peraturan. 


Satu (1) provinsi memiliki peraturan gubernur yang tidak 
menyebut kabupaten/kota sama sekali dan hanya mengatur 
provinsi, yaitu Bali. 

Tiga (3) provinsi lainnya melaporkan sudah memiliki 
peraturan gubernur namun belum teridentifikasi karena 
tidak dapat diakses seperti Banten, Kalimantan Barat, dan 
Sumatera Barat. 


Dari segi substansi peraturan gubernur, variasinya adalah 


sebagai berikut: 


1 


Sebagian besar (16) provinsi memiliki peraturan gubernur 
yang hanya mengatur organisasi FKUB dan Dewan Penasihat 
FKUB. 


. Empat (4) provinsi memiliki peraturan gubernur dengan 


ketentuan yang lebih luas dari soal organisasi FKUB, yaitu 
mencakup juga ketentuan tentang rumah ibadat dan 
pemeliharaan kerukunan secara umum. Contohnya adalah 
Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Jambi. Pergub Jambi 
bahkan secara eksplisit mencantumkan ketentuan tentang 
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rumah ibadat di judulnya. 


3. Tiga (3) provinsi memiliki peraturan gubernur khusus terkait 
FKUB dan Dewan Penasihat FKUB, serta peraturan gubernur 
terpisah yang mengatur rumah ibadat dan pemeliharaan 
kerukunan yang di dalamnya banyak menyebut soal FKUB. 
Contohnya adalah Pergub Aceh, DKI Jakarta, dan Bali. 


Beberapa pergub bahkan sudah mengalami perbaikan 
dan diperbarui, seperti di Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, 
Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, 
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Perubahan yang 
dilakukan umumnya terkait dengan pengurus seperti proporsi 
dan periode kepengurusan.'” 


74 Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Wakaf 
Paramadina, Laporan Riset Januari 2020: Meninjau Kembali Peraturan 
Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Temuan 
dari Pangkalan Data), halaman 9-10. 
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Nomor 
id 1 Substansi Pergu 


(2201 (pedmmmpeakumauntmFKUB 
(none “Jum Pencirn Krutaman dan Pendirian Tanpa TAG 


FKUB dan Dewan Penasihat FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota di 
Ag ea 
(SumaenBane | v20r7 (namamu 
Iki 202007 “onani dan Tae Koja FKUB Provinsi Riau 

Pedoman Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Jambi Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupatew/Kota 


| 16/2012 | Pembentukan FKUB Provinsi Sumsel | 


PN Da 
dan Dewan Penasehat FKUB di Provinsi B 


dan Dewan Penasehat FKUB di Provinsi 


| 64/2007 | Pedoman Pembentukan, ear 
| 82/2012 | Prosedur Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadat 


Perubahan atas pergub 40/2012 tentang Forum Kerukunan Umat 
Jawa T 08/2006 


Pedoman Pembentukan FKUB 


(Jawatengah | iovoooe |edomanPembentukan FKUB”) 
AP na BA an 


dan Dewan Penasihat FKUB Provinsi DIY dan Kabupaten/Kota di DIY 


IawaTimur | 102015 | Perubahan atas pergub 1/2007 FKUB di Provinsi dan Kabupaten/Kota di 
ss) Jawa Timur 
man—T v7 aieaar———————— 
ame “oma ema Bengani ——————— 
aa Prosedur dan Ketentuan-Ketentuan Pembangunan Tempat-tempat Ibadah 
untuk Umum di Wilayah Provinsi Bali (sebelum PBM 2006' 
| Nusa Tenggara Barat | Dan oaman ga Sem 


Pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Provinsi dan KabvKota 
aa msl se-Provinsi NTT 
Be 


eren eng Perubahan atas pergub 6/2006 tentang Pedoman Pembentukan FKUB dan 
Kelana Dewan Penasihat FKUB 

aa aa 
Ea pe ee EP 


Figur 27 
Daftar Peraturan Gubernur Terkait FKUB?” 


75 Ibid., halaman 11. 
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7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota dan Peraturan 
Bupati (Perbup) 


Beberapa kabupaten lebih lanjut membuat peraturan 
bupati dan peraturan walikota terkait FKUB, meski di wilayah 
provinsinya sudah terdapat peraturan gubernur. Misalnya 
kabupaten Bantul dan Gunung Kidul di D.I. Yogyakarta. Dari 
segi substansi, variasi peraturan di tingkat kabupaten/kota ini 
adalah sebagai berikut: 


1. Dua (2) kabupaten memiliki peraturan bupati yang hanya 
mengatur organisasi FKUB dan Dewan Penasihat FKUB, 
seperti Kab. Bantul dan Gunung Kidul, Yogyakarta. 


2. Dua (2) kabupaten memiliki peraturan bupati dengan 
ketentuan yang lebih luas, misalnya dengan menyertakan 
juga tugas kepala daerah dan ketentuan mengenai rumah 
ibadat. Misalnya adalah peraturan bupati Kutai Timur dan 
Berau di Kalimantan Timur. Isi peraturan tersebut mirip 
dengan PBM 2006, dengan tambahan terkait tugas FKUB 
dan kemungkinan pembentukan FKUB kecamatan dan 
kelurahan, kepengurusan (susunan, masa kerja, dsb.). 

3. Dua (2) kota lainnya tidak memiliki aturan terkait organisasi 
FKUB, tapi mengatur soal rumah ibadat yang di dalamnya 
banyak menyinggung soal tugas FKUB. Misalnya adalah 
peraturan walikota Bekasi, Jawa Barat, dan peraturan 
walikota Surakarta, Jawa Tengah.”s 


76 Ibid., halaman 12. 
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Noamor/ 


Kabupaten/Kota Judul/Substansi Pergub 


Tahun 


| 582007 | Pedoman Pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB 


312011 Pedoman Pembentukan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB 


Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala 
Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah di Kab. Berau 


1W2016 | Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama 


| 12006 | Tata cara pemberian ijin pendirian rumah ibadat di Kota Bekasi 


11/7201 Tata cara penerbitan ijin mendirikan rumah ibadat 


Figur 28 
Daftar Peraturan Bupati/Walikota Terkait FKUB?” 


Kab. Bantul, DIY 


Kab. Gunung 
Kidul, DIY 


Kab. Berau, Kaltim 


Kab. Kutai Timur 


Kota Bekasi, Jabar 


Kota Surakarta, Jateng 


Jika dilihat dari jumlah daerah yang telah membuat 
peraturan-peraturan di atas, PBM 2006, apalagi jika nanti 
dinaikkan statusnya menjadi Perpres, sebenarnya cukup bisa 
mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perhatian 
pada FKUB dan pemeliharaan kerukunan. Hanya saja, arahan 
PBM 2006 untuk membuat peraturan gubernur itu masih 
ditafsirkan dengan berbeda-beda. Banyak di antara peraturan 
tersebut yang hanya mengulang isi PBM dan tidak memberikan 
ketentuan atau penjelasan lebih lanjut seperti yang diminta 
PBM 2006. Selain itu, tidak semua pengurus FKUB mengetahui 
keberadaan peraturan-peraturan di atas. Ini tampak dari 
banyaknya jawaban di angket yang tidak lengkap atau tidak 
sesuai. Studi pendalaman dari PUSAD juga menemukan bahwa 
sebagian besar pemangku kepentingan di daerah-daerah tidak 
mengetahui keberadaan peraturan terkait FKUB. Ini dapat 
dipahami karena dokumen peraturan-peraturan tersebut 
sebagian memang sulit diakses. 


77 Ibid. 
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Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat peraturan- 


peraturan lokal di atas mestinya dapat memberi ruang dan 
landasan untuk mendorong akuntabilitas pemerintah daerah 
dan mendorong kapasitas FKUB, misalnya dalam proses 
rekrutmen, masa jabatan, anggaran, dan ragam kegiatan. 
Karena itu, selain diperlukan peningkatan status PBM 2006 
atau landasan hukum FKUB di tingkat nasional (Perpres), yang 
tak kalah penting dilakukan adalah perbaikan peraturan dan 
kebijakan di tingkat lokal. 


8. 


1) 


Keputusan Menteri (Kepmen), Instruksi Menteri, Surat 
Edaran Menteri (SE), Surat Keputusan Bersama (SKB), dan 
Peraturan Bersama Menteri (PBM) 


Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor O1 / BER / mdn-mag / 1969 tentang 
Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin 
Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan 
dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. Salah satu 
pasal dari Keputusan Bersama tersebut adalah bahwa 
Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap 
usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh 
pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak 
mengganggu keamanan dan ketertiban hukum. Dalam upaya 
merumuskan upaya penyelesaian konflik yang berkenaan 
dengan aspek dakwah atau misi keagamaan, Pemerintah 
pernah menempuh jalan dengan mengeluarkan Keputusan 
Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 
0O1/BER/mdn-ma/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur 
Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban Dan Kelancaran 
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Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama oleh Pemeluk- 
Pemeluknya. 


SKB 1969 tersebutadalah contoh model penyelarasan antara 
“kebebasan beragama" dan “ketertiban beragama" Bahwa, 
kebebasan beragama itu harus diatur pelaksanaannya 
berdasarkan ketentuan-ketentuan demi ketertiban umum 
dalam suasana kerukunan. Namun, SKB 1969 tersebut 
belum secara sesifik mengatur tentang kerukunan umat 
beragama. Berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan 
yang diberikan oleh Pemerintah terkait Kepber (SKB) di 
atas, 


1. bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pen- 
duduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu, 


2. bahwa Pemerintah mempunyaitugas untuk memberikan 
bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha 
mengembangkan agama sesuai dengan ajaran agama 
masing-masing dan melakukan pengawasan sedemikian 
rupa, agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran 
agama dan dalam usaha mengembangkan agama itu 
dapat berjalan dengan lancar, tertib dan dalam suasana 
kerukunan, 


3. bahwa Pemerintah berkewadjiban melindungi setiap 
usaha pengembangan agama dan pelaksanaan 
ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan- 
kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum 
yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan 
ketertiban umum: 
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. bahwa untuk itu, perlu diadakan ketentuan-ketentuan 


mengenai pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah 
dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan 
pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk- 
pemeluknya. 


Mengingat: 


1. 


SN Ia 


Pasal 17 ayat (3) dan pasal 29 Undang-Undang dasar 
1945 


Ketetapan MPRS Nomor XXVII/RS/1966: 
Undang-undang Nomor 18 tahun 1965, 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1956, 
Keputusan Presiden R.I. Nomor 319 tahun 1968. 


Pasal 1: 


Kepala Daerah memberikan kesempatan kepada setiap usaha 
penyebaran agama dan pelaksanaan ibadat oleh pemeluk- 
pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan 
dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban 
umum. 


Pasal 2: 


(1) Kepala Daerah membimbing dan mengawasi agar 
pelaksanaan penyebaran agama dan ibadat oleh pemeluk- 
pemeluknya tersebut: 

a. tidak menimbulkan perpecahan di antara umat beragama: 


b. tidak disertai dengan intimidasi, bujukan, paksaan atau 
ancaman dalam segala bentuknya: 
c. tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban 
umum. 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal 
ini, Kepala Daerah dibantu dan menggunakan alat Kepala 
Perwakilan Departemen Agama setempat. 
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Pasal 3: 


(1) Kepala Perwakilan Departemen Agama memberikan 
bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka 
yang memberikan penerangan/penyuluhan/ceramah 
agama/khotbah-khotbah di rumah-rumah ibadat, yang 
sifatnya menuju kepada persatuan antara semua golongan 
masyarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk 
agama yang berbeda-beda. 

(2) Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat berusaha 
agar penerangan agama yang diberikan oleh siapa pun tidak 
bersifat menyerang atau menjelekkan agama lain. 


Pasal 4: 


(1) Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari 
Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan dibawahnya yang 
dikuasakan untuk itu. 


(2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini memberikan ijin yang dimaksud, setelah 
mempertimbangkan: 

a. pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama 
setempat: 
b. Planologi: 
c. kondisi dan keadaan setempat. 
(3) Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang 


ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi- 
organsasi keagamaan dan ulama/rokhaniawan setempat. 


Pasal 5: 


(1) Jika timbul perselisihan atau pertentangan antara pemeluk- 
pemeluk agamayang disebabkan karena kegiatan penyebaran 
/penerangan/penyuluhan/ceramah/khotbah agama atau 
pendirian rumah ibadat, maka Kepala Daerah segera 
mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak. 
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(2) Dalam hal perselisihan/pertentangan tersebut menimbulkan 
tindakan pidana, maka penyelesaiannya harus diserahkan 
kepada alat-alat penegak hukum yang berwenang dan 
diselesaikan berdasarkan hukum. 


(3) Masalah-masalah keagamaan lainnya yang timbul dan 
diselesaikan oleh Kepala Perwakilan Departemen Agama 
segera dilaporkannya kepada Kepala Daerah setempat. 


Pasal 6: 


Keputusan bersama ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. 
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 september 1969. Atas 
nama Menteri Agama: K.H. Moh. Dahlan dan atas nama Menteri 
Dalam Negeri: Amir Machmud. 


Akan tetapi, keberadaan SKB 1969 di atas ternyata tidak 
mampu mengatasi polemik tentang pendirian rumah ibadat, 
misalnya, karena tidak adanya ketentuan yang pasti yang bisa 
dijadikan sebagai patokan kecuali hanya berupa pernyataan 
yang sifatnya normatif yaitu Pasal 4: 


(1) setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan ijin dari 
Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan di bawahnya 
yang dikuasakan untuk itu (2) Kepala Daerah atau pejabat 
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan ijin yang 
dimaksud setelah mempertimbangkan: a. Pendapat Kepala 
Perwakilan Departemen Agama setempat b. Planologi c. 
Kondisi keadaan setempat (3) Apabila dianggap perlu, Kepala 
Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta 
pendapat dari organisasi-iorganisasi keagamaan dan ulama/ 
roahniawan setempat. Ketiga persyaratan pada Pasal 4 
itu bersifat normatif dan hanya dapat dilaksanakan ketika 
suasana masyarakat berada dalam suasana guyub yang 
secara teoritis terikat oleh solidaritas mekanik yang berada 
di bawah bimbingan oleh para pemuka agama dan budaya 
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atau yang disebut primus interpares dan biasanya didasarkan 
pada pertimbangan kekerabatan. Sebaliknya, ketika 
masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat urban atau 
industri dengan struktur kependudukan yang lebih rasional 
dan profesional, mereka diikat oleh ketentuan lain yaitu 
solidaritas organik. Pada saat itulah soliditas keberadaan 
pemuka agama dan budaya menjadi luntur sehingga 
masyarakat lebih diikat oleh kepentingan yang bersifat 
pribadi atau kelompok. Perubahan komposisi geografis dan 
demografis menjadikan pemukiman kelompok-kelompok 
agama menjadi lebih cepat perkembangannya seiring dengan 
terjadinya pengembangan kawasan akibat urbanisasi atau 
ruralisasi. Berkaitan karena terjadinya perubahan komposisi 
penduduk, maka perlu dilakukan pengaturan dalam PBM 
2006, karena pendekatan berdasarkan kearifan lokal sudah 
tidak memadai lagi. 


Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978, tanggal 
13 April 1978 tentang Kebijaksanaan Mengenai Aliran 
Kepercayaan. Melalui peraturan ini dinstruksikan kepada 
pihak-pihak tertentu di lingkungan Departemen Agama 
agar dalam menentukan kebijakan yang menyangkut 
kepercayaan harus berpedoman kepada Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 

tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. 

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 70 Tahun 1978 
tanggal 1 Agustus 19/78 tentang Pedoman Penyiaran 
Agama di Indonesia. 

Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 1978 tanggal 
15 Agustus 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada 
Lembaga Keagamaan di Indonesia. 
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Instruksi Menteri Agama Nomor 14 Tahun 1978, tanggal 
31 Agustus 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri 
Agama Nomor 4 Tahun 1978, tanggal 13 April 1978 tentang 
Kebijaksanaan Mengenai Aliran Kepercayaan. 


Instruksi Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1979, tanggal 
27 September 1979 tentang Pembinaan, Bimbingan dan 
Pengawasan terhadap Organisasi dan Aliran dalam Islam 
yang bertentangan dengan Ajaran Islam. Melalui peraturan 
ini, Menteri Agama mengintruksikan kepada Ditjen Bimas 
Islam dan Urusan Haji, Kepala Badan Litbang Agama, 
Inspektur Jenderal serta Kepala Kantor Depatremen Agama 
Provinsi untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama 
dengan aparat Kejaksaan Agung, Departemen Dalam negeri, 
BAKIN dan aparatur Pemerintah Daerah serta Majelis 
Ulama Indonesia dalam rangka meningkatkan pembinaan, 
bimbingan dan pengawasan terhadap organisasi dan aliran 
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. 


Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 1 Tahun 1979, tanggal 2 Januari 1979 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar 
Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Pada 
intinya peraturan ini menegaskan bahwa penyiaran agama 
harus dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang 
rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara 
sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada 
penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang 
untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadat menurut 
agamanya. 
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Surat Edaran Menteri Agama Nomor MA / 432 / 1981 
tentang Penyelenggaraan Hari-hari Besar Keagamaan. 
Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa peringatan 
hari-hari besar keagamaan pada dasarnya hanya 
diselenggarakan dan dihadiri oleh pemeluk agama yang 
bersangkutan. Namun sepanjang tidak bertentangan dengan 
agidah / ajaran agamanya, pemeluk agama lain dapat turut 
menghormati sesuai dengan asas kekeluargaan, bertetangga 
baik dan kegotongroyongan. Bagi seorang pejabat yang 
karena jabatannya harus hadir dalam peringatan upacara 
keagamaan dari suatu agama yang tidak dipeluknya, maka 
hendaknya ia dapat menyesuaikan diri dengan bersikap 
pasif namun khidmat sehingga tidak mengganggu jalannya 
acara. 


Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri (PBM) Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Seperti telah 
diketahui bersama bahwa pada tahun 2004 atau awal 
2005 telah muncul berbagai pendapat dalam masyarakat 
di mana di satu pihak ada yang menuntut agar mencabut 
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas 
Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan 
Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Agama oleh Pemeluk- 
pemeluknya dan di pihak lain menganjurkan untuk tetap 
dipertahankannya. Pendapat-pendapat tersebut disebabkan 
karena: Pertama, SKB mengandung kalimat-kalimat yang 


196 Waryani Fajar Riyanto 


Bab III - Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan 


multi tafsir, Kedua, SKB terlalu singkat, terdiri dari 6 
(enam) pasal: Ketiga, syarat pendirian rumah ibadat belum 
jelas: dan Keempat, standar pelayanan permohonan izin 
pendirian rumah ibadat tidak diatur, sehingga permohonan 
izin tersebut tidak terukur waktu penyelesaiannya. 


Merespon perkembangan tersebut di atas, Pemerintah 
melalui Kementerian Agama telah melakukan kajian 
ulang terhadap SKB 1969 tersebut. Hasil kajian tersebut 
antara lain kehadiran SKB masih relevan, karena masalah 
pendirian rumah ibadat menjadi salah satu sebab yang 
dapat mengganggu hubungan antar umat beragama 
sehingga perlu diatur. Karena itu setelah melalui rapat 
dengan kementerian dan instansi terkait diputuskan bahwa 
SKB tersebut dipandang perlu untuk disempurnakan. 
Untuk menyempurnakan SKB tersebut, maka muncullah 
proses penyusunan Peraturan Bersama Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat. 


10)Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 
2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, 
Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri). 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri ini berisi 
tentang peringatan dan perintah kepada penganut 
anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah 
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Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk 
menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang 
menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu 
penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan 
segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, 
juga berisi tentang peringatan dan perintah kepada warga 
masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat 
beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan 
bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/ 
atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, 
dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia 
(JAI). Dikeluarkannya SKB tersebut merupakan tindak 
lanjut dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1/PNPS/1965 yang menyatakan: Barangsiapa 
melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah 
dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu 
di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ 
Jaksa Agung Dan Menteri DalamNegeri. 


Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
Dan Pendirian Rumah Ibadat ini, di tingkat Pusat, akan 
dikoordinasikan secara teknis melalui dua badan organik 
di Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. 
Di Kementerian Agama, melalui Pusat Kerukunan Umat 
Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian 
Agama RI. Adapun di Kementerian Dalam Negeri, melalui 
Seksi Kerukunan Umat Beragama, Subdirektorat Fasilitasi 
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, 
Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, 
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum 
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Kementerian Dalam Negeri RI. Adapun di daerah, akan 
dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi (Subbag Ortala dan KUB) dan Kantor Kementerian 
Agama Kabupaten/Kota (Subbag TU) dengan Pemda 
Provinsi dan Pemda Kabubaten/Kota (Kesbangpol). 


11)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Dalam Negeri. 


Pasal 145: 


Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 
menyelenggarakan funssi: 


a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan 
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan 
penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan 
wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan 
kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku 
dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: 


b. pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan 
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi 
organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan 
pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan 
kebangsaan dan ketahanan nasional, — pembinaan 
kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku 
dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, 
serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan: 

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan 
penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan 
wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan 
kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku 
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dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, 
serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan: 


pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan 
penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan 
wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan 
kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku 
dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, 
serta fasilitasi penanganan konflik sosial. 


Pasal 215: 


Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, 
menyelenggarakan funssi: 


a. 


pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi ketahanan 
ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan 
ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan 
seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan: 

pelaksanaan pembinaan umum di bidang ketahanan 
ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan 
ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan 
seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan: 

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan 
kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, 
ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan: 


pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan 
kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, 
ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan. 
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Pasal 234: 


Subdirektorat Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan, dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, menyelenggarakan 

funssi: 

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang 
koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: 


b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa: 

Cc. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi 
di bidang kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: dan 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 
dan pelaporan di bidang kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 


Pasal 236 ayat (1): 


Seksi Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 235 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan 
pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 
dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta 
fasilitasi di bidang kerukunan umat beragama. 


12)Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 
42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Agama, BAB XV: Pusat, mulai Pasal 877-889, 
dijelaskan tentang tugas dan fungsi Pusat Kerukunan Umat 
Beragama (PKUB): 
Pasal 877 


(1) Pusat Kerukunan Umat Beragama merupakan unsur 
pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama yang 
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berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 
Agama melalui Sekretaris Jenderal. 


(2) Pusat Kerukunan Umat Beragama dipimpin oleh seorang 
Kepala. 


Pasal 878 


Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang 
kerukunan umat beragama sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 


Pasal 879 


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 878, Pusat Kerukunan Umat Beragama 
menyelenggarakan fungsi: 


(1) perumusan kebijakan, rencana operasional di bidang 
kerukunan umat beragama, 


(2) koordinasi pelaksanaan program di bidang kerukunan 
umat beragama: 


(3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di 
bidang kerukunan umat beragama: 


(4) pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan, 


(5) koordinasi pelaksanaan program pencegahan dan 
penanganan masalah kerukunan umat beragama: 


(6) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 
kerukunan umat beragama, dan 


(7) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 


Pasal 880 


Susunan organisasi Pusat Kerukunan Umat Beragama terdiri 
atas: 


(1) Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga 
Keagamaan 
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(2) Bidang Harmonisasi Umat Beragama 
(3) Subbagian Tata Usaha: dan 
(4) Kelompok Jabatan Fungsional 


Pasal 881 


Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga 
Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, 
standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, dan evaluasi 
di bidang bina lembaga kerukunan agama dan lembaga 
keagamaan. 


Pasal 882 


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 881, Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan 

Lembaga Keagamaan menyelenggarakan fungsi: 

(1) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
bina lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan: 


(2) penyusunan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria di bidang bina lembaga kerukunan agama dan 
lembaga keagamaan: 

(3) penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang bina 
lembaga kerukunan agama dan lembaga keagamaan: 

(4) penyiapan bahan koordinasi pencegahan masalah 
ketidakharmonisan umat beragama: 

(5) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan 
supervisi di bidang bina lembaga kerukunan agama dan 
lemaaga keagamaan: dan 

(6) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di 
bidang bina lembaga kerukunan agama dan lembaga 
keagamaan. 
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Pasal 883 


Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga 
Keagamaan terdiri atas: 


(1) Subbidang Forum Kerukunan Umat Beragama: dan 
(2) Subbidang Lembaga Keagamaan 


Pasal 884 


(1) Subbidang Forum Kerukunan Umat Beragama mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, 
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta 
laporan pengembangan forum kerukunan umat beragama. 


(2) Subbidang Lembaga Keagamaan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, 
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta 
laporan penguatan lembaga keagamaan. 


Pasal 885 


Bidang Harmonisasi Umat Beragama mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, 
bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang harmonisasi umat 
beragama. 


Pasal 886 


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 885, Bidang Harmonisasi Umat Beragama 
menyelenggarakan fungsi: 


(1) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 
harmonisasi umat beragama: 


(2) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria di bidang harmonisasi umat beragama: 


(3) penyiapan bahan pelaksanaan program di bidang 
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harmonisasi umat beragama: 


(4) penyiapan bahan koordinasi penyelesaian masalah 
ketidakharmonisan umat beragama: 


(5) pengembangan komunikasi terhadap aliran kepercayaan: 

(6) penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
harmonisasi umat beragama: dan 

(7) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di 
bidang harmonisasi umat beragama. 


Pasal 887 


Bidang Harmonisasi Umat Beragama terdiri atas: 


(1) Subbidang Pengembangan Dialog dan Wawasan 
Multikultural: dan 


(2) Subbidang Penanganan Isu Kerukunan. 


Pasal 888 


(1) Subbidang Pengembangan Dialog dan Wawasan 
Multikultural mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, 
penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan 
teknis dan supervisi, serta laporan pengembangan dialog 
dan wawasan multikultural. 


(2) Subbidang Penanganan Isu Kerukunan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, 
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta 
laporan penanganan isu kerukunan. 


Pasal 889 


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 
pelayanan urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, 
ketatalaksanaan, keuangan, barang milik — negara, 
kerumahtanggaan, kearsipan, data dan dokumentasi pusat. 


Waryani Fajar Riyanto 205 


13) 


14) 


206 


Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 


Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 905/117/SJ/Januari Tahun 2017 Tentang 
Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Point 2, Sehubungan 
dengan hal tersebut, pendanaan bagi FKUB dapat dianggarkan 
dalam APBD melalui belanja hibah dengan mempedomani 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari APBD serta peraturan perundang-undangan 
lain dibidang keuangan daerah". 


Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 
25 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran 
Bantuan Pemerintah Dalam Program Kerukunan Umat 
Beragama. Petunjuk Teknis (Juknis) tersebut menjelaskan 
bahwa kerukunan umat beragama itu merupakan salah 
satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan 
pembangunan nasional dan keutuhan bangsa. Dalam Surat 
tersebut dijelaskan tentang dua jenis bantuan pemerintah, 
yaitu Bantuan Operasional yang diberikan kepada FKUB 
dan Bantuan Desa Sadar Kerukunan yang diberikan kepada 
FKUB untuk memfasilitasi kegiatan kerukunan umat 
beragama. Terkait dengan program Desa Sadar Kerukunan 
tersebut, dapat dipadukan dengan program-program Desa 
Damai yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
RI Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas 
Penggunaan Dasa Desa Tahun 2020. 
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15) Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2233 /SJ/ BMVII.1/ 
BA.02/ 04/ 2020 tentang Bantuan Sembako Untuk 
Marbot Masjid. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa 
FKUB Provinsi dapat menyampaikan permohonan bantuan 
yang ditujukan kepada Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 
Kementerian Agama yang tembusannya disampaikan 
kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). 
Bantuan tersebut berupa paket sembako yang disediakan 
untuk 100 masjid di masing-masing Provinsi Wilayah FKUB. 


16) Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2234 /SJ/ BMVII.1/ 
BA.0O2/ 04/ 2020 yang terkait tentang Permohonan 
Keikutsertaan FKUB Dalam Penanganan Dampak 
Covid-19 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi seluruh 
Indonesia, Wali Kota seluruh Indonesia, dan Bupati seluruh 
Indonesia. Kebijakan tersebut diambil untuk mengantisipasi 
perkembangan dampak Covid-19 terutama dampak dari sisi 
dimensi spiritual, sehingga perlu penanganan agama untuk 
penguatan mental dan pemahaman keagamaan masyarakat 
dari tokoh-tokoh agama. 


17) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 450/3006/SJ Tentang Pembentukan dan 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
Tanggal 28 April 2020. Dalam rangka menjaga harmoni 
kebangsaan dan kerukunan umat beragama dan mendukung 
kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 serta 
pencegahan penyebaran Covid-19, disampaikan beberapa 
hal: 


1. Sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 5 
huruf b disebutkan bahwa "Konflik dapat bersumber dari 
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perseteruan antar umat beragama dan /atau inter umat 
beragama, antar suku, dan antar etnis" 


Guna efektivitas pelaksanaan tugas kepala daerah dalam 
pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagaimana 
dimaksud dalam PBM Tahun 2006, maka diperlukan 
dukungan masyarakat dan perwakilan majelis-majelis 
agama yang tergabung dalam FKUB. 


. Sampai Tahun 2020, FKUB telah terbentuk di 34 Provinsi, 


410 Kabupaten dan 98 Kota, masih ada & Kabupaten 
yang belum terbentuk, yaitu di Provinsi Sumatera Barat 
(Kabupaten Tanah Datar dan Pesisir Selatan), Provinsi 
Papua (Kabupaten Pucak Jaya, Dogiyai, dan Nduga) dan 
Provinsi Papua Barat (Kabupaten Pegunungan Arfak). 

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan pemerintah 
daerah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 
a. Secara khusus bagi daerah yang belum memiliki 
FKUB supaya memberikan prioritas untuk mendorong 
dan memfasilitasi pembentukan dan selanjutnya 
menyampaikan pencapaiannya kepada Menteri Dalam 
Negeri dan Menteri Agama dalam waktu yang tidak 
lama: b. Mendorong pengurus FKUB untuk menjaga 
netralitas serta berperan aktif dalam menciptakan 
suasana rukun dan damai untuk mendukung kelancaran 
Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020: c. Melakukan 
pemberdayaan FKUB dalam rangka pemeliharaan 
kerukunan umat beragama dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: penguatan kelembagaan FKUB 
(pendanaan, dukungan sarana dan prasarana serta 
pembinaan) dan peningkatan pelaksanaan peran dan 
fungsi FKUB: melakukan pengawasan dan pelaporan 
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mengenai pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat 
beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan 
pendirian rumah ibadat sesuai yang diatur pada Pasal 
23 dan 24 PBM Tahun 2006: dan laporan sebagaimana 
dimaksud disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan 
Januari dan Juli atau sewaktu waktu jika dipandang 
perlu. 


5. Disamping pemeliharaan kerukunan umat beragama, 
FKUB diharapkan dapat menjadi fasilitator penyampaian 
pesan-pesan kebijakan strategis pemerintah yang 
dilakukan oleh tokoh dari masing-masing majelis agama 
kepada umatnya. 


18) Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 
Tentang Panduan Penyelanggaraan Kegiatan Keagamaan di 
Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif 
dan Aman Covid di Masa Pandemi. Surat Edaran tersebut 
adalah sebagai respon atas kerinduan umat beragama 
untuk kembali melaksanakan ibadah di rumah ibadat 
masing-masing agama dengan tetap mentaati protokol 
kesehatan, terutama dalam rangka pencegahan persebaran 
Covid-19 dan perlindungan masyarakat dari risiko ancaman 
dampaknya. Rumah Ibadat harus menjadi contoh terbaik 
pencegahan persebaran Covid-19. 

19) Surat Edaran Menteri Agama Nomor B-2466 / SJ / B.VII.1 
/ BA.O2 / 06 / 2020 tanggal 5 Juni 2020 terkait Sosialisasi 
Surat Edaran MenteriAgama Nomor 15 Tahun2020tentang 
Panduan Penyelanggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah 
Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan 
Aman Covid di Masa Pandemi. Dalam surat edaran tersebut 
disampaikan agar Ketua FKUB Provinsi dan Kabupaten/ 
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Kota se-Indonesia dapat mensosialisasikannya kepada 
masyarakat, melakukan koordinasi kepada Pemerintah 
Daerah/Kepala Kanwil Kemenag Provinsi/Kepala Kantor 
Kemenag Kabuapten/Kota dan Ketua Gugus Tugas Covid 
19 setempat, dan mendorong masing-masing rumah ibadat 
untuk membuat SOP-nya. 

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2020 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang 
Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020- 
20204, 


Pasal 2: 


210 


Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas (a) Narasi 
Rencana Strategis Kementerin Agama Tahun 2020-2024, 
tercantum dalam Lampirn I. Pada halaman 24 disebutkan 
bahwa dalam pengukuhan suasana kerukunan hidup umat 
beragama yang harmonis, salah satu programnya adalah 
optimalisasi dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 
Kerukunan Umat Beragama. Bahwa, “Upaya lain yang sedang 
dilakukan Kementerian Agama adalah bekerja sama dengan 
kementerian dan lembaga terkait dalam peningkatan status 
hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 
Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat menjadi Perpres." 
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LANDASAN FILOSOFIS, 
YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN 
KOMPARATIF 


Penyusunan Peraturan Presiden Tentang Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini mengacu pada 
beberapa landasan pemikiran sebagai berikut: 


A. Pertimbangan Filosofis (Kebebasan Beragama dan 
Kerukunan Beragama) 


Perbedaan dan keragaman paham dan ajaran agama 
adalah sebuah kenyataan hakiki. Oleh karena itu, keberagaman 
tidak boleh dihapus atau dilarang oleh negara. Tapi, ketika 
ekspresi keagamaan yang beragam itu memasuki wilayah 
publik, maka memerlukan pengaturan negara melalui Perpres 
ini. Misalnya, “ibadah" adalah wilayah internum setiap agama. 
Namun, “mendirikan rumah ibadat" adalah wilayah eksternum, 
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sehingga harus diatur oleh negara melalui peraturan tentang 
kerukunan umat beragama agar terwujud ketertiban umum. 
Landasan filosofis yang dikedepankan dalam penyusunan 
Perpres ini mengacu pada konsep yang dinamis antara 
Ketuhanan (Sila 1 Pancasila) dan Keadaban (Sila 2 Pancasila), 
antara ber-Tuhan secara kebudayaan, antara pelindungan 
dan kebebasan, antara semangat keagamaan dan komitmen 
keagamaan, antara hak internum dan hak eksternum, antara 
substansi agama dan formal agama, antara kebebasan beragama 
dan kerukunan beragama, antara ibadah dan mendirikan tempat 
ibadah, dan antara hak beragama dan kewajiban menghormati 
pemeluk agama lain. Artinya, seperti sekeping mata uang 
logam yang ada dua sisinya, negara menjamin kebebasan 
beragama di satu sisi, namun di sisi lainnya negara juga 
harus mewujudkan kerukunan beragama. Apabila diberikan 
penekanan pada aspek kebebasan umat beragama saja dan 
mengabaikan aspek kerukunan umat beragama, maka akan 
menimbulkan ketidaktertiban sosial. Oleh karena itu, negara 
perlu menerbitkan sebuah Perpres yang menjaga kerukunan 
umat beragama. 


B. Pertimbangan Yuridis (Internum dan Eksternum) 


Di Indonesia, belum ada peraturan yang bersifat organik 
yang mengatur kerukunan umat beragama, yang berasal dari 
turunan UUD 1945 (Pasal 28J Ayat 2) dan UU, kecuali Perpres 
Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat ini. Sehingga Perpres tersebut dapat masuk ke dalam 
tata uturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena 
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itu, Negara (Presiden) berkewajiban membuat Perpres tentang 
kerukunan umat beragama sebagai turunan dari UU di atasnya 
tersebut. Perpres tersebut akan memberikan wewenang kepada 
negara untuk menjaga ketertiban sosial antar umat beragama. 
Selain itu, Perpres tersebut akan menjadi hukum positif yang 
mewajibkan setiap warga negara untuk tunduk dan taat pada 
satu perangkat hukum yang ditaati bersama oleh semua umat 
beragama. 


Secara yuridis, berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 28 E (1) 
yangberbunyi, “Setiaporang bebasmemelukagamadanberibadat 
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di 
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” 
dan Pasal 29 ayat (2), “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, maka 
negara menjamin kebebasan beragama. Namun demikian, 
haruslah dibedakan antara ekspresi kebebasan beragama 
secara individual (forum internum) yang merupakan hak yang 
tidak bisa dikurangi (non-derogable right) dengan ekspresinya 
di ranah publik (forum externum) yang merupakan hak yang 
bisa dikurangi atau dibatasi (derogable right) melalui instrumen 
peraturan perundang-undangan. Hak 'ibadah' adalah ranah 
internum, namun hak 'mendirikan rumah ibadah' adalah ranah 
externum. Oleh karena itu, kebebasan beragama di wilayah 
eksternum (termasuk pendirian rumah ibadah) dapat dibatasi 
pengaturannya sebagaimana yang dimanatkan dalam UUD 
1945 Pasal 28J ayat (2), bahwa Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan 
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- 
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mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
dan keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat 
demokratis. Perpres ini dalam rangka memberikan “pembatasan" 
yang proporsional atas kebebasan beragama tersebut dengan 
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 
memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, dan keamanan, serta ketertiban umum. 


Kita lihat sekarang Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang- 
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, 
yang berbunyi: 

Pasal 22 

Ayat (1): 


Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan 
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 


Ayat (2): 


Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 
dan kepercayaannya itu. 


Kebebasan beragama yang dijelaskan dalam UU tentang 
HAM di atas, harus diselaraskan dengan kerukunan beragama 
yang terdapat dalam Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat ini. Maka, tidak ada satu pasalpun 
dalam Perpres ini yang membatasi kebebasan setiap orang 
untuk memeluk agama atau beribadat menurut agamanya, atau 
dengan kata lain tidak ada satu pasalpun yang bertentangan 
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dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan 
sebaliknya, ketentuan pasal-pasal dalam Perpres ini justru lebih 
mencerminkan dan mengacu kepada ketentuan dalam Undang- 
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Asasi Manusia. 
Hal ini tercermin dalam Konsideran Menimbang Perpres ini 
huruf d yang berbunyi: 

“huruf (a): bahwa hak beragama adalah hak azasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun: 


huruf (b): bahwa setiap orang bebas memilih agama dan 
beribadat menurut agamanya: 

huruf (c): bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu: 

huruf (d): Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha 
penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk- 
pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai 
agama, serta tidak menggangu ketentraman ketertiban umum. 


Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala 
Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
Pendirian Rumah Ibadat ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 
18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang 
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dapat 
dipahami bahwa: 

“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau 

kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan 

berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi 


keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau 
hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain". 
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Jadi, Perpres ini tidak hendak membatasi kebebasan 
beragama apalagi menciptakan intoleransi beragama, namun 
justru memberikan batasan kebebasan beragama tersebut 
berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang 
lebih kuat, untuk melindungi hak-hak dan kebebasan beragama 
orang lain, agar tercapai ketertiban dan kedamaian sosial serta 
kerukunan nasional. 


C. Pertimbangan Sosiologis 


Secara sosiologis, posisi agama sangat vital dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia dan masyarakat Indonesia 
adalah masyarakat yang rukun. Tapi, Indonesia bukanlah 
negara agama, namun negara yang beragama yang berdasar 
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitupun, Islam dianut 
oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi, Indonesia 
bukan negara Islam. Sukarno, pada Sidang BPUPKI tanggal 1 
Juni 1945 pernah menyampaikan “Yang Kristen menyembah 
Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petujuk 
Nabi Muhammad SAW., orang Buddha menjalankan ibadahnya 
menurut kitab-kitab yang ada padanya, tetapi masilah kita semua 
ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ber-Tuhan. Hendaknya 
Negara Indonesia ialah negara-negara yang tiap-tiap orangnya 
dapat menyembah Tuhan dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat 
hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 
“egoime-agama”. Konsep ber-Tuhan secara berkebudayaan 
tersebut senyatanya adalah memadukan antara prinsip- 
prinsip agamis dan sosiologis. 

Jadi, masing-masing pemeluk agama memperoleh 
hak yang sama dalam menjalankan kebebasan agamanya di 
Indonesia. Namun di sisi lain, masing-masing umat beragama 
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tersebut juga berkewajiban mewujudkan kerukunan beragama 
di Indonesia. Meskipun begitu, seiring perkembangan 
masyarakat Indonesia dari era Orde Lama, Orde Baru hingga 
Orde Reformasi ini, terdapat beberapa konflik bernuansa agama 
terkait tentang penodaan agama, intoleransi agama, minoritas 
dan mayoritas,”? dan pendirian rumah ibadat. Oleh karena itu, 
masyarakat memerlukan sebuah aturan hukum yang menjadi 
kesepakatan bersama bagi semua komponen masyarakat 
terkait kerukunan umat beragama. Aturan hukum itu akan 
menjamin keterpaduan secara organik antar seluruh komponen 
masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 
adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, penyuluh agama, dan 
sebagainya, agar tercapai kerukunan nasional. Keberagaman 
dalam agama tersebut disadari oleh banyak pihak mengandung 
potensi destruktif sehingga diperlukan pengaturan untuk 
mengelola kehidupan keagamaan yang heterogen tersebut 
melalui kerukunan umat beragama. Meskipun berbagai 
pemeluk agama memiliki perbedaan penafsiran terhadap 
teks-teks Kitab Suci, nilai-nilai kebersamaan dan kerukunan 
sesuai dengan kearifan lokal mereka (local wisdoms), namun 
perbedaan dalam ranah ini belum terwadahi dalam sebuah 
aturan hukum tentang kerukunan. Oleh karena itu, dibutuhkan 
adanya sebuah aturan hukum dimana masing-masing pemeluk 
agama merasa terayomi dan terlindungi serta terlayani. Dalam 
konteks sosiologisnya, untuk mewujudkan kerukunan umat 
beragama tidak hanya memakai aturan yang bersifat legal 
formal saja, namun juga legal sosial (kearifan lokal). 


7 Insiden Konflik Tolikara merupakan konflik yang terjadi karena 
sikap intoleran Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang didukung oleh elit 
politik lokal selaku kelompok mayoritas, bersikap sangat “mengebiri” hak- 
hak minoritas umat beragama lainnya (Zainuddin Daulay dkk, 2015). 
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Pertimbangan sosiologis Perpres Tentang Tugas 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini didasarkan 
pada kenyataan di dalam masyarakat bahwa setiap agama/ 
keyakinan dalam masyarakat memiliki ajaran-ajaran substantif 
dan etik yang bertujuan luhur untuk mewujudkan kehidupan 
beragama yang bebas dan saling menghormati. Selain itu, kunci 
terwujudnya kerukunan itu justru ada dan bermula dari daerah, 
dari Desa, ke Kecamatan, ke Kabupaten/Kota, hingga ke 
Provinsi. Kenyataan sosiologis yang lain menunjukkan bahwa 
terjadi problema dalam mewujudkan kerukunan antar umat 
beragama di daerah tersebut adalah praktik intoleransi dan 
diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok, perorangan, dan 
badan/lembaga tertentu terhadap kelompok umat beragama. 
Oleh karena itu, secara sosiologis, masyarakat memerlukan 
sebuah aturan hukum yang menjadi kesepakatan bersama 
bagi semua komponen masyarakat, sehingga keterpaduan 
secara organik antar seluruh komponen masyarakat tercapai 
(eguilibrium). Keberagaman masyarakat Indonesia disadari 
oleh banyak pihak mengandung potensi destruktif sehingga 
diperlukan pengaturan untuk mengelola kehidupan keagamaan 
yang heterogen tersebut. 


D. Pertimbangan Komparatif 


Pertimbangan pada tataran komparatif adalah 
melihat sejauh mana bangsa-bangsa lain di dunia mengatur 
kemajemukan dan kerukunan umat beragamanya. Dalam 
penyusunan Perpres ini, tim penyusun mempelajari pengalaman 
sejumlah negara dalam hal pengaturan umat beragama mereka. 
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Di Singapura, misalnya, mengingat komposisi demografi 
keagamaan, Maintenance of Religious Harmony Act atau 
pemeliharaan kerukunan beragama dibuat untuk melindungi 
minoritas agar tetap bisa hidup berdampingan secara damai. Di 
Malaysia, budaya Melayu menjadi nilai dominan yang mendasari 
hukum pelindungan kelompok minoritas. Pemerintah memiliki 
perangkat hukum yang disebut Internal Security Act (ISA) atau 
Akta Keselamatan Dalam Negeri, setelah konflik bernuansa 
rasial terjadi tahun 1960-an. Akta ini menjamin keamanan 
dalam negeri dengan mengatur hubungan antar etnis dan 
agama seperti antara etnis Melayu yang mayoritas dengan 
etnis minoritas Cina dan India. Tahun 2012, ISA digantikan 
oleh perangkat hukum lainnya yang disebut Security Offences 
(Special Measures) Act. Meskipun ISA yang pertama digunakan 
pada tahun 1960-an banyak dikritik masyarakatnya, perangkat 
hukum tersebut telah dianggap cukup efektif menjaga stabilitas 
politik negara tersebut. Perangkat hukum yang terakhir 
digunakan untuk mengatur materi ceramah-ceramah agama di 
rumah-rumah ibadah agar sesuai dengan kebijakan pemerintah 
Malaysia. 


Sementara di Australia, multikulturalisme, atau faham 
tentang pluralitas budaya, mendasari kebijakan pemerintah 
dalam menangani keberagaman agama dan budaya masyarakat 
pendatang di negeri Kanguru itu. Seperti di negara-negara 
persemakmuran lainnya (Commonwealth Nations), Australia 
misalnya memiliki kebijakan untuk menghargai keberagaman 
baik ras, suku dan agama, dengan syarat tidak mengganggu 
keberadaan nilai-nilai umum di masyarakat Australia: “Religious 
freedom has a value in the Commonwealth constitution only in 
so far as the practise of such freedom does not offend against 
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the accustomed community rights of other Australians”. Artinya, 
kebebasan beragama mendapatkan tempat dalam konstitusi 
Commonwealth hanya selama kebebasan beragama itu tidak 
mencederai hak-hak yang menjadi kebiasaan masyarakat 
Australia lainnya). 


Australia mengacu kepada UU yang mengatur 
diskriminasi ras, yaitu menyediakan pelindungan terhadap 
diskriminasi berdasarkan agama yang bertajuk The Racial 
Discrimination Act 1975 (Cth) (RDA). Melalui RDA ini, diskriminasi 
langsung atau tidak langsung berlandaskan ras adalah sebuah 
pelanggaran hukum, seperti perilaku yang menyinggung di 
depan umum, penghinaan, atau mengintimidasi seseorang 
atau kelompok masyarakat. Jika sebuah kelompok keagamaan 
dianggap sebagai sebuah ras atau kelompok etnis, RDA tersebut 
juga memberikan pelindungan dari diskriminasi dalam situasi 
tertentu. Artinya, kelompok keagamaan seperti Islam yang 
umumnya dibawa oleh imigran dari Timur Tengah masuk dalam 
kategori yang dilindungi oleh RDA tersebut selama mereka 
tunduk pada hukum yang berlaku di Australia. 
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BAB V 


JANGKAUAN, 
ARAH PENGATURAN, DAN 
RUANG LINGKUP 


A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 


1. Judul Peraturan Presiden Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat 


Peraturan Presiden Tentang “Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat” ini berasal dari nama PBM 
2006 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat. Untuk kepentingan penamaan 
Perpres, kalimat “pedoman pelaksanaan" tersebut kemudian 
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dihilangkan, sebab kalimat itu biasanya digunakan untuk 
peraturan yang bersifat teknis-setingkat peraturan menteri. 
Selain itu juga untuk mempersingkat penamaan Perpres tanpa 
menghilangkan substansi isinya. 


Jaminan terhadap hak beragama di Indonesia secara 
garis besar tercantum dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 2, 
diperkuat dengan penambahan pasal 28E. Hak beragama 
tersebut harus dibatasi dengan kewajiban menghormati 
hak orang lain, pasal 28J (Amandemen). Pelindungan umat 
beragama juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 alinea empat. Hak kebebasan beragama tersebut 
dapat dibatasi pengaturannya sebagaimana yang dimanatkan 
dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (2), yang dimaksudkan untuk 
melindungi moral, nilai-nilai agama, keagamanan, dan ketertiban 
umum, demi terwujudnya kerukunan umat beragama. Selain 
itu, komitmen para pendiri bangsa (the founding fathers) untuk 
menjadikan bangsa yang majemuk ini sebagai bangsa yang 
rukun dan damai, tersirat dalam semboyan negara “Bhinneka 
Tunggal Ika” Kendati konstitusi dan semboyan Indonesia 
memberikan jaminan dan pelindungan kehidupan beragama 
kepada semua warga negara, tetapi dalam sejarah perjalanan 
Indonesia hingga kini konstitusi dan peraturan yang ada 
dipandang belum memadai, khususnya yang mengatur tentang 
kerukunan umat beragama. 

Beberapa kasus konflik keagamaan dan kebijakan 
pemerintah terhadap kasus tersebut dipandang sebagai 
pemihakan atau pembiaran oleh sebagian kalangan.” 


79 Richard Daulay, Kristenisasi dan Islamisasi: Umat Kristen dan 
Kebangkitan Islam Politik pada Era Reformasi di Indonesia (Jakarta: BPK 
Gunung Mulia, 2014), halaman 8. 
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Sementara pihak lain memandangnya sebagai bentuk 
peminggiran umat tertentu sebagai ketidakadilan.8 Merujuk 
pada kajian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian 
Agama pada tahun 2013, misalnya, bahwa para pemuka agama 
berbagai agama melihat konflik keagamaan ini, seperti konflik 
tentang pendirian rumah ibadat, sebagai akibat dari kekosongan 
peraturan perundang-undangan organik dan penegakan aturan 
dalam melindungi umat dan sarana peribadatan serta keyakinan 
dalam menjalankan agama masing-masing. Oleh karena itu, 
sebagaian besar tokoh agama (83,172) menghendaki supaya 
pemerintah membuat peraturan tentang kerukunan umat 
beragama sekaligus mengusulkan komponen-komponen apa 
yang perlu diatur.?! 


Di sisi lain, pernah ada sebuah Naskah Akademik 
dan Rancangan Undang-Undang (bukan Perpres) tentang 
kerukunan yang dikeluarkan oleh Deputi Perundang-Undangan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan judul 
“((Rancangan) Undang-Undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama”. 
Judul tersebut oleh sebagian kalangan dipandang tidak tepat, 
karena konstruksi pemikiran dalam rancangan judul tersebut 
tidak berbasis pengalaman lapangan tentang situasi dan kondisi 
keberagamaan yang selama ini berlangsung di Indonesia. 
Berbeda dengan Perpres Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 


80 Tengku Zulkarnain, MUI Nilai Pemerintah Gagal Atasi Kasus 
Keagamaan, 2014, http://khazanah.republika.co.id. 

81 Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang 
Kehidupan Keagamaan, Pendangan Pemuka Agama tentang Urgensi 
Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama di Indonesia (Jakarta: Puslitbang 
Kehidupan Keagamaan, 2015), halaman 36. 
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dan Pendirian Rumah Ibadat ini, yang berasal dari aspirasi nyata 
dari tokoh-tokoh agama dan masyarakat, khususnya yang 
tergabung dalam FKUB seluruh Indonesia. Selain itu, RUU KUB 
tersebut terkesan merefleksikan konstruksi pemikiran bahwa 
kerukunan umat beragama merupakan design negara yang 
harus ditegakkan oleh para pemeluk agama. Dalam konteks ini, 
RUU Kerukunan Umat Beragama itu tidak berlanjut karena saat 
itu, kerukunan belum dipandang sebagai suatu yang terbentuk 
melalui prakondisi-prakondisi kehidupan keberagamaan yang 
terjamin dan terlindungi secara baik. Berbeda dengan kondisi 
hari ini, dengan moderasi beragama, bahwa kerukunan menjadi 
kebutuhan nyata untuk mewujudkan Indonesia maju. 


Atas dasar pertimbangan tersebut, maka naskah 
akademik ini memilih untuk mengusulkan Peraturan Presiden 
(Perpres) dengan judul, yaitu: Tugas Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat. Usulan dimaksud selanjutnya 
disebut Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Tentang 
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dengan judul 
tersebut, Perpres ini diharapkan berfungsi untuk menguatkan 
peran Pemda dan pemberdayaan FKUB. 


2. Ketentuan Umum 


Pada Bagian Ketentuan Umum dalam Raperpres ini 
diuraikan berbagai istilah yang sering disebut dalam pasal-pasal 
Raperpres tersebut. Penjelasan istilah tersebut dimaksudkan 
untuk memberikan batasan pengertian atau definisi dari istilah 
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yang digunakan, serta untuk memberikan makna dalam istilah 
yang digunakan oleh pembentuk peraturan. Pengertian dan 
pendefinisian yang diajukan dalam Ketentuan Umum tidak 
saja mengandung penjelasan etimologis dan terminologis dari 
sisi kebahasaan, tapi lebih dalam dari itu juga menggambarkan 
pilihan konseptual dan paradigmatik atas pengertian setiap 
istilah tersebut. 


Istilah-istilah yang penting untuk dikemukan pada Bab 
| Ketentuan Umum Raperpres Tentang Tugas Kepala Daerah/ 
Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadat adalah sebagai berikut: 


1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan 
sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling 
pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan 
dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Tahun 1945. 


2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya 
bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang 
pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. 


3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri 
tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi 
para pemeluk masing-masing agama secara permanen, 
tidak termasuk tempat ibadat keluarga. 


4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya 
disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah 
bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan 
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agamaoleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, 
berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah 
setempat serta bukan organisasi sayap partai politik. 


5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama 
baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak 
memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati 
oleh masyarakat setempat sebagai panutan. 


6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya 
disingkat FKUB, adalah forumyang dibentukoleh masyarakat 
dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, 
memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk 
kerukunan dan kesejahteraan. 


7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang 
dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau 
pengurus rumah ibadat. 


8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya 
disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh 
bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat. 


3. Asas dan Tujuan 


Asas merupakan prinsip yang menjadi landasan bagi 
pengaturan kehidupan beragama berupa kerukunan umat 
beragama. Asas yang menjiwai pengaturan kerukunan umat 
beragama ini ada tiga (3), yaitu toleransi, kesetaraan, dan 
kerjasama. Ketiganya adalah hubungan konsekuensi antara 
satu dengan yang lain. Dengan terciptanya toleransi, maka 
muncullah kesetaraan. Dengan kesetaraan, maka timbullah 
kerjasama. Berikut ini penjelasannya: 


1) Toleransi. Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi 
saling menerima dan menghargai perbedaan. Dalam 
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penghayatan yang lebih bersifat individual, pelampauan 
diri ke arah kerukunan dan universalitas sebenarnya telah 
tertuang secara inheren dalam konsep mengenai 'toleransi' 
Dalam pemahaman yang normatif konvensional, toleransi 
sebagaimana disebutkan oleh Sara Bullard dapat dipahami 
sebagai: 
"Away of thinking, feeling, and acting that gives us peace in our 
individuality, respect for those unlike us, the wisdom to discern 
humane values and the courage to act upon them”? (Metode 
/cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang memberikan 
ketenangan/kedamaian, menghormati mereka yang berbeda 


dengan kita, kebijaksanaan untuk memahami nilai-nilai 
kemanusiaan, dan keberanian untuk bertindak atas mereka). 


Definisi yang diajukan oleh Bullard di atas, sepintas memang 
memberikan nuansa positif yang mendorong ke arah 
bentuk-bentuk penghargaan akan nilai-nilai kerukunan dan 
harmoni. Namun demikian definisi itu kurang mengungkap 
aspek yang lebih dalam mengenai apa itu toleransi. Pada 
mulanya ide toleransi berakar pada konsep Latin yang 
sebenarnya menunjuk pada semacam kemampuan fisik 
untuk 'menangung' hal-hal yang kurang disenangi. Baru 
pada abad ketujuh belas, ide ini kemudian berkembang 
dalam penggunaan yang berkaitan dengan hubungan antara 
agama, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan dari 
prinsip cuius regio, eius religio, (barang siapa yang menguasai 
suatu negeri berhak menetapkan agamanya atas penduduk 
negeri itu). 


82 Sara Bullard, Teaching Tolerance (New York: Doubleday, 1996), 
page 34. 
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Pemikir filsafat Thomas Scanlon dalam bukunya The Difficulty 
of Tolerence, merumuskan bahwa toleransi berkaitan dengan 
kesadaran moral yang dapat dimengerti dengan pertanyaan 
'what we owe to each other' atau 'kita berhutang apa dari 
sesama kita”? Dalam pemikiran Scanlon: 


“Tolerance reguires us to accept people and permit their practices 
even when we strongly disapprove of them. Tolerance thus 
involves an attitude that is intermediate between wholehearted 
acceptance and  unrestrained  opposition”'4 (Toleransi 
mensyaratkan kita untuk menerima dan merelakan yang lain 
menjalankan hal-hal yang bahkan tak kita sepahami. Toleransi 
dengan demikian melibatkan sebuah tingkah laku intermediasi 
antara penerimaan sepenuh hati dan perasaan ketaksetujuan 
yang tak henti). 


Definisi yang dikemukan oleh Scanlon ini lebih memiliki 
kedalaman makna dan lebih jujur. Scanlon mengungkap dua 
substansi penting dalam toleransi yang saling bersitegang 
satu sama lain: perasaan untuk menerima di satu sisi dengan 
perasaan penolakan sekaligus. Seseorang menerima 
sepenuh hati sesautu yang di luar sistem nilainya, tetapi 
penerimaan itu tidak dengan sendirinya mengubah dan 
mengurangi dirinya karena dia selamanya juga bertahan. Di 
sini toleransi memiliki makna yang unik. Keunikan makna itu 
tersirat dari pandangan bahwa dengan toleransi selalu ada 
bagian dari satu pihak yang harus 'dikurangi' demi eksistensi 
pihak yang lain, yang berbeda. Toleransi mensyaratkan 
sejenis pengorbanan atau setidaknya rasa pengertian dan 
penerimaan akan yang lain. Dalam pemaknaan yang positif, 


83 Thomas Scanlon, The Difficulty of Tolerance (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996), page 11. 
84 Ibid., page 187. 
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toleransi adalah hadiah yang diberikan karena pihak atau 
kelompok itu sama dengan saya melainkan justru karena 
pihak atau kelompok itu berbeda dengan saya. Di dalam 
toleransi siapa dan sistem nilai yang saya anut justru menjadi 
lebih kuat manakala saya menerima dengan sepenuh hati 
kehadiran mereka yang berbeda dengan saya. 


Di titik inilah toleransi pada dasarnya sungguh jauh berbeda 
dengan relativisme. Dalam relativisme kita diminta menerima 
keberadaan yang lain tanpa perlu mempertahankan 
pendasaran-pendasaran kita secara utuh. Akan tetapi, di 
dalam toleransi, kita menerima yang lain sebagai fakta, 
menghargai keberadaanya, menerima sepenuh hati 
perbedaan-perbedaan yang dimungkinkannya sambil tetap 
bertahan pada pendasaran-pendasaran yang kita yakini. Di 
alam relativisme terjadi peleburan kebenaran, sementara 
di dalam toleransi yang terjadi adalah pengukuhan dan 
penguatan kebenaran tiap agama dalam perbedaannya 
yang khas. 


Pada akhirnya, perlu juga ditegaskan di sini bahwa di dalam 
toleransi otentisitas tiap agama justru terpelihara. Dengan 
itu, toleransi memiliki pengaruh ganda terhadap kebebasan 
beragama: di satu segi ia menghindarkan bentuk-bentuk 
dominasi agama oleh karena alasan-alasan kekuasaan. Pada 
segi yang lain ia menjaga setiap agama-baik yang diyakini 
oleh penganutnya yang lebih besar maupun yang lebih kecil- 
untuk bertahan pada pandangan-pandangan dan ajaran- 
ajaran asali yang diyakini. 

Kesetaraan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling 
melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama 
dengan tidak mengedepankan superioritas. Kesetaraan 
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adalah prinsip positif berupa persamaan kedudukan 
setiap orang di hadapan hukum dan pemerintahan negara, 
sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan 
adil dan terlindungi dari segala bentuk tindakan kekerasan, 
diskriminatif dan ketidak adilan. Dengan asasini, berarti setiap 
pemeluk agama (dan keyakinan) apapun memiliki kedudukan 
yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan negara, 
sebagai warga negara yang memiliki seperangkat hak yang 
dijamin dalam Konstitusi, termasuk hak untuk menjalankan 
agama (dan keyakinannya). Salah satu dimensi terpenting 
dalam prinsip keadilan adalah adanya 'perlakuan yang sama 
atau setara” (egual treatment): orang diperlakukan secara 
adil apabila ia diberi kesempatan yang sama dan di bawah 
pertimbangan keadilan yang juga sama oleh pemerintah 
atau negara sehingga dengan itu ia bisa menikmati hak-hak 
dasarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan 
beragama dan sikap religius, secara konstitusional telah 
dianggap sebagai keutamaan. Dengan itu, maka pelestarian 
dan pemenuhan hak-hak menjalankan agama, keyakinan 
serta berbagai ekspresi religius merupakan hal fundamental 
yang mesti dipenuhi oleh negara. 


Selain itu, oleh karena negara tidak mendasarkan diri pada 
suatu agama resmi, maka jelas bahwa negara mesti secara 
tegas mempraktikkan suatu pandangan atau prinsip keadilan 
yang berbasis pada sikap 'egual treatment' atau perlakuan 
yang sama dihadapan hukum terhadap semua warga dan 
semua umat beragama di bawah hukum dan konstitusi yang 
berlaku. Pandangan 'egual treatment' negara ini, lahir sebagai 


85 David Miller dalam Miller dan Walzer (ed.), Pluralism, Justice and 
Eguality (Oxford: Oxford Uni Press, 1995), page 17-20. 
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konsekuensi dari kenyataan bahwa negara Indonesia 
sendiri bernama republik. Republik mendasarkan diri pada 
pandangan bahwa res publica yakni hal-hal publik atau 
kemaslahatan bersama. Di dalam res publica kepentingan 
seluruh rakyat dalam bentuk agregatnya merupakan soko 
guru dari tujuan-tujuan pendirian negara. Lebih jauh lagi, 
dengan republik ditegaskan bahwa tujuan-tujuan negara 
diarahkan pada urusan-urusan rakyat yang bersifat umum 
dan tidak mengarah kepada suatu identitas yang khusus. Ini 
yang dalam kerangka Indonesia secara resmi didefinisikan 
bahwa 'nasionalisme Indonesia tidak berdasarkan pada 
etnis maupun agama melainkan pada paham kebangsaan: 


Dengan menempatkan nasionalisme yang berbasis pada 
paham kebangsaan, maka negara diadakan untuk mengabdi 
pada seluruh warga bangsa. Akibatnya, identitas negara 
bersifat netral dari semua agama. Negara melayani dan 
memfasilitasi semua umat beragama secara fair. Berkaitan 
dengan itu, kemestian akan prinsip egual treatment sendiri 
mesti berbasis pula pada suatu pengertian akan sifat 
inheren dari relasi inter-agama. Yakni agama-agama tidak 
dapat diperbandingkan mana yang lebih benar atau mana 
yang lebih salah. Setiap agama diakui sebagai benar dan 
memiliki kebenarannya masing-masing yang tidak dapat 
diperbandingkan apalagi dikontestasikan satu sama lain 
(incommensurability of values). Dengan pandangan demikian, 
maka sebuah kondisi plurality of values yang konkrit hanya 
dapat dijamin oleh keberadaan sebuah sistem pemerintahan 
dengan hukum yang adil. Baru dari situasi semacam inilah 
kerukunan dan harmoni baik intra maupun antara agama 
dapat dicapai. 
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3) Kerjasama. Kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif 
bergabung dengan pihaklain dan memberikan empati 
dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, 
ekonomi, budaya dan keagamaan. Senyatanya, sikap 
toleransi, kesetaraan, dan kerjasama adalah prinsip dasar 
dalam moderasi beragama (bukan moderasi agama), yaitu 
cara berpikir “ke tengah" tidak ekstrim kiri (tekstualis) dan 
ekstrim kanan (rasionalis). 


B. Ruang Lingkup Materi Yang Akan Diatur 


Materi pokok yang akan diatur dalam Raperpres Tentang 
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan 
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini, sebagai 
berikut: 


1. Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama 


Raperpres yang mengatur tentang tugas kepala 
daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama ini 
selaras dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, 


Pasal 67 huruf a: 


Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi: a. 
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
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Pasal 10 Ayat 1 Butir f: 


Pasal 10 (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)-Pasal 9 ayat (1): Urusan 
Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan 
pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 
9 ayat (2): Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya 
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat—meliputi: a. politik luar 
negeri: b. pertahanan: c. keamanan: d. yustisi: e. moneter dan 
fiskal nasional: dan f. agama. 


Pasal 25 Ayat 1 Butir c: 


Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (5)—Pasal 9 ayat (1): Urusan Pemerintahan terdiri 
atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan 
konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pasal 9 ayat (5): 
Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Presiden sebagai kepala pemerintahan— meliputi: c. pembinaan 
kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan 
golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, 
regional, dan nasional. 


Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah tersebut, urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerinahan, 
yang di daerah diwakili oleh kepada daerah, salah satunya 
memiliki tugas pembinaan kerukunan umat beragama 
untuk mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan 
nasional. Berbeda dengan bahasa UU Pemerintahan Daerah 
yang menggunakan istilah “pembinaan kerukunan” maka 
dalam bahasa Raperpres ini digunakan istilah “pemeliharaan 
kerukunan" Jadi, pemeliharaan kerukunan umat beragama 
menjadi tanggungjawab bersama umat beragama, pemerintahan 
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daerah dan Pemerintah. Pemeliharaan kerukunan umat 
beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur 
yang dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama 
provinsi. Adapun pemeliharaan kerukunan umat beragama di 
kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota 
yang dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/ 
kota. 


Tugas dan kewajiban gubernur sebagai kepada daerah 
dalam pemeliharaan kerukunan meliputi: 1) memelihara 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk 
memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di 
provinsi: 2) mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di 
provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama: 3) 
menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling 
menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama: dan 
4) membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan 
walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
dalam kehidupan beragama. Pelaksanaan tugas tersebut juga 
dapat didelegasikan kepada wakil gubernur. 


Adapun tugas dan kewajiban bupati/walikota dalam 
pemeliharaan kerukunan meliputi: 1) memelihara ketenteraman 
dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi 
terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota, 
2) mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/ 
kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama: 3) 
menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling 
menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama, 
4) membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala 
desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang 
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ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan 
beragama: dan 5) menerbitkan IMB rumah ibadat. Pelaksanaan 
tugas tersebut dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil 
walikota. Di wilayah kecamatan, dapat dilimpahkan kepada 
camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada 
lurah/kepala desa melalui camat. 


Tugas dan kewajiban camat dalam pemeliharaan 
kerukunan umat beragama meliputi: 1) memelihara 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk 
memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di 
wilayah kecamatan: 2) menumbuhkembangkan keharmonisan, 
saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di 
antara umat beragama, dan 3) membina dan mengoordinasikan 
lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
dalam kehidupan keagamaan. Sedangkan untuk tugas dan 
kewajiban lurah/kepala desa dalam pemeliharaan kerukunan 
umat beragama adalah meliputi: 1) memelihara ketenteraman 
dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya 
kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa: dan 
2) menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, 
saling menghormati, dan saling percaya di antara umat 
beragama. 


2. Forum Kerukunan Umat Beragama 


Terkait tentang peran dan fungsi FKUB, berikut ini 
adalah point-point penting penyampaian Wakil Presiden RI 
pada pertemuan di Kantor Wapres pada tanggal 10 Maret 
2020: 1) FKUB digagas dalam rangka mengawal kerukunan 
bersama dengan terbitnya PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 
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dan selama ini FKUB bukan hanya sekedar menjaga kerukunan 
umat beragama, tetapi mampu ikut serta menyelesaikan konflik 
Pilkada: 2) Memang tidak mudah untuk mengawal kerukunan 
umat beragama, sehingga saya mendorong agar FKUB diberi 
anggaran yang cukup di daerah: 3) Perumusan PBM Nomor 9 
dan 8 dilakukan dalam waktu yang cukup lama yang melibatkan 
semua Majelis-majelis Agama sehingga perumusannya betul- 
betul mempertimbangkan segala aspek dalam rangka menjaga 
kerukunan umat beragama, 4) FKUB hanya terbentuk ditingkat 
daerah, namun ada keinginan FKUB untuk di bentuk di Pusat, 
hal ini akan kita pikirkan karena selama ini persoalan kerukunan 
umat beragama tingkat nasional di selesaikan oleh Majelis- 
majelis Agama tingkat pusat: 5) Kalau bisa FKUB perannya 
bisa masuk ke tingkat global (dunia) karena masih banyak 
permasalahan Kerukunan Umat Beragama di tingkat dunia 
dan saya menginginkan kita bisa mengundang tokoh-tokoh 
tingkat dunia untuk dapat hadir dalam kegiatan kerukunan 
umat beragama di Indonesia: 6) Kita pahami bahwa 
penyelesaian persoalan masalah tidak hanya dapat diselesaikan 
dengan pendekatan represif, harusnya bisa dilakukan dengan 
pendekatan Agama: dan 7) Saya akan membicarakannya kepada 
Presiden agar ada FKUB tingkat Nasional. 


Raperpres ini juga menjelaskan tentang tugas FKUB, 
yang anggotanya terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat 
dan tokoh adat. Fungsi FKUB adalah melakukan dialog dengan 
tokoh agama dan masyarakat ketika terjadi konflik atas nama 
agama. Hal ini sangat selaras dengan Undang-Undang No. 7 
Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik -Sosial: 


236 Waryani Fajar Riyanto 


Bab V - Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup 


Pasal 5 Huruf b: 


Konflik dapat bersumber dari: b. perseteruan antar umat 
beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan 
antaretnis: Pasal & ayat (1): Pencegahan Konflik dilakukan 
dengan upaya: a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat: 
b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara 
damai: c. meredam potensi Konflik: dan d. membangun sistem 
peringatan dini. 


Pasal 6 ayat (2): 


Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 


Pasal 7: 


Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (1) huruf a, setiap 
orang berkewajiban: a. mengembangkan sikap toleransi dan 
saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya: b. menghormati perbedaan 
suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain: c. mengakui 
dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan 
martabatnya: d. mengakui persamaan derajat serta persamaan 
hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan 
suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan 
sosial, dan warna kulit: e. mengembangkan persatuan Indonesia 
atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan: dan/atau f. menghargai 
pendapat dan kebebasan orang lain. 


Pasal 9: 


Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam 
potensi Konflik dalam masyarakat dengan: a. melakukan 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang 
memperhatikan aspirasi masyarakat: b. menerapkan prinsip 
tata kelola pemerintahan yang baik: c. melakukan program 
perdamaian di daerah potensi Konflik: d. mengintensifkan 
dialog antarkelompok masyarakat: e. menegakkan hukum tanpa 
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diskriminasi: f. membangun karakter bangsa: 3. melestarikan 
nilai Pancasila dan kearifan lokal: dan h. menyelenggarakan 
musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun 
kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat. 


Pasal 10 ayat (1): 


Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem 
peringatan dini untuk mencegah: a. Konflik di daerah yang 
diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik: dan/atau b. 
perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik. 


Pasal 10 ayat (2): 


Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik 
atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. 


Pasal 10 ayat (3): 


Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem 
peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) melalui media komunikasi. 


Pasal 11: 


Membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah dengan cara: a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi 
Konflik: b. penyampaian data dan informasi mengenai Konflik 
secara cepat dan akurat: c. penyelenggaraan pendidikan dan 
pelatihan: d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial: dan 
e. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Pasal 12: 


Penghentian Konflik dilakukan melalui: a. penghentian kekerasan 
fisik: b. penetapan Status Keadaan Konflik: c. tindakan darurat 
penyelamatan dan pelindungan korban: dan/atau d. bantuan 
penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. 
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Pasal 13 ayat (1): 


Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri. 


Pasal 13 ayat (2): 


Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh 
adat. 


Pasal 13 ayat (3): 


Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 


Berdasarkan penjelasan UU Tentang Penanganan 
Konflik Sosial tersebut, Raperpres ini “sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan" dalam penghentian konflik, 
yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh 
adat, di mana secara umum mereka adalah anggota dari FKUB 
setempat. FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. 
Saat ini telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) di seluruh Indonesia, baik pada tingkat Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota, kecuali 4 kabupaten saja yang 
belum terbentuk FKUB-nya. Pembentukan FKUB dilakukan 
oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. FKUB 
provinsi dan kabulaten/kota memiliki hubungan yang bersifat 
konsultatif. FKUB provinsi mempunyai 4 tugas: 1) melakukan 
dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat: 2) 
menampungaspirasi ormas keagamaan dan aspirasimasyarakat: 
3) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat 
dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur: 
dan 4) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan 
dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan 
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kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. 
Adapun FKUB kabupaten/kota, selain 4 tugas di atas, memiliki 
satu tambahan tugas lagi, yaitu memberikan rekomendasi 
tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat. 


Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama 
setempat. Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 
orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling 
banyak 17 orang. Komposisi keanggotaan FKUB provinsi 
dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan perbandingan 
jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 
1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan 
kabupaten/kota. FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 
(dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang 
wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota. 
Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat 
FKUB di provinsi dan kabupaten/kota yang mempunyai tugas: 
1) membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan 
pemeliharaan kerukunan umat beragama: dan 2) memfasilitasi 
hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan 
hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam 
pemeliharaan kerukunan umat beragama. Ketentuan lebih 
lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi 
dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur. 


3. Pendirian Rumah Ibadat 


Prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam pendirian 
rumah ibadat yang diatur dalam Raperpres ini adalah: 1) Prinsip 
adanya keperluan yang nyata dan sungguh-sungguh, artinya 
adanya umat beragama yang memerlukan adanya rumah 
ibadat: 2) Prinsip menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, 
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artinya keberadaan rumah ibadat yang akan didirikan tidak 
boleh mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
di sekitarnya: dan 3) Prinsip mengikuti ketentuan perundang- 
undangan, artinya betapapun perlunya didirikan rumah ibadat, 
maka ketentuan perundang-undangan tidak boleh dilanggar. Hal 
ini selaras dengan ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak- 
Hak Sipil dan Politik, yang dapat dipahami bahwa: “Kebebasan 
menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang 
hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang 
diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, 
atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar 
orang lain". 

Prinsip adanya keperluan yang nyata dan sungguh- 
sungguh dalam pendirian rumah ibadat tersebut, artinya, 
apabila keperluan nyata dan sungguh-sungguh itu tidak dapat 
terwujudkan pada tingkat kelurahan/desa, maka penilaian 
keperluan nyata dan sungguh-sungguh dilakukan pada tingkat 
kecamatan. Demikian pula selanjutnya pada tingkat kabupaten/ 
kota sampai tingkat provinsi. Hal ini berarti bahwa tidak akan 
ada umat beragama yang tidak terlayani untuk mendirikan 
rumah Ibadat di negeri ini. Hanya saja memang ada rumah 
ibadat yang melayani umat dari suatu kelurahan/desa, ada 
rumah ibadat yang melayani umat dari beberapa kelurahan/ 
desa di suatu kecamatan dan mungkin juga ada rumah ibadat 
yang melayani gabungan umat dari beberapa kecamatan dalam 
suatu kabupaten/kota. Dengan demikian pengaturan ini tidak 
melanggar kebebasan beragama sebagaimana juga tertuang 
pada Pasal 29 UUD 1945. 
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Terkait keharusan memiliki jumlah calon pengguna 
rumah ibadat sebanyak 60 orang di dalam Perpres ini, dapat 
djelaskan bahwa angka tersebut diperoleh setelah mempelajari 
kearifan lokal di tanah air. Seperti diketahui bahwa sejumlah 
kepala daerah telah melakukan pengaturan tentang hal ini. 
Pemerintah Provinsi Riau misalnya diatur jumlah syarat paling 
sedikit yaitu 40 kepala keluarga (KK). Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tenggara mengatur jumlah syarat paling sedikit 50 
KK, dan Pemerintah Provinsi Bali mengatur jumlah syarat paling 
sedikit 100 KK. Bertolak dari angka-angka tersebut dan setelah 
melalui musyawarah secara intensif, para wakil majelis agama 
menyepakati jumlah paling sedikit 60 orang. Terkait dengan 
persyaratan dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 
orang, dapat dijelaskan bahwa angka itu sebenarnya menjadi 
tidak mutlak, karena pada bagian berikutnya dikatakan bahwa 
apabila dukungan masyarakat setempat yaitu paling sedikit 
60 orang itu tidak terpenuhi, sedangkan calon pengguna 
rumah ibadat sudah memenuhi keperluan nyata dan sungguh- 
sungguh, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi 
tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. Ini berarti bahwa 
sekelompok umat beragama yang telah memenuhi keperluan 
nyata dan sungguh-sungguh tidak akan ditolak keinginannya 
untuk mendirikan rumah ibadat, hanya saja lokasinya mungkin 
digeser sedikit ke wilayah lain yang lebih mendapat dukungan 
masyarakat setempat. 


Bahwa pengertian “ciri-ciri tertentu dan permanen” 
dalam pengertian “Rumah Ibadat” dalam Perpres ini nanti tidak 
boleh disalahtafsirkan atau sengaja dibelokkan maknanya. 
Pengertian tersebut bukan berarti menunjukan hegemoni 
kekuasaan Pemerintah untuk membatasi, apalagi menghalang- 


242 Waryani Fajar Riyanto 


Bab V - Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup 


halangi kelompok agama tertentu menjalankan ibadat agama 
dan keyakinanya, melainkan sudah sangat jelas bahwa 
pengertian “Rumah Ibadat” seperti masjid, mushalla, gereja, 
vihara, pura, klenteng, dsb, merupakan bangunan yang memiliki 
ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadat bagi 
para pemeluk masing-masing agama secara permanen. Bahwa 
bertitik-tolak dari penjelasan tersebut, Perpres ini justru telah 
memberikan pengakuan secara adil terhadap hak kodrati dan 
efektivitas seluruh kelompok masyarakat untuk menjalankan 
ibadat dan mendirikan rumah ibadat dan oleh karenanya 
telah memenuhi syarat keberlakuan secara sosiologis. Apalagi 
seperti dijelaskan di muka, bahwa pembentukan Raperpres 
yang berasal dari PBM 2006 ini telah melibatkan secara aktif 
para tokoh-tokoh majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI dan 
WALUBI) yang masing-masing membawa suara dan aspirasi 
dari umatnya. Karena itu sangat mustahil apabila Raperpres 
ini tidak memperhatikan kepentingan sosial dan hak-hak 
masyarakat umat beragama. 


Prinsip dalam Raperpres ini bahwa pendirian rumah 
ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh, 
merupakan prinsip yang mengedepankan kepada menghormati 
keberadaan setiap pemeluk agama. Prinsip ini memiliki 
pengertian bahwa setiap umat beragama memiliki keperluan 
yang nyata dan sungguh-sungguh terhadap rumah ibadat. Jadi, 
Perpres ini jelas sekali memberikan kesempatan bagi setiap 
umat beragama memiliki rumah ibadatnya sendiri. Memang, 
Raperpres ini mengatur adanya persyaratan khusus dalam 
pendirian rumah ibadat, tetapi tidak berarti bahwa ketentuan 
tersebut menghalang-halangi umat untuk mendirikan rumah 
ibadat, karena di dalam Perpres ini juga memfasilitasi bahwa 


Waryani Fajar Riyanto 243 


Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 


apabila persyaratan untuk membangun rumah ibadat di tingkat 
desa/kelurahan tidak bisa terpenuhi, maka umat beragama 
tersebut bisa mewujudkan mendirikan rumah ibadah di tingkat 
kecamatan atau gabungan dari beberapa desa/kelurahan, atau 
di tingkat kabupaten/kota. Di samping itu Raperpres ini juga 
memberikan kesempatan kepada setiap umat beragama yang 
belum mampu atau belum dapat memenuhi persyaratan untuk 
mendirikan rumah ibadat yang permanen dapat menggunakan 
rumah bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadat sementara. 


Di sisi lain, ketentuan mengenai persyaratan khusus 
“Pendirian Rumah Ibadat” dalam Raperpres ini juga terkait 
dengan prinsip menjaga kerukunan umat beragama, tidak 
mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Prinsip 
tersebut jelas sekali mengedepankan persatuan dan kesatuan, 
penghormatan kepada hak-hak setiap warga negara, serta 
mengandung kebenaran yang hakiki dan keadilan yang sesuai 
pula dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. 
Singkatnya, dalam Raperpres ini tidak ada satu pasalpun 
yang membatasi setiap warga negara untuk secara bebas 
menjalankan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 
Bahkan sebaliknya, Raperpres ini justru mendorong umat untuk 
beribadah melalui aturan-aturan yang diberikan kepada kepala 
daerah/wakil kepala daerah tentang cara-cara pelayanan yang 
baik bagi umat beragama dalam mendirikan rumah ibadat. 
Dengan demikian, maka Perpres ini tidak bertentangan dengan 
hak asasi manusia. 
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4. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung 


Dalam Raperpres ini juga dijelaskan tentang pemanfaatan 
bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat 
sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin 
sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan: 
1) laik fungsi: dan 2) pemeliharaan kerukunan umat beragama 
serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Persyaratan 
laik fungsi tersebut mengacu pada peraturan perundang- 
undangan tentang bangunan gedung. Persyaratan pemeliharaan 
kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban 
masyarakat tersebut meliputi: 1) izin tertulis pemilik bangunan: 
2) rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, 3) pelaporan tertulis 
kepada FKUB kabupaten/kota, dan 4) pelaporan tertulis kepada 
kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. 


Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan 
bangunan-gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota 
tersebut diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat 
tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota 
dan FKUB kabupaten/kota. Surat keterangan pemberian izin 
sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat 
tersebut berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Penerbitan surat 
keterangan pemberian izin sementara itu dapat dilimpahkan 
kepada camat. Penerbitan surat keterangan pemberian izin 
sementara tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan 
pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/ 
kota dan FKUB kabupaten/kota. 
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5. Penyelesaian Perselisihan 


Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan 
secara musyawarah oleh masyarakat setempat. Dalam hal 
musyawarah tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan 
oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama 
kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara 
adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat 
atau saran FKUB kabupaten/kota. Dalam hal penyelesaian 
perselisihan tersebut tidak dicapai, penyelesaian perselisihan 
dilakukan melalui Pengadilan setempat. Gubernurmelaksanakan 
pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di 
daerah dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. 


6. Pengawasan dan Pelaporan 


Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen 
agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/ 
walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan 
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum 
kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat. Bupati/ 
walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/ 
kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/ 
kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan 
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan 
forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. 


Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan 
kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan 
umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di 
provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama 
dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan 
Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. 
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Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan 
kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan 
umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat 
di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Laporan tersebut 
disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, 
atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu. 


7. Belanja 


Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap 
pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan 
FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Belanja pelaksanaan kewajiban 
menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman 
dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan 
umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan 
pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Belanja 
pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan 
memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang 
pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan 
FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat dikabupaten/ 
kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah kabupaten/ kota. Penjelasan ini pernah 
dijadikan rujukan atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 905/117/SJ/Januari Tahun 2017 
Tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Point 2, “Sehubungan 
dengan hal tersebut, pendanaan bagi FKUB dapat dianggarkan 
dalam APBD melalui belanja hibah dengan mempedomani 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dari APBD serta peraturan perundang-undangan lain dibidang 
keuangan daerah". 


8. Ketentuan Peralihan 


Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya 
Perpres ini dinyatakan sah dan tetap berlaku. Renovasi 
bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB 
untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB 
sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi. Dalam hal bangunan 
gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen 
dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB 
untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Perpres ini, bupati/ 
walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk 
rumah ibadat dimaksud. Peraturan perundang-undangan yang 
telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan 
dengan Perpres ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) 
tahun. 


Upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh 

Kementerian Agama terkait IMB tempat ibadat adalah: 

1) Mendorong pihak-pihak terkait (Pemda, FKUB, Kementerian 
Agama) melakukan musyawarah untuk menyelesaikan 
permasalahan sesuai dengan ketentuan PBM No. 9 dan 8 
tahun 2006 Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 22: 

2) Mendorong pihak yang mengajukan pendirian rumah ibadat, 
agar melakukan pendekatan sosio-kultural sesuai dengan 
kearifan lokal serta dukungan masyarakat setempat: 
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3) Melakukan koordinasi dan verifikasi ke lapangan melibatkan 
pihak-pihak terkait (Kantor Kementerian Agama, Pemda, 
FKUB dan masyarakat setempat) terkait persyaratan 
pendirian rumah ibadat sesuai PBM no 9 dan 8 tahun 2006 
Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14: 


4) Jika poin 1, 2 dan 3 sudah terpenuhi mendorong Kepala 
Kantor Kementerian Agama dan Ketua FKUB menerbitkan 
rekomendasi tertulis untuk kelayakan pendirian rumah 
ibadat tersebut, 


5) Jika semua prosedur administrasi sudah terpenuhi, 
mendorong Pemda untuk menerbitkan IMB pendirian 
rumah ibadat dan memastikan bahwa pembangunan rumah 
ibadat tersebut dapat dilanjutkan, meskipun mendapat 
tekanan dari pihak manapun. 


9. Ketentuan Penutup 


Pada saat berlakunya Raperpres ini, ketentuan yang 
mengatur pendirian rumah ibadat dalam Surat Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 
01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas 
Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan 
Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama 
oleh Pemeluk-Pemeluknya (SKB 1969) dan Peraturan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (PBM 2006) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. Raperpres ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan. 
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BAB VI 
PENUTUP 


A. Kesimpulan 


Secara garis besar Raperpres Tentang Tugas Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat 
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini memuat materi 
muatan dengan sistematika sebagai berikut: 


BABI — KETENTUAN UMUM 


BAB II TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN 
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 


BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA BAB IV 
PENDIRIAN RUMAH IBADAT 


BABV IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN 
GEDUNG 


BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN 


BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB VIII 
BELANJA 
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BAB IX KETENTUAN PERALIHAN 
BAB X KETENTUAN PENUTUP 


B. Rekomendasi 


1. Kajian, deskripsi dan analisa dalam Naskah Akademik ini 
direkomendasikan agar penyusunan Raperpres Tentang 
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan 
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 
Ibadat dapat digunakan sebagai landasan dan rujukan yang 
kokoh secara ilmiah. 


2. Dalam rangka memperoleh input material yang lebih luas, 
diperlukan kegiatan-kegiatan lanjutan yang berjalan secara 
pararel dengan pembahasan Raperpres Tentang Tugas 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum 
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini. 
Pelibatan masyarakat secara lebih luas, kalangan perguruan 
tinggi, lintas kementerian dan lembaga, tokoh agama, majelis 
semua agama, tokoh masyarakat, LSM, lembaga swadaya 
masyarakat, media, dan lain-lain menjadi keharusan bagi 
penyempurnaan Naskah Akademik ini. 
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Dr. Waryani Fajar Riyanto 
(STAIN Pekalongan, Jawa Tengah) 
Penulis 101 Buku Keislaman 


Jakarta,16 Desember 2014 
Ment ga 


Dalam Rangka Hari Amal Bhakti 
Kementerian Agama RI Ke-69 Tahun 2015 
Mem 


APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM 
Atas Prestasi dan jasanya Dalam 


Hiagam Penghargaan 


RANCANGAN 


PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN .... 


TENTANG 


PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, negara menjamin kemerdekaan tiap- 
tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya, 

b. bahwa sikap toleransi, saling menghormati, 
menghargai kesetaraan, dan kerja sama 
antar pemeluk agama dan kepercayaan 
pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama 
merupakan faktor penting dan strategis 
dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat 
beragama untuk mewujudkan kerukunan 
nasional serta perlu disesuaikan dengan 
perkembangan hukum dan kebutuhan 
masyarakat: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden 
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tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, 


Mengingat : Pasal4ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 


Republik Indonesia Tahun 1945, 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG 


PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT 
BERAGAMA. 


BAB I 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 


1. 


Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan 
sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, menghargai 
kesetaraan dalam hak menjalankan ajaran agama dan 
kepercayaannya, serta kerja sama dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya atau 
kegiatan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
dan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan 
pemberdayaan umat beragama. 

Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya 
disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah 
bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan 
agamaoleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, 
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berbadan hukum atau telah terdaftar pada pemerintah serta 
bukan organisasi sayap partai politik. 

. Umat Beragama adalah pemeluk agama, kelompok pemeluk 
agama, dan Ormas Keagamaan. 

. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya 
disingkat FKUB, adalah wadah berhimpun pemuka agama 
dan pemuka masyarakat untuk membangun, memelihara, 
dan memberdayakan umat beragama dalam rangka menjaga 
kerukunan. 

. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama 
yang memimpin organisasi kemasyarakatan keagamaan atau 
tidak memimpin organisasi kemasyarakatan keagamaan, 
yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat 
sebagai panutan. 

. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri 
tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi 
para pemeluk masing-masing agama secara permanen, 
tidak termasuk tempat ibadat keluarga. 


10.Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang 


dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau 
pengurus rumah ibadat. 


11.Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat yang 


selanjutnya disebut PBG rumah ibadat, adalah izin yang 
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diterbitkan oleh bupati/wali kota untuk pembangunan 
rumah ibadat. 

12.Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 
ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan kerukunan 
umat beragama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

13.Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 
ditujukan untuk menjamin kerukunan umat beragama 
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang agama. 

15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agama. 


BAB II 
TANGGUNG JAWAB 
PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 


Bagian Kesatu 
Umum 


Pasal 2 


Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggung 
jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan 
Umat Beragama. 


Bagian Kedua 
Tugas dan Kewajiban Pemerintah Pusat 


Pasal 3 


Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan 
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kewajiban menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan 
kehidupan keagamaan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama. 


Bagian Ketiga 
Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah 


Paragraf | 
Pemerintah Daerah Provinsi 


Pasal 4 


(1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama pada Pemerintah 
Daerah provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. 

(2) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 


a. 


memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat 
beragama di Pemerintah Daerah provinsi: 
mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di 
Pemerintah Daerah provinsi dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, 

menumbuhkembangkan keharmonisan, saling 
pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di 
antara Umat Beragama, 

membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati 
dan wali kota/wakil wali kota dalam penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman dan 
ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama, dan 
melakukan — pengawasan terhadap pelaksanaan 
penyelenggaraan Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama. 
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Pasal 5 
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, gubernur berkoordinasi dengan 
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri. 


Paragraf Kedua 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 


Pasal 6 
(1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama pada Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban 

bupati/wali kota. 

(2) Tugas dan kewajiban bupati/wali kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota: dan 

b. memfasilitasi terwujudnya Kerukunan Umat Beragama 
di Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 


Pasal 7 
Bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & berkoordinasi dengan 
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri. 
Bagian Keempat 
Peran Umat Beragama 


Pasal 8 


Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Umat Beragama berperan: 
a. menjaga toleransi: 
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b. menghargai kesetaraan dalam hak menjalankan ajaran 
agama dan kepercayaannya, dan 

c. menjalin kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 


BAB III 
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 


Bagian Kesatu 
Umum 


Paragraf 1 
Pembentukan FKUB 


Pasal 9 
Untuk mendukung Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama 
dibentuk FKUB nasional, FKUB provinsi, dan FKUB kabupaten/ 
kota. 


Pasal 10 
FKUB nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk 
oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi 
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam negeri. 


Pasal 11 

(1) Pembentukan FKUB provinsi dan FKUB kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diprakarsai oleh Umat 
Beragama. 

(2) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya 
memfasilitasi pembentukan FKUB provinsi dan FKUB 
kabupaten/kota. 

(3) Pembentukan FKUB provinsi ditetapkan dengan keputusan 
gubernur dan pembentukan FKUB kabupaten/kota dengan 
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keputusan bupati/wali kota. 


Paragraf 2 
Tugas FKUB 


Pasal 12 


FKUB nasional mempunyai tugas: 


a. 
b. 


melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat: 
melakukan koordinasi dengan FKUB provinsi dan FKUB 
kabupaten/kota, 


. melakukan dialog tingkat nasional dengan pemuka agama 


dan tokoh masyarakat: 


. menyerap dan menyalurkan aspirasi Umat Beragama 


sebagai bahan kebijakan Pemerintah Pusat: 

memberikan masukan tentang kondisi Kerukunan Umat 
Beragama kepada Pemerintah Pusat: 

memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama di tingkat 
nasional, dan 

melakukan mitigasi dan resolusi konflik sosial bernuansa 
agama. 


Pasal 13 


FKUB provinsi memiliki tugas: 


a. 


melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah 
provinsi, 


. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan FKUB 


nasional, 

melakukan dialog tingkat provinsi dengan pemuka agama 
dan tokoh masyarakat: 

menyerap dan menyalurkan aspirasi Umat Beragama 
sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah provinsi: 
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memberikan masukan tentang kondisi Kerukunan Umat 
Beragama kepada Pemerintah Daerah provinsi: 
memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama di tingkat 
provinsi: dan 

melakukan mitigasi dan resolusi konflik sosial bernuansa 
agama, 


Pasal 14 


FKUB kabupaten/kota memiliki tugas: 


a. 


melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota, 

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan FKUB 
nasional dan FKUB provinsi: 

melakukan dialog tingkat kabupaten/kota dengan pemuka 
agama dan tokoh masyarakat: 


. menyerap dan menyalurkan aspirasi Umat Beragama sebagai 


bahan kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, 
memberikan masukan tentang kondisi Kerukunan Umat 
Beragama kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, 
memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama di tingkat 
kabupaten/kota, 

melakukan mitigasi dan resolusi konflik sosial bernuansa 
agama: dan 

memberikan pertimbangan tertulis atas permohonan 
pendirian Rumah Ibadat. 
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Paragraf 3 
Persyaratan Anggota FKUB 


Pasal 15 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota FKUB harus memenuhi 

persyaratan: 

a. warga Negara Indonesia: 

b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, 

c. sehat jasmani dan rohani: 

d. bertempat tinggal di: 

1. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk FKUB 
nasional, 

2. wilayah provinsi untuk FKUB provinsi, dan 

3. wilayah kabupaten/kota untuk FKUB kabupaten/kota, 

e. Pemuka Agama yang mendapat rekomendasi dari Ormas 
Keagamaan, 

f. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak 
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 tahun: 

g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela: dan 

h. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik. 


Bagian Kedua 
Forum Kerukunan Umat Beragama Nasional 


Paragraf 1 
Anggota FKUB Nasional 


Pasal 16 
(1) Anggota FKUB nasional berjumlah 9 (sembilan) orang. 


(2) Keanggotaan FKUB nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
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a. Perwakilan masing-masing agama sebanyak 1 (satu) 
orang, dan 
b. Perwakilan pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang. 
(3) Keanggotaan FKUB nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mempertimbangkan keterwakilan perempuan. 


Paragraf 2 
Penetapan dan Pemberhentian Anggota FKUB Nasional 


Pasal 17 

(1) Anggota FKUB nasional diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden. 

(2) Masa kerja anggota FKUB nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun. 

(3) Anggota FKUB nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) masa kerja 
berikutnya. 


Pasal 18 
(1) Anggota FKUB nasional diberhentikan apabila: 
a. berakhir masa kerja: 
b. mengundurkan diri: 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota: 
d. dilakukan pergantian antar waktu oleh Ormas Keagamaan 
yang merekomendasi: atau 
e. meninggal dunia. 

(2) Pemberhentian anggota FKUB nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Menteri setelah 
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dalam negeri. 
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Pasal 19 


(1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota FKUB nasional 
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf 
a, Presiden dapat mengangkat anggota FKUB nasional 
pengganti atas usul Menteri setelah berkoordinasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam negeri. 

(2) Anggota FKUB nasional yang diusulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan 
anggota FKUB yang digantikan. 

(3) Masa kerja anggota FKUB nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menyelesaikan sisa masa kerja anggota FKUB 
yang digantikan. 


Paragraf 3 
Struktur Organisasi FKUB Nasional 


Pasal 20 

(1) Struktur organisasi FKUB nasional terdiri atas: 

a. ketua merangkap sebagai anggota: 

b. wakil ketua merangkap sebagai anggota: 

c. sekretaris merangkap sebagai anggota: dan 
d. anggota. 

(2) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris, sebagaimana dimaksud 
padaayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah 
untuk mufakat. 

(3) Hasil musyawarah pemilihan ketua, wakil ketua, dan 
sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 
dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh 
anggota dan dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari 
jumlah anggota. 
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Paragraf 4 
Tata Kerja FKUB Nasional 


Pasal 21 

(1) FKUB nasional menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 

(2) Setiap pengambilan keputusan FKUB nasional dilakukan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

(3) Pengambilan keputusan FKUB nasional dapat 
dilakukan apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) 
dari jumlah anggota. 


Paragraf 5 
Sekretariat FKUB Nasional 


Pasal 22 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, FKUB nasional didukung 
oleh sekretariat. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan teknis dan 
administrasi kepada FKUB nasional. 

(3) Sekretariatsebagaimanadimaksud padaayat (2) dilaksanakan 
secara ex officio oleh unit kerja eselon II yang membidangi 
Kerukunan Umat Beragama pada Kementerian. 


Bagian Ketiga 
Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi 


Paragraf | 
Anggota FKUB Provinsi 


Pasal 23 


(1) Anggota FKUB provinsi berjumlah paling banyak 21 (dua 
puluh satu) orang. 
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(2) Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melibatkan keterwakilan perempuan. 

(3) Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah 
pemeluk agama setempat dengan keterwakilan paling 
sedikit 2 (dua) orang dari setiap agama yang ada di provinsi. 

(4) Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mempertimbangkan keterwakilan kelompok 
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 


Paragraf 2 
Penetapan dan Pemberhentian Anggota FKUB Provinsi 


Pasal 24 

(1) Anggota FKUB povinsi diangkat dan diberhentikan oleh 
gubernur. 

(2) Masa kerja anggota FKUB provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun. 

(3) Anggota FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) masa kerja 
berikutnya. 


Pasal 25 
Anggota FKUB provinsi diberhentikan apabila: 
a. berakhir masa kerja: 
b. mengundurkan diri: 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota: 
d. dilakukan pergantian antar waktu oleh Ormas Keagamaan 
yang merekomendasi: atau 
e. meninggal dunia. 
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Pasal 26 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota FKUB provinsi selain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a masa 
keanggotaan, gubernur dapat mengangkat anggota FKUB 
provinsi pengganti atas usul FKUB provinsi. 

(2) Anggota FKUB provinsi yang diusulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan 
anggota FKUB yang digantikan. 

(3) Masa kerja anggota FKUB provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menyelesaikan sisa masa kerja anggota FKUB 
yang digantikan. 


Paragraf 3 
Struktur Organisasi FKUB Provinsi 


Pasal 27 
(1) Struktur organisasi FKUB provinsi terdiri atas: 
a. ketua merangkap sebagai anggota: 
b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap sebagai anggota: 
c. sekretaris merangkap sebagai anggota: 
d. wakil sekretaris merangkap sebagai anggota: dan 
e. anggota. 

(2) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh 
anggota secara musyawarah untuk mufakat. 

(3) Hasil musyawarah pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, 
dan wakil sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang 
ditandatangani oleh seluruh anggota dan dihadiri paling 
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. 
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Paragraf 4 
Tata Kerja FKUB Provinsi Pasal 28 
(1) FKUB provinsi menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 
(2) Setiap pengambilan keputusan FKUB provinsi dilakukan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 


Paragraf 5 
Sekretariat FKUB Provinsi 


Pasal 29 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, FKUB provinsi didukung 
oleh sekretariat. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan fungsi memberikan dukungan teknis dan 
administrasi kepada FKUB provinsi. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 
dan ditetapkan oleh FKUB provinsi. 


Paragraf 6 
Tim Koordinasi FKUB Provinsi 


Pasal 30 
(1) Dalam memberdayakan FKUB provinsi, gubernur 
membentuk tim koordinasi FKUB provinsi. 
(2) Tim koordinasi FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas: 

a. membantu gubernur dalam merumuskan kebijakan 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di tingkat 
provinsi: dan 

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB provinsi dengan 
pemerintah daerah provinsi dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama di tingkat provinsi. 
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(3) Keanggotaan tim koordinasi FKUB provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. wakil gubernur sebagai ketua, 

b. kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi 
sebagai wakil ketua, 

c. kepala satuan kerja Pemerintah Daerah provinsi yang 
membidangi urusan Kerukunan Umat Beragama sebagai 
sekretaris, dan 

d. pimpinan organisasi perangkat daerah sebagai anggota. 


Bagian Ketiga 
Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota 


Paragraf 1 
Keanggotaan FKUB Kabupaten/Kota 


Pasal 31 


(1) Anggota FKUB kabupaten/kota berjumlah paling banyak 17 
(tujuh belas) orang. 

(2) Keanggotaan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melibatkan keterwakilan perempuan. 

(3) Keanggotaan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah 
pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 2 
(dua) orang dari setiap agama yang ada di kabupaten/kota. 

(4) Keanggotaan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mempertimbangkan keterwakilan kelompok 
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 
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Paragraf 2 
Penetapan dan Pemberhentian Anggota FKUB Kabupaten/ 
Kota 


Pasal 32 

(1) Anggota FKUB kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan 
oleh bupati/wali kota. 

(2) Masa kerja anggota FKUB kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun. 

(3) Anggota FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) masa 
kerja berikutnya. 


Pasal 33 
Anggota FKUB kabupaten/kota diberhentikan apabila: 
a. berakhir masa kerja: 
b. mengundurkan diri: 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota: 
d. dilakukan pergantian antar waktu oleh Ormas Keagamaan 
yang merekomendasi: atau 
e. meninggal dunia. 


Pasal 34 


(1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota FKUB kabupaten/ 
kota selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(1) huruf a masa keanggotaan, bupati/wali kota dapat 
mengangkat anggota FKUB kabupaten/kota pengganti atas 
usul FKUB kabupaten/kota. 

(2) Anggota FKUB kabupaten/kota yang diusulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan 
anggota FKUB yang digantikan. 
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(3) Masa kerja anggota FKUB kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan sisa masa kerja 
anggota FKUB yang digantikan. 


Paragraf 3 
Struktur Organisasi FKUB Kabupaten/Kota 


Pasal 35 
(1) Struktur organisasi FKUB kabupaten/kota terdiri atas: 
a. ketua merangkap sebagai anggota: 
b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap sebagai anggota: 
c. sekretaris merangkap sebagai anggota: 
d. wakil sekretaris merangkap sebagai anggota: dan 
e. anggota. 

(2) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh 
anggota secara musyawarah untuk mufakat. 

(3) Hasil musyawarah pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, 
dan wakil sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang 
ditandatangani oleh seluruh anggota dan dihadiri paling 
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. 


Paragraf 4 
Tata Kerja FKUB Kabupaten/Kota 


Pasal 36 


(1) FKUB kabupaten/kota menyelenggarakan pertemuan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu- 
waktu apabila diperlukan. 

(2) Setiap pengambilan keputusan FKUB kabupaten/kota 
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
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Paragraf 5 
Sekretariat FKUB Kabupaten/Kota 


Pasal 37 


(1) Dalam melaksanakan tugasnya, FKUB kabupaten/kota 
didukung oleh sekretariat. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan fungsi memberikan dukungan teknis dan 
administrasi kepada FKUB kabupaten/kota. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 
dan ditetapkan oleh FKUB kabupaten/kota. 


Paragraf 6 
Tim Koordinasi FKUB Kabupaten/Kota 


Pasal 38 
(1) Dalam memberdayakan FKUB kabupaten/kota, bupati/wali 
kota membentuk tim koordinasi FKUB kabupaten/kota. 
(2) Tim koordinasi FKUB kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. membantu bupati/wali kota dalam merumuskan 
kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di 
tingkat kabupaten/kota: dan 

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB kabupaten/ 
kota dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan 
hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah 
kabupaten/kota dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama di tingkat kabupaten/kota. 

(3) Keanggotaan tim koordinasi FKUB kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. wakil bupati/wakil wali kota sebagai ketua, 

b. kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota 
sebagai wakil ketua, 
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c. kepala satuan kerja pemerintah daerah kabupaten/kota 
yang membidangi urusan Kerukunan Umat Beragama 
sebagai sekretaris: dan 

d. pimpinan organisasi perangkat daerah sebagai anggota. 


Pasal 39 
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan 
dan pemberhentian FKUB nasional, FKUB provinsi, dan FKUB 
kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri. 


BAB IV 
PENDIRIAN RUMAH IBADAT 


Pasal 40 


(1) Pendirian Rumah Ibadat didasarkan pada keperluan nyata 
dan sungguh-sungguh berdasarkan permohonan dari 
Umat Beragama sesuai dengan mekanisme yang berlaku di 
agama masing-masing bagi pelayanan Umat Beragama yang 
bersangkutan di wilayah kabupaten/ kota atau provinsi. 

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama 
di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 
tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk 
digunakan batas wilayah kabupaten/ kota atau provinsi. 


Pasal 41 
(1) Pendirian Rumah Ibadat harus memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung 
sesuai peraturan perundang- undangan. 
(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) pendirian Rumah Ibadat harus memenuhi 
persyaratan khusus meliputi: 
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a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna 
Rumah Ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang 
yang diketahui oleh pejabat setempat sesuai dengan 
tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (3), 

c. Pernyataan tidak keberatan dari 60 orang masyarakat 
setempat yang diketahui oleh lurah/kepala desa: 

d. pertimbangan tertulis FKUB kabupaten/kota: dan 

e. pertimbangan tertulis kepala kantor Kementerian Agama 
kabupaten/kota, yang dikeluarkan tanpa pertimbangan 
tertulis FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada menunggu huruf c. 

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum 
terpenuhi, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota wajib menyelesaikan permasalahan 
dan memberikan PBG. 

(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a tidak terpenuhi Pemerintah Daerah provinsi dan 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memfasilitasi 
menyelesaikan permasalahan dan memberikan PBG. 

(5) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota menyediakan kawasan Rumah Ibadat 
terpadu dalam satu lokasi sesuai dengan jumlah penganut 
agama yang terdapat di wilayah provinsi dan kabupaten/ 
kota. 


Pasal 42 


Pertimbangan tertulis FKUB kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan hasil 
musyawarah untuk mufakat anggota FKUB kabupaten/kota. 
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Pasal 43 


(1) Permohonan pendirian Rumah Ibadatsebagaimanadimaksud 
dalam Pasal 41 diajukan oleh panitia pembangunan Rumah 
Ibadat kepada bupati/wali kota untuk memperoleh PBG 
Rumah Ibadat. 

(2) Bupati/wali kota memberikan keputusan paling lambat 90 
(sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian Rumah 
Ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 


Pasal 44 
Pemerintah daerah wajib menyediakan lokasi baru bagi 
bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki PBG 
Rumah Ibadat yang dipindahkan karena perubahan rencana 
tata ruang wilayah. 


Pasal 45 

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan Rumah Ibadat 
sebagai Rumah Ibadat sementara harus mendapat surat 
keterangan pemberian izin sementara dari bupati/wali kota 
dengan memenuhi persyaratan: 

a. laik fungsi: dan 
b. memperhatikan Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama. 

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan 
tentang bangunan gedung. 

(3) Persyaratan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama serta 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. izin tertulis pemilik bangunan: 
b. surat keterangan tertulis lurah/kepala desa: 
c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota: dan 
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d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor Kementerian 
Agama kabupaten/kota. 


Pasal 46 


(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan 
bangunan gedung bukan Rumah Ibadat oleh bupati/ 
wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) 
diterbitkan dengan dapat mempertimbangkan pendapat 
tertulis kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota 
dan FKUB kabupaten/kota. 

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan 
bangunan gedung bukan Rumah Ibadat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun. 

(3) Dalam hal izin sementara pemanfaatan bangunan gedung 
bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
habis masa berlaku, surat keterangan dapat diperpanjang 
sampai memenuhi persyaratan pendirian Rumah Ibadat. 

(4) Dalam hal izin sementara pemanfaatan bangunan gedung 
bukan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tidak dapat diterbitkan, Pemerintah Daerah provinsi atau 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat memberikan 
izin penggunaan bangunan gedung atau ruangan milik 
Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota untuk digunakan tempat ibadah sementara 
sepanjang tidak digunakan untuk keperluan dinas. 

(5) Ketentuan lebih lanjutmengenai penerbitan surat keterangan 
pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung 
bukan Rumah Ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan peraturan Menteri. 


Pasal 47 


(1) Perselisihan akibat pendirian Rumah Ibadat diselesaikan secara 
musyawarah untuk mufakat oleh masyarakat setempat. 
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(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian 
perselisihan dilakukan oleh bupati/wali kota dibantu 
kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota melalui 
musyawarah untuk mufakat yang dilakukan secara adil dan 
tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau 
saran FKUB kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 

(2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui 
pengadilan setempat. 


Pasal 48 


Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/wali 
kota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan 
perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47. 


BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 


Pasal 49 


(1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri melakukan pembinaan dan 
pengawasan atas pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama dan pemberdayaan FKUB nasional, FKUB 
provinsi, dan FKUB kabupaten/kota. 

(2) Gubernur dan instansi vertikal Kementerian melakukan 
pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama dan pemberdayaan FKUB di 
kabupaten/kota. 

(3) Pembinaan pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama dan pemberdayaan FKUB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk: 
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a. fasilitasi, 

b. konsultasi: 

Cc. pendidikan dan pelatihan: dan 
d. penelitian dan pengembangan. 

(5) Pengawasan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan 
pemberdayaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk: 

a. pemantauan: dan 
b. evaluasi. 


BAB VI 
PELAPORAN 


Pasal 50 


(1) Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama dan pemberdayaan FKUB 
kepada gubernur. 

(2) Gubernurmelaporkan pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama dan pemberdayaan FKUB kepada Menteri 
dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam negeri. 

(3) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri melaporkan pelaksanaan 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama kepada Presiden 
dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dalam koordinasi di bidang 
pembangunan manusia dan kebudayaan dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam koordinasi 
di bidang politik, hukum, dan keamanan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu. 
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BAB VII 
PENDANAAN 


Pasal 51 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyediakan 
anggarandalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama dan pemberdayaan FKUB. 

(3) Tata cara penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 


Pasal 52 
(1) Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Presiden ini 
bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan 
c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 
(2) Pendanaansebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 


Pasal 53 


Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, FKUB yang telah 
terbentuk sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, tetap 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dan harus 
menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan 
Presiden ini diundangkan. 
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BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 54 
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng- 
undangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


JOKO WIDODO 


Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... 


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 


REPUBLIK INDONESIA 


YASONNA H. LAOLY 


BERITA NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN... NOMOR... 
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RANCANGAN 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ... TAHUN .... 


TENTANG 


PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, negara menjamin kemerdekaan tiap- 
tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya: 

b. bahwa sikap toleransi, saling menghormati, 
menghargai kesetaraan, dan kerja sama antar 
pemeluk agama dan kepercayaan pemelihara- 
an Kerukunan Umat Beragama merupakan 
faktor penting dan strategis dalam rangka 
pemeliharaan kerukunan umat beragama 
untuk mewujudkan kerukunan nasional serta 
perlu disesuaikan dengan perkembangan 
hukum dan kebutuhanmasyarakat: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai- 
mana dimaksud dalam huruf a dan huruf 
b perlu menetapkan Peraturan Presiden 
tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, 
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Mengingat : Pasal4ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 


Republik Indonesia Tahun 1945, 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG 


PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT 
BERAGAMA. 


BAB I 
KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 


1, 


Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan 
sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, menghargai 
kesetaraan dalam hak menjalankan ajaran agama dan 
kepercayaannya, serta kerja sama dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya atau 
kegiatan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
dan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan, dan 
pemberdayaan Umat Beragama. 

Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya 
disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah 
bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan 
agamaoleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, 
berbadan hukum atau telah terdaftar pada pemerintah serta 
bukan organisasi sayap partai politik. 
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4. Umat Beragama adalah pemeluk agama, kelompok pemeluk 
agama, dan Ormas Keagamaan. 

5. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya 
disingkat FKUB, adalah wadah berhimpun pemuka agama 
dan pemuka masyarakat untuk membangun, memelihara, 
dan memberdayakan umat beragama dalam rangka menjaga 
kerukunan. 

6. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama 
yang memimpin organisasi kemasyarakatan keagamaan atau 
tidak memimpin organisasi kemasyarakatan keagamaan, 
yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat 
sebagaipanutan. 

7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

8. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

9. Rumah Ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri 
tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi 
para pemeluk masing-masing agama secara permanen, 
tidak termasuk tempat ibadat keluarga. 

10.Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang 
dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau 
pengurus rumah ibadat. 

11.Persetujuan Bangunan Gedung rumah ibadat yang 
selanjutnya disebut PBG rumah ibadat, adalah izin yang 
diterbitkan oleh bupati/wali kota untuk pembangunan 
rumah ibadat. 
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12.Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 
ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan kerukunan 
umat beragama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

13.Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang 
ditujukan untuk menjamin kerukunan umat beragama 
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang agama. 

15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agama. 


BAB II 
TANGGUNG JAWAB 
PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 


Bagian Kesatu 
Umum 


Pasal2 


Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggung 
jawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan 
Umat Beragama. 


Bagian Kedua 
Tugas dan Kewajiban Pemerintah Pusat 


Pasal 3 


Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan 
kewajiban menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan 
kehidupan keagamaan dan Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama. 
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Bagian Ketiga 
Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah 


Paragraf | 
Pemerintah Daerah Provinsi 


Pasal 4 


(1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama pada Pemerintah 
Daerah provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. 

(2) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 


a. 


memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat 
beragama di Pemerintah Daerah provinsi: 
mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di 
Pemerintah Daerah provinsi dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama, 

menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengerti- 
an, saling menghormati, dan saling percaya di antara 
Umat Beragama, 

membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati 
dan wali kota/wakil wali kota dalam penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman dan 
ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama, dan 
melakukan — pengawasan terhadap pelaksanaan 
penyelenggaraan Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama. 


Pasal 5 


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, gubernur berkoordinasi dengan 
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri. 
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Paragraf Kedua 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 


Pasal 6 
(1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama pada Pemerintah 

Daerah kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban 

bupati/walikota. 

(2) Tugas dan kewajiban bupati/wali kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat 
dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota: dan 

b. memfasilitasi terwujudnya Kerukunan Umat Beragama 
di Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 


Pasal 7 
Bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & berkoordinasi dengan 
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri. 


Bagian Keempat 
Peran Umat Beragama 


Pasal 8 
Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2, Umat Beragama berperan: 
a. menjaga toleransi: 
b. menghargai kesetaraan dalam hak menjalankan ajaran 
agama dan kepercayaannya, dan 
c. menjalin kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 
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BAB III 
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 


Bagian Kesatu 
Umum 


Paragraf 1 
Pembentukan FKUB 


Pasal 9 


Untuk mendukung Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama 
dibentuk FKUB nasional, FKUB provinsi, dan FKUB kabupaten/ 
kota. 


Pasal 10 
FKUB nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibentuk 
oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri setelah berkoordinasi 
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam negeri. 


Pasal 11 

(1) Pembentukan FKUB provinsi dan FKUB kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diprakarsai oleh Umat 
Beragama. 

(2) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mem- 
fasilitasi pembentukan FKUB provinsi dan FKUB kabupaten/ 
kota. 

(3) Pembentukan FKUB provinsi ditetapkan dengan keputusan 
gubernur dan pembentukan FKUB kabupaten/kota dengan 
keputusan bupati/wali kota. 
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Paragraf 2 
Tugas FKUB 


Pasal 12 


FKUB nasional mempunyai tugas: 


a. 
b. 


melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat: 
melakukan koordinasi dengan FKUB provinsi dan FKUB 
kabupaten/kota, 


. melakukan dialog tingkat nasional dengan pemuka agama 


dan tokoh masyarakat: 


. menyerap dan menyalurkan aspirasi Umat Beragama 


sebagai bahan kebijakan Pemerintah Pusat: 

memberikan masukan tentang kondisi Kerukunan Umat 
Beragama kepada Pemerintah Pusat: 

memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama di tingkat 
nasional, dan 

melakukan mitigasi dan resolusi konflik sosial bernuansa 
agama. 


Pasal 13 


FKUB provinsi memiliki tugas: 


a. 


melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah 
provinsi, 


. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan FKUB 


nasional, 

melakukan dialog tingkat provinsi dengan pemuka agama 
dan tokoh masyarakat: 

menyerap dan menyalurkan aspirasi Umat Beragama 
sebagai bahan kebijakan Pemerintah Daerah provinsi: 
memberikan masukan tentang kondisi Kerukunan Umat 
Beragama kepada Pemerintah Daerah provinsi: 
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f. memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan 
dengan Kerukunan Umat Beragama di tingkat provinsi: dan 

g. melakukan mitigasi dan resolusi konflik sosial bernuansa 
agama, 

Pasal 14 

FKUB kabupaten/kota memiliki tugas: 

a. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota, 

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan FKUB 
nasional dan FKUB provinsi: 

c. melakukan dialog tingkat kabupaten/kota dengan pemuka 
agama dan tokoh masyarakat: 

d. menyerap dan menyalurkan aspirasi Umat Beragama sebagai 
bahan kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, 

e. memberikan masukan tentang kondisi Kerukunan Umat 
Beragama kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota: 

f. memberikan dukungan dalam pelaksanaan sosialisasi 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama di tingkat 
kabupaten/kota, 

g. melakukan mitigasi dan resolusi konflik sosial bernuansa 
agama, dan 

h. memberikan pertimbangan tertulis atas permohonan 
pendirian Rumah Ibadat. 


Paragraf 3 
Persyaratan Anggota FKUB 


Pasal 15 


Untuk dapat diangkat sebagai anggota FKUB harus memenuhi 
persyaratan: 
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a. warga Negara Indonesia: 
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

c. sehat jasmani dan rohani: 
d. bertempat tinggal di: 

1. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 
FKUB nasional, 

2. wilayah provinsi untuk FKUB provinsi, dan 

3. wilayah kabupaten/kota untuk FKUB kabupaten/kota, 

e. Pemuka Agama yang mendapat rekomendasi dari Ormas 
Keagamaan, 

f. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak 
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat Stahun: 

g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela: dan 
h. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik. 


Bagian Kedua 
Forum Kerukunan Umat Beragama Nasional 


Paragraf 1 
Anggota FKUB Nasional 


Pasal 16 
(1) Anggota FKUB nasional berjumlah 9 (sembilan) orang. 
(2) Keanggotaan FKUB nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. Perwakilan masing-masing agama sebanyak 1 (satu) 
orang: dan 
b. Perwakilan pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang. 
(3) Keanggotaan FKUB nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mempertimbangkan keterwakilan perempuan. 
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Paragraf 2 
Penetapan dan Pemberhentian Anggota FKUB Nasional 


Pasal 17 

(1) Anggota FKUB nasional diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden. 

(2) Masa kerja anggota FKUB nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun. 

(3) Anggota FKUB nasional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) masa kerja 
berikutnya. 


Pasal 18 
(1) Anggota FKUB nasional diberhentikan apabila: 
a. berakhir masa kerja: 
b. mengundurkan diri: 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota: 
d. dilakukan pergantian antar waktu oleh Ormas Keagamaan 
yang merekomendasi: atau 
e. meninggal dunia. 

(2) Pemberhentian anggota FKUB nasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Menteri setelah 
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dalam negeri. 


Pasal 19 


(1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota FKUB nasional 
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf 
a, Presiden dapat mengangkat anggota FKUB nasional 
pengganti atas usul Menteri setelah berkoordinasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam negeri. 

(2) Anggota FKUB nasional yang diusulkan sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan 
anggota FKUB yang digantikan. 

(3) Masa kerja anggota FKUB nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menyelesaikan sisa masa kerja anggota FKUB 
yang digantikan. 


Paragraf 3 
Struktur Organisasi FKUB Nasional 


Pasal 20 

(1) Struktur organisasi FKUB nasional terdiri atas: 

a. ketua merangkap sebagai anggota: 

b. wakil ketua merangkap sebagai anggota: 

c. sekretaris merangkap sebagai anggota: dan 
d. anggota. 

(2) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris, sebagaimana dimaksud 
padaayat (1) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah 
untuk mufakat. 

(3) Hasil musyawarah pemilihan ketua, wakil ketua, dan 
sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan 
dalam berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh 
anggota dan dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari 
jumlah anggota. 


Paragraf 4 
Tata Kerja FKUB Nasional 


Pasal 21 


(1) FKUB nasional menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 

(2) Setiap pengambilan keputusan FKUB nasional dilakukan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

(3) Pengambilan keputusan FKUB nasional dapat dilakukan 
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apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah 
anggota. 


Paragraf 5 
Sekretariat FKUB Nasional 


Pasal 22 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, FKUB nasional didukung 
oleh sekretariat. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan teknis dan 
administrasi kepada FKUB nasional. 

(3) Sekretariatsebagaimanadimaksudpadaayat (2) dilaksanakan 
secara ex officio oleh unit kerja eselon II yang membidangi 
Kerukunan Umat Beragama pada Kementerian. 


Bagian Ketiga 
Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi 


Paragraf | 
Anggota FKUB Provinsi 


Pasal 23 


(1) Anggota FKUB provinsi berjumlah paling banyak 21 (dua 
puluh satu) orang. 

(2) Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melibatkan keterwakilan perempuan. 

(3) Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah 
pemeluk agama setempat dengan keterwakilan paling 
sedikit 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada diprovinsi. 

(4) Keanggotaan FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mempertimbangkan keterwakilan kelompok 
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
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yang telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 


Paragraf 2 
Penetapan dan Pemberhentian Anggota FKUB Provinsi 


Pasal 24 

(1) Anggota FKUB povinsi diangkat dan diberhentikan oleh 
gubernur. 

(2) Masa kerja anggota FKUB provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun. 

(3) Anggota FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) masa kerja 
berikutnya. 


Pasal 25 
Anggota FKUB provinsi diberhentikan apabila: 
a. berakhir masakerja: 
b. mengundurkandiri: 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota: 
d. dilakukan pergantian antar waktu oleh Ormas Keagamaan 
yang merekomendasi: atau 
e. meninggal dunia. 


Pasal 26 


(1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota FKUB provinsi selain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a masa 
keanggotaan, gubernur dapat mengangkat anggota FKUB 
provinsi pengganti atas usul FKUB provinsi. 

(2) Anggota FKUB provinsi yang diusulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan 
anggota FKUB yang digantikan. 


322 Waryani Fajar Riyanto 


Lampiran 


(3) Masa kerja anggota FKUB provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menyelesaikan sisa masa kerja anggota FKUB 
yang digantikan. 


Paragraf 3 
Struktur Organisasi FKUB Provinsi 


Pasal 27 
(1) Struktur organisasi FKUB provinsi terdiriatas: 
a. ketua merangkap sebagai anggota: 
b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap sebagai anggota: 
c. sekretaris merangkap sebagai anggota: 
d. wakil sekretaris merangkap sebagai anggota: dan 
e. anggota. 

(2) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh 
anggota secara musyawarah untuk mufakat. 

(3) Hasil musyawarah pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, 
dan wakil sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang 
ditandatangani oleh seluruh anggota dan dihadiri paling 
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota. 


Paragraf 4 
Tata Kerja FKUB Provinsi 


Pasal 28 


(1) FKUB provinsi menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 
1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 

(2) Setiap pengambilan keputusan FKUB provinsi dilakukan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
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Paragraf 5 
Sekretariat FKUB Provinsi 


Pasal 29 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, FKUB provinsi didukung 
oleh sekretariat. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksana- 
kan fungsi memberikan dukungan teknis dan administrasi 
kepada FKUB provinsi. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 
dan ditetapkan oleh FKUB provinsi. 


Paragraf 6 
Tim Koordinasi FKUB Provinsi 


Pasal 30 
(1) Dalam memberdayakan FKUB provinsi, gubernur mem- 
bentuk tim koordinasi FKUB provinsi. 
(2) Tim koordinasi FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas: 

a. membantu gubernur dalam merumuskan kebijakan 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di tingkat 
provinsi: dan 

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB provinsi dengan 
pemerintah daerah provinsi dalam Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama di tingkatprovinsi. 

(3) Keanggotaan tim koordinasi FKUB provinsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. wakil gubernur sebagaiketua, 

b. kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi 
sebagai wakil ketua: 

c. kepala satuan kerja Pemerintah Daerah provinsi yang 
membidangi urusan Kerukunan Umat Beragama sebagai 
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sekretaris: dan 
d. pimpinan organisasi perangkat daerah sebagai anggota. 


Bagian Ketiga 
Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten/Kota 


Paragraf 1 
Keanggotaan FKUB kabupaten/Kota 


Pasal 31 


(1) Anggota FKUB kabupaten/kota berjumlah paling banyak 17 
(tujuh belas) orang. 

(2) Keanggotaan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melibatkan keterwakilanperempuan. 

(3) Keanggotaan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah 
pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 
(satu) orang dari setiap agama yang ada di kabupaten/kota. 

(4) Keanggotaan FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mempertimbangkan keterwakilan kelompok 
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
yang telah terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 


Paragraf 2 
Penetapan dan Pemberhentian Anggota FKUB Kabupaten/ 
Kota 


Pasal 32 
(1) Anggota FKUB kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan 
oleh bupati/walikota. 
(2) Masa kerja anggota FKUB kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima)tahun. 
(3) Anggota FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat diangkat kembali dalam 1 (satu) masa 
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kerjaberikutnya. 


Pasal 33 
Anggota FKUB kabupaten/kota diberhentikan apabila: 
a. berakhir masakerja: 
b. mengundurkandiri: 
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota: 
d. dilakukan pergantian antar waktu oleh Ormas Keagamaan 
yang merekomendasi: atau 
e. meninggal dunia. 


Pasal 34 

(1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota FKUB kabupaten/ 
kota selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(1) huruf a masa keanggotaan, bupati/wali kota dapat 
mengangkat anggota FKUB kabupaten/kota pengganti atas 
usul FKUB kabupaten/kota. 

(2) Anggota FKUB kabupaten/kota yang diusulkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan 
anggota FKUB yang digantikan. 

(3) Masa kerja anggota FKUB kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan sisa masa kerja 
anggota FKUB yangdigantikan. 


Paragraf 3 
Struktur Organisasi FKUB Kabupaten/Kota 


Pasal 35 
(1) Struktur organisasi FKUB kabupaten/kota terdiriatas: 
a. ketua merangkap sebagai anggota: 
b. 2 (dua) orang wakil ketua merangkap sebagai anggota: 
c. sekretaris merangkap sebagai anggota: 
d. wakil sekretaris merangkap sebagai anggota: dan 
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e. anggota. 

(2) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh 
anggota secara musyawarah untukmufakat. 

(3) Hasil musyawarah pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, 
dan wakil sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dituangkan dalam berita acara musyawarah yang 
ditandatangani oleh seluruh anggota dan dihadiri paling 
sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlahanggota. 


Paragraf 4 
Tata Kerja FKUB Kabupaten/Kota 


Pasal 36 
(1) FKUB kabupaten/kota menyelenggarakan pertemuan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu- 
waktu apabila diperlukan. 
(2) Setiap pengambilan keputusan FKUB kabupaten/kota 
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 


Paragraf 5 
Sekretariat FKUB Kabupaten/Kota 


Pasal 37 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, FKUB kabupaten/kota 
didukung oleh sekretariat. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan fungsi memberikan dukungan teknis dan 
administrasi kepada FKUB kabupaten/kota. 

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 
dan ditetapkan oleh FKUB kabupaten/kota. 
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Paragraf 6 
Tim Koordinasi FKUB Kabupaten/Kota 


Pasal 38 
(1) Dalam memberdayakan FKUB kabupaten/kota, bupati/wali 
kota membentuk tim koordinasi FKUB kabupaten/kota. 
(2) Tim koordinasi FKUB kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. membantu bupati/wali kota dalam merumuskan 
kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di 
tingkat kabupaten/kota: dan 

b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB kabupaten/ 
kota dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan 
hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah 
kabupaten/kota dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama di tingkat kabupaten/kota. 

(3) Keanggotaan tim koordinasi FKUB kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. wakil bupati/wakil wali kota sebagaiketua, 

b. kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota 
sebagai wakil ketua: 

c. kepala satuan kerja pemerintah daerah kabupaten/kota 
yang membidangi urusan Kerukunan Umat Beragama 
sebagai sekretaris: dan 

d. pimpinan organisasi perangkat daerah sebagai anggota. 


Pasal39 


Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan 
dan pemberhentian FKUB nasional, FKUB provinsi, dan FKUB 
kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Menteri. 
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BAB IV 
PENDIRIAN RUMAH IBADAT 


Pasal 40 


(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluannyata dan 
sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk 
bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di 
wilayah kelurahan/desa. 

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat 
beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban 
umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama 
di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) 
tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk 
digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota 
atau provinsi. 


Pasal 41 


(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. 

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan 
khusus meliputi: 

a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah 
ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang 
disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat 
batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
ayat (3), 

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam 
puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa: 

C. pertimbangan tertulis kepala kantor kementerian agama 
kabupaten/kota, dan 
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d. pertimbangan tertulis FKUB kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b 
belum terpenuhi, pemerintah daerah wajib memfasilitasi 
tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. 


Pasal 42 
Pertimbangan tertulis FKUB sebagaimana dimaksud dalam 


Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah untuk 
mufakat dalam rapat FKUB. 


Pasal 43 

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 41 diajukan oleh panitia pembangunan rumah 
ibadat kepada bupati/wali kota untuk memperoleh PBG 
rumah ibadat. 

(2) Bupati/wali kota memberikan keputusan paling lambat 90 
(sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah 
ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayatl1). 


Pasal 44 
Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi 
bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki PBG rumah 
ibadat yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang 
wilayah. 


Pasal 45 

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai 
rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan 
pemberian izin sementara dari bupati/wali kota dengan 
memenuhi persyaratan: 
a. laik fungsi: dan 
b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat. 
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(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan 
tentang bangunan gedung. 

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. izin tertulis pemilikbangunan: 

b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa: 

c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota: dan 

d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor kementerian 
agama kabupaten/kota. 


Pasal 46 


(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan 
bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/wali kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diterbitkan 
setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor 
kementerian agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/ 
kota. 

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan 
bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun. 


Pasal 47 


(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat 
dilimpahkan kepada camat. 

(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor 
kementerian agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/ 
kota. 
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Pasal 48 


(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan 
secara musyawarah untuk mufakat oleh masyarakat 
setempat. 

(2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian 
perselisihan dilakukan oleh bupati/wali kota dibantu 
kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota melalui 
musyawarah untuk mufakat yang dilakukan secara adil dan 
tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau 
saran FKUB kabupaten/kota. 

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat 

(2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui 
pengadilan setempat. 


Pasal 49 
Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/wali 


kota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan 
perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. 


BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 


Pasal 50 


(1) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri melakukan pembinaan dan 
pengawasan atas pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama dan pemberdayaan FKUB nasional, FKUB 
provinsi, dan FKUB kabupaten/kota. 

(2) Gubernur dan instansi vertikal Kementerian melakukan 
pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Pemeliharaan 


332 Waryani Fajar Riyanto 


Lampiran 


Kerukunan Umat Beragama dan pemberdayaan FKUB 
dikabupaten/kota. 

(3) Pembinaan pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama dan pemberdayaan FKUB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk: 

a. fasilitasi: 

b. konsultasi: 

Cc. pendidikan dan pelatihan: dan 
d. penelitian danpengembangan. 

(4) Pengawasan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan 
pemberdayaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk: 

a. pemantauan: dan 
b. evaluasi. 


BAB VI 
PELAPORAN 


Pasal 51 


(1) Bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan Pemeliharaan 
Kerukunan Umat Beragama dan pemberdayaan FKUB 
kepada gubernur. 

(2) Gubernurmelaporkan pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan 
Umat Beragama dan pemberdayaan FKUB kepada Menteri 
dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam negeri. 

(3) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri melaporkan pelaksanaan 
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama kepada Presiden 
dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan dalam koordinasi di bidang 
pembangunan manusia dan kebudayaan dan menteri yang 


Waryani Fajar Riyanto 333 


Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia 


menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam koordinasi 
di bidang politik, hukum, dan keamanan. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) dilaporkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun atausewaktu-waktu. 


BAB VII 
PENDANAAN 


Pasal 52 

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Peme- 
rintah Daerah kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran 
dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemeliharaan Keruku- 
nan Umat Beragama dan pemberdayaan FKUB. 

(2) Tata cara penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 


Pasal 53 
(1) Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Presiden ini 
bersumberdari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara: 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan 
c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 
(2) Pendanaansebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 


Pasal 54 


Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, FKUB yang telah 
terbentuk sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, tetap 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dan harus 
menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini dalam jangka 
waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan 
Presiden ini diundangkan. 


BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 55 
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 


Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... 


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 


JOKO WIDODO 
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Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... 


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 
REPUBLIK INDONESIA 


YASONNA H. LAOLY 


BERITA NEGARA Republik Indonesia TAHUN... NOMOR... 
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